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BAB I 

PARTISIPASI POLITIK  

A. Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan keseluruhan pembahasan buku. Secara konseptual akan 
membahas masalah yang terkait dengan partisipasi politik dengan segala seluk beluknya 
dan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Dimana Pemilu merupakan program 
pemerintah sejak Orde Baru dibawah  rezim Soeharto, sejak tahun 1971, setiap lima tahun 
sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita ini. Sekalipun pada rezim Soeharto 
Pemilu tidak ubahnya dengan pelanggengan dan basis legitimasi kepemimpinan nasional,  
sebab pada hakikatnya tidak ada persaingan (kompetisi) di sana karena Soeharto 
senantiasa menjadi calon tunggal yang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dibawah kekuasaan Golkar (sekarang Partai Golkar) yang merobah namanya 
sejak tahun 1999.(Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan, Gramedia, 2004).   

Pemilu sebenarnya merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi. Dimana rakyat 
secara langsung dilibatkan dan diikutsertakan dalam memilih calon-calon wakil rakyat 
serta memilih kepala negara dan pemerintahan. Namun demikian, sejak Orde Baru, agak 
sulit jika Pemilu diharapkan agar rakyat turut serta menentukan arah dan kebijakan politik 
Negara untuk lima tahun kedepan. Hal ini disebabkan rakyat seringkali absen dan hanya 
diwakili politisi yang berada di dewan tingkat daerah sampai pusat. 

Terlepas dari hal tersebut, arah perubahan sebenarnya sudah mulai tampak yakni sejak 
tahun 1999. Tepatnya sejak era reformasi politik pasca jatuhnya rezim Soeharto tahun 
1998. Sejak saat itu, Pemilu secara nasional dilakukan dengan dua macam yaitu pemilihan 
anggota legislatif (Pileg) dan Pimilu Presiden (Pilpres). Dalam Pileg, Rakyat secara 
langsung memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif baik anggota DPR, 
DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, Pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota legislatif 
dilaksanakan.  

Pemilu model seperti ini berjalan dengan baik di Indonesia sekalipun terdapat beberapa 
catatan penting dalam penyelenggaraan serta proses-proses yang berlangsung; misalnya 
biaya yang sekarang sangat mahal serta beberapa perilaku kekerasan fisik dan non fisik 
sebagai bagian dari kekerasan simbolik yang terjadi di lapangan saat kampanye sampai 
pasca pencoblosan. Bentuk kekerasan simbolik, salah satunya adalah kampanye busuk 
alias kampanye hitam pada salah satu kandidat presiden-wakil presiden. (Zuly Qodir, 
Kejahatan Politik Saat Pemilu 2014, Jurnal Maarif, 2014, Ahmad Suaedy, ed, Premanisme 
Politik, ISAI, Jakarta, 2004) 

Selain hal tersebut diatas, sejak reformasi politik tahun 1998, persisnya setelah Undang-
Undang Pilkada tahun 2001 ditetapkan, masing-masing daerah juga melaksanakan 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 
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Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakilnya langsung dipilih oleh rakyatnya. Namun masalah 
serius yang muncul di lapangan adalah bahwa Pemilukada (Pilkada) tidak jarang 
menyebabkan terjadinya apa yang dinamakan politik dinasti (politik keluarga) karena 
antara yang menjadi pimpinan di tingkat Gubernur, Kabupaten/kota dengan kabupaten-
kabupaten yang berbeda dalam satu provinsi adalah anak turunan dari salah seorang 
kepala daerah di wilayah tersebut.  

Hal seperti itu misalnya yang terjadi di Provinsi Banten, dimana Ratu Atut Chosyiyah 
menjadi Gubernur sementara anak-anak, adik,  serta menantunya menjadi Bupati/Walikota 
di daerah tersebut. Demikian pula dengan di Sulawesi Selatan, dimana Mohammad Yasin 
Limpo menjadi Gubernur anak-anaknya menjadi Walikota atau pun Bupati. Politik dinasti 
terjadi pula pada Pemilu legislative, dimana antara Bapak-Ibu dan anak-anaknya sama-
sama menjadi anggota dewan atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga hal 
ini sebenarnya menutup peluang pihak lain untuk menjadi anggota perwakilan daerah 
karena dinasti salah satu keluarga menguasai. Bahkan kekuasaan ternyata didapatkan dari 
dana yang cukup berlimpah dan ikatan klientalisme dan persoadaraan yang ketat. (Lihat 
Leo Agustino, Pemilukada dan Politik Dinasti di Indonesia, Pustaka Pelajar 2010, Edward 
Aspinal, editor, Politik Uang di Indonesia, Pol-Gov UGM, 2015) 

Kondisi seperti itu, menyebabkan penyelenggaraan pemilu yang selama ini telah 
berlangsung terkesan hanya melanggengkan kekuasaan dan dinasti. Pemilu hadir dengan 
segala kompleksitas persoalan yang mengiringinya. Bagi beberapa kalangan, tentu 
mendatangkan kejenuhan. Berbagai intrik politik yang dibarengi kecurangan dengan 
menghalalkan berbagai cara, pada akhirnya tidak dipungkiri memunculkan sikap apatisme 
dari masyarakat pemilih pada proses pemilu itu sendiri. Masyarakat enggan terlibat dalam 
Pemilu karena merasa tidak banyak manfaat dari Pemilu kecuali sekedar untuk 
mendapatkan “uang haram” yang dikenal dengan politik uang (money politics) dari calon-
calon anggota legislative ataupun calon kepala daerah.  

Dalam konteks seperti itu, membayangkan sebuah pemilu yang bisa menghibur dan 
membuat semua orang menjadi senang, bukan sekadar pemilihan (election), bahwa Pemilu 
merupakan peristiwa pesta demokrasi yang menghibur (electainment) menjadi tantangan 
tersendiri bagi KPU dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilu. Komisi 
Pemilihan Umum karena itu berada pada posisi yang sangat menentukan agar Pemilu yang 
diselenggarakan berjalan dengan Jujur, adil dan transparan. Sementara para kandidat 
tampaknya enggan bersikap jujur dan transparan.  

Bahkan jika dilihat pada perjalanan setiap Pemilu pasca Orde Baru tumbang, politik uang 
serta politik dinasti ternyata menjadi bagian tak terpisahkan di Indonesia. Kondisi 
semacam ini seperti telah dilaporkan oleh Edward Aspinal  dan kawan-kawan ketika 
meneliti tentang Pemilu 2014 yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) 
ternyata politik klientalisme dan politik dinasti menjadi warna yang sangat kental di 
Indonesia. Bahkan belakangan terjadi pula adanya “gerontology partai politik”, yakni partai 
kita sebenarnya bukan hanya partai yang bersifat oligarkis tetapi sekaligus partai kaum tua 
alias partai gerontologis. Dimana partai dikontrol oleh “jamaah keluarga” dan kliennya 
sementara pengontrol utama dan pimpinannya adalah mereka yang “sepuh”.  
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Belum lagi masalah-masalah yang berhubungan dengan kurang berkualitasnya pemilih 
dalam Pemilu Legislatif sehingga memilih calon legislative terkesan asal-pilih tanpa 
mempertimbangkan apakah calon berkualitas ataukah tidak. Bahkan, sebagian dari pemilih 
melakukan pemilihan karena hanya merasa harus balas budi karena sudah menerima uang 
haram, alias uang politik yang diberikan oleh caleg saat menjelang Pemilihan. Padahal 
jumlahnya sangat kecil. Jumlahnya hanya berkisar Rp. 30-Rp. 100 ribu rupiah di wilayah 
Pulau Jawad an sekitarnya. Sementara untuk Pemilihan di Luar Jawa “uang haram” dapat 
mencapai Rp. 300-Rp. 500 ribu rupiah per kepala. Masyarakat Pemilih kemudian 
melupakan tugas dan kewajiban caleg yang dipilih karena membayar calon pemilih 
sehingga tetap dipilih sekalipun tidak berkualitas. (Azyumardy Azra, Gerontologi Partai dan 
Demokrasi, Kompas, 20 April/2014, Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, (ed), Politik Uang 
di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, Pol-Gov UGM, 2015)  

Kondisi seperti itu sebenarnya memprihatinkan Indonesia yang tengah berupaya 
memperbaiki sistem Pemilu. Kita perhatikan petikan wawancara Ketua KPU, Husni Kamil 
Manik ketika berbincang dengan pimpinan redaksi dan para pewarta Jawa Pos, di kantor 
Jawa Pos, Gd. Graha Pena, Jakarta, Kamis (14/2/2013),  tentang harapannya bahwa pemilu 
itu bukan hanya intrik politik, adu strategi antar kandidat untuk menjadi pemenang. Tetapi, 
Pemilu seharusnya juga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, sebagai sebuah pesta 
demokrasi, sebagai hiburan. Jangan lagi ada kekerasan, yang ada adalah kegembiraan. Jika 
penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana seperti apa yang dibayangkannya.  

Jika hal itu terjadi, menurut Husni, tingkat partisipasi masyarakat juga pasti akan tinggi.  
Namun keinginan Ketua KPU Husni Kamil Malik yang demikian mengenakkan tampaknya 
dilapangan berbalik dengan kehendak para kandidat. Mereka memperlakukan Pemilu 
sebagai hal yang murni sebagai ajang pertarungan dan menyebarkan ancaman serta 
menyebar keuangan pada public. Oleh sebab itu, hasilnya adalah Pemilu menjadi ajang 
politik kotor serta politik uang haram. Bahkan uang haram Pemilu menjadi sesuatu yang 
oleh sebagian orang anggap sesuatu kewajaran. Politik uang dianggap biasa sebagai sebuah 
upaya dalam berpolitik praktis untuk memperoleh kursi atau pun jabatan politik. Bahkan 
sebagian kecil dari para ulama kita menyebutkan bahwa money politik sebenarnya sesuatu 
yang wajar jika dilihat dari persepektif agama, yakni usaha untuk memperoleh sesuatu 
dengan usaha yang keras. Salah satunya dengan membayar orang lain, sebagai usaha keras. 
(Zuly Qodir, Uang Haram dalam Pemilu 2014, Kompas, 14 Juli 2014) 

Oleh karenanya, cita-cita KPU yang demikian itu kemudian menjadi target bagi KPU sebagai 
lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana 
amanat dari Undang – Undang NKRI tersebut. Dengan keyakinan itu pula, KPU secara 
gamblang  memprediksi pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi masyarakat diharapkan bisa 
mencapai minimal 75 persen. Angka peningkatan partisipasi masyarakat dapat 
terwujud  secara kuantitas maupun kualitas. Pada akhirnya target KPU mencapai 75 % 
partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 tercapai .  

Hal ini merupakan prestasi KPU yang patut diapresiasi sebab selama ini Pemilu kita 
diramalkan akan mengalami penurunan tajam tingkat partsipasinya. Disebabkan karena 
masyarakat telah enggan melaksanakan Pemilu. Mereka enggan untuk datang ke Tempat 
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Pemungutan Suara atau TPS lebih memilih tetap mengerjakan apa yang menjadi 
pekerjaannya di ladang, kantor atau pun pabrik karena Pemilu tidak akan merubah nasib 
mereka. Hal seperti ini tentu merupakan tantangan Komisi Pemilihan Umum. 

Beberapa hal yang dikerjakan guna mencapai target tersebut, KPU akhirnya menggagas 
dan menggelar program-program yang bisa dinikmati oleh masyarakat, namun dengan 
biaya yang relatif murah. KPU menggelar kegiatan yang tidak berhubungan langsung 
dengan Pemilu namun dapat dilihat dan dinikmati masyarakat luas terkait dengan proses 
penyelenggaraan Pemilu di seluruh nusantara. Pemilu tahun 2009 dan 2014 merupakan 
pemilu yang oleh banyak pihak dianggap cukup berhasil dalam penyelenggaraan, sekalipun 
jumlah Golput terbilang cukup banyak. Seperti dapat kita lihat dalam table tetantang 
partisipasi pemilih dalam Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia.  

Salah satu program yang digelar oleh KPU berupa adalah kegiatan “jalan sehat untuk 
pemilu sehat” yang diikuti serentak oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota se-
Indonesia. Ide tersebut dianggap tidak mahal, namun menyenangkan banyak orang. Dan 
tidak menutup kemungkinan dilaksanakan kegiatan lain, misalnya mengadakan event-event 
olah raga, atau apa saja. Intinya kegiatan yang bisa menggiring persepsi dan pemahaman 
semua orang bahwa pemilu itu sesuatu yang menghibur bagi masyarakat. KPU tentu saja 
tidak dapat mewujudkan gagasan menjadikan pemilu sebagai sebuah electainment itu 
sendirian. Semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu, diharapkan turut 
memainkan perannya masing-masing dengan elegan dan cara-cara yang menarik. 

Di lain pihak, kekuasaan pemerintahan yang ada saat ini tidak terlepas dari perjalanan 
politik di masa lalu. Hadirnya penguasa ataupun para oposisi tidak serta merta muncul 
tanpa proses politik. Mereka muncul setelah melalui proses panjang sejarah yang 
dilaluinya lewat political struggle (pertarungan politik), ideology diffuses (pembauran 
ideologi), international conspiracy (konspirasi internasional), serta aksi-aksi politik lainnya. 
Hingga akhirnya seperti layaknya hukum barbar, siapa yang kuat maka merekalah yang 
bertahan. Gambaran dan peta perpolitikan di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran dan 
fungsi partai politik dan masyarakat sendiri sebagai pelaku politik. 

Sementara itu, hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) partisipasi politik rakyat 
dalam Pilkada sekitar 60 persen. Dengan kata lain rata-rata jumlah Golput mencapai 40 
persen. Namun demikian, sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini 
ada di setiap pemilihan umum di manapun itu, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Hanya 
saja, tentunya hal ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput 
akan di anggap sehat jika jumlah Golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak 
pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, mencapai 40 persen. Bagi sebagian 
kalangan, jumlah ini dinilai normal dalam penerapan sistem demokrasi di sebuah Negara. 
Karena itu adalah mustahil untuk menjadikan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu 
mencapai 100 persen. Besar kecilnya jumlah Golput akan sangat tergantung dan maksimal 
tidaknya upaya yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan masyarakat. 
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Tabel Data Partisipasi Pemilu Indonesia sejak 1971-2014 

No Tahun Pemilu Jumlah Pemilih  Tidak Memilih/Golput 
1 1971 58,558,776 6.64 % 
2 1977   69,871,092 8.40 % 
3 1982   82,132,195 8.53 % 
4 1987   93,737,633 8.39% 
5 1992   107,565,413 9.09 % 
6 1997  125,640,987 9.42 % 
7 1999    10.21 % 
8 2004 148,000,368 23,34 % 
9 2009 171,265,442  39.1% 

10 2014 185.000.000 25 % 
11 1955 43,104,464 8,9  

Sumber Komisi Pemilihan Umum diolah sejak tahun 1955-2014.  

Data statistik partisipasi pemilih dari 1955 – 2009 yang diolah oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) menunjukkan dari 9 kali pemilu legislative yang pernah dilakukan di Indonesia Pemilu 

tahun 1971 –pemilu pertama kali di era orde baru—mencapai tingkat partisipasi yang paling 

tinggi yaitu 96.62 persen, sedangkan yang terendah adalah pemilu legislatif tahun 2009 di era 

reformasi yaitu 60.78 persen. Selengkapnya data tersebut adalah sebagai berikut: 

Tahun 1955, jumlah pemilih terdaftar 43,104,464 tingkat partisipasi 91.41 persen 

Tahun 1971, jumlah pemilih terdaftar 58,558,776, tingkat partisipasi 96.62 persen 

Tahun 1977, jumlah pemilih terdaftar 69,871,092, tingkat partisipasi 96.52 persen 

Tahun 1982, jumlah pemilih terdaftar 82,132,195, tingkat partisipasi 96.47 persen 

Tahun 1987, jumlah pemilih terdaftar 93,737,633, tingkat partisipasi 96.43 persen 

Tahun 1992, jumlah pemilih terdaftar 107,565,413, tingkat partisipasi 95.06 persen 

Tahun 1997, jumlah pemilih terdaftar 125,640,987, tingkat partisipasi 93.55 persen 

Tahun 2004, jumlah pemilih terdaftar 148,000,368, tingkat partsipasi 84.07 persen 

Tahun 2009, jumlah pemilih terdaftar 171,265,442, tingkat partisipasi 60.78 persen 

(http://golput.com) 

Sementara pada tahun 2014, jumlah pemilih terdaftar diperkirakan 185 juta, bulan Maret 2013 

CSIS (Center for Strategic and International Studies) memperkirakan angka undecided voters 

dan golongan putih untuk tahun 2014 sekitar 40.5 persen. Angka ramalan terendah yang cukup 

fantastis. Namun digunaan akan terjadi pelonjakan jumlah Golput akhirnya tidak seperti diduga 

sebelumnya oleh beberapa lembaga survei seperti CSIS, LSI, maupun LIPI. Kita patut bersyukur 

bahwa masyarakat terlihat aktif dalam proses Pemilu di Indonesia. 

Kita tentu prihatin jika partisipasi public dalam Pemilu sangat rendah. Tetapi, kita juga jangan 

menyalahkan dan prihatin terhadap rakyat yang tidak berpartisipasi, karena data tersebut di atas 

menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah cukup pandai untuk mengetahui tentang sepak 

terjang partai politik bila menjadi penguasa (pejabat pemerintahan dan anggota 

http://golput.com/
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parlemen/politikus): korupsi akan semakin merajalela, rakyat semakin menderita. Hal tersebut 

bisa diartikan bahwa ternyata di era reformasi kondisi politik tidak lebih baik dari era-era 

sebelumnya atau rakyat di era reformasi semakin menderita. Perasaan rakyat yang menderita 

akibat tingkah polah korup pejabat pemerintah dan politikus menyebabkan rakyat muak, pesimis, 

dan apatis sehingga mereka enggan untuk memilih.  

Kita ketahui bahwa sebelum reformasi, sistem politik yang berlangsung di Indonesia 
adalah sistem politik yang tertutup. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang 
remeh dan tidak terlalu penting bagi pemerintah. Pemerintah selalu yakin bahwa 
pemerintahlah satu-satunya aktor yang benar-benar mengetahui kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat. Atas nama pembangunan dan kesejahteraan yang ditafsirkan 
sepihak oleh pemerintah, kebijakan publik acapkali membawa malapetaka bagi masyarakat 
karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Tidak 
adanya ruang dalam proses pembuatan kebijakan publik mengakibatkan kebijakan publik 
yang dibuat seringkali tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat. Politik adalah 
panglima dan pembangunan adalah ritual dari rezim politik Orde Baru selama lebih dari 
tiga puluh tahun (32 tahun) lamanya. (Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi 
Demokrasi Pasca Orde Baru, Kencana, Jakarta 2010) 

Di masa Orde Baru, aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik 
sangat terbatas dan hanya berkisar di lingkaran kecil elit birokrasi dan militer. Kondisi 
semacam itu menciptakan beragam artikulasi kepentingan di luar birokrasi lebih banyak 
ditanggapi melalui proses klientelisme atau penyerapan (absorsi) tanpa proses pelibatan 
aktor diluar negara. Militer dan birokrasi yang dikontrol oleh negara, presiden sebagai 
panglima tertinggi, sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru telah menciptakan iklim politik 
nasional menjadi Negara Otoriter Birokratik (NOB), bukan negara demokratik. Model 
negara otoriter birokratik mewarnai perpolitikan nasional tanpa bisa dikontrol. 

Dalam posisi seperti ini, masyarakat hanya dibutuhkan apabila diundang (invited space) 
oleh birokrasi negara. Bahkan, lebih banyak dilibatkan dalam kerangka mobilisasi 
dibandingkan partisipasi untuk proses dukung mendukung atas kebijakan pemerintah. 
Setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998, aktor-aktor yang terlibat dalam proses 
politik semakin plural dan semarak. Kalau di masa lalu, aktor politik yang dominan 
hanyalah birokrasi dan militer, maka saat ini aktor yang terlibat sangat beragam dan 
tersegmentasi menurut garis profesi, kelas, kelompok, kepentingan dan lain-lain. Bahkan 
yang tampak dominan adalah para pemilik modal, para pengusaha dan para pendiri partai 
politik sehingga partai politik tampak tidak berkuasa atas mereka yang sering dikatakan 
sebagai “pemilik saham” terbesar partai politik. (Jefry Winter, Politik Ekonomi Indonesia 
Pasca Soeharto, Gramedia, 2004) 

Kondisi semacam itu tentu mencemaskan demokrasi Indonesia. Namun demikian, setelah 
lahirnya reformasi, ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia yaitu demokratisasi 
dan desentralisasi. Dengan adanya demokrasi, tuntutan membuka ruang partisipasi yang 
luas bagi masyarakat menjadi sesuatu yang tak terelakkan lagi. Dalam sistem politik 
demokratis, perumusan kebijakan publik mensyaratkan hal-hal mendasar yang 
sebelumnya terabaikan, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan 
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kebijakan. Jika dalam sistem politik tertutup dan otoriter (baca: rezim Orde Baru) proses 
pembuatan kebijakan publik lebih berorientasi kepada kepentingan negara (state oriented), 
maka dalam sistem politik terbuka dan demokratis ini proses kebijakannya lebih 
diorientasikan untuk kepentingan masyarakat (society oriented).  

Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadikan demokrasi sebagai ruh perubahan bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara maka keterlibatan dan keterwakilan publik dalam 
proses-proses kebijakan harus diperkuat karena demokrasi dan good governance pada 
dasarnya berkaitan dengan bagaimana mengejawantahkan kehendak dan kebutuhan 
publik ke dalam kebijakan. Pemerintah tidak bisa lagi hanya menjadikan rakyat sebagai 
basis legitimasi kekuasaan tetapi melibatkan masyarakat dalam proses politik. Oleh sebab 
itu, penataan persoalan system rekruitmen partai dan system perpolitikan Indonesia 
benar-benar membutuhkan perhatian serius agar ke depan lebih baik. 

Terdapat banyak persoalan yang menjadi bagian dari penataan politik Indonesia. Dari 
persoalan transparansi, tanggung jawab partai, sampai dengan masalah politik uang dan 
dinasti politik bersatu dalam kultur politik yang masih dalam pembelajaran demokrasi. 
Oleh sebab itu jika tidak direspons dengan baik, demokrasi kita akan dibajak oleh kekuatan 
otoriter dan banalitas politik sehingga kehendak untuk menciptakan demokrasi yang 
bermakna terhambat dan mengalami kendala serius di dalam praktek politik Indonesia. 

B. Memahami Politik sebagai Ilmu dan Tindakan 

Prof. Miriam Budiarjo, ahli politik asal Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa 
politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang 
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan 
itu. Apa yang dikemukakan Prof. Miriam Budiardjo memberikan petunjuk kepada kita 
bahwa politik merupakan hal yang berhubungan dengan system dan pelaksanaannya. 
(Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, 2004).   

Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu 
menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari 
tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan 
kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan/atau alokasi dari sumber-
sumber (resources) yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki 
kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun 
untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang 
dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan 
perumusan keinginan belaka. Pemaksaan politik dalam tradisi ilmu politik menjadi sesuatu 
yang dibolehkan. (Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia, Jakarta 1992; Ramlan 
Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, 1992; SP. Verma, Teori-teori Politik, Grafiti, 
Jakarta, 1990) 

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi 
seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik 
dan kegiatan individu. Politik dengan demikian sebenarnya merupakan hal yang mulia 
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dalam makna yang substansial sekaligus simbolik. Namun yang kadang terjadi dilapangan 
adalah bahwa politik dikerjakan dengan cara-cara yang kurang beradab sehingga 
memberikan kesan jika perilaku politik adalah kotor, buruk bahkan najis. Politik semacam 
ini sudah sering dikatakan sebagai bentuk politik yang tidak beradab atau kurang 
bermartabat, sehingga tidak mencerminkan perpolitikan yang berperadaban dalam sebuah 
aktivitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil pada umumnya. (Robert W hefner, 
Democratic Civility: the Roots of Civilization in Indonesia and South-East-Asia, Princenton 
University, 2004) 

Sementara itu, Ramlan Surbakti, mengutip Martyn Lipset, menyatakan bahwa politik 
merupakan perilaku untuk mendapatkan kekuasaan secara sah yakni dengan jalan pemilu 
dan mekanisme demokrasi lainnya. (Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 2001). 
Sedangkan Afan Gaffar, ilmuwan politik asal Universitas Gadjah Mada, memberikan 
pengertian bahwa politik dalam bahasa Arabnya disebut “siyasyah” atau dalam bahasa 
Inggris “politics”. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Pada dasarnya politik 
mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan politik secara tidak langsung adalah 
membicarakan Negara. Teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang 
mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik 
juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakekat Negara, serta 
bentuk dan tujuan Negara. Disamping itu juga menyelidiki hal-hal seperti kelompok 
penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat umum, peranan partai, dan 
pemilihan umum. (Lihat Afan Gaffar, Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Pustaka 
Pelajar,2001) 

Sedangkan Franz Magnis Susesno, teolog ahli etika politik mengatakan bahwa kata politik 
berasal dari bahasa Yunani “polis” adalah kota yang berstatus Negara/Negara kota. Segala 
aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut 
“politike techne”. Kemudian ia juga berpendapat politik ialah pengertian dan kemahiran 
untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan 
Negara. Oleh karena itu politik itu harus beretika dan memiliki landasan etik, tidak 
sembarangan. Berpolitik adalah metode dan sarana mensejahterakan masyarakat, 
kemenangana bukan tujuan berpolitik, sebab kemenangan hanyalah dampak dari 
kontestasi, yang paling peting adalah menjadi pelayan masyarakat sebagaimana niat baik 
politik. (Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia, 1992) 

Beberapa penjelasan tentang politik diatas dipakai untuk mengarahkan pada pembaca 
bahwa yang dimaksudkan dengan politik adalah sebagaimana dikemukakan disini. Bukan 
dalam maknanya yang lain, disebabkan demikian banyak penjelasan tentang apa itu politik. 
Sebenarnya, politik itu sendiri akan sangat tergantung dengan segala sepak terjang para 
politisinya. Inilah yang juga menjadi pembatas antara penjelasan politik dalam makna yang 
sangat umum dengan politik yang dimaksudkan dalam buku ini. Politik sebagai teori dan 
tindakan (praktek berpolitik) seringkali mengalami perbedaan makna yang sangat jauh, 
sehingga sebagian dari kita memaknai jika politik dan perilaku politik merupakan sesuatu 
hal yang kotor, buruk dan dekat dengan perbuatan kemungkaran. 
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C. Partai Politik dan Sepak Terjangnya 

Sebelum menelusuri tentang partai politik dengan segala sepak terjangnya, terlebih dahulu 
akan dijelaskan beberapa pengertian dasar yang terkait dengan konsep partai dan politik. 
Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu 
Politik (2004), mengemukakan definisi politik seperti telah juga dikemukakan diatas, 
bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) 
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan 
tujuan-tujuan itu. (Budiardjo, 2004).  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikemukakan politik merupakan kegiatan-kegiatan 
yang terjadi dalam suatu negara dalam mencapai dan melaksanakan tujuan yang telah 
dibuat. Kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara 
dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut dengan konsekuen serta melalui mekanisme 
demokrasi atau kekuasaan yang sah bukan tanpa kekuasaan yang absah. 

Sementara itu, menurut Karl W. Deutsch definisi politik adalah pengambilan keputusan 
melalui sarana umum. (Deutsch dalam Budiardjo, 2004). Maksud dari definisi ini tentu saja 
hendak mengatakan bahwa politik merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan 
suatu negara melalui sarana umum. Sarana umum yaitu menyangkut tindakan umum atau 
nilai-nilai yang sesuai dengan asas-asas bernegara. Negara yang memiliki aktivitas politik 
dapat dikatakan sebagai negara yang normal. Bahkan lebih dari itu, negara yang memiliki 
aktivitas politik merupakan negara yang berkehendak menuju kemajuan. Inilah 
sebenarnya intisari dari politik yang sering dianggap kotor dan tidak bermartabat. 

Tidak berbeda jauh dari definisi diatas, definisi politik juga dikemukakan oleh Andrey 
Heywood, bahwa politik adalah sebuah seni dalam pemerintahan. Dimana melaluinya 
masyarakat melakukan aktivitas, memelihara, memperbaiki aturan-aturan umum untuk 
mengatur kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah negara. Politik senantiasa terkait 
dengan aktivitas manusia yang memiliki dimensi konfliktual dan asosiasional (kohesi-
kohesi) dan ikatan sosial, sehingga menciptakan suatua ruang yang dinamis. Dalam politik 
ada aktivitas kebencian, tetapi sekaligus ada konsensus-konsensus antara mereka sehingga 
kehidupan suatu masyarakat menjadi lebih dinamis dan mengarah pada hal yang lebih 
baik. Dengan demikian, politik mengandung banyak makna, positif dan negative, namun 
yang jelas bahwa politik itu berhubungan dengan manusia, sebab manusia adalah makhluk 
politik. (Andrey Heywood, 2014: 1-3) 

Sementara itu, partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok yang 
terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. 
Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara 
konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. (Budiardjo, 2004).  

Sedangkan menurut Andrew Heywood, partai politik adalah sebuah kelompok masyarakat 
yang diorganisasikan dengan tujuan untuk memenangkan kekuasaan pemerintahan 
melalui sarana pemilihan atau yang lainnya. Partai politik secara khas memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: pertama, bertujuan menyelenggarakan pemerintahan dengan cara 
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memenangkan pemilihan dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan politik. Sementara itu, 
partai partai kecil mungkin hanya untuk memperkenalkan platform bukan memenangkan 
pemilihan pada masyarakat saat pemilihan; kedua, mereka adalah badan-badan 
terorganisir dengan sebuah keanggotaan yang formal, dan terlembaga; ketiga, mereka 
secara khusus mengagendakan persoalan pada isu yang luas, melakukan kerja dari daerah-
daerah atau juga pada wilayah kebijakan pemerintahan yang sangat luas. Sementara itu, 
partai kecil mungkin hanya satu isu kebijakan saja dan ke empat, pada derajat tertentu 
mereka dipertemukan oleh kesamaan pilihan politik dan sebuah identitas ideology yang 
umum. (Andrew Heywood, 2014: 302) 

Sementara itu, William Crotty dan Ricard S Kartz,  mendefinisikan partai politik sebagai 
kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut pencalonan dalam Pemilu 
dan bersaing dalam Pemilihan Umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atau 
mendapatkan kekuasaan atas pemerintahah melalui kekuasaan jabatan-jabatan publik dan 
organisasi pemerintahan. Partai politik alasan dasarnya dengan demikian merupakan 
sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan. (William 
Crotty dan Ricard S Kartz, 2014: 3, Hanbook of Politics, 2012) 

Definisi lain tentang partai politik dikemukakan oleh ilmuwan politik Edmund Burke, yang 
menyatakan bahwa partai politik adalah kumpulan orang yang bersatu untuk 
memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka, berdasarkan 
prinsip-prinsip yang mereka sepakati. (Burke dalam William Crotty, hlm. 4) 

Sedangkan Anthony Downs, menjelaskan partai politik adalah koalisi orang-orang yang 
berusaha menguasai  apparat pemerintahan dengan cara-cara yang sah. Apa yang 
dimaksud koalisi adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan tertentu yang sama dan 
saling bekerja sama untuk mencapainya. Sementara yang dimaksud apparat pemerintahan 
adalah perangkat fisik, hukum, dan kelembagaan yang digunakan pemerintah untuk 
melaksanakan peran khusus dalam pembagian kerja dengan cara-cara yang sah. (Anthony 
Down, dalam William Crotty, 2014: hlm. 4) 

Carl J Friedrich menulis bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir 
secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan (kekuasaan) 
terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, bagi 
anggotanya memberikan kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. (A political party 
is a group of human being, stably organized with the objective of securing maintaining for 
leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the 
party, trough such control ideal and material benefits advantages). (Carl J Friedrich, 
Constituinal Governmen and Democracy, hlm. 419) 

Sedangkan Sigmun Neumann, memberikan definisi tentang partai politik adalah organisasi 
dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta 
meerebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-
golongan lainnya yang mempunyai pandangan berbeda. ( A political party is a the articulate 
organization of society’s active political agents; those who are concerned with the control of 
government polity power, and who compete for popular support with other group or groups 
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holding divergent views). (Sigmund Neumann, Modern Political Parties, dalam Comparative 
Politics : A reader, david E Apter dan Harry Eckstein (Ed) London, The Free Pressw of Glence, 
1963: 352)  

Berdasarkan definisi di atas, partai politik pada umumnya terwujud berdasarkan 
persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama dengan cara-cara yang sah 
yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dalam pemerintahan. Selain juga 
berkehendak meraih kekuasaan dan mempertahannya. Kehadiran partai politik dalam 
kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri. Hal ini berdasar pada fungsi yang 
melekat pada partai politik tersebut. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan dengan 
sederhana bahwa partai politik tidak ingin kekuasaan atau menguasai parlemen. 

Menilik dengan definisi partai politik diatas, maka pada perkembangannya partai politik itu 
berbentuk partai politik kader dan partai massa; partai representative dan integrative; 
partai konstitusional dan revolusioner serta partai sayap kiri dan sayap kanan (radikal). 
Untuk kasus Indonesia, maka pada periode  awal kemerdekaan, partai politik dibentuk 
dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan 
mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga calon-calon independen yang tampil sendiri 
sebagai peserta pemilu 1955.  Sistem multipartai terus dipraktikkan sampai awal periode 
Orde Baru sejak tahun 1966. Padal pemilu 1971, jumlah partai politik masih cukup banyak. 
Tetapi pada pemilu 1977, jumlah partai politik mulai dibatasi hanya tiga saja. Bahkan 
secara resmi yang disebut sebagai partai politik hanya dua saja, yaitu PPP dan PDI. 
Sedangkan Golkar tidak disebut sebagai partai politik, melainkan golongan karya saja. 

Dengan demikian antara politik dan partai politik merupakan hal yang dapat dibedakan 
tetapi dapat dikaitkan satu sama lain. Dimana politik merupakan landasan untuk 
melakukan aktivitas dalam sebuah negara. Sementara itu, partai adalah sarana untuk 
menjalankan aktivitas politik tersebut secara formal dalam sebuah negara. Partai politik 
merupakan alat negara yang akan menuntun kemana arah pembangunan negara 
berlangsung karena ditentukan oleh kebijakan yang dibuat legislative dan eksekutif yang 
biasanya dari partai politik. Partai politik juga merupakan sarana untuk mengusai 
pemerintahan secara abash karena melalui pergantian kekuasaan dalam Pemilu yang 
diselenggarakan secara periodic. Ada kalanya pergantian kekuasaan tidak melalui Pemilu 
tetapi hal semacam ini sering disebut dengan adanya kudeta atau pengambil alihan 
kekuasaan secara paksa atau revolusi. Sedangkan pergantian kekuasaan yang normal 
adalah melalui Pemilu yang dilaksanakan secara periodic. 

Tabel  

Partai Peserta Pemilu 1955 

No  Nama Partai Jumlah suara sah Persentase Kursi 
1 PNI 8.434.653 22,3 57 
2 Masyumi 7.903.886 20,9 57 
3 NU 6.955.141 18,4 45 
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4 PKI 6.176.914 16,4 39 
5 PSII 1.091.160    2,9   8 
6 Parkindo 1.003.325    2,6   8 
7 Partai Katolik    770.740    2,0   6 
8 PSI    753.191    2,0   5 
9 IPKI    541.306    1,4   4 
10 PERTI    483.014    1,3   4 
11 PRN    242.125    0,6   2 
12 PARTAI BURUH    224.167    0,6   2 
13 GPPS    219.985    0,6   2 
14 PRI    206.261    0,5   2 
15 PRRI    200.419    0,5   2 
16 PARTAI MURBA    199.588    0,5   2 
17 BAPERKI     178.887    0,5   1 
18 PIR-WONGSONEGORO    178.481    0,5   1 
19 GERINDA    154.792    0,4   1 
20 PERMAI    149.287    0,4   1 
21 PARTAI PERSATUAN DAYAK    146.054    0,4   1 
22 PIR-HAZAIRIN    114.644    0,3   1 
23 PPTI (PERSAT THARIQAH INDO)      85.131    0,2   1 
24 AKUI       81.454    0,2   1 
25 PRD      77.919    0,2   1 
26 PRIM      72.523    0,2   1 
27 ACOMA (KOMUNIS MUDA INDO)      64.514    0,2   1 
28 R.SOEJONO PRAWIROSOEDARSO      53.305    0,1   1 
29 PARTAI LAINNYA    1.022.433    2,7  
 TOTAL SUARA 37.785.299 100 257 
Sumber : Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca, New 
York, Cornel University, 1962:435-435. PEMILU 1955 Diikuti oleh 172 Partai Politik tetapi 
hanya 29 partai yang memperoleh suara, sementara lainnya tidak mendapatkan suara 
siginifikan. Dari partai yang mendapatkan suara tersebut terdapat empat partai politik 
besar yang mendominasi perolehan suara saat itu yaitu: PNI (22,3%), Masyumi (20,9%), 
Nahdlatul Ulama (18,4%) dan PKI (15,4 %). 

PEMILU 1971 
Partai Peserta Pemilu 1971 sebanyak 10 partai, yakni : 

Diiuti oleh 10 Peserta yaitu: 
1. Partai Katolik 
2. Partai Syarikat Islam Indonesia 
3. Partai Nahdlatul Ulama 
4. Partai Muslimin Indonesia 
5. Golongan Karya 
6. Partai Kristen Indonesia 
7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak 
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8. Partai Nasional Indonesia 
9. Partai Islam PERTI 
10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. 

 

Perolehan suara partai Pemilu adalah sebagai barikut: 

 

PEMILU 1977-1997 

Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 diikuti oleh tiga peserta yaitu: 

1. Partai Persatuan Pembangunan 

2. Golongan Karya 

3. Partai Demokrasi Indonesia. 

Partai peserta Pemilu 1999 

Hasil pemilu legislatif 1999 

1. PDIP 35.689.073 (33,74%) = 153 kursi 
2. GOLKAR 23.741.749 (22,44%) = 120 kursi 
3. PKB 13.336.982 (12,61%) = 51 kursi 
4. PPP 11.329.905 (10,71%) = 58 kursi 
5. PAN  7.528.956 (7,12%) = 34 kursi 
6. PBB 2.049.708 (1,94%) = 13 kursi 
7. Partai Keadilan 1.436.565 (1,36%) = 7 kursi 
8. PNU 679.179 (0,64%) = 5 kursi 
9. Partai-partai kecil yang hanya mendapatkan 1-2 kursi 
 
Hasil pemilu legislatif 2004 
1. GOLKAR 24.480.757 (21,58%) = 128 kursi. 
2. PDIP 21.026.629 (18,53%) = 109 kursi. 
3. PKB 12.002.885 (10,61%) = 52 kursi 
4. PPP  9.248.764 (9,15%) = 58 kursi, 
5. Partai Demokrat 8.437.868 (7,46%) = 57 kursi, 
6. PKS 8.144.457 (7,20%) = 45 kursi, 
7. PAN 7.255.331 (6,41%) = 53 kursi. 
8. PBB 2.970.487 (2,62%) = 11 kursi 
9. PBR 2.764.998 (2,44%) = 14 kursi 
10. PDS 2.414.254 (2,13%) = 13 kursi 
Sisanya beberapa partai hanya mendapatkan 1-4 kursi  
 
Hasil pemilu legislatif 2009 
1. Demokrat 21.703.137 (20,85 %) = 148 kursi 
2. Golkar 15.037.757 (14,45 %) = 108 kursi 
3. PDIP 14.600.091 (14,03 %) = 93 kursi 
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4. PKS 8.206.955 (7,88 %) = 59 kursi 
5. PAN 6.254.580 (6,01 %) = 42 kursi 
6. PPP 5.533.214 (5,32 %) = 39 kursi 
7. PKB 5.146.122 (4,94 %) = 26 kursi 
8. Gerindra 4.646.406 (4,46 %) = 30 kursi 
9. Hanura 3.922.870 (3,77 %) = 15 kursi 
10. PBB 1.864.752 (1,79 persen) 

 

PEMILU 1999 
Diikuti oleh 48 Partai Politik yaitu: 
1. Partai Indonesia Baru 
2. Partai Kristen Nasional Indonesia 
3. Partai Nasional Indonesia Supeni 
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia 
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia 
6. Partai Umat Islam 
7. Partai Kebangkitan Umat 
8. Partai Masyumi Baru 
9. Partai Persatuan Pembangunan 
10. Partai Syarikat Islam Indonesia 
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
12. Partai Abul Yatama 
13. Partai Kebangsaan Merdeka 
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa 
15. Partai Amanat Nasional 
16. Partai Rakyat Demokratik 
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 
18. Partai Katolik Demokrat 
19. Partai Pilihan Rakyat 
20. Partai Rakyat Indonesia 
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi 
22. Partai Bulan Bintang 
23. Partai Solidaritas Pekerja 
24. Partai Keadilan 
25. Partai Nahdlatul Umat 
26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis 
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 
28. Partai Republik 
29. Partai Islam Demokrat 
30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen 
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak 
32. Partai Demokrasi Indonesia 
33. Partai Golongan Karya 
34. Partai Persatuan 
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35. Partai Kebangkitan Bangsa 
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia 
37. Partai Buruh Nasional 
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong 
39. Partai Daulat Rakyat 
40. Partai Cinta Damai 
41. Partai Keadilan dan Persatuan 
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia 
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia 
44. Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia 
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia 
46. Partai Nasional Demokrat 
47. Partai Umat Muslimin Indonesia 
48. Partai Pekerja Indonesia. 

PEMILU 2004 
Diikuti oleh 24 Partaì, yaitu : 
1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 
2. Partai Buruh Sosial Demokrat 
3. Partai Bulan Bintang 
4. Partai Merdeka 
5. Partai Persatuan Pembangunan 
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru 
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 
9. Partai Demokrat 
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 
13. Partai Amanat Nasional 
14. Partai Karya Peduli Bangsa 
15. Partai Kebangkitan Bangsa 
16. Partai Keadilan Sejahtera 
17. Partai Bintang Reformasi 
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
19. Partai Damai Sejahtera 
20. Partai Golongan Karya 
21. Partai Patriot Pancasila 
22. Partai Sarikat Indonesia 
23. Partai Persatuan Daerah 
24. Partai Pelopor. 

PEMILU 2009 
Dìikuti oleh 38 Partai Politik, yaitu : 
1. Partai Hanura - Hati Nurani Rakyat 
2. PKPB - Partaì Karya Peduli Bangsa 
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3. PPPI - Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 
4. PPRN - Partai Peduli Rakyat Nasional 
5. Partai Gerindra - Gerakan Indonesia Raya 
6. Partai Barnas - Barisan Nasional 
7. PKPI - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 
8. PKS - Partai Keadilan Sejahtera 
9. PAN - Partai Amanat Nasional 
10. PIB - Partai Indonesia Baru 
11. Partai Kedaulatan 
12. PPD - Partai Persatuan Daerah 
13. PKB - Partai Kebangkitan Bangsa 
14. PPI - Partai Pemuda Indonesia 
15. PNI Marhaenisme - Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 
16. PDP - Partai Demokrasi Pembaruan 
17. PKP - Partai Karya Perjuangan 
18. PMB - Partai Matahari Bangsa 
19. PPDI - Partai Penegak Demokrasi Indonesia 
20. PDK - Partai Demokrasi Kebangsaan 
21. Partai Republikan - Partai Republik Nusantara 
22. Partai Pelopor 
23. Partai Golkar - Golongan Karya 
24. PPP - Partai Persatuan Pembangunan 
25. PDS - Partai Damai Sejahtera 
26. PNBK Indonesia- Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia 
27. PBB - Partai Bulan Bintang 
28. PDIP - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
29. PBR - Partai Bintang Reformasi 
30. Partai Patriot 
31. Partai Demokrat 
32. PKDI - Partai Kasih Demokrasi Indonesìa 
33. PIS - Partai Indonesia Sejahtera 
34. PKNU - Partai Kebangkitan Nasional Ulama 
35. Partai Merdeka 
36. PPNUI - Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 
37. PSI - Partai Sarikat Indonesia 
38. Partai Buruh. 

PEMILU 2014 
Diikuti oleh 12 Partaì Politik yaitu: 
1. Partai NasDem 
2. Partai Kebangkitan Bangsa 
3. Partai Keadilan Sejahtera 
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
5. Partai Golkar  
6. Partai Gerindra 
7. Partai Demokrat 
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8. Partai Amanat Nasional 
9. Partai Persatuan Pembangunan 
10. Partai Hanura 
11. Partai Bulan Bintang (No urut 14) 
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (No urut 15).  

Sementara itu, kita akan melihat perolehan suara partai politik yang ada di Indonesia sejak 
tahun 1977 sampai dengan tahun 1997 yang hanya diikuti oleh tiga kontestan.  

Partai Peserta Pemilu 1977 

tabel di bawah ini. 
 

No. 

Partai Suara % Kursi % (1971) Keterangan 

1. Golkar 39.750.096 62,11 232 62,80 - 0,69 

2. PPP 18.743.491 29,29 99 27,12 + 2,17 

3. PDI 5.504.757 8,60 29 10,08 - 1,48 

Jumlah 63.998.344 100,00 360 100,00   

Hasil Pemilu 1982 

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. 
Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal 
merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil 
Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu 
berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 
suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada 
ketentuan Pemilu 1971. 

No. Partai Suara DPR % Kursi % (1977) Keterangan 

1. Golkar 48.334.724 64,34 242 62,11 + 2,23 

2. PPP 20.871.880 27,78 94 29,29 - 1,51 

3. PDI 5.919.702 7,88 24 8,60 - 0,72 

Jumlah 75.126.306 100,00 364 100,00   

 

Hasil Pemilu 1987 

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di 
seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 
persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu 
sebelumnya.  
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Hasil Pemilu1977 ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi 
dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP 
antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang 
dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, 
terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.  

Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, 
yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana 
diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam 
Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 
kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini. 

No. Partai Suara % Kursi % (1982) Keterangan 

1. Golkar 62.783.680 73,16 299 68,34 + 8,82 

2. PPP 13.701.428 15,97 61 27,78 - 11,81 

3. PDI 9.384.708 10,87 40 7,88 + 2,99 

Jumlah 85.869.816 100,00 400     

Hasil Pemilu 1992 

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. 
Hasil Pemilu tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu mengagetkan banyak orang. Hal ini 
disebabkan, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau 
pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun 
menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat 
pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi 
dibanding pemilu sebelumnya.  

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada 
Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi 
partai berlambang ka'bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak 
kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah 
partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. 
PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 
kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.  

Partai yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah Partai 
Demokrasi Indonesia (PDI). Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan 
kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam 
dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI. 

No. Partai Suara % Kursi % (1987) Keterangan 

1. Golkar 66.599.331 68,10 282 73,16 - 5,06 

2. PPP 16.624.647 17,01 62 15,97 + 1,04 

3. PDI 14.565.556 14,89 56 10,87 + 4.02 
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Jumlah 97.789.534 100,00 400 100,00   

 Hasil Pemilu 1997 

Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih 
menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. 
Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa 
setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara 
pendukungnnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan 
perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil 
pemilu sebelumnya.  

PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk 
perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi 
dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar.  

Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan 
Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 
persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR 
dibandingkan Pemilu 1992. 

No. Partai Suara % Kursi % (1992) Keterangan 

1. Golkar 84.187.907 74,51 325 68,10 + 6,41 

2. PPP 25.340.028 22,43 89 17,00 + 5,43 

3. PDI 3.463.225 3,06 11 14,90 - 11,84 

Jumlah 112.991.150 100,00 425 100,00   

Pemilu 1992 diwarnai banyak protes dari partai politik selain Golkar sebagai partai 
pemerintah. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten 
Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan 
suara dianggap sudah keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang 
pun, pemilih yang memiliki hak pilih, khususnya pendukung PPP, tidak menggunakan hak 
pilihnya karena protes terhadap Golkar. Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru 
oleh sebagian ahli politik dikatakan sebagai pemilu yang dikatakan sebagai praktek politik 
pelanggengan kekuasaan yang telah diketahui oleh masyarakat siapa yang akan menjadi 
pemenang dan presiden yang akan ditetapkan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
RI sebagai lembaga tertinggi negara yang berkewajiban menetapkan pasangan presiden 
dan wakil presiden. Pemilu Orde Baru adalah Pemilu untuk kekuasaan Orde Baru. 
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Partai Peserta Pemilu 2014 

Pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai lokal. Ada pun hasil 
perolehan suara legislative Pemilu 2014 adalah sebagai berikut: 

Tabel Perolehan suara Partai Pemilu Legislatif  2014 

Peserta Pemilu 

No  Nama partai  Perolehan suara Pemilu 
1 PDI Perjuangan 23.681.471 (18,95 %) 
2 Partai Golkar 18.432.312 (14,75%) 
3  Partai Persatuan 

Pembangunan/PPP 
8,157.488 (6,53%) 

4 Partai Keadilan Sejahtera/PKS 8.480.204 (6,79%) 
5 Partai Bulan Bintang/PBB 1.825.750 (1,46%) 
6 Partai Amanat Nasional/PAN 9.481.621 (7,59%) 

7 Partai Kebangkitan Bangsa/PKB 11.298.957 (9,04 %) 
8 Partai Hanura 6.579.498 (5,26 %) 
9 Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 %) 
10 Partai Nasdem 8.402.812 (6,72) 
11 Partai Kedaulatan dan Persatuan 

Indonesia 
1.143.094 (0,91 %) 

12 Partai Demokrat  12.728.913 (10,19 %) 
13 Partai Damai Aceh  
14 Partai Nasional Aceh  
15 Partai Aceh  

Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI tidak lolos electoral threshold sehingga tidak bisa 
mendudukan wakilnya di parlemen karena tidak mencapai 3.5 % perolehan suara nasional. 

Tidak jarang banyaknya partai politik hadir, akhirnya membingungkan masyarakat dan 
adanya partai tidak lagi memiliki fungsi seperti yang mereka harapkan, sehingga membuat 
masyarakat menjadi kurang motivasi untuk berperan sebagai pemilih dalam pemilu dan 
cenderung menjadi golput (golongan putih). Bahkan sebagian masyarakat sebagai orang 
yang menolak memilih. Dalam setiap Pemilu, masalah Golongan Putih (Golput) sering 
menjadi wacana yang hangat dan krusial. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi ada 
kecenderungan atau trend peningkatan jumlah Golput dalam setiap pemilihan. Bahkan 
Golput adalah jumlah terbesar di hampir setiap pemilihan di gelar di beberapa negara. 
Namun untuk kasus Indonesia Golput masih tergolong rendah atau terkontrol, karena tidak 
pernah mencapai 50 % atau malah lebih dari 50 % total pemilih. Oleh sebab itu, ketika 
berbicara mengenai partai politik, tindakan politik (praktik politik) kita akan senantiasa 
mengkaitkan dengan Pemilu yang melibatkan partai politik serta aktivitas politik dalam 
sebuah negara sehingga tampak disana bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara. 



21 
 

Daftar Golput dalam Pemilu Indonesia 

No Tahun Pemilu Prosentase 
1 1955 12,34%. 
2 1971 6,67%. 
3 1977 8,40%, 
4 1982 9,61% 
5 1987 8,39% 
6 1992 9,05% 
7 1997 10,07% 
8 1999 10.40%   
8 2004 24,95% 
9 2009  39.1% 
10 2014 25 % 

Data KPU 2014 

Kita akan dapat melihat tingkat partisipasi warga masyarakat dalam Pemilu yang 
diselenggarakan di Indonesia sejak ahun 1955 sampai tahun 2014 seperti dibawah ini:  

Tahun 1955, jumlah pemilih terdaftar 43,104,464 tingkat partisipasi 91.41 persen 
Tahun 1971, jumlah pemilih terdaftar 58,558,776, tingkat partisipasi 96.62 persen 
Tahun 1977, jumlah pemilih terdaftar 69,871,092, tingkat partisipasi 96.52 persen 
Tahun 1982, jumlah pemilih terdaftar 82,132,195, tingkat partisipasi 96.47 persen 
Tahun 1987, jumlah pemilih terdaftar 93,737,633, tingkat partisipasi 96.43 persen 
Tahun 1992, jumlah pemilih terdaftar 107,565,413, tingkat partisipasi 95.06 persen 
Tahun 1997, jumlah pemilih terdaftar 125,640,987, tingkat partisipasi 93.55 persen 
Tahun 2004, jumlah pemilih terdaftar 148,000,368, tingkat partsipasi 84.07 persen 
Tahun 2009, jumlah pemilih terdaftar 171,265,442, tingkat partisipasi 60.78 persen 

Tahun 2014 jumlah pemilih 185 juta jiwa, tingkat partisipasi mencapai 85,05 percen. 
Meningkat dari Pemilu sebelumnya. Tahun 2014 diperkirakan akan mengalami ledakan 
Golput tetapi tidak terjadi hal ini tentu merupakan salah satu keberhasilan Pemilu di era 
reformasi pasca Orde Baru. (http://golput.com) 

Kita dapat menarik ke belakang, menengok sejarahnya. Golput awalnya adalah gerakan 
moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta. Satu bulan sebelum 
Pemilihan Umum (Pemilu) pertama pada Orde Baru. Sejak pemilu pertama 1955, angka 
golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, 
golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika golput dicetuskan dan 
dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 
8,40%, sebesar 9,61% pada 1982, 8,39% pada 1987, 9,05% pada 1992, 10,07% pada 1997, 
10.40%  pada 1999, serta 23,34% pada Pemilu Legislatif 2004 dan 23,47% pada Pilpres 
2004 putaran I. Naik menjadi 24,95% pada Pilpres 2004 putaran II. 

http://golput.com/
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D. Fungsi Partai Politik dalam Pemerintahan 

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan 
melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Partai menjalankan 
fungsi-fungsi politik. Partai sendiri merupakan ciri dari negara demokrasi. Fungsi utama 
partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan 
program-program berdasarkan ideologi tertentu yang disyahkan oleh negara. Kedudukan 
partai politik dalam negara demokrasi sangat penting. Tanpa partai politik negara akan 
cenderung otoriter bahkan totaliter. Bahkan, negara yang memiliki partai politik hanya 
satu kekuatan, akhirnya juga memunculkan negara otoriter dan totaliter, bahkan fasis. Apa 
yang terjadi di Cina dengan Partai Komunisnya, Kuba dengan Partai Sosialisnya adalah 
contoh negara yang totaliter disebabkan karena monolitik.  

Selain fungsi utama tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dapat dilaksanakan parpol, 
seperti yang dikemukakan oleh (Ramlan Surbakti, 2002 : 116-120), yaitu: 

1. Fungsi rekrutmen politik. Fungsi ini memberikan mandate pada partai politik untuk 
melakukan rekruitmen pada masyarakat agar masyarakat bersedia terlibat dalam 
gerakan atau aktivitas partai politik sehingga mampu memberikan sumbangan pada 
partai untuk bergerak dalam dunia politik praktis untuk negara dan pemerintahan. 

 

2. Fungsi partisipasi politik. Fungsi ini memberikan mandate pada partai politik untuk 
melakukan tugas pendidikan politik kepada warga negara. Dari sana diharapkan 
warga negara memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk berpartisipasi dalam 
berpolitik, termasuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilukada seperti sekarang 
ini, yakni Pemilukada Langsung. Fungsi partisipasi politik menggerakkan 
masyarakat warga agar memiliki kesadaran berpolitik sebagai bagian dari hak 
warga negara untuk terlibat dalam politik nasional. 

 

3. Fungsi Sosialisasi Politik. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap 
dan orientasi politik anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah 
masyarakat memperoleh sikap dan orientasi dalam kehidupan politik yang 
berlangsung di sebuah negara dan masyarakat. Proses ini berlangsung secara terus 
menerus dan seumur hidup yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, 
informal maupun pengalaman sehari-hari baik dalam keluarga, tetangga maupun 
masyarakat. 

 

4. Fungsi pemadu kepentingan. Fungsi ini adalah sebuah kegiatan yang ditujukan 
untuk menampung berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Hal 
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ini disebabkan oleh adanya berbagai macam kepentingan yang muncul baik 
mendukung kegiatan politik atau menentang. Kegiatan memadu kepentingan 
dilakukan dengan cara menampung gagasan, menganalisis, kemudian memadukan 
berbagai macam kepentingan yang muncul tersebut sehingga memungkinkan 
dirumuskan dan dijalankan kebijakan umum, dan kemudian diperjuangkan dalam 
proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik. 

  

5. Fungsi komunikasi politik. Fungsi ini merupakan proses penyampaian pesan atau 
informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada  
pemerintah. Dalam hal ini partai politik sebagai komunikator (penyampai pesan) 
yang tidak hanya menyampaikan pesan berupa keputusan politik dan penjelasan 
pemerintah kepada masyarakat. Tetapi berfungsi juga menyampaikan aspirasi dan 
kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Semuanya 
dilakukan oleh partai politik dalam system demokrasi. 

 

6. Fungsi pengendali konflik. Fungsi ini memberikan amanat pada partai politik di 
sebuah negara demokrasi agar mampu menjadi pengendali konflik yang anarkis. 
Dalam sebuah negara demokrasi, masyarakat yang beragam kepentingan, beragam 
kelas social, pendidikan, dan etnis, tentu akan menciptakan berbagai macam 
kepentingan dan kemungkinan terjadinya konflik. Namun konflik yang harus 
dikendalikan partai adalah yang merusak warga negara dan negara itu sendiri 
sehingga negara tidak stabil. Oleh sebab itu, fungsi sebagai pengendali konflik, 
partai politik harus bersedia melakukan kompromi, berdialog, menampung aspirasi 
dan kepentingan dari masyarakat yang konflik.  

 

7. Fungsi kontrol politik. Fungsi ini memberikan amanat kepada partai politik agar 
berani menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan suatu kebijakan atau 
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam melakukan 
pengawasan atau control harus dibuat tolak ukur yang jelas sehingga bisa objektif 
tidak sembarangan karena didasarkan ketidaksukaan kepada pemerintah. Nilai-nilai 
yang dijadikan tolok ukur adalah yang ideal yang dijabarkan dalam kebijakan 
sehingga ketika memberikan penilaian menjadi lebih sesuai. Control politik dalam 
sebuah negara demokrasi sering diperankan oleh partai politik oposisi atau yang 
tidak terlibat langsung dalam cabinet pemerintahan, sekalipun partai-partai 
tergabung dalam parlemen secara bersama.  

Kasus Indonesia pada Pemilu 2004 dan 2009 misalnya, PDI Perjuangan 
memerankan diri sebagai partai pengontrol politik atau oposisi. Sementara pada 
Pemilu 2014, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra semula memerankan diri 
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sebagai partai oposisi. Hal ini disebabkan tidak menjadi bagian dari Kabinet Gotong 
Royong atau dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDI P, Hanura, 
PKB, Nasdem, dan PKPI versus Koalisi Merah Putih yang terdiri dari PAN, Gerindra, 
Partai Golkar, PPP, PKS. Sementara Partai Demokrat (PD) berada diluar dua koalisi 
tersebut.  

Mengikuti pendapat Ramlan Surbakti, dapat dikatakan partai politik sebenarnya memiliki 
banyak fungsi di masyarakat. Hanya saja fungsi partai politik yang mulia dan bervariasi 
tersebut seringkali tidak berjalan dengan baik (maksimal). Hal ini karena partai politik 
sering terlibat dalam konflik kepentingan anta relit partai politik bahkan antar anggota 
partai dan partai politik yang berbeda ideologinya. Perbedaan gagasan politik yang diusung 
seringkali membuat para petinggi partai kecewa sehingga keluar dari partai kemudian 
membuat partai baru atau membuat partai tandingan dengan nama yang sama. 

Di negara demokrasi seperti Indonesia, konflik partai politik seringkali terjadi diantara 
para elitnya, sementara para pengikutnya jarang terlibat konflik kepentingan. Antar elit 
yang berkonflik kemudian mendirikan partai politik baru, karena tidak sepaham dengan 
pimpinannya. Contoh paling mutakhir adalah adanya konflik berkepangan di tubuh PPP 
kubu Romahurmuzy versus Djan Farid yang mengklaim sama-sama abash dimata negara. 
Demikian pula antara Partai Golkar Munas Ancol versi Agung Laksono versus Partai Golkar 
Munas Bali pimpinan Abu Rizal Bakri. Kasus PAN hampir saja menuai hasil sama dengan 
Partai Golkar dan PPP jika Hatta Rajasa yang kecewa kepada Dewan Pembinan PAN, Amien 
Rais memiliki amunisi yang kuat. Tetapi, Hatta Rajasa tampaknya “memendam 
kekecewaan” terhadap petinggi PAN sehingga tidak membuat PAN tandingan atau pun 
bergabung dengan partai lainnya.  Hal yang dialami Harry Tanoe Soedibjo adalah kasus 
yang paling nyata kekewaannya. Setelah kecewa dengan Hanura dan Nasdem, Hari Tanoe 
mendirikan Partai Perindo sebagai kendaraan politiknya.  

Sementara itu menurut (Budiardjo, 2004) fungsi partai politik mencakup empat hal utama 
yakni; pertama, Sarana komunikasi politik (political communication); kedua, Sosialisasi 
politik (political socialization); ketiga, Sarana rekruitmen politik (political recruitment); 
keempat, Pengatur konflik (conflict management). 

Secara lebih diteail disebutkan masing-masing fungsi partai politik itu adalah: 

Pertama, fungsi komunikasi politik, dengan mengutip Sigmund Newmann, maka fungsi 
komunikasi politik partai merupakan perantara yang besar, yang menghubungkan 
kekuatan-kekuatan dan ideology social dengan lembaga pemerintah yang resmi dan 
mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas. 

Oleh sebab memiliki fungsi yang strategis dan besar, maka fungsi komunikasi politik partai 
bertanggung jawab untuk merumuskan artikulasi-artikulasi dari beragam kepentingan 
anggota masyarakat yang kadang saling berbenturan satu sama lain dalam berbagai 
program dan kebijakan pemerintah. Dari rumusan kebijakan tersebut kemudian 
diperjuangan dalam parlemen diajukan kepada pemerintah agar dijadikan program umum 
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(public policy). Dengan demikian kepentingan dan tuntutan masyarakat disampaikan 
kepada pemerintah melalui partai politik. 

Dalam konteks seperti itu, menurut Budiarjo, partai politik seringkali disebut sebagai 
“broker” atau perantara dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas). Kadang-kadang 
juga disebut oleh pemerintah sebagai alat pendengar. Sementara bagi masyarakat banyak, 
partai politik berfungsi sebagai alat “pengeras suara”. Dengan demikian, partai politik 
secara komunikasi politik memiliki multi fungsi, tidak hanya satu fungsi. 

Kedua, sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik dengan mengutup M. Rush, Budiardjo 
mengatakan adalah suatu proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar 
mengenali system politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi 
masyarakat terhadap fenomena politik. (political socialization may ber defined is the process 
by which individual in a given society become acquainted with the political system and which 
to a certain degree determines their perceptions and the reactions to political phenomena).  

Fungsi sosialisasi politik adalah proses menciptakan image bahwa partai itu sebagai sarana 
perjuangan kepentingan umum. Hal ini sangat penting khususnya partai pemerintah. Oleh 
sebab itu, sosialisasi politik seharusnya berlangsung secara terus menerus tidak hanya saat 
Pemilu partai, tetapi sepanjang umur hidup manusia. 

Ketiga, Sarana rekruitmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik 
kepemimpinan internal partai ataupun kepemimpinan nasional yang labih luas. Untuk itu 
partai butuh kader-kader berkualitas. Hanya partai yang memiliki kader berkualitas inilah 
yang akan mampu bersaing dan memiliki peluang untuk mengajuka calon dari kader-kader 
yang berkualitas yang dimiliki partai. 

Keempat, Fungsi sarana pengatur konflik. partai politik dapat menjadi penghubung 
kepentingan masyarakat dengan pemerintah (negara) yang memiliki beragam 
kepentingan. Partai juga bisa mengkonsolidasikan dan artikulasi kekuatan-kekuatan 
tuntutan yang beragam. Partai juga bisa melakukan rekruitmen untuk kader yang akan 
dijadikan wakil wakil dalam pemilihan legislative maupun pilakada. 

Partai politik berfungsi untuk membantu mengatasi berbagai konflik yang terjadi di 
masyarakat anggota politik. Masalah nehatif dikurangi sampai seminimal mungkin. Elit 
partai bertugas mengkomunikasikan dan mengkonsolidasikan masyarakat sehingga 
mereka dapat mempercai partai politi. Partai tidak hanya terlibat dalam konflik tetapi 
mengarnisir agar lebih baik. 

Partai politik dengan memperhatikan penjelasan diatas, sebenarnya memiliki sejumlah 
fungsi dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan politik dalam suatu negara. Fungsi 
partai politik satu sama lainnya memiliki kaitan dalam kelangsungan hidup politik partai. 
Penjelasan hasil studi tentang fungsi partai politik selama ini masih belum final, walaupun 
beberapa ahli politik telah mengasumsikan fungsi partai politik ke dalam tujuh fungsi 
utama, selain daripada untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan politik secara 
konstitusional.  
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Sedangkan menurut Michael Rush funsgi politik dan partai politik, adalah melakukan 
pendidikan/konsolidasi politik, rekruitmen politik, komunikasi politik serta marketing 
politik. (Rush, 2009) 

E. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan proses dimana anggota masyarakat mampu membagi 
pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai 
aktivitas perencanaan; kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat mempengaruhi 
keputusan-keputusan pemerintah.. Melalui proses ini berbagai pihak yang berkepentingan 
berusaha mempengaruhi pemegang kewenangan dan kontrol disaat merumuskan inisiatif-
inisiatif pembangunan, ketika mengambil keputusan-keputusan dan menentukan sumber 
daya yang nantinya bisa mempengaruhi mereka. 

Pada dasarnya kesuksesan sebuah Pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya 
menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah 
demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana 
kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga 
tingkat daerah lewat Pemilihan Umum. 

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, 
karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan 
berjalan dengan baik. Sebelum menguraikan pengertian partisipasi politik, maka penulis 
menguraikan terlebih dahulu definisi partisipasi, bahwa: 

 “Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi  yang mendasari 
demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang  apa yang baik bagi dirinya 
adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 
menyangkut dan mempengaruhi  kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat 
berhak ikut serta  menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1992). 

Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi itu sikap individu atau 
kelompok atau organisasi warga masyarakat yang terlibat atau ikut serta dalam 
pencapaian tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Partisipasi yang dikutip dari buku “Pengantar Ilmu Pemerintahan” mengatakan bahwa: 

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi 
dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk 
berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap 
pertanggungjawaban bersama” (Syafiie, 2001). 

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam situasi dan 
kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong individu untuk berperan 
serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasinya yaitu partai politik. 
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Sedangkan pengertian partisipasi politik didefinisikan sebagai berikut: 

“Kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempenga-
ruhi   pengambilan      keputusan oleh pemerintah” baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk keberlangsungan demokrasi.  (Huntington dan Joan Nelson, 1994). 

Maksud dari definisi di atas, kegiatan yang dilakukan oleh warganegara yang tidak terikat, 
tujuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

Selanjutnya definisi partisipasi politik yang ada dalam buku berjudul “Pengantar Sosiologi 
Politik” sebagai berikut: “Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada 
bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik” (Rush dan Althoff, 1997. 

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi politik merupakan keterlibatan individu dalam 
suatu oerganisasi partai politik. Keterlibatan tersebut dibagi dalam macam-macam 
tingkatan. 

Partisipasi politik dalam buku Pengantar Ilmu Politikm Partisipasi dan Partai Politik 
didefinisikan sebagai berikut: 

“Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara 
aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara 
langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)” 
(Budiardjo, 1981). 

Sementara itu Bayu Pratoko dalam tulisannya yang berjudul “Politik dan Kekuasaan” 
mendefinisikan; Partisipasi politik ialah keterlibatan individu atau kelompok pada level 
terendah sampai yang tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa partisipasi 
politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang 
berperan serta dalam sistem politik. 

Dengan demikian, maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya akan 
memiliki perbedaan-perbedaan dalam partisipasi politik; sebab partisipasi menyangkut 
peran konkrit politik di mana seseorang akan berbeda perannya, strukturnya dan 
kehendak dari sistem politik yang diikutinya. 

Berdasarkan pengertian di atas, kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan 
suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau 
kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah 
atau anggota parlemen 

F. Dimensi Partisipasi Politik 

Tingkat  partisipasi masyarakat perkotaan dalam memilih cenderung rendah karena 
semakin tinggi tingkat pendidikan semakin malas untuk konstituen berspekulasi, bisa jadi 
hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi para peserta Pemilu terhadap 
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konstituennya atau telah apatisnya masyarakat terhadap calon-calon yang akan dipilih 
sehingga dapat menjadi pemicu masuk dalam kategori apa yang dinamakan konstituen 
Golput. 

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 
dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James Rosenau yang dikutif dalam 
bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul Komunikasi Politik Khalayak dan Efek antara 
lain: (1)   Gaya partisipasi; (2)   Motif partisipasi; (3)   Konsekuensi partisipasi seorang 
dalam politik, ( Rakhmat: 2000). 

Dengan mengacu pada penjelasan Jalaluddin Rakmat diatas maka  Gaya partisipasi 
masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa seperti dibawah ini. Gaya mengacu kepada 
baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya 
pembicaraan politik (antara singkat dan bertele-tele), gaya umum partisipasi pun 
bervariasi. Adapun yang termasuk dalam gaya partisipasi sebagai berikut: 

1. Langsung/perwakilan, 

Orang yang melibatkan diri sendiri (actual) dengan hubungan yang dilakukan terus-
menerus dengan figur politik dengan cara menelepon, mengirim surat, dan mengunjungi 
kantor pemerintah. Yang lain bertindak terhadap politikus, tetapi tidak bersama mereka, 
misalnya mereka memberikan suara untuk memilih pejabat pemerintah yang belum 
pernah dilihat atau ditemuinya 

2. Kentara/tak kentara, 

Seseorang mengutarakan opini politik secara langsung dengan tertulis atau dengan 
tindakan. Hal itu bisa meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material 
(seperti jika mendukung seorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk 
menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan). 

3. Individual/kolektif 

Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-kelas pertama 
sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual (memberikan suara, mengirim surat 
kepada pejabat, membuat petisi, surat dukungan dan sebagainya). Dukungan dilakkukan 
bukan pada memasuki kelompok terorganisasi atau pada demontrasi untuk memberikan 
tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan. 

4. Sistematik/acak 

Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu, mereka 
bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan perhitungan, pikiran, 
perasaan, dan usul mereka utnuk melakukan sesuatu bersifat konsisten, tidak 
berkontradisi, dan tindakan mereka kesinambungan dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau 
dengan intensitas yang berubah-ubah. Biasanya karena alasan pragmatis atau politik. 
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5. Terbuka 

Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, 
dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya, bergaya 
partisipasi terbuka. Mereka ini mengungkapkan partisipasinya secara terbuka pada partai 
politiki tertentu atau pada calon tertentu sehingga memberikan signal yang sangat jelas 
bahwa orang tersebut bagian dari partai atau kandidat tertentu. Tetapi ada pula yang 
sebaliknya yakni memberikan dukungan dengan sembunyi-sembunyi karena factor kultur, 
factor posisi yang sedang ditempati, atau karena factor psikologis dan social lainnya. 

6. Berkomitmen 

Sebagian warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang yang 
sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak dengan semangat 
dan antusias; ciri yang tidak terdapat pada orang yang memandang pemilihan umum hanya 
sebagai memilih satu orang dengan orang lain yang tidak ada bedanya. Orang yang 
memberikan perhatian sangat mendalam pada partai atau politik bisa dikatakan 
merupakan orang yang berkomitmen pada perkembangan politik nasional. Berbeda 
dengan mereka yang asal mengikuti pemilu atau mendukung partai politik atau kandidat 
biasanya orang seperti ini tidak akan memberikan perhatian secara serius pada Pemilu dan 
perubahan politik yang terjadi dalam sebuah negara. 

7. Derita 

Seseorang atau kelompok bisa menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena 
kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan atau merupakan dari 
bagian yang menjadi penderitaannya. Oleh sebab itu, ada hal yang lain ingin mencapai 
sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi yakni adanya perubahan nasib 
bangsa atau nasib kelompok orang sehingga melihat bahwa penderitaan masyarakat atau 
penderitaan bangsa karena persoalan politik merupakan penderitaan yang harus pula 
disalirkan sebagai penderitaan dirinya. 

 

G.   Motif Partisipasi Politik warga Negara 

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat 
faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini, seperti 
gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sengaja/tak sengaja 

Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi berpengetahuan, 
mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan. 
Motifasi secama ini sering disebut sebagai motivasi yang disengaja oleh warga negara. 
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2. Rasional 

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan 
alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling 
menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan dan hasilnya disebut bermotivasi 
rasional. Namun terdapat pula motivasi seseorang atau kelompok yang didasarkan pada 
hal-hal yang sifatnya kedaerahan, keagamaan, kesukuan, kedekatan pribadi dan kedekatan 
genealogis sehingga kita dapat menyebutnya sebagai partisipasi yang bersifat irrasional. 

3. Kebutuhan psikologis 

Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-
objek politik tertentu. Misalnya, dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan 
yang mendalam untuk tunduk kepada otoritas, atau ketika memproyeksikan 
ketidakcukupannya pada berbagai kelas musuh politik yang dipersepsi sebagai minoritas, 
negara asing, atau politikus dari partai oposisi. Orang yang melakukan aktivitas politik 
semacam ini biasanya dikenal dengan sebutan partisipasi politik yang bersifat psikologis, 
karena lebih mempertimbangkan aspek-aspek psikologi seseorang. 

4. Diarahkan dari dalam 

Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk 
berpartisipasi politik. Ada beberapa kelompok masyarakat yang melakukan partisipasi 
politiknya karena adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri atau political intrinsic yang 
membuatnya bersedia terlibat dalam aktivitas politik sekalipun lingkan sekitar atau pihak 
lain tidak mempengaruhinya. 

5. Berdasarkan Pemikiran  

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. 
Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan 
perkiraaan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain. Berdasarkan pada 
kemampuan berpikirnya maka akan memepengaruhi pula soal bagaimana seseorang aktiv 
dalam kegiatan politik. Ada seseroang yang berpolitik karena kecerdasan berpikir yang 
dimiliki tetapi tidak sedikit orang yang berpolitik hanya karena ikut-ikutan pihak lain. 

Berdasarkan beberapa kriteria orang melakukan partisipasi politik sebenarnya dapat kita 
katakana bahwa bangsa ini berdasarkan latar belakang yang dimiliki memiliki kekayaan 
perpolitikan yang sangat beragam. Kekayaan politik yang beragam ini memberikan 
kekhasan dari sebuah perilaku politik dalam negara sehingga banyak pihak merasa 
kesulitan dengan pelbagai perkembangan politik yang ada di Indonesia. Kita saksikan 
banyak peristiwa politik yang sering tidak masuk akal tetapi itulah yang terjadi dilapangan. 
Sebutlah ketika sebagian intelektual mendukung partai politik tertentu padahal 
sebelumnya partai tersebut menjadi “bulan-bulanan” karena merupakan representasi 
partai Orde Baru yang dikiritiknya. Demikian pula ketika sebagian mendukung lainnya. 
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H. Konsekuensi Partisipasi Seorang Dalam Politik 

Partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang 
kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa 
konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya. Konsekuensi 
partisipasi seorang dalam politik tersebut memiliki beberapa hal antara lain: 

1. Fungsional 

Tidak setiap bentuk partisipasi mengajukan tujuan seseorang. Jika misalnya tujuan 
seorang warga negara adalah melaksanakan kewajiban  Kewarganegaraan yang 
dipersepsi, maka pemberian suara merupakan cara fungsional untuk melakukannya. 
Tujuan fungsional merupakan tujuan berdasarkan pada fungsi-fungsi tertentu dari 
berpolitik itu sendiri. 

2. Sinambung 

Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau 
keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya terjadi kesinambungan dalam pemerintahan. 
Kontinuitas politik terjadi karena adanya kesamaan visi dan misi dari para politisi. Jika 
partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, merusak rutin dan ritual, 
dan mengancam stabilitas, partisipasi itu terputus. Keterputusan politik ini seringkali 
disebabkan karena adanya egosime politik dari politisi. 

3. Mendukung 

Melalui beberapa tipe tindakan, orang menunjukan dukungan mereka terhadap rezim 
politik yang ada dengan memberikan suara, membayar pajak, mematuhi hukum, 
menyanyikan lagu kebangsaan, berikrar setia kepada bendera, dan sebagainya. Melalui 
tindakan yang lain mereka mengajukan tuntutan kepada pejabat pemeintahan-mengajukan 
tuntutan kepada pejabat pemerintahan. Ada banyak model bagaimana mendukung sebuah 
partai politik dan keputusan politik seperti telah dikemukakan diatas, yakni aktif atau tidak 
aktif dan seterusnya. Jika mereka setuju dengan kebijakan politik yang terjadi akan 
didukung, tetapi jika tidak setuju akan cenderung dituntut untuk mengundurkan diri atau 
merevisi kebijakan yang telah dibuatnya. 

4. Mengajukan  petisi kepada anggota kongres dengan surat, kunjungan, dan tetepon; 
lobbying atau menarik kembali dukungan financial dari kampaye kendidat. 
Partisipasi model ini merupakan bentuk partisipasi modern yang sering dilakukan 
oleh masyarakat yang telah terdidik secara politik. Dengan demikian pendidikan 
politik sebenarnya akan memberikan kemampuan pada masyarakat berpolitik. 

Berdasarkan dimensi partisipasi politik di atas, bahwa dalam partisipasi politik orang 
mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda-beda dalam 
tiga hal atau dimensi yakni: gaya umum partisipasi, motif partisipasi yang mendasari 
kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik. 
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I. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik  

1. Kegiatan pemilihan, 

Mencakup  suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dama 
suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang 
bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah 
jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Walaupun 
demikian pemilihan adalah salah satu bagian dari bentuk partisipasi, jadi tidak bisa 
dikatakan bahwa jika partisipasi masyarakat dalam pemilihan atau pemungutan suara 
meningkat berarti bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya juga meningkat demikian juga 
sebaliknya. 

1. Lobbying, 

Mencakup  upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat 
pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – 
keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. 
Contoh-contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan 
bagi atau oposisi terhadap, suatu usul legislative atau keputusan administrasif tertentu. 
Loby politik sering dilakukan untuk memuluskan keputusan politik oleh para politisi di 
parlemen sehingga menjadi bagian dari aktivitas politik aktif. Namun demikian seringkali 
loby politik hanya berjalan ketika kebijakan politik tersebut sesuai atau tidak sesuai 
dengan kehendak partai politiknya. Jika sesuai akan dilobi agar segera diputuskan 
sementara jika tidak sesuai diloby agar tidak jadi diputuskan karena dianggap merugikan. 

2. Kegiatan organisasi, 

Tujuan  utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan 
pemerintah. Organisasi ini dapat memusatkan usahanya kepada kepentingan-kepentingan 
yang sangat khusus atau pada masalah umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota 
organisasi sudah merupakan bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang 
bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya organisasi untuk mempengaruhi keputusan 
pemerintah. Keanggotan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang 
lain. Organisasi politik jelas memberikan dukungan langsung pada praktek politik, namun 
ada juga organisasi non politik yang melakukan aksi dukungan pada partai politik. 

3. Mencari koneksi ( contacting) 

Merupakan  tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan 
biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. 
Bagaimana seseorang mencari koneksi untuk berpolitik sering dilakukan oleh para politisi 
dan simpatisan politik sehingga muncullah kebiasaan politik patronase atau pun patron 
dan client politik dalam masyarakat politik. Hal ini pula yang sering menumbuhkan politik 
korupsi, kolusi dan nepotisme politik (KKN politik). Di Indonesia praktek KKN politik  
pernah berjalan dengan sempurna era Orde Baru dan agaknya sampai sekarang ini. 
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4. Tindak kekerasan (violence), 

Upaya  untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah dengan jalan 
menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Inilah politik 
kekerasan yang mengarah pada premanisme politik sepanjang sejarahnya di Indonesia. 
Kekerasan politik pada akhirnya menimbulkan premanisme dan balasa dendam politik. 

Partisipasi dapat dipahami sebagia prinsip, proses maupun ruang. Partisipasi bisa menjadi 
sebuah prinsip dan nilai dasar yang menjadi semangat dalam seluruh proses kebijakan. 
Namun partisipasi juga bisa merupakan rangkaian proses kebijakan yang efektif, efisien, 
dan pro publik dengan cara meningkatkan kualitas interaksi yang bersifat dua arah dan 
saling menguntungkan antara pemerintah dan warganya. 

Selain itu partisipasi juga bisa merupakan arena yang memberikan ruang kepada pihak-
pihak yang terkena imbas langsung oleh kebijakan publik. Dengan demikian partisipasi 
bukan hanya dimengerti sebagai tujuan semata tetapi juga sebagai sarana untuk 
mewujudkan kebijakan yang pro publik dan sensitif. Dari sini diharapkan terwujudnya 
kesejahteraan sosial yang menjadi dasar eksistensi kebijakan publik, secara adil dan 
merata. 

  

J. Ruang yang membuka Partisipasi Politik 

Partisipasi bukanlah sesuatu yang ”given” melainkan sangat tergantung pada keberadaan 
ruang yang membuka atau membatasi partisipasi. Sejauh ini ada tiga ruang politik yang 
membuka partisipasi. 

1.    Popular Space : 

Merupakan partisipasi yang dilakukan secara aktif oleh warga masyarakat, atau sering 
disebut dengan “ruang rakyat” 

2.    Invited space : 

Adalah partisipasi yang dibuka secara lebar oleh sistem politik (parlemen maupun 
pemerintah) dengan cara mengundang, membuka atau mendatangi warga. Secara 
konseptual ini disebut dengan ruang yang disediakan atau diundang 

3.    Deliberative space : 

Yaitu proses artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif oleh sistem politik 
(pemerintah dan parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat, atau disebut 
dengan “ruang musyawarah”. Deliberative space tentu juga berbasis pada kuatnya popular 
space dan invited space. 
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K. Partisipasi Otonom dan Mobilisasi 

Partisipasi otonom adalah partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atas dasar minat, 
keinginan, kesadaran pribadi serta memiliki tujuan tertentu untuk mempengaruhi 
pengambilan keputusan oleh pemerintah. Adanya sifat kesukarelaan dalam partisipasi ini 
tanpa adanya paksaan, ancaman, represif maupun intimidasi dari pihak lain. 

Sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan adalah adanya pelaku utama (aktor utama) 
dibalik partisipan yang sengaja menggerakkan mereka. Kebanyakan  dari para partisipan 
ini hanyalah mengikuti instruksi dari para aktor tersebut, biasanya instruksi (suruhan) 
mereka disertai dengan kekerasan, intimidasi, ancaman ataupun bayaran. Misalnya di 
pedesaan, petani atau kaum miskin yang berpartisipasi dalam pemungutan suara 
(pemilihan) adalah karena “disuruh” oleh tuan tanahnya yang biasanya disertai dengan 
ancaman akan merampas tanah mereka jika tidak mentaati perintahnya. 

Apakah partisipasi yang dimobilisasikan dianggap sebagai partisipasi politik? Beberapa 
studi secara eksplisit tidak menganggap tindakan yang dimobilisasikan sebagai partisipasi 
politik seperti menurut pendapat Myron Wiener yang menekankan sifat sukarela pada 
sebuah partisipasi politik. 

Sebenarnya kriteria untuk membedakan dua hal ini sangat arbitrer. Apakah kegiatan 
dukungan yang disponsori oleh pemerintah termasuk ke dalam yang dimobilisasikan? 
Sementara aksi yang diselenggarakan oleh partai-partai atau organisasi-organisasi 
tergolong otonom? Kedua bentuk partisipasi ini, yaitu partisipasi yang otonom dan yang 
dimobilisasikan merupakan satu spektrum. 

Semua sistem politik bisa dikatakan merupakan campuran dari partisipasi otonom dan 
yang dimobilisasikan. Dan diantara keduanya terdapat hubungan yang dinamik. Perilaku 
yang pada mulanya merupakan partisipasi yang dimobilisasikan akhirnya menjadi 
partisipasi yang otonom. 

Misalnya seorang imigran yang pada awalnya memberikan suaranya untuk memilih 
seorang pimpinan sebuah partai karena disuruh oleh bossnya dan mereka melakukannya 
atas dasar rasa terima kasih kepada bossnya, di kemudian hari ada kemungkinan dia akan 
menjadi partisipan yang otonom yang memilih karena kesadaran dan dia yakin bahwa 
partai itu adalah partai terbaik bagi kelas dan bagi negaranya. 

Begitu pula pemungutan suara dalam sistem yang otoriter meskipun pada awalnya 
dilakukan karena adanya paksaan, tekanan namun di kemudian hari mereka akan 
melakukannya secara otonom/ sukarela karena mereka sadar ini merupakan kewajiban 
warga negara untuk menunjukkan dukungannya kepada sistem dan pimpinanannya. 

Sebaliknya partisipasi yang otonom juga bisa berubah menjadi partisipasi yang 
dimobilisasikan. Partai-partai pemerintah dan oposisi serta pemimpin-pemimpin politik 
sering kali mencoba untuk menginfiltrasi, menundukkan dan memperalat individu, 
kelompok maupun organisasi-organisasi yang otonom untuk kepentingan mereka sendiri. 
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L. Unsur-unsur dalam Partisipasi Politik 

1. Keterwakilan  

Merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan “ keadilan ni artinya, adanya 
peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi seluruh 
masyrakat tanpa pengecualian. 

2. Keterlibatan 

Bila ingin mengembangkan partisipasi dalam proses kebijakan maka adanya keterlibatan 
pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan harus ada. 
Sebab apda dasarnya, apabila yang menjadi masalah adalah maslaah publik maka publik 
jugalah yang berhak menentukan penyelesaiannya. Hal ini harus diawali dengan mengubah 
relasi antara pemerintah dengan masyarakat yang pada awalnya sangat bersifat hierarkis 
dan superordinat menjadi lebih cair, berdasarkan semangat saling berbagi sumberdaya 
dan saling percaya. 

  

M. Syarat Partisipasi Politik 

1. Keleluasaan, 

Secara sederhana ada  dua ruang yaitu ruang politik dan sosial yang harus dibuka secara 
leluasa yang terjadi dalam dunia partisipasi politik, yakni : 

a.    Ruang politik. 

Pemerintah harus mengembangkan struktur kesempatan politik yang mampu 
memfasilitasi proses partisipasi agar bisa berjalan dan berkembang dengan optimal. Sistem 
politik dan institusi publik yang ada harus memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh 
kembangnya partisipasi. Negara dalam hal ini harus secara aktif memberikan kesempatan 
pada warga negara untuk menyalurkan partisipasi politiknya sebagai bagian dari ruang 
politik yang aktif, sekalipun terdapat warga negara yang pasif. 

b.   Ruang sosial. 

Partisipasi hanya bisa berjalan dengan baik apabila struktur sosial yang ada di dalam 
masyarakat bersifat egaliter. Apabila masih kental nuansa patron-clientnya dan sangat 
elitis maka dalam setiap pembuatan keputusan hanya melibatkan segelintir elite yang 
mereka hormati dan tidak akan bersifat partisipatif (masyarakat dapat terlibat aktif). Para 
elite ini sangat berpotensi dalam memobilisasikan massa atau mengatasnamakan rakyat 
untuk menggolkan keinginan mereka. 
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2. Kesediaan dan kepercayaan 

Disini dituntut adanya kesediaan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus 
bersedia dalam memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk terlibat dna 
mempengaruhi keputusan-keputusan yang ada dalam proses kebijakan. Jikalau belum ada 
kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi maka seyogyanya pemerintah bersedia 
membuka ruang dan mekanisme yang memungkinkan partisipasi tersebut bisa tumbuh 
dan berkembang. Selain itu juga adanya keharusan dari kesediaan masyarakat untuk 
terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang ada. 

Kesediaan ini akan muncul jika kesadaran citizenship (kesadaran nasional) akan 
pentingnya hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sudah mengakar dalam benak 
masyarakat. Tanpa adanya kesediaan masyarakat maka mustahil untuk terjadi proses 
partisipasi karena hasrat publik merupakan input utama yang akan dikonversikan menjadi 
kebijakan yang lebih responsif dan accountable. 

N. Rekruitmen Politik 

Rekrutmen politik adalah suatu proses yang menempatkan seseorang dalam jabatan politik 
setelah vang bersangkutan diakui kredibilitas dan lovalitasnya. Perekrutan politik 
merupakan konsekuensi logis dalam memenuhi kesinambungan sistem politik dan adanva 
suatu sistem politik yang hidup dan berkembang. 

Dalam operasionalnya, perekrutan politik dapat ditempuh melalui dua jalan. Pertama, 
perekrutan yang bersifat formal yakni ketika seseorang menduduki jabatan politik direkrut 
secara terbuka melalui ketetapan-ketetapan yang bersifat umum dan ketetapan-
ketetapan   itu   disahkan   secara   bersama-sama. Perekrutan ini dilaksanakan melalui 
seleksi atau melalui pemilihan. Kedua, perekrutan tidak formal yakni usaha seseorang 
tanpa suatu proses terbuka sehingga seseorang itu mendapatkan kesempatan atau 
mungkin didekati orang lain untuk diberi posisi-posisi tertentu. 

O. Komunikasi Politik 

Komunikasi politik ialah suatu proses penyampaian informasi politik pada setiap individu 
anggota sistem politik atau informasi dari satu bagian sistem politik kepada bagian yang 
lainnya, dan informasi yang saling diterima di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-
sistem politik. 

Informasi tersebut bersifat terus-menerus, bersifat pertukaran baik antara individu, 
individu ke kelompok maupun kelompok ke kelompok yang dampaknya dapat dirasakan 
oleh semua tingkatan masyarakat. Informasi itu bisa dalam bentuk harapan, kritikan, 
reakasi-reaksi masyarakat terhadap sistem politik dan pejabat politik. Atau suatu harapan, 
ajakan, janji dan saran-saran pejabat politik kepada masyarakatnya yang berdampak 
terhadap perubahan atau memperteguh tindakan-tindakan politiknya agar dilaksanakan 
atau tidak dilaksanakan. 
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P. Penutup 

Masyarakat memerlukan pandangan mengenai manfaat dan fungsi partai untuk kehidupan 
berbangsa. Pandangan mengenai fungsi partai dapat disampaikan oleh partai sendiri 
dengan sarana pendidikan politik ke basis masyarakat. Sasaran pendidikan pemilihan 
adalah tumbuhnya partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum. 
Dengan adanya kesadaran berpolitik dari pemilihan dapat menstimulus pemilih dan 
lingkungannya untuk secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih. Bahwa pendidikan 
pemilih tidak semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi pemerintah dan 
partai politik juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan pendidikan 
pemilih ini. 

Pendidikan pemilih yang telah dilakukan pada tiap Pemilu pasca reformasi, sejak 1999 
sampai pada Pemilu 2014 harus di kemas sedemikian rupa, lebih komplit karena 
perubahan undang-undang politik. Dimana pendidikan politik akan menjadi salah satu titik 
tolak keberhasilan Pemilu di Indonesia agar lebih transparan, jujur, dan berkualitas. 
Pendidikan Pemilih akan bermanfaat dan akan menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 
pasaca 2014 yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan baru bagi pemilih, terutama 
cara pemberian suara. Dengan pendidikan pemilih yang maksimal, akan menekan 
terjadinya suara mubah bukan Golput yang kritis, tetapi karena salah mencoblos atau salah 
menentukan pilihan karena ketidaathuan teknis tidak akan terus terulang.  

Dengan pendidikan pemilih yang baik, diharapkan mampu meminimalisir atau meletakkan 
jumlah Golput pada posisi normal dan ideal masih terbuka luas, dengan melakukan 
pendidikan politik ke basis rakyat. Kalau pun terjadi Golput maka merupakan perilaku dan 
sikap politik yang kritis bukan karena masalah-masalah teknis atau karena persoalan 
apatisme politik yang muncul dimasyarakat karena kejenuhan berpolitik. 

Oleh sebab itu, jika selama ini Pemilu bagi  kebanyakan orang miskin dalam kondisi-kondisi 
yang paling lazim, partisipasi politik, baik dulu maupun sekarang secara objektif 
merupakan hal yang tidak efektif untuk menanggulangi masalah-masalah mereka sehingga 
rakyat miskin enggan melalukan pencoblosan akan semakin bisa ditekan. Apalagi jika 
partai politik dan politisi sungguh-sungguh dapat menepati janji politiknya bukan sekedar 
menebar janji palsu pada calon pemilih saat kampanye. 

Kita berharap partai politik, selepas kampanye tetap harus berkomitmen menjalankan janji 
politiknya, sehingga rakyat miskin tidak dibiarkan. Jangan sampai apa yang pernah 
dikemukakan ahli politik, Samuel Huntington di beberapa negara berkembang yang 
mencerminkan hanya sebagian kecil saja dari orang-orang yang berpenghasilan dan 
berpendidikan rendah yang mempunyai minat dalam politik dan menganggap politik 
relevan dengan urusan mereka dan mereka juga merasa bisa ikut mempengaruhi 
pemerintah. 



38 
 

Oleh sebab itu, bagi pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai Pemilu 
dengan sebaik-baiknya, menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan sosialisasi 
politik secara maksimal kepada masyarakat. Dalam hal ini tentu tugas KPU (Komisi 
Pemilihan Umum) dari Pusat sampai Kabupaten harus benar-benar bekerja sama dengan 
banyak elemen masyarakat untuk mensukseskan Pemilu agar lebih berkualitas, tidak asal 
Pemilu sementara gaji komisioner KPU demikian besar dan pembiayaan Pemilu juga 
mencapai trilyunan rupiah. 

Selain itu, bagi partai politik, hendaknya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang 
berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan 
politik kepada masyarakat. Jika partai politik selama ini hanya bekerja saat menjelang 
Kampanye, sehingga lebih tepat dikatakan sebagai “kampanye pemilu” bukan partisipasi 
apalagi pendidikan Politik pemilih, harus diawasi secara benar. Partai politik yang 
sekarang mendapatkan anggaran APBN harus dikontrol oleh negara serta masyarakat agar 
benar-benar melakukan pendidikan politiknya, jika tidak melakukan maka dana partai 
harusnya dicabut dari negara, sehingga partai tidak mengandalkan APBN yang seharunya 
untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas public lainnya bukan untuk 
partai tidak habis percuma sebab partai politik tidak bekerja mendidik rakyat-konstituen. 

Oleh sebab Pemilu merupakan salah satu penentu membentuk wakil di tingkat 
Kabupaten/Kota sampai Pusat (DPRD II/I dan DPR), maka  masyarakat, hendaknya 
bersedia bersama sama dengan elemen bangsa lainnya untuk mengawal Pemilu. Selain itu 
masyarakat harus bersedia berpikir terbuka mengenai manfaat dan fungsi partai bagi 
kemajuan perpolitikan bangsa. Pemilu harus dilihat sebagai salah satu instrument yang 
penting ketika sebuah bangsa hendak melakukan perubahan konstitusi, perubahan arah 
pembangunan serta pembuatan kebijakan oleh sebab itu harus memilih wakil yang 
berkualitas bukan sekedar terkenal apalagi hanya karena pertemanan dan klientelisme. 
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BAB 2 

“MONEY POLITICS” 2009 DAN BAHAYA DEMOKRASI INDONESIA 

 
A. PENDAHULUAN 
 
Demokrasi adalah kata kunci dalam mewujudkan sistem kedaulatan rakyat. Demokrasi dan 
kesejahteraan rakyat tidak perlu dipertentangkan, karena demokrasi dan kesejahteraan 
rakyat dapat berjalan bersamaan dalam mencapai cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. Membangun sistem demokrasi yang ideal adalah dengan membangun kesadaran 
politik masyarakat, mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan penegakan HAM 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan politik yang diraih melalui proses 
demokrasi yang baik dapat menciptakan harmoni dalam mencapai kesejahteraan rakyat 
sebagai tujuan dari negara. 
 
Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh arti bagi perkembangan demokrasi di 
Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada tahun ini Indonesia dituntut 
untuk melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum untuk memilih anggota 
legislatif dan memilih Presiden dan Wakil Presiden RI secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil.  
 
Demokrasi dan politik lazimnya ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: partai politik, 
sistem pemilihan, kelompok-kelompok partai yang berkuasa (ruling party group and party 
caucus), dan anggota-anggota DPRD (councilors) (Stoker, 1991). Dan semua komponen itu 
akan bersinergi atau bahkan bersaing satu sama lain dalam putaran Pemilu 2009.  
 
Pemilu 2009 dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama yang 
bertujuan untuk memilih anggota legislatif, dari tingkat DPRD II, DPRD I, DPR-RI, dan 
anggota DPD RI. Sedangkan tahap kedua bertujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden 
RI untun masa jabatan lima tahun ke depan sampai tahun 2014. tahap pertama, yaitu 
Pemilu Legislatif telah diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 lalu.  
 
Seperti biasa setiap pemilih akan melakukan hak pilihnya secara langsung di tiap-tiap TPS 
yang sudah di tentukan. Banyak argumen akan pemilihan kali ini, apakah pemilihan ini 
akan mensejahterakan atau malah menyengsarakan masyarakat, atau bahkan pemilu kali 
ini hanya prosedural semata yang bisanya hanya menghabiskan anggaran triliunan rupiah. 
Argumen seperti itu bukan hanya dari kalangan pengamat politik saja akan tetapi 
masyarakat awampun berpendapat demikian (http://www. analisadaily.com/). 
 
Para calon legislatif (caleg) yang mencalonkan diri berasal dari berbagai kalangan dan 
berbagai profesi, demokrasi yang tiada batas membuat banyak pihak turut ambil bagian 
dalam pencalonan kali ini, tidak penting sebuah kualitas akan caleg tersebut asalkan ijazah 
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SMA telah mereka kantongi yang merupakan salah satu syarat utama untuk pencalonan. 
Jadi tidak jarang terdengar ucapan dari berbagai masyarakat yang mengatakan apakah 
mereka mengerti akan dunia politik, apakah mereka layak jadi wakil rakyat atau apakah 
nantinya mereka-mereka mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. 
Beribu keraguan akan kualitas dan akuntabilitas dari Caleg tersebut pun bermunculan 
melihat keseharian mereka yang tidak pernah bersentuhan dengan politik. 
 
Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat dan 
negara. Namun dalam prakteknya politik adalah untuk mempengaruhi dan menggiring 
pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga, seseorang dan sekelompok 
orang bisa meraih kekuasaan dengan pilihan dan opini masyarakat yang berhasil di 
bangunnya atau dipengaruhinya. Ini memerlukan modal atau dukungan pemilik modal. 
Sehingga wajar jika seseorang dan partai perlu mengarahkan dana yang tidak sedikit. Oleh 
karena itulah muncul suatu fenomena yang kita kenal dengan politik uang (money politics). 
Pemilu, termasuk tahun 2009 ini, menjelma menjadi ajang pertaruhan yang besar. Namun 
sangat sulit untuk mengharapkan ketulusan dan ketidakpamrihan dari investasi dan resiko 
yang ditanggung politisi.  
 
Money politics merupakan bagian integral dari kehidupan modern. Keberadaannya, sering 
dinistakan karena dalam banyak hal melahirkan malapetaka kehidupan bersama. Di sisi 
lain, manusia modern mempraktikannya atas dasar kesadaran dan keyakinan filosifinya 
agar dapat memenangkan persaingan. Dijelaskan Sudjito (2009), filosofi manusia modern 
mempunyai beberapa ciri. Di antaranya, pertama, manusia modern hidup berdasarkan 
rasionalitas yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi kebendaan. Di 
antara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang.  
 
Edy Suandi Hamid (2009) yang melihat dari kacamata ekonomi, menilai money politics 
muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau 
perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan 
mekanisme money politics. Bagi politisi, money politics merupakan media instan yang 
dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, money politics 
ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingan dengan program-program 
yang dijanjikan. 
 
Jika dilihat dari Undang-undang yang berlaku, money politics sebenarnya adalah suatu 
pelanggaran Pemilu karena tidak dibenarkan ”membeli” suara rakyat oleh peserta Pemilu. 
Namun di lain pihak baik politisi maupun konstituennya tidak mempermasalahkan hal itu 
karena antara politisi yang bersaing terdapat konflik kepentingan untuk merebut kursi 
dewan dengan suara rakyat sebanyak-banyaknya. Di lain pihak, antara politisi dan rakyat 
mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam suatu struktur politik berdemokrasi. 
Rakyat sebagai pemilik suara tentu akan dibutuhkan oleh politisi, dan akan diperoleh lebih 
banyak suara rakyat jika Caleg bersangkutan bisa memberikan ”imbalan” kepada rakyat.  
 
Melihat fenomena di atas, sekiranya dapat kita kaji lewat pendekatan keilmuan. Dalam 
perspektif keilmuan sosial, maka permasalahan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan 
teori konflik dan struktural fungsional. Sebelum kita melihat konflik yang terjadi, maka 
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lebih dulu kita harus melihat aturan yang berlaku secara normatif, khususnya mengenai 
sistem Pemilu 2009 ini. Dengan melihat adanya pergeseran dari pagu yang ada, maka akan 
terjadi suatu fenomena konflik yang dapat dikaji melalui pendekatan konflik. Setelah 
melihat tentang aturan main Pemilu 2009, maka kita perlu mengkaji tentang bagaimana 
fenomena money politics itu terjadi dalam masyarakat. Setelah kita membahas kedua hal 
itu, barulah kita bisa mengkajinya melalui pendekatan konflik maupun struktural 
fungsional. Kajian ini akan penulis batasi dalam hal tempat, yaitu di Desa Perancak, 
Jembrana, Bali. Kajian ini sebagai suatu telaah teoretis mengenai fenomena sosial politik 
dalam sistem demokrasi rakyat sekarang ini.  
 
B. Money politicss Pemilu 2009  
 
Ketika kita melihat Pemilu tahun 2009, maka sedikit agak berbeda dengan Pemilu 2004, 
terutama dari sistem yang digunakan dalam menentukan Caleg yang lolos ke dewan. Dalam 
Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka, yaitu rakyat masih memilih 
gambar, dan penentuan Caleg yang lolos ditentukan oleh nomor Caleg itu sendiri. Namun, 
pada Pemilu 2009, khususnya Pemilu Legislatif, yang menentukan Caleg tersebut lolos ke 
kursi parlemen atau tidak adalah seberapa besar Caleg itu sendiri mampu 
mengummpulkan suara rakyat, atau dengan kata lain “tarung bebas”.  
 
Dalam pelaksanaan Pemilu 2009, dasar pelaksanaannya akan menggunakan Undang-
undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang partai politik serta Undang-undang Nomor 10 
tahun 2008 tentang Pemilu. Pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan 
penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggotan DPR-
RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.  
 
Konsekuensi Undang-undang (UU) No. 02/2008 tentang partai politik dan Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dalam penentuan partai politik untuk Pemilu 2009 
adalah pertama, partai yang berbadan hukum langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi partai. Jika lolos verifikasi, maka partai tersebut 
dapat maju dalam Pemilu 2009. Kedua, partai yang memiliki kursi di DPR (Dewan 
Perwakilan Rakyat) secara otomatis menjadi kontestan Pemilu 2009. Ketiga, partai yang 
tidak memiliki kursi di DPR langsung mendaftar ke KPU untuk melakukan verifikasi partai 
dan jika lolos, maka berhak maju ke Pemilu 2009. Pengaturan demikian sebenarnya hanya 
menguntungkan partai-partai politik (parpol) besar saja.  
 
UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa Pemilu sekarang ini 
menggunakan sistem proporsional terbuka. Penentuan perolehan suara ditentukan 
berdasar partai politik yang memenuhi ambang batas 2,5 % dari jumlah suara sah secara 
nasional. Kemudian, ditentukan bilangan pembagi pemilih (BPP) dengan cara membagi 
jumlah suara sah Parpol peserta Pemilu dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. 
Penetapan perolehan kursi terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama, membagi jumlah 
suara sah yang diperoleh parpol dengan BPP. Tahap kedua, jika masih ada sisa kursi, maka 
diberikan kepada parpol yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 %. Tahap ketiga, 
jika masih terdapat sisa kursi dari tahap kedua, maka seluruh sisa suara dikumpulkan di 
provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.  
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Dalam hal penetapan calon anggota legislatif yang terpilih ditentukan berdasarkan 
perolehan suara 30 % dari BPP, jika tidak terpenuhi, akan ditentukan oleh nomor urut yang 
ditetapkan parpol. Penggunaan nomor urut sebagai penentu terakhir jika terdapat kondisi 
di luar butir a (“calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota 
ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % dari 
BPP”) dalam penentuan calon terpilih ini menunjukkan bahwa sebenarnya sistem pemilu 
yang ditawarkan UU Pemilu yang baru ini merupakan kombinasi sistem proporsional 
setengah terbuka dan proporsional terbuka, dan mungkin yang lebih dominan adalah 
proporsional setengah terbuka. Hal ini berarti tidak berbeda dengan UU Pemilu 
sebelumnya yang menggunakan sistem proporsional setengah terbuka (KPU, 2009). 
  
Sistem Pemilu sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Pemilu yang baru ini diakui lebih 
rumit daripada UU yang lama, yaitu UU No.12/2003. Di samping itu, UU Pemilu yang baru 
ini juga mengandung sejumlah kelemahan sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, 
termasuk nihilnya kajian akademis berdasarkan sensus penduduk dalam penentuan 
jumlah kursi per daerah pemilihan dan potensi konflik yang ditimbulkannya. Selain itu pula 
ditemukan cukup banyak pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan Pemilu, salah satunya 
adalah pelanggaran klasik, Money politicss. 
  
Undang-Undang Pemilu No. 10 tahun 2008 pasal 84 telah diperingatkan bahwa: 
Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi 
lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung 
agar: memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau 
memilih calon anggota DPD tertentu (huruf d dan e), dikenai sanksi sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.  
 
Hal yang dilakukan oleh para penjual suara dan para pembeli suara di pasar politik, sangat 
bertentangan dengan peraturan yang ada. Namun sampai saat ini belum ada tindakan yang 
signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan legal-legal 
saja. Untuk itu, untuk mencegah praktek-praktek money politics yang sudah semakin 
merajalela, seharusnya semua pihak bersama-sama saling mengingatkan akan dampak dan 
bahaya yang luar biasa akibat praktek money politics ini. Dan juga, untuk mencegah 
terampasnya arti demokrasi yang selama ini sudah mulai kita rasakan. 
 
Sejumlah pengamat juga meragukan hasil kualitas pemilu 2009. Hal ini dikarenakan 
praktek money politics yang semakin merebak sebagai buntut dari putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) tentang perolehan suara terbanyak. Partai politik telah bersekongkol 
dengan menganggap money politics merupakan hal biasa dan wajar. Sebab, yang terjadi 
saat ini praktik money politics sudah terdidik dan terkoordinir. Mahkamah Konstitusi (MK) 
juga dinilai telah berperan melanggengkan praktek money politics ini dengan menetapkan 
suara terbanyak berbasis individu sebagai pemenang bagi caleg yang akan terpilih 
nantinya. Hal ini akan membuat caleg akan bersikap pragmatis hanya untuk sekadar 
memenangkan pemilu tanpa melihat kepentingan rakyat 
(http://pkntradisimoneypolitik.blogspot.com). 

http://pkntradisimoneypolitik.blogspot.com/
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Anggapan ini secara otomatis juga akan semakin menurunkan kualitas hasil pemilu. KPU 
dan Panwaslu juga dianggap tidak memiliki ketegasan menindak hal ini. Padahal mereka 
adalah lembaga yang memiliki otoritas sebagai penyelenggara serta pengawas pemilu. 
Fenomena yang mungkin terjadi dari imbas putusan MK itu adalah caleg terpilih tak lagi 
berhutang budi kepada parpol. Dalam lima tahun ke depan caleg tak lagi tertarik mengurus 
parpol, barulah setelah mendekati pemilu, ia kembali lagi masuk ke parpol. 
 
Saat ini, Indonesia membutuhkan pergantian elite politik karena kalangan atas yang ada 
saat ini luar biasa korupsi. Penegakan hukum saat ini bisa dikatakan terhenti. Namun, 
format pemilu yang ada saat ini tidak memungkinkan partai kecil dan kandidat perorangan 
untuk tampil dalam kepemimpinan nasional. Praktis pemilihan presiden mendatang hanya 
akan didominasi kandidat yang dicukongi kelompok atau grup bisnis tertentu dengan 
timbal balik yang besar. Para tokoh ini selanjutnya akan memodali para ulama, pendeta, 
tokoh adat, ormas, dan tokoh hegemoni untuk mendapatkan dukungan konstituen. 
Akibatnya, money politics akan semakin menjamur di negeri kita ini.  
 
C. Praktek Money politicss 
 
Hari-hari terakhir masa kampanye Pemilu Legislatif pada April yang lalu, dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya bagi para calon anggota legislatif (caleg) untuk memikat massa. 
Termasuk melakukan money politics. Demokrasi memang tidak bisa dipisahkan dari 
money politics atau politik uang (Harmiyani, 2008). 
 
Perjuangan para caleg untuk bisa merebut kursi wakil rakyat pada pemilu 2009 ini 
sungguh teramat berat dibanding pemilu-pemilu tahun sebelumnya. Selain harus 
menyiapkan modal yang lebih besar untuk membiayai sosialisasi dan kampanye, juga harus 
siap menghadapi aneka sanksi yang akan menjerat dirinya manakala melanggar aturan. 
Belum lagi persiapan menata mental untuk siap menerima kekalahan dan menghapus 
harapan berlebihan menjadi wakil rakyat. Kalau tidak, bisa-bisa ia malah menjadi penghuni 
rumah sakit jiwa (RSJ).  
 
Apalagi, amanah dan tanggung jawab yang diemban sebagai seorang legislator di tahun 
mendatang rupanya semakin ketat dan berat. Mereka yang suka mempermainkan amanah, 
suka dengan uang abu-abu atau uang yang tak jelas asal usulnya, termasuk suka menerima 
gratifikasi, akan semakin terbatas ruang geraknya. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) semakin semangat bergerilya mencari ‘'perampok'' uang rakyat. Anehnya, para caleg 
yang konon jumlahnya se-Indonesia mencapai sebelas ribu orang lebih itu begitu 
bersemangat memburu kursi legislatif. 
 
Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan perolehan kursi legislatif 
berdasarkan hasil suara terbanyak, para caleg yang semula banyak mengandalkan berkah 
dari nomor urut, terpaksa harus kerja ekstra keras. Dia yang semula tidak terlalu dikenal 
oleh konstituennya, terpaksa harus turun menyapa, memaparkan visi misi, dan memberi 
bantuan. Dengan kata lain, para caleg harus lebih rajin turun ke daerah pemilihannya untuk 
bertemu sekaligus mengurus konstituennya. Sebagian caleg ada yang melakukan sosialisasi 
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jauh hari sebelum masa kampanye dimulai. Banyak pula yang baru melakukannya saat 
masa kampanye Pileg dimulai pada 16 Maret 2009 yang lalu.  
 
Mereka yang telah melakukan penggalangan lebih awal, tentu harus mengeluarkan biaya 
besar. Sebab, mereka harus membiayai pertemuan dengan konstituen. Mulai dari sewa 
tempat, konsumsi, alat peraga hingga memberi uang hadir, uang transportasi ditambah 
souvenir. Apalagi, pertemuan seperti itu harus dilakukan beberapa kali dan di beberapa 
tempat. Tanpa ada uang hadir, transport, uang lelah, hadiah atau souvenir, jangan harap 
calon pemilih mau datang. Padahal, meski sudah mendapat bantuan dari caleg, belum tentu 
mereka akan memilihnya. Sebab, di antara mereka juga ada yang menerima bantuan 
serupa dari caleg lain. Prilaku pragmatis para pemilih ini sebagian menganggap sebagai 
sesuatu yang wajar dalam memanfaatkan momen akbar pesta demokrasi. Dalam benak 
para konstituen mungkin berkata, ‘'kapan lagi kita bisa mempermainkan politisi, masa kita 
terus yang dipolitisasi oleh dia.'' 
 
Banyak pelanggaran dari Parpol maupun caleg-calegnya yang dicatat oleh Bawaslu. Dalam 
http://www.balipost.co.id, ditemukan data bahwa dalam Pileg 2009 ini ditemukan 9 kasus 
money politics di seluruh Bali, dan ini termasuk di Kabupaten Jembrana (lihat pula 
www.selebzone.com; www.okezone.com). Kampanye memang merupakan suatu hal yang 
perlu dalam sistem demokrasi, namun yang menjadi sorotan tajam adalah sistem 
kampanye dari para caleg tersebut yang tidak bersifat mendidik atau membangun, yang 
terjadi malah merusak moral dan pola pikir masyarakat. Sistem kampanye para caleg ini 
kerap kali menjadi bahasan perbincangan di tengah-tengah masyarakat, ataupun bagi para 
pengamat politik. 
  
Pada umumnya caleg DPRD TK II/kab/kota, DPRD TK I/provinsi DPD dan caleg DPR-RI 
mempunyai sistem atau metode kampanye yang hampir sama yaitu dengan sistem money 
politics atau yang sering disebut dengan politik uang (Mawardi, 2008) yang sangat luar 
biasa (lihat pula Sihite, 2009). Misalnya saja di daerah kabupaten/kota money politics 
terlihat sangat kontras, para caleg langsung membeli suara dari tiap masyarakat dengan 
cara membagi-bagikan uang tunai puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah untuk 
perorangnya. Dalam situasi di atas, rakyat sebagai konstituen menjadi memiliki harga 
tawar yang cukup tinggi. Pertarungan para caleg untuk menggaet dan memiliki suara 
rakyat semakin menuju puncaknya ketika waktu telah mendekati pada hari H pemilihan 
umum pada tanggal 09 April 2009 yang lalu, dengan melakukan “serangan fajar”, yaitu 
membelokkan pendukung rival politik caleg lain untuk memilih dirinya, dengan 
membagikan uang kepada masyarakat.  
 
Bukan hanya itu syukuran besar-besaranpun dibuat guna memperoleh suara terbanyak di 
pemilu nanti. Sistem seperti ini memang sangat disukai orang, khususnya masyarakat 
awam yang kehidupannya dilengkapi dengan penderitaan kemiskinan. Bahkan orang-
orang seperti ini mengharapkan maunya pemilu dilaksanakan sebulan sekali. Mengapa 
tidak, karena hanya di saat seperti ini mereka memperoleh penghasilan tambahan dari 
para Caleg tersebut. Sehingga tidak jarang satu orang pemilih mengikuti syukuran dan 
menerima uang dari dua orang atau bahkan tiga orang caleg yang berbeda, mereka tidak 
berpikir jauh akan perbuatan tersebut.  
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Kampanye seperti ini jelas merusak moral bangsa menjadi bangsa yang materialistis. Yang 
menjadi sangat aneh yaitu mengapa setiap orang mau menerima pemberian dari setiap 
caleg yang menawarkan pemberian tersebut? Bukankah nantinya mereka menjadi bingung 
menjatuhkan pilihan, atau jangan-jangan mereka menjadi Golput karena bingung dengan 
fenomena siraman uang tersebut. 
 
Fakta ini memunculkan pertanyaan, benarkah masyarakat kita materialistis? Pola pikir 
masyarakat yang mengatakan, siapa caleg yang memberi uang dengan jumlah yang paling 
besar maka akan menjadi pilihan di saat pemilu nanti. Bukan hanya caleg DPRD TK II akan 
tetapi caleg DPRD TK I, DPR RI dan DPD pun turut meramaikan pembagian uang tersebut 
secara kontras dan terang-terangan. Kampanye kali ini seolah berubah menjadi sebuah 
pasar tempat jual beli, dimana suara masyarakat menjadi objek jual beli. 
 
Apa yang menjadi alasan masyarakat menerima uang dari setiap caleg yang menawarkan 
uang itu? Mungkinkah itu semata-mata karena kodrat manusia yang haus akan uang karena 
juga didesak berbagai kebutuhan, atau mungkin juga itu sebuah kekesalan masyarakat 
akan kinerja wakil rakyat selama ini, masyarakat berpikir bilamana mereka telah duduk di 
tahtanya otomatis mereka akan lupa terhadap janji-janji dan harapan-harapan yang telah 
mereka orasikan, kedekatan semasa kampanye akan berakhir secara spontan, jadi 
masyarakat seolah berpikir ada baiknya para caleg di manfaatkan sewaktu masa 
kampanyenya. 
 
Bilamana hal seperti ini membudaya di sela kehidupan bangsa ini, maka jelaslah bangsa 
kita akan tidak beradab dan bermoral, wakil kita di parlemen nantinya adalah sekelompok 
orang yang terpilih karena memiliki uang paling banyak semasa kampanye yang kualitas 
dan akuntabilitas mereka tidak teruji. Malahan bisa jadi sistem pemerintahan kita akan 
lebih parah dari sekarang ini. 
 
Yang menjadi pertanyaan besar pula, mengapa politik uang yang mewabah di dalam 
masyarakat justru sedikit sekali yang luput dari pengawasan Bawaslu? Jawaban sementara 
yang dapat kita berikan adalah politik uang ini sudah menjadi sebuah rahasia umum di 
dalam masyarakat karena antara caleg dan rakyat itu sendiri sama-sama memperoleh 
keuntungan.  
 
Gambaran fenomena politik di atas ternyata terjadi pula di desa Perancak, Jembrana. 
Seperti pada daerah-daerah lain, di Desa Perancak juga terjadi politik uang (money 
politics) yang melibatkan salah satu oknum Caleg DPR-RI dari Partai Golkar dan calon 
anggota DPD. Oknum caleg tersebut meminta kepada seseorang untuk mencari suara yang 
akan memilih dirinya sebanyak100 suara di Desa Perancak, dengan bayaran Rp. 35.000,- 
untuk setiap suaranya. Orang yang mencarikan itu mendapatkan imbalan Rp. 5.000,- untuk 
setiap suaranya. 
 .  
Berbeda dengan Caleg tersebut, ada juga calon anggota DPD yang lebih memilih untuk 
mendekati Bendesa Adat untuk mengumpulkan suara. Caranya, adalah dengan 
memberikan bantuan dana mendirikan Pura Prajapati di areal Desa Perancak. Dan lewat 
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Bendesa Adat oknum calon anggota DPD tersebut meminta masyarakat Desa Perancak 
untuk memilih dirinya dalam pemilihan DPD tanggal 9 April 2009 
.  
Masyarakat awam menanggapi fenomena tersebut dengan memilih Caleg ataupun calon 
DPD yang memberikan uang. Memang kedua oknum tersebut tidak mampu lolos ke kursi 
parlemen, namun di Desa Perancak mereka mampu memperoleh suara yang dominan 
dibandingkan Caleg yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa 
Perancak khususnya belum memiliki kesadaran politik yang cukup baik, karena dalam 
prakteknya masyarakat hanya mau memilih calon wakil rakyatnya yang mau memberikan 
imbalan untuknya.  
 
Padahal, pelanggaran dalam bentuk money politics itu telah diatur dalam UU Pemilu 
Legislatif No. 10/2008 pasal 274. Isinya, seperti yang terjadi di Desa Perancak, Jembrana, 
pelaksana kampanye terselubung yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang 
atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun 
tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta 
pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga 
surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan. Selain itu, juga masih dikenai denda paling sedikit Rp 
6.000.000 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta 
rupiah). Serta dalam kegiatan tersebut caleg tersebut terancam pasal 84 ayat 1 UU No 10 
tahun 2008 tentang politik uang dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara. Dari 
Panwaslu sendiri, sehingga caleg yang bersangkutan terancam dicoret dari pencalonannya. 
 
Implikasi dari ketiadaan hal di atas, adalah banyaknya masyarakat yang lebih memilih 
Golput dalam pemungutan suara pada 9 April 2009. Ini terjadi karena masyarakat lebih 
materialistis dalam menentukan pilihannya. Selain itu kebanyakan pemilih juga tidak 
mengetahui calon wakil rakyat yang akan dipilihnya sehingga mereka bersikap realistis 
saja dengan memilih Caleg yang mampu memberikan uang. 
  
 
D. Pendekatan Money politicss  
 

a. Pendekatan Konflik 
Terjadinya money politics salah satunya disebabkan oleh adanya suatu persaingan antara 
caleg-caleg yang bersaing bebas dalam Pileg 2009. Caleg-caleg tersebut bersaing untuk 
mendapatkan suara pemilih sebanyak-banyaknya. Namun cara untuk mendapatkan suara 
sering tidak sesuai dengan pagu yang ada, karena masyarakat dipandang sebagai suatu 
komunitas yang materialistis. Pandangan para caleg yang seperti itu cukup wajar karena 
masyarakat kebanyakan tidak mengetahui profil caleg yang akan dipilihnya.  
Di sisi lain berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan 
Undang-undang Nomor 10 tentang Pemilu, sangat dilarang untuk menggunakan politik 
uang seperti yang telah banyak terjadi, karena politik uang sama saja dengan “membeli” 
suara rakyat. Politik uang tidak akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat 
yang notabene baru masuk era demokratisasi sekarang ini.  
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Kesenjangan kepentingan antara Caleg dan aturan (undang-undang) yang berlaku dapat 
dilihat dari kacamata teori ilmu sosial. Fenomena di atas dapat dikaji dengan menggunakan 
pendekatan atau teori konflik. Teori konflik ini salah satunya mengkaji penyebab 
timbulnya konflik dalam masyarakat. Salah satu teori yang menyebabkan timbulnya konflik 
adalah teori kebutuhan masyarakat. 
 
Teori Kebutuhan Manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh 
kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi 
(Navastara, 2007). Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering 
merupakan inti pembicaraan. Sasaran dari teori ini adalah membantu pihak-pihak yang 
mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka 
yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan itu, dan agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. 
 
Dalam tataran pendekatan di atas, money politics dapat dilihat dari latar belakang 
terjadinya. Caleg dalam kasus di atas melakukan politik uang karena mereka 
membutuhkan sesuatu dari usahanya membagi-bagikan uang kepada konstituennya 
tersebut. Adapun kebutuhan yang mereka inginkan adalah kedudukan dan uang, yang 
(mungkin) akan mereka dapatkan setelah menjadi salah satu pemilik kursi di parlemen. 
Mungkin ketika seorang caleg tidak akan bersaing jika ia dipilih karena dukungan murni 
dari konstituennya. Namun yang banyak terjadi pada Pileg 2009, termasuk di Desa 
Perancak, adalah dominan konstituen yang mempunyai hak pilih tidak mengenal calon 
wakil rakyat yang akan dipilihnya. Ditambah lagi banyaknya caleg yang menjadi calon 
wakil rakyat. Inilah sebenarnya dapat dipandang sebagai konflik yang terjadi antara caleg 
yang bersaing dalam Pemilu tahun ini. Karena mereka merasa bahwa dirinya tidak terlalu 
dikenal oleh konstituennya, maka para caleg tersebut melakukan politik uang (money 
politics) seperti pada fenomena yang terjadi di Desa Perancak di atas.  
 
 
Bentuk konflik yang terjadi dalam fenomena money politics ini adalah konflik laten, karena 
konflik yang terjadi tidak dapat dilihat dengan kasat mata, namun dapat dirasakan dari 
fenomena yang terjadi, yaitu persaingan para caleg yang berusaha memperoleh suara 
konstituen dengan membagi-bagikan uang. Namun ada kalanya bentuk konflik tersebut 
berubah menjadi konflik over (manifest) ketika money politics ini muncul ke permukaan 
dan menimbulkan konflik secara nyata, seperti saling menjatuhkan antara caleg, dan 
bentuk persaingan lain yang tidak sehat. Belum lagi konflik antara pendukung salah satu 
caleg yang agak fanatis untuk memenangkan calegnya, tentu akan menghalalkan segala 
cara, termasuk dengan politik uang yang dianggap paling efektif dalam mengumpulkan 
suara untuk para caleg yang sedang bersaing.  
 
Teori konflik yang lain yang dapat digunakan untuk mengkaji fenomena di atas adalah teori 
hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik 
disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan 
permusuhan/persaingan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat 
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(Anonim, 2008). Fakta dari teori di atas dapat dilihat dari fenomena money politics, seperti 
yang terjadi di Desa Perancak, dari tidak adanya hubungan yang baik secara berkelanjutan 
antara caleg dan konstituennya. Dalam artian sebelum kampanye dimulai, antara caleg dan 
masyarakat yang diharapkan bisa memilih dirinya tidak pernah saling ada hubungan, atau 
bahkan tidak saling mengenal.  
 
 
Hubungan seperti ini tentu saja mengancam posisi seorang caleg, yang kemungkinan akan 
gagal karena tidak mendapat suara dalam Pemilu yang digelar karena para konstituen 
tidak mengenal dirinya. Sosialisasi baik melalui media massa, spanduk, baliho, SMS, 
ataupun di internet, juga tidak begitu efektif untuk mengumpulkan suara karena 
masyarakat merasa tidak memiliki ikatan emosional dengan caleg yang bersangkutan. Oleh 
karena itu, satu-satunya cara untuk mendapat dukungan suara dari masyarakat yang 
realistis dan (mungkin saja) materialistis adalah dengan politik uang, yaitu membagikan 
uang kepada konstituen dengan timbal balik masyarakat mau memilih caleg yang 
memberikan uang.  
 
Seharusnya politik uang tersebut tidak akan terjadi, jika seseorang yang akan menjadi caleg 
memang mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat. Jika hubungan tersebut baik 
secara berkelanjutan dan ikhlas tanpa ada kepentingan tertentu, maka tanpa dimintapun 
masyarakat pasti akan memilih orang tersebut jika ia mencalonkan diri sebagai wakil 
rakyat. Namun di jaman sekarang ini mungkin sulit sekali untuk mencari orang yang 
demikian karena masyarakat lebih percaya kepada uang (moneytheisme), dibandingkan 
dengan caleg yang mengumbar janji belaka, tanpa ada perjuangan nyata untuk rakyat yang 
memerlukan. Dalam hal ini Prof Dr. Nengah Bawa Atmadja dalam seminar bertajuk ‘Sisi 
Lain Pemilu’ yang diselenggarakan oleh Program Kajian Budaya Universitas Udayana pada 
28 Oktober 2008 di Denpasar menyoroti mengenai perbedaan makna pemilu antara para 
elite politik dan pemilih akar rumput. Di tubuh pemilih akar rumput, terjadi fenomena 
logika pasar yang membuat rakyat berpikir instan dan makin menguatnya budaya uang 
dalam politik (Anonim, 2008). 
 
b. Pendekatan Fungsional 
Teori struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem 
yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian 
tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup 
dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk 
mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem 
sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, 
antara lain : faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai 
atau norma yang berlaku. 
 
Talcott Parsons melahirkan teori fungsional yang dalam pemikirannya mempunyai 
komponen utama adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat 
tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun 
berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat 
berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik 
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untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam 
golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan (Widodo, 2008). 
 
 
Bahasan tentang struktural fungsional Parsons ini akan diawali dengan empat fungsi yang 
penting untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang 
ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Parsons 
menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu 
bertahan, yaitu : 
 
1. Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. 
Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
 
2. Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 
3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antarbagian yang menjadi 
komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting 
lainnya. 
4. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki 
motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. 
 
Francesca Cancian memberikan sumbangan pemikiran bahwa sistem sosial merupakan 
sebuah model dengan persamaan tertentu. Model ini mempunyai beberapa variabel yang 
membentuk sebuah fungsi. Penggunaan model sederhana ini tidak akan mampu 
memprediksi perubahan atau keseimbangan yang akan terjadi, kecuali kita dapat 
mengetahui sebagian variabel pada masa depan. Dalam sebuah sistem yang deterministik, 
seperti yang disampaikan oleh Nagel, keadaan dari sebuah sistem pada suatu waktu 
tertentu merupakan fungsi dari keadaan tersebut beberapa waktu lampau. 
Tataran teoretis di atas mengenai struktural fungsional dapat digunakan untuk mengkaji 
fenomena money politics yang juga terjadi di Desa Perancak tersebut.  
 
Sesuai dengan teori ini, masyarakat maupun caleg dari partai tertentu serta penyelenggara 
pemilu (KPU), merupakan bagian atau subsistem dari suatu sistem politik di Indonesia. 
Dahl (1994; lihat pula Fatah, 1994), mengemukakan salah satu kriteria penting dalam 
sistem demokrasi, termasuk Indonesia, adalah adanya partisipasi rakyat dalam pemilihan 
umum, selain kriteria yang lain. Masing-masing dari subsistem tersebut mempunyai fungsi 
tertentu yang sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Masing-masing fungsi 
dan peran dari suatu subsistem akan saling berinteraksi dan saling melengkapi dengan 
subsistem yang lain. 
  
Dalam suatu sistem politik, khususnya di Indonesia, rakyat sebagai konstituen mempunyai 
peran sebagai pemilih yang memiliki suara. Sedangkan caleg berperan sebagai peserta 
yang ikut dalam Pemilu pada suatu partai tertentu yang akan menuju kursi parlemen. Dan 
untuk menuju ke kursi parlemen seorang caleg memerlukan dukungan suara dari 
konstituen yang memiliki hak suara. Dan KPU sebagai penyelenggara KPU adalah lembaga 
yang berperan dalam memfasilitasi kedua kepentingan di atas serta melegalisasi hasil 
dalam Pemilu. Oleh karena itu, untuk menghasilkan sesuatu yang berarti bagi sistem 
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demokratisasi politik Indonesia, maka komponen atau subsistem tersebut harus 
bekerjasama dalam mencapai suatu sinergi dalam mencapai kepentingan masing-masing.  
 
 
Seorang caleg yang membutuhkan dukungan suara dari konstituennya tentu harus bisa 
berdaptasi dengan lingkungan masyarakat yang kini semakin realistis, bahkan 
materialistis. Caranya adalah dengan memenuhi keinginan dari calon pemilih, terutama 
yang bersifat material. Adaptasi dimaksudkan adalah untuk penyesuaian diri seorang caleg 
yang ingin memenangkan pemilihan umum, dengan kondisi masyarakat yang dapat 
dikatakan semakin realistis. Terlebih lagi permainan politik uang yang sudah menjadi 
tradisi dari setiap penyelenggaraan Pemilu, walaupun memang dilarang menurut undang-
undang, sehingga menjadi sebuah rahasia umum dalam setiap pelaksanaan Pemilu.  
 
 
Usaha dari seorang caleg yang melakukan money politics merupakan suatu cara yang salah 
menurut undang-undang pemilu, namun itu merupakan usaha yang dilegalisasi oleh 
dirinya sendiri bahkan konstituennya, untuk pencapaian tujuan utama, yaitu menuju kursi 
parlemen.  
 
Antara caleg dan konstituennya harus menciptakan integrasi antarbagian. Integrasi 
tersebut diciptakan secara disengaja karena masing-masing komponen dalam sistem 
politik uang itu sama-sama diuntungkan. Pemilik hak suara mendapatkan uang, dan caleg 
mendapatkan suara atau dukungan. Selain itu pula integrasi antarbagian sistem tersebut 
diperlukan agar money politics yang dilakukan antara caleg dan konstituen tidak muncul 
ke permukaan. Dalam artian, karena praktek ini dilarang oleh undang-undang, maka perlu 
untuk saling menjaga rahasia.  
 
Rahasia umum dalam praktek money politics tidak dapat dipungkiri merupakan bagian 
dari masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat, money politics sudah menjadi tradisi dan 
memiliki pola tersendiri. Pola-pola tersebut dipraktekkan oleh semua komponen dalam 
sistem politik yang demikian itu. Antara keempat fungsi yang telah disebutkan di atas, 
semua subsistem harus mampu bersinergi untuk mampu bertahan dalam gelombang 
politik di Indonesia.  
 
 
E. BAHAYA MONEY POLITICSS 
Dalam sistem demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat direpresentasikan dalam parlemen 

dan pemerintah melalui pemilu yang bebas, adil dan reguler. Pemilu adalah wahana untuk 

penggantian pemerintahan dan kepemimpinan baik ditingkat nasional maupun daerah 

secara demokratis. Dalam pemilu, ketiga prinsip itu berinteraksi secara bersamaan. Partai 

politik atau kandidat memiliki hak dan kesempatan untuk mengekspresikan dan 

mempromosikan visi, platform serta program kepada pemilih. Karakteristik kesetaraan 

politik (political equality) dalam pemilu adalah: satu orang, satu suara dan satu nilai (one 

person, one vote and one value). Semakin terpenuhinya ketiga prinsip diatas, maka kualitas 
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demokrasi pun semakin baik. Namun, mewujudkan tatanan yang ideal tentu saja bukan 

perkara yang mudah. Apalagi praktek politik uang (money politicss) atau pengaruh 

berlebihan dari pendanaan kampanye merupakan musuh yang kerap membayangi. Tak 

jarang, penyimpangan itu mempengaruhi prinsip keseimbangan dalam demokrasi. Lalu 

bagaimana mewujudkan kesetaraan itu dalam hiruk pikuk pemilu, khususnya saat 

kampanye?  

I. Korupsi Politik Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk 

dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, 

terlebih untuk kampanye pemilu. Empat faktor penentu dalam kampanye 

pemilu, yaitu kandidat, platform dan program kerja, organisasi kampanye dan 

sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Seorang 

pakar politik mengatakan: ?Money is not sufficient, but it is necessary for 

successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on 

election results and campaign cannot be run without it? (Jacobson, 1980)  

 

II. Pendanaan politik merupakan fondasi bagi demokrasi. Peran uang dalam 

kompetisi politik sangat krusial. Uang adalah sumber utama untuk 

memenangkan atau mempertahankan kekuasaan politik. Uang memperkuat 

pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki 

wewenang untuk mendistribusikannya (Nassmacher, 2001,). Dalam masa 

transisi, kelompok-kelompok politik berupaya untuk mengkonsolidasikan 

kekuasaan ke dalam kontrol mereka. Konsolidasi tentunya memerlukan sumber 

daya (dana). Kebutuhan itulah yang dipenuhi dengan jalan pintas: korupsi. 

Pertemuan kepentingan antara elit politik dan kelompok kepentingan (self-

oriented interest group) membentuk hubungan politico-business yang saling 

menguntungkan. Produk kebijakan hanya berorientasi kepada kepentingan 

kroni untuk menguasai sumberdaya ekonomi belaka. Caranya, kekuasaan 

digunakan untuk mengembangkan bisnis kroni dan menguasai aset ekonomi. 

Sedangkan keuntungan dari ekonomi digunakan untuk memperbesar kekuasaan 

politik. Korupsi merupakan bentuk khusus dari pengaruh politik yang dilakukan 

untuk menopang keberlangsungan suatu rezim politik. Dukungan dari 

kelompok-kelompok kepentingan jamak dijumpai dalam bentuk donasi untuk 

kampanye. Hubungan patronase yang koruptif, membahayakan demokrasi 

karena mengingkari kepentingan publik. Akibatnya luntur kepercayaan publik 

dan legitimasi politik kepada lembaga-lembaga Negara.  

 

III.  Dana Kampanye: Donasi atau Investasi Politik? Dalam politik, terutama pemilu, 

dana merupakan hal yang instrumental. Akan tetapi, sumber daya (dana) tidak 
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terdistribusi secara merata sehingga mengakibatkan kesenjangan dalam 

kemampuan pendanaan kampanye. Pertanyaan penting yang harus diajukan 

adalah ?bagaimana dan dari siapa politisi atau partai memperoleh dana serta 

bagaimana dana tersebut dibelanjakan untuk kampanye?. Agar terpilih, seorang 

kandidat harus mengkomunikasikan visi dan program kerjanya kepada pemilih. 

Oleh karena itu, kampanye pemilu yang efektif memerlukan sumber daya yang 

memadai seperti tim kampanye yang handal, konsultan media yang 

berpengalaman, dan pilihan medium komunikasi yang tepat. Itu semua 

memerlukan dana.  

 

Kelompok kepentingan jelas akan memberikan sumbangan hanya kepada partai 

politik atau kandidat yang punya potensi besar untuk menang. Mengapa? Karena 

mereka melihat sumbangan sebagai investasi yang nantinya akan memperoleh 

imbalan. Sehingga jelaslah mengapa donatur kelas kakap terkonsentrasi kepada 

partai politik yang besar ataupun kandidat yang berkuasa. Selain 

ketidaksetaraan dalam kampanye, akses terhadap kebijakan publik pun menjadi 

tak imbang. Donatur besar tentu mempunyai arti yang berbeda, yang 

menentukan besarnya akses dan pengaruh kelompok itu terhadap kebijakan 

publik. Hubungan antara sumbangan dan kebijakan yang menguntungkan 

kelompok tertentu dapat menjadi indikator dari pengaruh donasi. Kebijakan-

kebijakan kemudian dibuat untuk memenuhi kebutuhan kroni politik dan tidak 

mengindahkan aspirasi masyarakat secara luas. Inilah yang terbukti mendistorsi 

kesetaraan politik.  

 

Sumber-sumber Dana Kampanye Karakteristik dana kampanye dapat dibedakan 

dari sumber dana tersebut. Sumbangan dapat berasal dari simpatisan (baik 

perseorangan maupun badan hukum) atau dari negara (subsidi). Partai politik 

mendapatkan sumbangan dari anggota, pengurus dan simpatisan partai politik. 

Mekanismenya dapat berupa iuran anggota, sumbangan wajib bagi pengurus 

maupun kandidat serta prosentase dari gaji anggota partai yang menjadi pejabat 

publik. Partai politik juga dapat menggalang dana dari eksternal. Sumbangan 

dari masyarakat ini penting untuk melihat seberapa besar dukungan yang 

diberikan masyarakat. Akan tetapi, sumber eksternal dapat menciptakan 

ketergantung yang berpotensi mendistorsi kepentingan publik.  

 

IV. Akuntabilitas Dana Kampanye  

Persoalan pengaruh donasi terhadap kebijkan publik serta ketimpangan dalam 

kompetisi pemilu mengharuskan adanya regulasi dana kampanye yang baik. 

Pendanaan politik khususnya pemilu haruslah membatasi atau bahkan menutup 

potensi penyimpangan yang mengkin terjadi. Pengaturan ini menjadi sangat 
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penting agar fondasi demokrasi dapat kokoh menopang proses politik yang 

sehat dan dinamis. Pelajaran Pemilu 99 Hingar bingar pemilu tahun 1999 

ternyata tidak dibarengi dengan persiapan oleh partai-partai baru. Banyak 

partai baru yang tumbuh, tetapi, tidak dipersiapkan secara struktur 

kelembagaan, manajemen internal, serta mekanisme akuntabilitas yang baik. 

Hampir semua partai politik memiliki kelemahan institusional, tidak memiliki 

manajemen keuangan yang baku, dan sangat tergantung pada figur 

pemimpinnya. 

 

Menurut laporan audit Price Waterhouse Coopers atas Bank Bali, Badan 

Pemenangan Pemilu Golkar, menerima sedikitnya Rp. 15 Milliar dari dana Bank 

Bali. Dari laporan tersebut jelas adanya keterlibatan dari pejabat tinggi 

pemerintahan dalam mengucurkan dana ke jaringan golkar. Perusahaan yang 

dikelola oleh pengurus Golkar mentransfer uang senilai Rp. 546 miliar ke lebih 

dari 100 rekening. Banyak kalangan memprediksi, uang tersebut akan 

digunakan untuk membeli dukungan bagi Habibie dalam pemilihan presiden 

Oktober 1999 (Notosusanto dan Gumay, 2000). Kasus lain adalah skandal Bulog 

yang melibatkan ketua umum partai Golkar Akbar Tandjung, yang juga ketua 

DPR. Dana Bulog ini diperuntukkan bagi penyediaan sembako sebagai program 

pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi. 

Akan tetapi dana Bulog tersebut tidak pernah sampai kepada sasaran.  

 

Dana tersebut diyakini digunakan dalam rangka pemilu partai golkar tahun 

1999. Kasus ini sudah disidang sampai ditingkat pengadilan tinggi dan Akbar 

Tanjung ditetapkan sebagai narapidana . Dari laporan audit keuangan dana 

kampanye partai politik peserta pemilu 1999, terdapat beberapa kelemahan dan 

pelanggaran dari undang-undang pemilu no 3 tahun 1999. Beberap hal yang 

penting adalah: 1. Laporan keuangan yang tidak terkonsolidasi dari tingkat 

pusat sampai cabang-cabang parpol. 2. Tidak ada sistem administrasi keuangan 

yang standar dalam setiap partai politik. 3. Tidak dipenuhinya aturan mengenai 

sumbangan dan pengeluaran seperti dalam undang-undang: - Pengeluaran dana 

untuk keperluan kampanye sering tidak dicatat. - Tidak ada pemisahan antara 

dana kampanye dan dana rutin partai politik. - Banyaknya sumbangan yang 

anonim (tanpa identitas yang jelas). - Sumbangan dalam bentuk natura tidak 

dicatat sebagaimana sumbangan berbentuk uang. - Hutang dalam jumlah yang 

besar diberikan untuk mengakali ketentuan perundangan. 

 

 Fakta diatas menunjukkan bahwa pengaturan dana kampanye masih jauh dari 

harapan. Selain kelemahan undang-undang, terlihat jelas bahwa partai politik 

tidak memiliki manajemen keuangan yang baik. Dana kampanye diperoleh dari 
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praktek ilegal seperti korupsi dan ketergantungan pada donator untuk 

membiayai kampanye. Untuk itu, diperlukan aturan dana kampanye yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip umum dan lebih tegas serta pengawasan dari masyarkat. 

Prinsip Pengaturan Dana Kampanye Uang mempunyai keuntungan 

dibandingkan dengan sumber daya lainnya seperti jasa maupun bentuk natura 

lainnya. Uang sangat mudah untuk ditransfer dan dapat digunakan untuk 

aktivitias apa saja tanpa perlu diketahui sumbernya. Oleh karenanya, kita harus 

mendefinisikan bantuan sumbangan secara luas dan terperinci untuk 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan (conflict of interest), ataupun 

pengaruh berlebihan (excessive and abusive influence) sehingga segala benuk 

sumbangan harus diatur dalam undang-undang serta dapat dikontrol.  

 

Herbert Alexander mendefinisikan sumbangan dalam dana kampanye sebagai 

segala yang memiliki nilai (anything of value), termasuk barang dan jasa, dalam 

bentuk uang maupun natura (Alexander 1984,3). Mengingat pentingnya 

pendanaan kampanye, maka peraturan dana kampanye memuat prinsip-prinsip 

umum yang digunakan dibanyak Negara seperti (Nassmacher, 2001):  

1. Kesetaraan dalam kampanye yang kompetitif (political equality). 2. 

Memdukung partisipasi masyarakat dalam menyumbang untuk aktivitas 

politik/kampanye dan berpartisipasi dalam proses politik (political 

participation). 3. Mencegah pengaruh berlebihan dari sumbangan yang dapat 

mempengaruhi kebijakan publik (abusive influence) atau dalam proses 

pencalonan (candidacy buying). 4. Mencegah penggunaan uang dalam 

mengiming-imingi pemilih untuk memilih (vote buying). 5. Sistem yang 

sesuai dengan kemampuan manajemen terutama keuangan dari partai 

politik dan kandidat.  

 

Dari prinsip-prinsip diatas, diturunkan dalam beberapa ketentuan dasar 

mengenai pengaturan dana kampanye seperti: 1. Definisi sumbangan secra 

jelas: donasi dalam bentuk uang, natura, hutang, hibah, discount, dll. 2. 

Pembatasan sumbangan perorangan maupun lembaga kepada partai politik, 

caleg dan capres. 3. Penentuan batas maksimum pengeluran dana kampanye, 

4. Administrasi keuangan yang baik dan transparan: pencatatan pemasukan 

dan pengeluaran dana kampanye serta 5. Mekanisme pertanggungjawaban 

dana kampanye dan audit secara regular dari otoritas pemilu (KPU). 6. 

Pelarangan menerima sumbangan dari sumber-sumber illegal ataupun 

penggunaan fasilitas Negara. 7. Subsidi dana kampanye oleh Negara. 

Sayangnya, di dalam undang-undang pemilihan umum untuk legislative (UU 

no 12 tahun 2003), dibuat dengan semangat minimalis. Beberapa ketentuan 
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yang seharusnya mengatur dana kampanye secara detail tidak ada. 

Akibatnya, banyak celah bagi penyiasatan peraturan.  

 

Analisa terhadap bab dana kampanye untuk melihat sejauh mana peraturan 

dana kampanye dapat mencegah korupsi dalam pemilu. Pengaturan Dana 

Kampanye dalam UU no 12 tahun 2003 Peraturan mengenai dana kampanye 

pemilu legislatif, kecil kemungkinannya bisa mencegah korupsi pemilu 

(electoral corruption). Beberapa peluang dari kelemahan peraturan dan 

implikasi terhadap pemilu yang bersih tergambar pada poin-poin dibawah. 

 

 a. Jenis dan Batasan Sumbangan Sumbangan dana kampanye pemilu 

yang diatur dalam undng-undang hanyalah dalam bentuk uang dan hutang. 

Sedangkan sumbangan natura, bantuan dalam bentuk jasa, diskon untuk 

barang ataupun fasilitas dari perseorangan atau badan hukum swasta tidak 

disebutkan sama sekali.  

 

Akibatnya, donator bisa saja memberikan bantuan yang melebihi ketentuan 

dengan menggunakan bentuk sumbangan seperti pemberian fasilitas 

transportasi, memberikan bahan-bahan cetakan untuk kampanye ataupun 

diskon untuk penggunaan fasilitas seperti hotel, dsb. Donasi dapat diberikan 

oleh suatu badan hokum melalui anak-anak perusahan. Di dalam undang-

undang hanya dijelaskan batasan bantuan dari badan hokum sebesar 750 

juta rupiah, tanpa disebutkan apakah ini jumlah maksimal yang dpat 

diberikan oleh suatu holding company beserta anak perusahaan atau 

terpisah.  Bantuan dalam jumlah besar berpotensi sebagai investasi terhadap 

partai atau kandiat tertentu.  

 

b. Rekening Khusus Dana Kampanye Dalam rangka pengumpulan dana 

kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu dan calon DPD, berhak melakukan 

pengumpulan dana dari masyarakat. Mereka diwajibkan untuk membuka 

rekening khusus dana kampanye. Akan tetapi, tidak disebutkan jumlah saldo 

awal maksimal. Hal ini berakibat, partai atau kandidat yang memiliki dana 

dalam jumlah besar yang dikumpulkan jauh-jauh hari memiliki keuntunngan 

dalam belanja kampanye. Kampanye, terutama melalui media, menjadi tidak 

seimbang dan dikuasai oleh partai atau kandidat tertentu.  

 

c. Pengeluaran Dana Kampanye Aturan mengenai pengeluaran dana 

kampanye sama sekali tidak diatur dalam undang-undang. Tiadanya batas 

maksimum penggeluaran dana, mengakibatkan partai-partai maupun 

kandidat akan berlomba-lomba berkampanye melalui media. Juga tidak ada 
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ketentuan pencatatan pengeluaran dana memungkinkan partai ataupun 

kandidat mengeluarkan dana untuk mempengaruhi atau mengiming-imingi 

pemilih (vote buying) secara sembunyi-sembunyi. Juga tidak diatur 

mengenai pihak ketiga yang melakukan kampanye. Adanya pihak ketiga yang 

melakukan kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung bisa 

menjadi celah pemanfaatan untuk mendukung partai maupun kandidat 

dalam jumlah yang tidak terbatas. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan 

mengkampanyekan seorang kandidat secara langsung maupun melalui isu-

isu yang diusung oleh kandidat.  

 

Peran Masyarakat Ditengah minimnya peraturan yang menjamin 

akuntabilitas dana kampanye, maka masyarakat seharusnya pro aktif dalam 

mengawasi dana kampanye. Pemantauan oleh masyarakat menjadi penting 

agar timbul tekanan publik kepada partai politik maupun kandidat. Selama 

ini partai politik maupun kandidat terkesan sangat acuh dan tidak ragu 

dalam membelanjakan dana untuk kegiatan kampanye pemilu. Termasuk 

juga dana-dana yang digunakan untuk membeli suara (politik uang). Hal ini 

dapat diminimalisir jika ada pemantauan yang efektif dari masayrakat. Yang 

paling mudah dilakukan adalah dengan mencatata pengeluaran kampanye. 

Pengeluaran tertentu bisa dan mudah untuk dicatat.  

 

Ambil contoh kampanye yang menggunakan iklan di media massa. Kita dapat 

mendata berapa banyak iklan yang dipasang baik di media cetak, maupun 

elektronik (radio dan televisi). Kemudian dari data-data tersebut dapat 

dikonversi menjadi biaya dengan mengalikan kuantitas iklan dengan harga 

iklan. Dengan demikian, kita memiliki data dari jumlah kampanye yang 

dilakukan oleh aprtai politik atau kandidat melalui media. Temuan ini 

kemudian dapat dibandingkan dengan laporan audit dana kampanye yang 

dilaporkan ke KPU. Jika terjadi perbedaan (di daerah pemilihan tertentu) 

masyarakat dapat melaporkan kepada Panwaslu dan KPU. Metoda ini 

dikembangkan oleh sebuah NGO di Argentina (Poder Cuidadano) untuk 

memantau penggunaan dana kampanye di sana. Poder Cuidadano kemudian 

berhasil memaksa partai-partai untuk membeberkan dana-dana kampanye 

kepada masyarakat dan meminta pertanggung-gugatan kepada publik dan 

Comission on Election Argentina. Metoda ini kemudian dilakukan dibeberapa 

Negara di Amerika Latin dan berhasil untuk mencipatakan transparansi dan 

akuntabilitas dana kampanye.  

 

Pemantuaan dana kampanye akan menciptakan beberapa hal seperti :  
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1. Adanya partisipasi masyarakat sehingga mendorong tranparansi melalui 

kontrol publik dalam penggunaan dana kampanye. 2. Upaya untuk mencegah 

kemungkinan pengaruh negative dari donasi dalam penentuan kebijakan 

publik dan praktek politik uang. 3. Mendorong akuntabilitas manajemen 

keuangan dari partai politik. Selama ini tidak ada pembanding ?yang 

tercatat- untuk melihat apakah laporan keuangan (khususnya dana 

kampanye) partai politik atau kandidat dibuat sesuai dengan kenyataan. 

Dengan eksisnya pemantauan terhadap dana kampanye, maka kontrol publik 

terhadap keuangan partai politik atau kandidat dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya korupsi dalam pemilu dan penyelewengan 

kekuasaan.  

 

F. PENUTUP  
 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemilu Legislatif tahun 2009 
diselenggarakan dengan berlandaskan pada Undang-undang nomor 02 tahun 2008 tentang 
partai politik dan Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Pemilu 
dilaksanakan dengan suatu mekanisme tertentu sesuai dengan landasan hukum tentang 
Pemilu. Dalam aturan pelaksanaan Pemilu juga dijelaskan mengenai hal yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan. Salah satu larangan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 adalah 
melakukan tindakan yang biasa disebut politik uang (money politicss).  
 
Fenomena money politics ini ternyata banyak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 
legislatif tahun 2009 kali ini, termasuk di Desa Perancak, Jembrana. Money politics terjadi 
dengan melibatkan beberapa oknum calon anggota legislatif (Caleg) dan calon anggota 
DPD. Tindakan ini dilakukan dengan cara dan prosedur yang cukup baik, sehingga Caleg 
yang melakukan money politics ini bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. 
Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran karena menyimpang dari 
Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. 
  
Fenomena tersebut ternyata bisa dikaji dengan menggunakan pendekatan konflik dan 
struktural fungsional. Dengan menggunakan teori konflik, terjadinya money politik dikaji 
melalui pendekatan tentang kebutuhan manusia dan pendekatan hubungan masyarakat. 
Sedangkan melalui teori struktural fungsional, money politics dikaji dengan melihat 
beberapa fungsi suatu subsistem yang membentuk sistem tertentu agar dapat bertahan. 
Fungsi-fungsi tersebut antara lain: adaptasi, pencapaian, integrasi, dan pemeliharaan pola. 
Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk melihat terjadinya money politics dari 
semua subsistem yang terlibat dalam suatu sistem politik.  
 
Betapapun money politics ini dicegah dengan berbagai cara, sulit untuk membersihkan 
praktek demokrasi Indonesia dari money politics. Money politics sudah menjadi suatu 
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bagian yang terintegrasi dalam masyarakat Indonesia. Money politics ini dianggap sebagai 
sebuah fenomena biasa dalam sistem demokrasi di Indonesia. 
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BAB 3 

EVALUASI PEMILU 9 APRIL 2014  

DAN POTENSI KONFLIK PILPRES 

A. Pendahuluan 

Bab ini secara khusus hendak membahas tentang Pemilu 9 April 2014 yang meninggalkan 

beberapa catatan kesuksesan sebab partisipasi masyarakat diklaim oleh KPU mencapai 75-

80 %, dari jumlah pemilih 185 juta seluruh Indonesia. Karena itu, Golput dikatakan 

menurun menjadi 25 % dari 30 % pada 2009.  Hal yang sebenarnya secara partisipasi 

politik cukup bahkan demikian tinggi masyarakat untuk melakukan pemilihan umum. 

Bahkan, Golput yang terjadi pun sebagian karena salah mencoblos atau kesalahan teknis, 

bukan Golput sebagai kesadaran dan pilihan politik karena memahami tidak ada yang layak 

dipilik dalam Pemilu legislative.  

Sementara itu, kekisruhan pemilu legislative tercatat berbagai masalah, seperti terjadinya 

pemungutan ulang di 590 TPS, bahkan sampai hari ini masih ada yang harus 

menyelenggarakan pemungutan ulang dan politik uang yang demikian massif dilakukan 

oleh para kandidat yang ditemukan diberbagai daerah di seluruh Indonesia, surat suara 

yang tertukar, rusak dan keterlambatan datangnya surat suara. Semua persoalan ini 

menambah daftar panjang bahwa Pemilu 2014 memang memiliki banyak persoalan teknis, 

selain persoalan nin teknis (substansial) terkait penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia.  

Dari catatan semacam itu sebenarnya terdapat hal yang hemat saya lebih penting lagi 

berkenaan dengan diselenggarakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli yang 

telah berlangsung. Beberapa masalah yang hendak saya kemukakan dibawah ini bisa saja 

menjadi pemicu adanya konflik social (antar warga pemilih) sehingga Pemilu Presiden 

akan memberikan catatan hitam dalam proses demokrasi di Indonesia yang menganut 

demokrasi setengah liberal, sebagian mengatakan liberal demokrasi, sekalipun dikatakan 

demokrasi Pancasila. Sebelum terjadinya pemilihan presiden dan wakil presiden kita hanya 

memiliki dua pasangan calon yang secara berhadap-hadapan saling beradu dan tampak 

sama-sama memiliki kekuatan yang cukup berimbang. Keseimbangan tersebut tampak dari 

para pendukung yang datang dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk pasangan Jokowi-

JK mendapatkan dukungan dari Partai PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKPI 

yang kemudian dikenal dengan sebutan Pasangan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), selain 

dukungan para relawan Jokowi-JK di beberapa elemen masyarakat. Sementara itu, 

pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan dukungan dari partai politik Partai Gerindra, Partai 

Golkar, PAN, PPP dan PKS dengan sebutan pasangan Koalisi Merah Putih (KMP). 
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Beberapa masalah yang kita alami pada Pileg seperti kita ketahui adalah hal-hal yang 

sebenarnya telah lama diduga dan hendak dicegah oleh para penyelenggara dan pemerhati 

Pemilu, namun tetap terjadi, bahkan dikatakan oleh sebagian pengamat seperti Haris Azhar 

dan ICW, Ray Rangkuti, dari Lingkar Madani Indonesia, bahwa Pemilu 2014 merupakan 

Pemilu legislative yang paling kacau dan memprihatinkan. Beberapa masalah pada Pileg 9 

April lalu diantaranya adalah: 

B. Kasus Pileg dan Jelang Pilpres 

Pertama, maraknya politik uang. Politik uang benar-benar menjadi panglima dalam pileg 

yang baru saja diselenggarakan oleh KPUD-KPU. Masyarakat pemilih mendapatkan “uang 

politik” untuk memilih salah satu caleg yang maju dalam pileg. Bahwa masyarakat 

kemudian tidak memilih hal itu merupakan salah satu strategi masyarakat pemilih dalam 

menentukan pilihan. Masyarakat banyak dijejali dengan janji-janji politik yang tidak 

dilaksanakan sehingga pada Pemilu 2014 yang lalu masyarakat menuntut balas (abalas 

dendam pada politisi) jika mereka berani memberikan materi maka masyarakat akan 

membantu semampunya. Namun ternyata tidak semua warga masyarakat juga menepati 

janji politik yang disampaikan pada para kandidat anggota legislative sehingga tidak sedikit 

kandidat anggota dewan yang gugur sekalipun telah mengeluarkan banyak uang. Politik 

uang, demikian kata yang paling ringkas untuk menyatakan apa yang terjadi pada Pemilu 

2014 menjadi hal yang nyata adanya di lapangan. 

Namun sekali pun demikian, politik uang seringkali tidak dapat dibuktikan kecuali 

beberapa saja, karena modus operandinya semakin canggih mengikuti perkembangan 

zaman yang tengah berlangsung. Tidak satupun dari para pelaku politik uang memberikan 

kuintansi ketika memberikan “uang politik” atau jika mengikuti MUI ketika caleg melalui 

team susksesnya memberikan “uang haram”. Politik uang itu bagaikan kentut yang bisa 

berbau menyengat kemana-mana, tetapi tak satupun yang mengaku kentut. Karena tidak 

ada alat bukti otentik yang bisa dijadikan alat pembuktian maka pihak Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) juga kesulitan melakukan hukuman pada para politisi yang mempraktekkan 

kegiatan tidak terpuji tersebut. Bahkan sepanjang Pemilu kita berlangsung sejak tahun 

1999 sampai 2014 yang lalu belum ada satu pun kandidat anggota dewan yang 

diberhentikan atau diskualifikasi karena melakukan praktek politik uang oleh Panwas dan 

Dewan Kehormatan Pemilu, yang ada hanyalah berupa teguran politik saja. 

Antara masyarakat pemilih dan caleg sama-sama melakukan apa yang dinamakan politik 

tak bermartabat, tetapi masyarakat seringkali tidak bersedia mendapatkan cap jelek, 

bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan tidak bermatabat, masyarakat 

menganggapnya “uang politik” atau politik uang atau “uang haram” itu adalah bagian dari 

usaha yang harus dilakukan oleh para caleg yang akan duduk menjadi dewan dengan gaji 

berlimpah dan seringkali melupakan rakyat pemilih.  Sementara calog legislative 
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menyatakan tidak pernah ada politik uang apalagi “uang haram”, semuanya adalah 

“sedekah politik”, yang harus dilakukan demi memperoleh simpati dan pahala dari para 

pemilih. Dus, hal itu merupakan perbuatan setali tiga uang yang saling berkompromi dan 

kongkalikong: inilah nyata-nyata politik nomor piro wani piro (NPWP). Ada uang ada suara. 

Ada uang ada barang. Persis dalam duania mafiaoso dan badar narkoba. 

Kedua, keksiruhan PDT. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengalami kekisruhan pada Pileg 

akan berpotensi menjadi masalah besar jika sampai dengan pemilihan presiden tidak 

terselesaikan dengan baik. Jumlah DPT yang tidak tercantum (mencapai 9, 6 juta) dan 

bebeberapa para pemilih siluman (pemilih hantu) karena sudah tidak ada lagi orangnya 

tetap tercatat dalam daftar pemilih, harus segera diperbaiki sebab akan berpotensi 

membuat masalah diantara para pendukung dan team sukses pasangan capres-cawapres. 

DPT yang karut marut harus segera mendapatkan perhatian. Tidak boleh lagi tiga instansi  

(BPS, BKKBN dan Depdari) memberikan data kependudukan untuk dijadikan patokan KPU 

dalam menentukan DPT. Harus ada satu pintu pengambilan daftar penduduk yang akan 

dijadikan DPT, apakah BPS, BKKBN atau Depdagri.  Kalau Depdagri kita sekarang sedang 

mendapatkan berita bahwa E-KTP yang menjadi proyek DPT ternyata bermasalah da nada 

dugaan korupsi, maka jangan menggunakan data kependudukan Depdagri, tetapi yang lain 

yang dianggap paling memiliki kredibilitas dimata masyarakat dan KPU. 

Suatu yang paling menggelikan adalah ada banyak kasus di lapangan yang menghilangkan 

daftar pemilih di suatu daerah padahal masyarakat warga masih ada di daerah tersebut 

namun tidak terdaftar. DPS dan DPT tidak ada karena dianggap telah meninggalkan daerah 

tersebut atau bahkan dianggap telah wafat. Tetapi dilain waktu terdapat nama-nama daftar 

pemilih sementara dan pemilih tetap padaha penduduk tersebut telah wafat atau telah 

meninggalkan wilayah tersebut. Oleh sebab adanya kasus semacam ini maka muncullah 

apa yang kita sebut dengan “Pemilih Hantu”. Pemilih yang tidak ada maujudnya namun ada 

daftar nama dan alamatnya. 

Sementara itu terdapat pula daftar nama dan alamat pemilih tetap di suatu daerah yang 

melebihi jumlah riil penduduk setempat. Penggelembungan jumlah DPT terjadi di beberapa 

daerah Indonesia sehingga menguntungkan salah satu kandidat dewan dan kandidat 

presiden. Kecurangan-kecurangan semacam ini terjadi pada Pemilu legislative dan pilpres 

2014 sehingga tingkat kredibilitas Pemilu semakin menurun. Bahkan KPU dianggap 

menjadi bagian dari politisi tertentu serta kandidat presiden tertentu. Masalahnya semakin 

kompleks karena pihak Panwas tidak bisa melakukan proses hukum yang maksimal atas 

berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan. Panwas merasa tidak memiliki waktu yang 

cukup untuk memproses adanya berbagai macam pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 

kandidat dewan ataupun team sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 

Pemilu 2014 yang lalu. Panwaslu hanya memiliki waktu 14 hari dari kejadian perkara. 
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Ketiga, kekisruhan surat suara, tertukar dan rusak (kekisruhan teknis dan politis). Soal 

kekisruhan surat suara, baik karena tertukar dengan daerah lain atau kecamatan lain, serta 

surat suara yang rusak tidak boleh lagi terulang. Hal ini akan menunjukkan bahwa KPU 

sebenarnya bekerja kurang prpfesional, tidak boleh lagi ada alasan waktu pendataan 

penduduk (DPT) dengan surat suara yang dicetak terlalu mepet, tidak boleh lagi terjadi 

KPU mengatakan personal KPU terlalu sedikit sehingga distribusinya lambat, bukankah 

dana penyelenggaraan Pemilu kali ini demikian mahal, lebih dari 4 trilyun rupiah? 

Hal yang sangat penting adalah jangan sampai kekisruhan terjadi karena adanya motif-

motif politik para penyelenggara pemilu seperti dilakukan oleh PPS dan PPK serta KPUD 

yang berkongkalikong dengan salah satu pasangan capres-cawapres yang hendak maju 

dalam Pilpres. Jika hal ini sampai terjadi seperti pada pileg, yang ternyata banyak para 

panitia penyelenggara pemilu adalah para team sukses atau menjadi bagian dari caleg yang 

ada di daerah dimana dia menjadi panitia. Seleksi team PPS dan PPK harus benar-benar 

selektif dan ditinjau ulang. 

 

Surat suara yang akan menjadi tanda seseorang memilih dalam Pemilu banyak yang 

mengalami kerusakan, bahkan sebagian lagi mengalami keterlambatan datang sehingga 

Pemilihan pun terpaksa diundur waktunya. Oleh karena adanya pengunduran waktu maka 

waktu masyarakat juga tersita, tentu saja persolan teknis lainnya muncul dilapangan 

misalnya terkait dengan saksi pemungutan suara, petugas lapangan, pengawasan 

independen dan pengawas resmi karena pengunduran jadwal dari sebelumnya. Hal seperti 

ini tentu saja bukan masalah sepele sebab akan melibatkan banyak pihak yang 

berkepentingan dengan Pemilu. Pihak yang telah siap sedia pada waktu yang telah 

ditentukan ternyata digeser sehingga pada saat pelaksanaan tidak bisa mengerjakan tugas 

serta kewajibannya karena ada keperluan lainnya. 

Surat suara yang rusak juga menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat, apakah padaa 

saat memasukan surat suara tidak dicek terlebih dahulu sehingga rusak ataukah dirusak 

ditengah jalan ketika pengiriman. Juga ada pertanyaan yang lainnya jika sampai surat suara 

itu kurang sehingga terjadi penundaan pemilihan. Pertanyaannya apakah tidak dicek 

dahulu ketika hendka dikirimkan? Tentu saja masalah-masalah seperti ini membuat 

penyelenggara Pemilu dipertanyakan oleh masyarakat yang hendak menjalankan pemilu. 

Masyarakat menjadi ragu tentang indenpendensi KPU dan KPUD. Apalagi dalam banyak 

kasus beberapa anggota KPU ternyata dilapangan menjadi bagian dari salah satu kekuatan 

politik yang bertanding dalam Pemilu. Kasus beberapa anggota KPU yang diberhantikan 

oleh Panwas dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah bukti bahwa sebagian 

dari anggota penyelenggara Pemilu ternyata tidak bersikap netral, independen serta 

impartsial. Mereka sebagian adalah partisan serta pendukung kekuatan politik. 
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Keempat, tidak peduli hukuman. Banyak dari team sukses dan masyarakat pemilih tidak 

peduli dengan ancaman hukuman, sebab seringkali ancamana hukuman adalah sekedar 

ancaman tidak ditegakkan secara susngguh-sungguh. Berbagai kejadian politik uang dan 

kekerasan serta pelanggaran pemilihan legislatiaf ternyata oleh Bawaslu dan Panwas 

hanya melaporkan tidak bisa menindak lebih jauh. oleh sebab itu, masyarakat pemilih dan 

team sukses hemat saya tidak akan takut dan peduli dengan ancaman hukuman dengan 

belajar pada peristiwa pemilihan legislative yang baru lalu.  

Kasus tidak peduli dengan hukum misalnya ditunjukkan oleh mantan Ketua MPR, Amien 

Rais yang dipanggil Bawaslu Provinsi DIY terkait penyelenggaraan Tabligh Akbar dalam 

rangka Pemenangan Pasangan Prabowo Hatta di Sprotorium UMY, tidak menghandirinya 

dengan alasan sedang berada diluar kota kampanye Prabowo Hatta. Demikian pula dengan 

Hatta Radjasa, Capres Prabowo, juga tidak menghadiri panggilan Bawaslu terkait kasus 

kampanye terselubung di Kampus UMY, Sportorium, sebagai pembicara dengan alasan 

kesibukan kampanye lainnya. 

Agaknya kasus-kasus hukum yang diangkat oleh Bawaslu tidak akan mendapatkan 

perhatian serius dari team kampanye atau pun pelaku politik di negeri ini. Sebelumnya, 

saat Pemilihan Legislatif tanggal 9 April lalu, terdapat kasus tentang dugaan money politiks 

di Yogyakarta, seperti dilakukan oleh team Hanafi Rais yang ketangkap polisi membawa 

uang yang akan dibagi-bagikan di gunungkidul, ternyata tidak bisa menjerat apapun. (MI, 2 

Juli, 2014) 

Dari kasus-kasus yang ada dapat kita katakana bahwa penegakan hukum dalam kaitannya 

dengan Pemilu Legislatif dan juga Presiden akan cenderung mandul, tidak tajam menusuk 

dan memangkas para elit politik, kecuali hanya sekedar menjadi “bumbu dalam Pemilu 

Indonesia”. Para penegak hukum terkait Pemilu akan demikian garang ketika semuanya 

tampak “tebal dananya”, begitu dananya minim ada kesan kuat akan diabaikan paling 

banter dimusnahkan kasusnya, dengan alasan kedaluwarsa penganduannya. 

Adanya sikap tidak peduli terhadap hukum sebenarnya merupakan cerminan bahwa 

hukum di Indonesia memang lemah. Hukum di Indonesia itu lebih banyak bermain 

sandiwara sebab hukuman akan tajam kebawah namun tumpul keatas. Hukum akan tajam 

kepada mereka yang tidak memiliki uang banyak dan loby politik. Namun hukum akan 

tumpul ketika diperhadapkan dengan kekuatan yang memiliki banyak dana (sumber 

sumber pendanaan) dan loby politik. Banyak kasus hukum pada politisi mandeg ditengah 

jalan karena banyaknya kepentingan politik di dalamnya. Tetapi hukum benar-benar akan 

berjalan efektif ketika tidak ada sangkut pautnya dengan para petinggi politik negeri ini. 

Hal semacam ini membuat para politisi enggan memperhatikan hukum secara sungguh-

sungguh karena nanti juga akan berakhir dengan sendirinya atau berakhir dengan 

perundingan politik tingkat tinggi. Bahkan kasus Pilkada sangat menjelaskan. 
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Kelima, kampanye hitam terhadap pasangan capres. Kasus tabloid Obor Rakyat, yang 

menjadi corong kampanye hitam pasangan Capres Jokowi-JK, telah merebak hampir 

keseluruh Indonesia, sekalipun sudah ditemukan dan dikaji bahwa Tabloid Obor Rakyat 

merupakan salah satu tabloid Bodong, tidak legal secara peraturan Pers, dan Pimrednya 

telah diundang Bawaslu dan Kepolisian, tetapi tetap menjadi corong kampanye hitam 

terhadap Jokowi. 

Sikap Istana atas anak buahnya yang menjadi pemimpin rdaksi Tabloid bodong tersebut 

bergeming, bahwa Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa sebagai pribadi bukan 

sebagai staf Istana Keprisidenan, sehingga Istana tidak perlu bertindak khusus atas kasus 

Tabloid Obor Rakyat. (Julian Adrian Pasha, 30/Juni/2014).  Pihak kepolisian pun tetap 

bergeming akan mengkaji terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan tegas, apakah 

kasus Obor Rakyat benar-benar criminal ataukah tidak, sehingga Polri dianggap bermain 

politis atas tabloid yang melibatkan orang istana. (Media Indonesia/2/7/2014) 

Kasus kampanye Hitam bukan hanya dilakukan oleh Tabloid Obor Rakyat, tetapi juga oleh 

Inilah.com, serta Faizal Assegaf, Ketua Progress 98, yang juga menyebarkan transkrip 

bohong pembicaraan antara Megawati dengan Jaksa Agung Basriel Arief.  PDIP melaporkan 

Faizal Asegaf namun kejelasannya juga masih penuh dengan tanda Tanya.  Kampanye hitan 

sekalipun telah ada hukumnya namun tidak pula berjalan efektif karena masing-masing 

team pasangan juga melakukan praktek kampanye hitam pada lawan-lawan politiknya. 

Kampanye hitam pada pasangan JOKOWI-JK yang dilakukan team PRabowo Hatta demikian 

gencarnya di media social dan media cetak. Tetapi hal yang sama juga dilakukan oleh team 

Jokowi-JK terhadap Prabowo Hatta.  

Memperhatikan praktek kampanye hitam tersebut sebenarnya kita dapat mengatakan 

bahwa kualitas kampanye kita sebenarnya masih rendahan. Masih banyak dipengaruhi 

oleh isu-isu murahan yang hanya hendak membangkitkan sentiment kebencian pada 

lawan-lawan politik. Tetapi kampanye kurang memberikan proses pendidikan politik yang 

mencerdasakan dengan tema-tema yang lebih bermanfaat dan menolong perbaikan 

kesejahteraan masyarakat pemilih. Isu SARA, selalu menjadi ajang pertarungan dalam 

kampanye Politik. Selain isu SARA maka isu ideolopol seperti komunisme, sosialisme, 

liberalism menjadi isu yang marak dalam kampanye politik Indonesia.  

Terdapat banyak masalah kampanye hitam di Indonesia selain persoalan memberikan 

informasi yang negative dan memojokkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Isu 

tentang masalah-masalah pribadi menjadi konsumsi media social dan media cetak. Bahkan 

yang paling sadis adalah adanya penyebaran isu yang bohong atau penipuan pada public 

terkait kandidat presiden dan wakil presiden padahal team sukses sangat jelas mengetahui 

posisi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres. 

Tetapi itulah masalah yang selalu muncul di dalam Pemilu Indonesia selama ini. 
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Dengan memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada Pemilu Legislatig, maka 

kemungkinan terjadinya konflik social juga perlu mendapatkan perhatian kita semua. 

Beberapa masalah yang memungkinkan adanya konflik social dalam Pemilu Presiden-

Wakil Presiden antara lain adalah: 

C. Potensi Konflik dalam Pilpres 

Pertama, pasangan capres-cawapres yang tidak siap kalah, tetapi hanya siap menang, 

sehingga jika nanti kalah akan ngamuk dengan mengerahkan “pasukan” pendukung untuk 

membuat keonaran di nusantara karena merasa berhak mendapatkan suara terbanyak 

tetapi malah kalah oleh kandidat yang lainnya. Persoalan ini tentu perlu mendapatkan 

perhatian sebab memberikan dampak negative pada masyarakat pendukung yang 

kemudian lebih memilih anarkhi ketimbang sikap demokratis dan dewasa menerima 

kekalahan.  

Peristiwa gugat menggugat atas hasil pemilu presiden merupakan hal yang sangat jelas 

bahwa pasangan calon presiden belum atau bahkan tidak siap dengan kekalahan. Terdapat 

banyak bukti yang dipalsukan. Banyak saksi yang dimanipulasi demi mendapatkan 

kemenangan dalam Pilpres. Banyak uang yang dikeluarkan oleh pasangan capres demi 

kepentingan dirinya memenangkan pertarungan bukan demi membangun Indonesia yang 

lebih maju dan lebih sejahtera. Banyak tokoh politik dan agama terlibat dalam praktek 

manipulasi politik pemilu presiden 2014 namun tidak berkenan untuk menyadarinya 

karena dianggap hal itu adalah usaha politik yang harus dilakukan. 

Benar bahwa gugatan diabsahkan dalam Pemilu tetapi jika dengan bukti-bukti palsu dan 

saksi pals uterus dilakukan demi kemenangan pasangannya sebenarnya lebih banyak 

menciptakan ketidakpercayaan pada masyarakat luas akan kehendak memberikan 

kontribusi pada bangsa dan negara sebab dalih ini selalu menjadi pijakan pasangan yang 

menggugat pasangan yang menang dalam pertarungan. Jika diperhatikan secara seksama 

agaknya memang karena pasangan calon presiden dan wakil presiden kita beserta team 

suksesnya tidak siapa menghadapi kenyataan kekalahan karena yang dipersiapkan adalah 

kemenangan yang diperoleh. 

Kekalahan dalam pilpres dianggap sebagai aib politik padahal kita ketahui pada setiap 

pertarungan mesti kita mendapatkan pemenang dan mendapatkan pecundang alias yang 

kalah. Pihak yang menang tidak boleh menyombongkan diri karena kemenangannya. Pihak 

yang memang artinya memiliki tanggung jawab untuk membuktikan janji politik dan 

memegang amanah rakyat. Sementara yang kalah diajarkan untuk menerima kekalahan 

dengan lapang dada karena akan bisa memberikan koreksi, kritik dan masukan kepada 

pihak pemenang dalam pertarungan. Semua adalah warga negara Indonesia. 
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Kedua, manipulasi suara di TPS-TPS tingkat kelurahan/dusun yang dilakukan oleh panitia 

penyelenggara, sebab pada Pemilu Legsilatif Manipulasi Suara ternyata tidak mendapatkan 

hukuman yang setimpal. Ditambah lagi masa pengaduan kecurangan dan penyelesaian 

hanya diberi waktu dua minggu setelah Pemilu berlangsung sementara dalam 

kenyataannya banyak sekali masalah di lapangan sehingga peneyelenggara tidak sanggup 

memproses pelanggaran akhirnya menguap dan dianggap tidak terjadi pelanggaran. 

Bahkan manipulasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota, 

Provinsi sampai KPU Pusat untuk memenangkan salah satu calon presiden.  

Persitiwa semacam ini telah terjadi pada Pemilu 2009 yang lalu sehingga terjadi 

penggelembungan suara di suatu tempat dengan pelbagai modusnya seperti perhitungan 

cepat di KPU Pusat yang hanya dapat diakses oleh orang tertentu di KPU Pusat. Peristiwa 

serupa dikatakan oleh beberapa pengamat pemilu Indonesia terjadi pula pada Pemilu 2014 

namun seperti biasanya hanya berjalan beberapa saat saja setelah itu hilang dari 

pemberitaan media. Apakah benar ataukah tidak peristiwa tersebut yang jelas selalu 

beredar ditengah masyarakat bahwa tengah terjadi penggelembungan suara Pemilu. 

Bahkan tuduhan penggelembungan suara dilakukan oleh lembaga-lembaga independen 

seperti lembaga survei dan penelitian. Pertanyaannya, bagaimana cara lembaga-lembaga 

independen menggelembungkan suara, karena mereka juga tidak punya melakukan 

penghitungan suara memang menjadi pertanyaan. Namun selalu muncul isu bahwa ada 

banyak lembaga survei dan penelitian melakukan manipulasi suara tetapi sulit dibuktikan 

karena mereka tidak memiliki hak melakukan penghitungan suara kecuali KPU. 

Hal yang mungkin dilakukan lembaga-lembaga independen adalah melakukan survei 

sendiri lalu melakukan quick qount (penghitungan cepat) dengan mengambil beberapa 

sample dari pemilih di Indonesia lalu dihitung dengan cepat kemudian ditayangkan oleh 

stasiun televise, dimana hasilnya berbeda dengan hasil penghitungan KPU sehingga 

masyarakat terpengaruh oleh hasil survei lembaga survei tersebut. Tetapi hal ini tidak 

mempengaruhi hasil penghitungan KPU yang selalu berakhir lebih lambat dari lemaga-

lembaga survei. Ketika hasil KPU berbeda dengan hasil penghitungan suara lembaga 

independen kemudian team memggugat bahwa lembaga indenden merupakan lembaga 

“abal-abal” yang hanya dibayar untuk memenangkan pasangan calon tertentu.  

Hal yang sebenarnya sangat mengerikan adalah adanya manipulasi suara yang dilalukan 

oleh para penyelenggara Pemilu itu sendiri. Jika ada anggota penyelenggara Pemilu yang 

merupakan bagian dari pasangan calon presiden maka akan merugikan pasangan calon 

yang tidak didukungnya. Ada kasus yang cukup menggemparkan terkait Pemilu Kepala 

Daerah (PILKADA) yang melibatkan para penyelenggara pemilu (KPUD) sehingga 

memenangkan salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Inilah yang sebenarnya perlu 

dibenahi sehingga kualitas pemilu kita benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.   
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Ketiga, praktik jual beli suara oleh pasangan capres-cawapres agar memenangkan 

pemilihan sehingga kita kenal istilah dagang sapi (kongkalikong antar pasangan) yang 

kalah dengan yang kalah yang kemudian memenangkan yang kalah karena akumulasi 

suara. Kalau pun tidak memenangkan maka akan terjadi penambhan suara di saat 

penghitungan sehingga praktik  pemilu yang tidak beretika kembali terulang pada 2014.  

Kongkalikong jual beli suara di tingkat KPU Pusat agaknya sulit dilakukan sebab KPU hanya 

mengumpulkan penghitungan dari jumlah suara dari daerah-daerah. Hal yang mungkin 

terjadi adalah adanya jual beli ditingkat KPUD dan para pasangan di tingkat daerah. Hal ini 

pun akan sangat rentan jika dilakukan pada pemilu yang pasangan calon presiden dan 

wakil presidennya hanya dua kandidat. Akan mungkin bisa dilakukan jika pasangan calon 

presiden dan wakil itu banyak sehingga team suksesnya juga banyak dilapangan.  

Kongkalikong dan jual beli suara sangat mungkin terjadi pada Pemilu Legislatif tahun 2014 

yang lalu dan pemilu legislative periode sebelumnya karena ada banyak kandidat anngota 

dewan ditingkat daerah kabupatn/kota, provinsi dan pusat. Dari pada kandidat kehilangan 

banyak modal maka pada saat saat akhir memberikan jumlah perolehan suara pada 

kandidat yang bersedia membayar dengan harga yang cukup memuaskan sehingga pada 

akhirnya jumlah suara yang harusnya diperoleh akhirnya menjadi minimal karena 

diberikan kepada kandidat lain tetapi mendapatkan untung finansial. 

Kisah semacam ini demikian banyak ketika Pemilu Legislatif tahun 2009 dan 2014 yang 

lalu di beberapa daerah ketika seseorang berminat menjadi anggota legislative tetapi 

suaranya kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

maka transaksi suara dilakukan diantara para kandidat asalkan dapat membayar dengan 

sejumlah dana yang disepakati untuk mengganti dana pemilu yang telah dikeluarkan. Inilah 

masalah yang sebenarnya menciderai pemilu namun sulit dihukum karena prakteknya 

sangat cepat serta sistematik dan rapih. 

Oeh sebab itu, perlu perhatian kita semua terkait dengan pemilihan umum legislative dan 

pemilihan presiden yang melibatkan banyak kandidat karena akan sangat rawan dengan 

praktek jual beli suara. Jual beli suara dilakukan dengan cara yang legal diantara pasangan 

dan team sukses karena ingin mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan 

sementara suara yang diperoleh sebenarnya masih dibawah dari batas minimal yang 

ditentukan oleh KPU. Banyak politisi kita bertindak transaksional dalam suara karena 

alasan yang sangat pragmatis yakni daripada maju terus sementara suaranya tetapi kalah 

dari suara politisi yang lain maka suara yang ada sebagian dijual kepada sesama kandidat 

untuk mendapatkan untung seketika. Penjualan suara kadang dilakukan kepada sesama 

anggota partai yang memiliki jumlah suara lebih banyak. Tetapi kadang suara yang 

diperoleh dijual kepada politisi dari partai lain yang bersedia membelinya dengan harga 

yang cukup fantastic yang penting modal keuangan yang telah dikeluarkan dapat kembali. 
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Keempat, perusakan kantor KPU atau pun fasilitas pemungutan suara karena kemarahan 

kekalahan pasangan calon Presiden dan Wakil yang tidak bisa diterima oleh para team 

sukses dan pendukung. Mereka ngamuk dengan cara merusak fasilitas penyelenggaraan 

Pilpres. Perusakan kantor KPU oleh team dan simpatisan pendukung kandidat presiden 

tertentu merupakan bukti bahwa perpolitikan kita sebenarnya masih barbarian belum 

beradab dan belum dewasa.  

Politisi kita masih berpolitik ala Ken Arok dan Menak Jinggo yang mengandalkan kekuatan 

fisik untuk merobohkan dan menakut-nakuti lawan politik. Bahkan tidak segan segan 

membunuh lawan politik demi meraih kemenangan dan mendapatkan kekuasaan. Tradisi 

politik Ken Arok dan Menak Jinggo jika terus berlangsung maka bangsa ini tidak lebih dari 

sekedar bangsa pembalas dendam yang tidak akan menciptkakan tradisi politik yang jujur, 

cerdas dan mensejahterkan rakyat. 

Para politisi kita serta pendukungnya lebih sering menampilkan politik kekerasan atau 

dalam Bahasa lain menciptakan politik preman atau prmanisme politik yang tidak segan-

segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menakut-nakuti lawan politiknya. Bahkan 

kekerasan (premanisme politik) yang dilakukan kemudian dicarikan dasar legitimasinya 

baik dari agama ataupun dari argument filosofis lainnya yang intinya adalah hendak 

membenarkan apa yang telah dilakukan sebagai bentuk “perlawanan politik” melawan 

ketidakadilan politik. Padahal apa yang dilakukan sebenarnya hanya untuk kepentingan 

kelompoknya bukan demi masyarakat luas. 

Jika model politisi Ken Arok dan Menak Jinggo terus berlangsung di negeri ini maka dapat 

dipastikan bahwa perpolitikan di negeri ini sebenarnya kurang memberikan pendidikan 

politik yang mencerdaskan dan berkontribusi pada pembangunan dan pelembagaan 

demokrasi. Politik yang akan berkembang adalah politik balas dendam karena merasa telah 

dirugikan di kesempatan yang lain, maka salah satu cara untuk membalas dendam yang 

telah didapatkan sebelumnya adalah juga “membunuh lawan politiknya” di kesempatan 

lainnya yang telah diperhitungkan sebelumnya. Kita menjadi ingat kisah pertengkaran 

memperebutkan kerajaan Sriwijaya di Palembang zaman dahulu dimana pertumpahan 

darah diantara anggota keluarga berjalan sempurna karena angkara murka dan dendam 

kesumat. Kisah dalam Film Gending Sriwijaya adalah salah satu contoh betapa 

pertumpahan darah terjadi dalam perebutan kekuasaan diantara sesama keluarga. 

Demikian beberapa catatan saya menjelang Pilpres 2014, semoga tidak terjadi dan pemilih 

serta team sukses dapat bekerja dengan baik dan benar sehingga Pilpres 9 Juli mendatang 

benar-benar dapat bermakna untuk kesejahteraan rakyat dan demokrasi yang 

bermartabat. Kita mebutuhkan etika dalam berpolitik di Indonesia, sehingga politik 

Indonesia dapat benar-benar bermartabat dan bermakna. 
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D. Pemilu dalam Pemberitaan dan Komentar 

Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifuddin Sudding 

mengungkapkan, sejak awal Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berpotensi menimbulkan 

konflik horizontal. Menurutnya, hal ini bisa terjadi sejak adanya persoalan Daftar Pemilih 

Tetap (DPT). Di mana ditemukan sebanyak 10,4 juta pemilih, tanpa Nomor Induk 

Kependudukan (NIK). "Kita melihat potensi munculnya gesekan konflik horizontal 

menjelang dan pascapemilu bisa saja tidak terhindarkan. Ini bisa dijadikan asumsi partai 

kalah, yang kemudian dipersoalkan dengan tidak ada NIK," kata Sudding dalam diskusi di 

Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2014). 

Kedua, kata Sudding, potensi konflik pascapemilu bisa terjadi setelah banyaknya peraturan 

yang dikeluarkan penyelenggara pemilu, yang tidak memberikan penjelasan secara tegas. 

"Point ketiga, ketidakpercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Bisa saja gugatan 

dikabulkan atau ditolak menimbulkan asumsi MK memutuskan berdasarkan transaksional, 

ini karena belum pulih kepercayaan masyarakat (terhadap MK) setelah kasus Akil," 

terangnya. 

 

Dengan gambaran itu, Sudding menegaskan, potensi konflik pascaPemilu 2014 mulai 

tercium. "Ini potensi saya katakan tadi, sejak awal satu hal yang krusial jelang pra pemilu. 

Bisa saja yang kalah nanti baru mempersoalkan. Sementara yang menang diam saja," 

pungkasnya. 

Sementara itu, seperti diberitakan Sindonews.com, Polri menegaskan, akan 

mengoptimalkan berapa pun anggaran yang diberikan oleh negara, terkait pengamanan 

Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Kepala Bagian Penerangan 

Umum Mabes Polri, Kombes Agus Rianto mengatakan, Polri pernah mengajukan anggaran 

pengamanan pemilu sebesar Rp3,5 triliun. Namun yang bari cari sebesar 1,6 triliun. 

 

"Berapapun anggaran yg diberikan oleh negara, kami akan gunakan seoptimal mungkin 

dalam rangka memberikan pengamanan pelayanan," kata Agus Rianto di Mabes Polri, 

Jakarta, Rabu (23/4/2014). Agus mengungkapkan, dalam pengamanan pemilu ini, bukan 

hanya tugas Polri. Menurutnya, semua elemen harus membantu dalam pesta demokrasi 

lima tahunan ini. 

"Namun demikian semua kembali ke masyararakat, sesuai dengan harapan kami. Mari kita 

lalui bersama-sama. Kemungkinan ada permasalahan yang tidak sama ataupun ada 

perbedaan, Polri siap untuk memberikan fasilitas selain itu juga siap menerima masukan," 

pungkasnya. 

Sedangkan KPU terkait dengan persoalan-persoalan Pemilu dan poltensi konflik 

yang diperkirakan banyak pihak, seperti diberitakan Sindonews.com - Komisi 
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Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kesiapannya  menyelenggarakan Pemilihan Presiden 

(Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang. KPU sedang menyiapkan segala tahapan, termasuk unsur 

tahapan pengamanan pilpres. 

Untuk pengamanan pilpres, KPU sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri.  "Yang 

pasti sudah MoU dengan kepolisian. Polisi punya aturan sendiri dalam pengamanan. 

Pengalaman pemilu legislatif (pileg)  bisa menjadi pelajaran dalam pengamanan," kata 

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, 

Jumat (18/4/2014). Dalam MoU dengan Polri, kata Ferry, ada tiga sektor yang menjadi 

prioritas pengamanan. "Kami harapkan pengamanan di kantor, saat rekapitulasi, dan 

hasilnya," tuturnya.  

Disinggung aksi pembakaran sekelompok orang yang terjadi di kantor KPU Sumba Barat 

Daya, Nusa Tenggara Timur, dan dua kantor Kecamatan di Kabupaten Donggala, Sulawesi 

Selatan, Ferry menandaskan harus menjadi pelajaran.  "Tinggal kami berharap kepolisian 

bersiap mengawal pelaksanaan pilpres. Ini harus jadi potensi pengamanan," katanya. 

Sementara itu, seperti diberikatakan koran  Kompas, JAKARTA- Ketua Fraksi Partai 

Hanura DPR, Sarifuddin Sudding menilai, menjelang Pemilihan Umum Legislatif maupun 

Presiden, akan banyak terjadi konflik. 

"Kita melihat potensi-potensi munculnya gesekan-gesekan konflik horisontal menjelang, 

dan pasca pemilu bisa saja tak bisa dihindarkan," ujar Sarifuddin dalam diskusi 'Polemik 

UU Pilpres dan Suksesi Kepemimpinan Nasional' di ruang Rapat Fraksi Hanura DPR, Jumat 

(28/2/2014). 

 

Suding mengungkapkan, konflik akan tercipta lantaran beberapa sebab. "Pertama soal 

pemilih. Banyak pihak menyatakan, ketika KPU menetapkan DPT sekira 186 juta pemilih, 

tapi dari data yang ditetapkan itu, ada sekira 10 juta lebih fiktif," lanjut Anggota Komisi III 

DPR itu. 

Kata dia, hal itu akan menimbulkan persoalan. "Ini kan potensi akan munculnya 

kecurangan yang bisa saja disimpulkan, ada desain. Kalau nanti ada partai kalah dalam 

pemilu, bisa saja mempersoalkan pemilih fiktif," lanjutnya. 

Kemudian, lanjut Suding, menyangkut masalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

yang memang sering tidak memberikan gambran jelas ditingkat peserta pemilu. "Misalnya, 

menyangkut alat peraga ada yang dilarang. Tapi, di tempat  lain diperbolehkan. Ini 

menimbulkan friksi di antara peserta pemilu, bahwa KPU enggak konsisten dan ini bisa 

menimbulkan gesekan di bawah saat memasang alat peraga," tuturnya. 
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Lalu kemudian, kata Suding, potensi-potensi yang dianggap krusial setelah pemilu, adalah, 

gugatan lewat Mahkamah Konstitusi (MK). "Bisa saja akan muncul ketidakpercayaan publik 

terhadap MK. Ini kan masih terpolarisasi. Sehingga ketika ada gugatan masuk oleh caleg 

gagal, lalu apakah dikabulkan atau ditolak. Karena masyarakat belum pulih 

kepercayaannya atas kasus Akil Muchtar, ini bisa dipolitisasi sedemikian rupa dan ini salah 

satu potensi yang bisa muncul pasca pemilu," tutupnya.  

Mengantisipasi Pemilu 2014, Potensi Konflik Sosial Tinggi Kepolisian RI membuat simulasi 

 
TEMPO.COM, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia memperkirakan Pemilihan Umum 

2014, baik legislatif maupun presiden, rawan konflik sosial antar-massa pendukung partai. 

Untuk itu polisi telah memetakan daerah mana saja yang rawan konflik. "Pemetaan 

dilakukan berdasarkan data pelaksanaan pemilukada pada 2012 dan 2013," kata Kepala 

Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Ronny Franky Sompie ketika dihubungi, Rabu, 5 

Februari 2014. 

Ronny masih belum bersedia membeberkan data hasil kajian itu serta daerah mana saja 

yang rentan konflik sosial. Alasannya, kata dia, untuk memudahkan Polri melaksanakan 

upaya pencegahan tanpa gangguan rekayasa kelompok tertentu yang dapat memanfaatkan 

data itu untuk kepentingannya. 

Polisi akan berupaya melakukan pencegahan terhadap munculnya konflik sosial itu sekuat 

tenaga. "Polri berkomitmen untuk berupaya keras melakukan tupoksinya dalam 

pengamanan Pemilu 2014," kata dia. 

http://www.tempo.co/topik/masalah/2866/Pemilu-2014
http://www.tempo.co/topik/masalah/2866/Pemilu-2014
http://www.tempo.co/topik/masalah/2652/Sengketa-Pemilu-2014
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Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali, yakni pemilu legislatif pada 9 April 2014 dan 

pemilu presiden pada 9 Juli 2014. Untuk pengamanan pemilu, Polri mendapatkan anggaran 

sebesar Rp 600 miliar atau di bawah anggaran Pemilu 2009 sebesar Rp 1,8 triliun 

Seperti juga diberitakan Koran tempo, di Jakarta,  KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Mahkamah 
Konstitusi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tindak pidana 
selama Pemilu 2014 berlangsung. Dari koordinasi yang dilakukan, ada lima provinsi di 
Indonesia yang dinilai memiliki potensi konflik sosial yang tinggi.  

“Lima wilayah yang rawan konflik itu adalah Aceh, Lampung, Papua, Papua Barat dan 
Sumatera Selatan,” kata anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, saat menggelar konferensi 
pers terkait hasil pemantauan Komnas HAM tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Warga 
Negara Pra Pemilu Legislatif 2014, di Sekretariat Komnas HAM, Rabu (2/4/2014).  
 
Untuk Aceh, Natalius menjelaskan, masih banyaknya kelompok intoleran membuat 
gesekan serta intimidasi secara fisik. Biasanya, gesekan tersebut terjadi antarpartai politik 
lokal mau pun antara partai politik lokal dengan partai politik nasional. Ia mencontohkan, 
kasus penembakan terhadap posko pemenangan caleg Nasdem dan penembakan sebuah 
mobil yang terdapat foto salah seorang caleg Partai Aceh beberapa waktu lalu. Padahal, 
mobil tersebut berisi orang-orang yang ingin berobat, bukan oleh simpatisan partai 
tertentu.  
 
Sementara untuk Lampung, ia mengatakan, potensi konflik yang terjadi tidak terlepas 
akibat konflik agraria yang terjadi di sana. Berdasarkan catatan Komnas HAM, dari sekitar 
10 ribu warga yang menempati Register 45, hanya sekitar 1.500 warga yang telah terdata 
dalam daftar pemilih tetap (DPT). “Pengalaman di pemilukada, mereka hanya dimobilisasi 
untuk memilih calon tertentu. Jika tidak bisa, maka kepala desa wilayah tersebut akan 
dicopot dari pemerintahan,” katanya.  
 
Adapun, untuk Papua dan Papua Barat, Natalius mengatakan, konflik yang mungkin timbul 
yaitu masih maraknya praktik pemilihan dengan perwakilan (sistem noken). Padahal, 
sistem tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM karena tidak dapat merepresentasikan 
sistem pemilihan yang mengedepankan asas one person, one vote dan one value.  
 
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan,  setiap tahapan pemilu memiliki 
potensi kerawanan tersendiri. Kerawanan itu akibat timbulnya rasa ketidakpuasan dari 
hasil pemilu, baik itu dari masyarakat, calon anggota legislatif mau pun partai politik 
peserta pemilu. Untuk mengantisipasinya, Polri, kata Sutarman telah melakukan persiapan 
pengamanan pemilu. Persiapan itu mulai dari langkah preventif, preemtif hingga represif.  
 
Polri telah memetakan daerah-daerah yang memiliki kerawanan, baik rawan sosial 
maupun rawan konflik. Pemetaan tersebut, berdasarkan pengalaman Polri dalam 
mengamankan jalannya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sebelumnya. “Ada 
daerah yang padat penduduk yang selama ini selalu terjadi konflik saat pemilukada, 
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(seperti) Maluku, kemudian Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten, itu sudah kita 
petakan semua,” kata Sutarman, Rabu (8/1/2014). 

Sedangkan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2014 tinggal menunggu hitungan bulan. Kepolisian pun mulai 
mengantisipasi berbagai potensi konflik yang bisa terjadi untuk menjaga keberlangsungan 
pesta rakyat tersebut. 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman 
mengungkapkan bahwa saat ini sudah memasuki tahap Pemilu yang ditandai dengan 
ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Kemarin sudah ada penetapan DPT, masih ada beberapa permasalahan yang itu juga 
bagian yang harus kita kawal. kemudian nanti 2014 pemilihan DPR, DPRD, DPD yang akan 
dilaksanakan pada 9 April 2014. Sehingga tahapan kampanye seluruhnya harus kita 
amankan," kata Sutarman di Markas Korps Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Kamis 
(14/11/2013). 

Dikatakannya momentun penghujung tahun 2013 dan awal 2014 merupakan waktu yang 
sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam meneruskan tonggak kepemimpinan 
kepala negara. Oleh karena itu,  dikatakan oleh Kepolisisan bahwa : “Dalam Pemilu  kita 
mengawal proses regenerasi kepemimpinan nasional yang itu harus menjadi 
tanggungjawab kita bersama. Seluruh komponen masyarakat harus berperan demi 
mewujudkan pembangunan nasional," ujarnya. 

Polri yang diberi tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dikatakan Sutarman 
harus mampu memetakan berbagai gejala di masyarakat yang bisa memicu konflik sosial. 
"Kita harus mampu memetakan konflik. Konflik-konflik ini biasanya didahului 
permasalahan sebelumnya, seperti masalah Pemilukada, pertambangan, perkebunan, 
sengketa lahan, dan masalah lain, sehingga kita harus menyentuh akar masalahnya agar 
masalah ini tidak menjadi konflik," kata dia. 

Tetapi bila sudah menjadi konflik, kemampuan dari pengendalian masyarakat (Dalmas) 
dan Babinkamtibmas harus memiliki  kepiawaian dalam meminimalisir bentrokan supaya 
berbagai masalah bisa terpecahkan. "Kita harus menjaga itu sehingga Indonesia akan 
kondusif, karena itu yang dipersyaratkan," ucapnya. 

E. Kudeta Konstitusional Pemilu 2014 
 
Seperti dikatakan oleh Soleman B. Ponto, sebagai pejabat Negara tampak merasa khawatir, 
selaku Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI 2011-2013 bahwa berdasarkan kajian 
yang dilakukannya Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah 
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dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014. 
 

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan 

Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya 

inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik 

Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan 

produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. 

 

 
 

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung 
status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para 
pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling 
klaim kemenangan dan kebenaran. Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan 
kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, 
yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi 
karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat 
keuntungan oleh kondisi ini. 
 
Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan 
bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, 
dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 
tentang TNI menyebutkan, "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara." 
 

http://1.bp.blogspot.com/-rseKl1_1lBo/Uw_1QAR7ANI/AAAAAAAAA20/LJllyF4KMXc/s1600/Gedung_DPR_mei_1998.jpg
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Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak 

yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga 

ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, 

TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan 

bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004. 

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang 
mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori 
konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum 
humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila 
hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos 
berada di tangan TNI. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-c0y-I18Me6A/Uw_3S25V-FI/AAAAAAAAA3I/CwEitqB9KJ8/s1600/kerusuhan+mei+1.jpg
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Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai 

pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. 

Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-

Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga 

menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah 

undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 

1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI 

akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya. 

 
Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, "(1) Kewenangan dan tanggung 

jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden." Juga dalam Pasal 7 ayat 3 

disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang 

dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pertanyaan besarnya, 

bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak 

berdasarkan UUD 1945? 

 

Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK--yang membenarkan penggunaan undang-

undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

dalam Pemilu 2014--akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun 

memang dengan sengaja direkayasa oleh pihak-pihak yang diuntungkan. Bila chaos terjadi, 

http://3.bp.blogspot.com/-DU8Mpyb82zc/Uw_1mCToh7I/AAAAAAAAA28/hpMpUMr-M-w/s1600/kerusuhan+mei.jpg
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terbuka peluang TNI melakukan "kudeta" konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh 

undang-undang. 

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada 

Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak 

legitimated. http://koran.tempo.co/konten/2014/02/28/336032/Peluang-Kudeta-

Konstitusional-Pemilu-2014 

Oleh sebab terkait dengan proses politik Pemilu yang demikain rumit atau demikian 

banyaknya tahapan maka tidak heran jika KPU melakukan berbagai macam kegiatan. 

Seperti disampaikan oleh KPU bahwa - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal memulai 

tahap-tahap menuju hajatan Pemilu 2014. Tanggal 23/7), di Kantor Presiden, komisioner 

KPU mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk 

mengomunikasikan sejumlah agenda terkait dengan hajatan pemilu legislatif dan pilpres. 

 

Pertemuan dengan presiden tersebut merupakan yang pertama sejak KPU periode 2012-

2017 dilantik pada 12 April lalu. "Yang lebih penting, (pertemuan ini) adalah meminta 

dukungan pemerintah untuk membantu kesuksesan pemilu sekaligus pemilu yang 

berkualitas," kata anggota KPU Sigit Pamungkas setelah pertemuan. 

Dia mengungkapkan, dukungan dari pemerintah tersebut berkaitan dengan persiapan 

hingga pelaksanaan pemilu. "Terkait dengan keamanan pemilu, kelancaran pencairan 

keuangan, dan reformasi kesekretariatan KPU," kata Sigit. 

Ketua KPU Husni Kamil Manik menuturkan, pihaknya menjelaskan tahap demi tahap 

pelaksanaan Pemilu 2014. Setelah melewati pengkajian, pemungutan suara dijadwalkan 

pada Rabu, 9 April 2014. "Presiden sangat merespons baik penetapan 9 April 2014. (Hari 

itu) tidak bersinggungan dengan hari keagamaan maupun hari besar kenegaraan," kata 

Husni. 

 

Setelah me-launching hari pemungutan suara, lanjut Husni, KPU segera memasuki tahap-

tahap berikutnya. Yakni, melakukan pendaftaran, verifikasi parpol, dan menetapkan parpol 

peserta pemilu. KPU juga segera menyelesaikan peraturan yang berkaitan dengan tahap-

tahap itu. 

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, SBY berkomitmen bahwa seluruh lembaga 

kementerian diminta untuk mendukung upaya KPU dalam mewujudkan pemilu yang baik. 

"Presiden berpesan, persoalan yang terjadi di masa lalu harus dijadikan pelajaran bagi KPU 

sekarang untuk tidak mengulanginya dan bagaimana bisa memperbaiki hal-hal tersebut," 

urainya. 

sementara itu, Husni Kami Malik selaku Ketua KPU menambahkan, dengan mengutip 

presiden SBY, dikatakannya bahwa menurut SBY, Pilpres 2014 lebih panas dan kompetitif 

http://koran.tempo.co/konten/2014/02/28/336032/Peluang-Kudeta-Konstitusional-Pemilu-2014
http://koran.tempo.co/konten/2014/02/28/336032/Peluang-Kudeta-Konstitusional-Pemilu-2014


81 
 

daripada pilpres tahun-tahun sebelumnya. Sebab, dengan tidak adanya calon incumbent, 

semua kontestan diperkirakan berjuang lebih keras untuk menang. "Beliau memprediksi, 

(kondisi) ini yang akan mengakibatkan konflik dan sebagainya. KPU diminta untuk 

mengelola pemilunya dengan baik. Siapa pun pemenangnya, beliau akan dukung," katanya. 

 

Dalam pertemuan tersebut, presiden mengungkapkan, pematangan demokrasi saat ini juga 

akan diwarnai banyak masalah dan konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam pemilu. "Itu 

kebanyakan ditujukan kepada KPU. KPU diminta untuk bisa menghadapinya," jelas Husni. 

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang mendampingi presiden dalam 

pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya akan mendukung kesekretariatan KPU yang 

selama ini diisi pegawai pemda. "Ini untuk seluruhnya, bukan di (hanya) pusat. Saya akan 

koordinasikan dengan Men PAN (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi 

birokrasi, Red)," ujar mantan gubernur Sumbar itu.  

Beberapa persoalan politik dalam Pemilu 2014 seperti dikemukakan di atas menjadi 

pelajaran yang sangat berharga bagi penyelenggaraan pemilu pada peride berikutnya hal 

penting agar kualitas Pemilu Indonesia tambah tahun semakin berkualitas. Kita 

mengetahui bahwa pada Pemilu pasca 1998 mengalami penurunan partisipasi dalam 

Pemilu yang diselenggarakan secara lanbgsung oleh Komisi Pemilihan Umum setelah 

Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh DPR/MPR sebagai representasi dari 

rakyat Indonesia sebagaimana pada Pemilu-Pemilu zaman kekuasaan Soeharto sejak tahun 

1955-1997. 
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BAB 4 

 

POLITIK RENTE, ETNISITAS DAN KONFLIK :  
TANTANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMEKARAN 

KASUS MALUKU UTARA 
 

 

a. Pendahuluan 

Jatuhnya Orde Baru melahirkan Era Reformasi. Era reformasi yang dimulai pada 

tahun 1999 mengubah paradigma desentralisasi administrastif yang dianut Orde Lama 

(1945-1965) dan Orde Baru (1965-1998) ke desentralisasi politik (Suyanto, 2002). Pada 

Era Reformasi ini lahirlah Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (UU. Otonomi Daerah) dan UU. No.25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yang keduanya merupakan kebijakan desentralisasi di bidang politik, administrasi 

dan fiskal. Lahirnya dua paket undang-undang tersebut  menandai dimulainya Era 

Otonomi Daerah di Indonesia.  Sejak berlakunya UU.No.22 tahun 1999, daerah 

mempunyai kewenangan dan peluang yang relatif lebih luas dalam mengelola daerahnya 

masing-masing.  

Salah satu fakta yang kemudian merebak pasca kebijakan otonomi daerah di 

Indonesia adalah fenomena pemekaran daerah.  Sebelum era otonomi daerah, di 

Indonesia hanya terdapat 27 provinsi dan 277 kabupaten/kotamadya. Setelah otonomi 

daerah, jumlah tersebut membengkak menjadi 33 provinsi dan 483 kabupaten/kota 

dengan tingkat akselerasi pemekaran yang terhitung luar biasa dan sebagaimana diduga 

sebelumnya, menciptakan ruang-ruang potensi masalah baru. Pemekaran suatu daerah 

menjadi beberapa daerah otonom baru berakibat berubahnya batas-batas wilayah daerah 

baik secara administratif maupun geospasial (keruangan), yang menjadi trigger 

munculnya permasalahan serius. Permasalahan tersebut adalah sengketa batas wilayah 

(Harmantyo, 2007). 

Sekilas tidak ada persoalan terkait batas-batas administratif dan geospasial ini 

karena di setiap Undang-Undang yang memayungi pembentukan daerah otonom baru 

tersebut selalu dicantumkan batas-batas antara daerah satu dengan daerah lain walaupun 

batas-batas tersebut sangat makro. Akan tetapi kondisi di lapangan seringkali lebih rumit 

daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dalam praktiknya, proses penegasan batas 

daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah 

sengketa batas antar daerah meningkat (Rere, 2008).  

Provinsi Maluku Utara juga rupanya tidak immune dari konflik daerah 

pemekaran. Paling tidak ada dua titik konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan 

berakhir. Titik konflik pertama adalah konflik yang terjadi antara Kabupaten Halmahera 

Barat dan Kabupaten Halmahera Utara yang melibatkan wilayah enam desa sengketa dan 

titik konflik kedua terjadi di Sofifi, yaitu daerah yang saat ini secara administratif 

merupakan wilayah Kota Tidore Kepulauan. Sofifi adalah wilayah yang dalam UU No. 

46 Tahun 2011 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat disebutkan sebagai ibukota provinsi Maluku Utara.  

Dua persoalan konflik terkait pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara itulah 

yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan meskipun pelbagai pihak telah berupaya 

memfasilitasi. Jelas ini memancing banyak pertanyaan untuk bisa dijawab. Ada banyak 
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faktor, aktor dan kepentingan yang bermain sehingga upaya penyelesaian konflik tidak 

sesederhana yang dibayangkan banyak pihak. Berangkat dari permasalahan itulah maka 

rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: Berdasarkan pada permasalahan di atas, 

maka rumusan masalah penelitian yang diambil dalam riset ini adalah: “Bagaimanakah 

peta konflik sosial, budaya, politik dan ekonomi daerah pemekaran di Maluku Utara dan 

pengaruhnya terhadap pemekaran?”      

 

b. Metode Pengkajian 

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif 

analitis karena beberapa alasan: Pertama, metode ini dipakai karena riset ini bermaksud 

menggambarkan sebuah fenomena secara mendalam, dalam hal ini adalah kasus konflik 

di daerah pemekaran di Provinsi Maluku Utara. Kedua, jenis riset ini terhitung sederhana 

karena pada penelitian ini seorang peneliti tidak perlu melakukan kontrol dan manipulasi 

variabel penelitian. Ketiga, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian di mana 

pengumpulan data dilakukan untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang 

berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Keempat, penelitian deskriptif 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti 

secara tepat terkait fenomena konflik di daerah pemekaran Provinsi Maluku Utara.  

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, maka teknik yang dipergunakan 

dalam pengumpulan data juga harus teruji dan dapat dipertanggungajawabkan.  Sebagai 

sebuah instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian maka teknik yang dapat 

dipergunakan antara lain: Documentary and Archieval Research, FGD, dan Depth 

Interview. 

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam riset ini adalah dengan 

meminjam pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan 

studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Dalam penelitian kualitatif, posisi 

peneliti adalah instrumen kunci karena peneliti itulah yang akan menjadi penarik 

kesimpulan berdasar pada analisinya. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori 

dan wawasan atas objek yang ditelitinya sehingga mampu mengembangkan berbagai 

pertanyaan, mampu menganalisis, serta mengkonstruksi objek yang diteliti.  

 

 

c. Dinamika Politik Lokal 

Dalam bagian di bawah ini secara berurutan hendak dikemukakan temuan-temuan 

lapangan yang terjadi di Maluku Utara, sebuah provinsi dengan penduduk yang cukup 

kecil, 1.038 juta jiwa, namun sangat menarik jika diperhatikan dari proses-proses politik 

baik level nasional maupun lokal sebab memiliki tensi tinggi jika dibandingkan dengan 

daerah lain di Indonesia Timur. Maluku Utara menarik jika dibandingkan dengan Maluku 

dan Papua yang sama-sama berbasiskan karakteristik Indonesia Timur dan dengan 

wilayah pemekaran yang cukup luas serta dapat dikatakan unik. Untuk kejelasan atas 

temuan lapangan penelitian ini secara berturutan dikemukakan sebagaimana dibawah ini. 

 

1. Dinamika Politik Lokal:Pemilukada Kota, Kabupaten,dan Provinsi  

Jika diperhatikan dengan penduduk yang jumlahnya hanya sekitar 1.038 juta jiwa 

itu sebenarnya Maluku Utara merupakan daerah yang tidak terlalu berpengaruh dalam 
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perolehan suara politik nasional. Namun demikian tetap harus kita pahami bahwa Maluku 

Utara merupakan wilayah yang dapat dikatakan unik, sebab dalam dua kali pemilihan 

gubernur, yakni Thaib Armayn versus Abdul Ghofur pada Pemilu Gubernur tahun 2004 

dan 2009 yang dalam penghitungan suara selalu dimenangkan oleh pihak Abdul Ghofur 

tetapi pihak MA dan KPU kemudian menetapkan pemenangnya adalah Thaib Armayn 

karena pihak Abdul Ghofur diduga telah melakukan kecurangan dalam pemilukada 

Maluku Utara.  

Meskipun tadi digambarkan jumlah penduduknya relatif sedikit, tetapi yang 

istimewa dari Maluku Utara adalah tensi politik lokalnya yang tergolong sangat tinggi, 

sekalipun sebenarnya hal itu terjadi lebih banyak pada level elit dan bukan pada level 

rakyat (masyarakat). Masyarakat seringkali hanya dijadikan bagian dari konflik elit 

dengan cara dimobilisasi berdasarkan sentimen etnis tertentu yang tengah bertarung dan 

kalah dalam pertarungan. Kuatnya pertarungan elit lokal menandakan adanya dinamika 

politik lokal yang keras, sekalipun sering diwarnai dengan konflik terbuka. 

Di Maluku Utara, sekarang telah muncul tujuh belas (17) kandidat yang hendak 

maju dalam Pilkada tahun 2013-2018 dengan jumlah penduduk yang hanya berada pada 

kisaran 1 juta jiwa. Hal ini tentu saja memberikan pertanda bahwa elit politik Maluku 

Utara memiliki hasrat politik yang cukup tinggi, sekalipun pada level masyarakatnya 

tidak sebanding dengan hasrat elit politiknya. Namun dalam Pemilu Walikota yang telah 

berlangsung tahun 2010, salah seorang anak Gubernur Maluku Utara, Vaya Amelia 

Armain menjadi kandidat Walikota sekalipun akhirnya harus mengakui keunggulan 

lawan-lawannya. Vaya Armain sempat menggugat KPU Kota Ternate namun tetap 

dinyatakan kalah dalam Pemilihan Walikota Ternate oleh KPU Ternate.  

Hal yang menarik adalah sekalipun dalam Pemilihan Walikota Ternate Vaya 

Amelia Armayn kalah, namun sekarang ini namanya masuk kembali dalam bursa 

kandidat Gubernur dan atau Wakil Gubernur Maluku Utara. Saat ini pun Vaya Armayn 

menjabat sebagai Kepala Bappeda Maluku Utara, sementara bapaknya Thaib Armayn 

masih menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara.  

Dari tujuh belas kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 

memberikan pertanda bahwa Maluku Utara sekalipun jumlah penduduknya tidak 

seberapa banyak, namun persaingan dalam politik lokal jelas memiliki potensi yang kuat. 

Dengan jumlah penduduk yang sedikit dan kandidat gubernur maupun wakil gubernur 

yang demikian banyak maka hal itu akan semakin memberikan daya tarik bagi 

masyarakat untuk terlibat dalam proses pengisian jabatan Gubernur. Akan tetapi jika 

tidak berhati-hati dalam mengelola, maka hal ini akan sekaligus membuka ruang baru 

atas pelbagai masalah pada saat pencalonan, pemilihan maupun pasca pemilihan terutama 

berkaitan dengan apa yang sering muncul di Maluku utara yakni konflik yang 

dimobilisasi berdasarkan sentimen etnis karena berbeda dalam pilihan politiknya.  

Maluku Utara, Ternate pada khususnya, tidak semakin baik tetapi akan terpuruk 

kembali dalam konflik kepentingan yang berbasiskan etnisitas. Banyaknya jumlah 

kandidat Gubernur-Wakil Gubernur di Maluku Utara di satu pihak memberikan pertanda 

tingginya partisipasi warga dalam politik, tetapi dipihak lain hal ini juga menjadi bukti 

atas tingginya derajat persaingan politik lokal yang akan berbahaya jika kondisi Negara 

lemah, sementara masyarakat menguat partisipasinya. Hal ini tidak akan mendorong 

kuatnya civil society sebagaimana sering diharapkan, sebab jika masyarakat demikian 
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kuat (strong society) sementara Negara lemah (weak state) yang muncul adalah 

anarkhis.(lihat, Miqdal, Strong Society and Weak State, 1978) 

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Maluku Utara pun 

tergolong tinggi hasrat politik elit lokalnya. Ketika terjadi pemilihan Bupati Halmahera 

Utara misalnya. Nama-nama seperti Heins Namotemo yang sekarang menjabat Bupati 

Halmahera Utara untuk periode kedua adalah “orang dekat” Thayb Armain. Sosok lain 

dari kandidat Bupati Halmahera Utara adalah Iskandar M. Djai yang juga orang dekat 

Gubernur di Provinsi Maluku Utara. Di samping itu juga tercata ada nama-nama lain 

yang juga orang dekat Gubernur Thayb Armain di Provinsi seperti dokter Frans Maniera. 

Dari sini sebenarnya elit-elit lokal memang memiliki hasrat politik yang tinggi setelah 

tidak menjabat atau pun sedang menjabat di tingkat kabupaten, Kota atau pun provinsi. 

Pemilihan Gubernur Maluku Utara sebagaimana diketahui selalu menjadi 

perhatian publik. Hal yang paling menarik perhatian publik tentu saja adalah kekalahan 

Abdul Ghafur dalam dua kali Pemilihan Gubernur Maluku Utara dengan lawan yang 

sama Thaib Armain, sekalipun dalam dua kali pemilihan gubernur Maluku Utara Abdul 

Ghafur dalam penghitungan suara selalu mengungguli Thaib Armayn. Namun Mahkamah 

Konstitusi selalu memenangkan Thaib Armayn dengan tuduhan Abdul Ghafur melakukan 

penggelembungan suara dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara tersebut.  

Untuk pemilihan Gubernur Maluku Utara periode 2013-2018 ini nama Abdul 

Ghafur juga nampaknya masih akan menjadi salah satu kandidat Gubernur. Dari sini 

dapat dibaca bahwa “pertarungan antara Abdul Ghafur dengan Thaib Armain masih 

belum selesai”. Dan pertarungan kemungkinan akan semakin keras dengan 

memperhatikan demikian banyaknya kandidat Kepala Daerah yang akan maju pada 

Pemilukada 2013-2018 di Maluku Utara. 

Pertanyaannya, apakah Abdul Ghafur akan benar-benar mencalonkan dirinya 

dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara periode 2013-2018 ataukah Abdul Ghafur 

hendak mencalonkan orang lain yang dijagokan menjadi lawan Thaib Armayn, karena 

Thaib Armain juga tidak lagi maju untuk mencalonkan dirinya karena terganjal peraturan 

pemilihan kepala daerah yang hanya membolehkan dua periode saja. Tetapi disana 

terdapat nama Vaya Amelia Armayn, anak kandung Thaib Armayn. Jika benar akhirnya 

Abdul Ghafur tidak mencalonkan dirinya tetapi mengajukan atau mendukung nama lain 

karena Thaib Armain tidak maju dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara maka yang 

terjadi adalah pertarungan antara kubu Abdul Ghafur verus Thaib Armian dengan 

mempergunakan “tangan orang lain”, sekalipun sama-sama dalam konteks pertarungan 

dinasti politik yang mencengkeram sebagian pemilihan kepala daerah pemekaran. Abdul 

Ghafur versus Thaib Armain namun dalam wajah yang berbeda sekalipun substansinya 

tetap sama; dinasti politik Ghafur versus Thaib Armain. Ada masalah apa sehingga 

dinasti Bang Ghafur versus Dinasti Armayn selalu hadir dalam Pemilihan Kepala daerah 

di Maluku Utara, menarik menjadi perhatian publik. Apakah karena Arab versus Lokal? 

Persoalan “politik dinasti” sebenarnya sudah dapat dilihat dalam banyak kasus 

Pemilukada di Indonesia, bukan hanya di Maluku Utara. Di Tangerang, Banten, Sidoarjo, 

Ngawi, Banyuwangi, Jembrana, dan Bantul Yogyakarta ketika kandidat Kepala daerah 

datang dari keluarga kelapa daerah yang lama, baik istri (Bantul Yogyakarta, Sidoarjo, 

Ngawi, Jembrana, Banyuwangi). Kandidat adalah anak Kepala daerah, seperti di 

Tangerang Banten) dan Ternate. Kandidat Kepala daerah adalah ipar seperti di Tangerang 

Selatan, dan seterusnya terjadi di beberapa daerah di Indonesia era desentralisasi alias 
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pemekaran daerah yang bermunculan di seluah Indonesia. Daerah-daerah yang demikian 

luas seperti Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi adalah daerah 

yang sangat rawan dengan politik dinasti di Indonesia. Kasus Sulawesi Barat (Poso) 

adalah bagian tak terpisahkan dari kondisi rentan politik dinastik sekalipun tidak berarti 

keluarga satu orang. (Nordholt dan Gerry van Klinken, 2006). 

Dalam pemilihan gubernur, Walikota dan Bupati Maluku Utara sebagaimana yang 

disampaikan di atas, terlihat jelas bahwa unsur etnisitas senantiasa menjadi bagian tak 

terpisahkan. Etnis Makian, Tobaru, Ternate dan Tidore  merupakan etnis yang sangat 

berpengaruh di Maluku Utara. Oleh karena itu, persoalan etnisitas di Maluku Utara 

menjadi perhatian serius sebab dalam konflik 1999, yang terjadi sebenarnya berhubungan 

dengan persoalan etnisitas yang dimobilisasi secara politik oleh elit-elit lokal sehingga 

berlarut-larut. Hal yang sama juga terkait dengan pemekaran enam desa yang berada di 

kawasan Halmahera Utara dan Halmahera Barat yang sampai sekarang tidak pula usai 

karena peran kepentingan elit lokal yang tidak bosan-bosannya “bermain disana” 

sebagaimana disampaikan para pengamat politik lokal. (wawancara dengan PR I 

Unkhair, Dekan Fisipol UMMU, dan birokrat Maluku Utara) tanggal 2-3 Desember 

2011) 

Dinamika politik lokal yang tinggi pada satu pihak memberikan kegembiraan 

dalam maknanya yang elitis sebab partisipasi kaum elit politik dalam keterlibatan politik 

cukup kuat, sebab elit politik termasuk kelas menengah yang dapat memberikan 

kontribusi positif pada daerah. Namun dalam bahasa lain dapat pula dibaca bahwa 

partisipasi yang tinggi dari kaum elit politik dapat dikatakan sebagai “elite interest” yang 

tidak akan berhubungan dengan kebutuhan publik alias kesejahteraan rakyatnya. Hal ini 

karena elit sebenarnya akan memikirkan kebutuhannya sendiri, sementara rakyat berada 

dalam kebutuhannya sendiri pula. Seringkali keterlibatan partisipasi elit dalam politik 

adalah bentuk lain dari interest politik yang menggebu dan akan memanfaatkan 

masyarakat bawah untuk kepentingannya. Namun sekali lagi dapat dibaca sebagai 

kesadaran elit yang menggembirakan di saat kaum kelas menengah berpikiran serba 

pragmatis dan hanya memikirkan diri dan kepentingannya sendiri. Banyak kasus di 

Indonesia, di daerah pemekaran dan bukan pemekaran, untuk beberapa kasus, politik 

dinasti menjadi bagian penting dalam Pemilu Kepala Daerah, seperti di Jogja dan 

Banyuwangi Jawa Timur. 

Jika diruntut dari historisnya Maluku Utara merupakan provinsi yang memang 

cukup kuat dengan dimensi konflik internal (antar kerajaan-kesultanan). Dalam 

sejarahnya Maluku utara merupakan daerah yang penuh dengan dinamika politik lokal 

bertensi tinggi. Kondisi seperti itu telah terjadi sejak zaman Kesultanan Ternate dibawah 

Sultan Baabullah dan Kesultanan Tidore dibawah Sultan Nuku. Persaingan dan konflik 

antar keluarga kesultanan terjadi dengan sengit sehingga Maluku Utara terbelah menjadi 

Ternate dan Tidore sekalipun kemudian sekarang dipersatukan kembali dalam nama 

Empat Pegunungan atau Empat Kesultanan yang Beradik-Kakak.  

Persoalan konflik kekerasan yang sering melibatkan unsur RAS atau etnisitas atau 

SARA di Indonesia sebetulnya bukan dominan Indonesia. Sebab dalam beberapa kasus di 

Asia Tenggara, misalnya, persoalan RAS atau SARA merupakan hal yang nyaris tidak 

pernah absen alias selalu menjadi bagian dalam konflik sosial yang melibatkan RAS atau 

SARA, sebagaimana ditunjukkan oleh Anthony Burke, dalam Beyond Security, Ethnics 

and Violence, ketika membahas persoalan ras dan konflik di Asia Tenggara. Disini 



87 
 

sebenarnya persoalan konflik akibat dimensi SARA bukanlah milik tunggal bangsa 

Indonesia. Negara-negara seperti Filipina, Thailand, India, Pakistan, Afrika, bahkan 

Eropa, Asutralia dan Amerika merupakan Negara yang memiliki potensi persoalan 

SARA hanya saja disana muncul politik multicultural yang sekarang menjadi kebijakan. 

(Burke, 2007) 

 

 

2. Peta Konflik Daerah Pemekaran 

Kajian yang dilakukan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

memberikan deskripsi bahwa konflik yang terjadi di Maluku Utara tahun 1999-2000 

bahkan sampai dua tahun berikutnya disebabkan karena posisi Negara dalam konflik 

adalah lemah. Peneliti LIPI meminjam pendapat Joel S. Miqdal (2001), yang membahas 

soal masyarakat lemah dan Negara kuat (Weak Societies and Strong State), mengatakan 

bahwa ketika Negara kuat maka masyarakat akan mendapatkkan perlindungan dari 

Negara, tepai ketika negara lemah maka masyarakat akan cenderung apatis dan anarkhis, 

sehingga memungkinkan terjadinya konflik sosial sangat mudah bahkan konflik yang 

terjadi kemudian terjadi ekskalasi sehingga meluas sampai daerah yang terdapat akan 

mendapatkan dampak konflik. (Rozi, 2001)  

Kondisi semacam itu berdampak pada terjadinya posisi Negara yang tidak dapat 

melakukan bargaining position dengan politisi tingkat lokal yang dalam beberapa kasus 

menjadi bagian dalam konflik sosial (komunal). Seperti disampaikan oleh Thamrin Amal 

Tomagola tentang keterlibatan elit lokal dan nasional dalam konflik Maluku Utara. 

Thamrin Amal Tomagola dengan berani dan lantang menyatakan bahwa konflik Maluku 

Utara karena peran elit lokal semacam Pangdam Wirabuana, Jenderal di Jakarta, dan 

pejabat Gubernur Maluku Utara, sebab mengabaikan konflik terjadi dan lemah dalam 

penanganan sehingga korban menjadi semakin banyak. (Rozy, 2001) 

Maluku Utara, daerah yang masih baru tetapi memiliki persoalan yang serius 

terkait pemekaran yang terus terjadi di Provinsi belahan dari Ambon Maluku. Belum usai 

masalah pemekaran satu kabupaten, Halmahera Utara berkelahi dengan Kabupaten 

Halmahera Utara, sekarang sudah muncul masalah terkait rencana pemekaran Kota 

Tidore Kepulauan, dimana Sofifi sebagai pusat kantor Gubernur Maluku Utara akan 

dimekarkan menjadi Kota Sofifi sehingga berdiri sendiri dari Kota Tidore Kepulauan 

dimana Kesultanan Tidore berada. Dua Kesultanan yang masih berpengaruh menjadi icon 

terbesar Maluku Utara, sebab dua Sultan ini tampaknya berbeda pandangan soal 

pemekaran daerah Maluku Utara, khususnya soal Kota Sofifi sebagai Kota berdiri sendiri 

sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Maluku Utara Thaib Armayn.  

Menarik untuk membicarakan pemekaran Sofifi dalam konteks Pemekaran 

Maluku Utara secara luas, sebab saat ini di Sofifi-lah kantor Gubernur Maluku Utara 

berada setelah sebelumnya berada di Kota Ternate. Atas gagasan Gubernur Thaib 

Armayn kantor Gubernur sekarang berada di Sofifi padahal transportasi ke kompleks 

perkantoran harus menggunakan speedboat dan memakan biaya pergi pulang Rp. 50.000, 

padahal Pemda tidak menanggung biaya transportasi pegawai sementara sebagian besar 

pegawai tinggal di Ternate. Apalagi listrik di Sofifi menurut beberapa sumber hanya 

hidup dua jam dalam sehari sehingga sebetulnya belum memberikan daya dukung 

optimal bagi kurang lebih 4000 pegawai Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan 

tugas-tugas pemerintahan Provinsi Maluku Utara. 
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Dengan kondisi yang ada sekarang ini, situasi yang masih sepi penduduk, 

infrastruktur yang masih seadanya, sebenarnya masih membutuhkan waktu sehingga 

Sofifi menjadi daerah yang ramai. Namun pihak Provinsi menghendaki terjadinya 

Pemekaran Kota Sofifi yang kemudian di tolak keras oleh Warga Kepulauan Tidore di 

bawah Walikota Tidore Kepulauan dan Sultan Tidore. Beberapa kali terjadi demonstrasi 

atas usul Pemekaran Sofifi menjadi Kota Sofifi dari pihak yang pro pemekaran Kota 

ataupun pihak yang menolak Pemekaran Kota Sofifi.  

Dapat diperkirakan bahwa yang pro-Pemekaran adalah mereka yang “datang dari 

kubu Pemerintah Provinsi” sementara yang menolak adalah pihak yang datang dari 

Kesultanan Tidore dan Kota Tidore Kepulauan. Pemerintah Provinsi jelas punya agenda 

bahwa Sofifi harus menjadi daerah yang mandiri karena memang ibukota Maluku Utara 

menurut amanat Undang-Undang pembentukan Provinsi Maluku Utara berada di Sofifi, 

yang saat ini berstatus sebagai ibukota Kecamatan Oba Utara yang merupakan wilayah 

Kota Tidore Kepulauan, walaupun sebenarnya tidak ada aturan khusus bahwa ibukota 

Provinsi harus berada di Kota tersendiri. 

Sementara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang selama ini membawahi 

wilayah Sofifi jelas akan menderita potensi kerugian dan kehilangan sumber Pendapatan 

Daerah yang besar, selain kehilangan beberapa wilayah Kecamatan. Dari sisi 

ekonomi,Kota Tidore Kepulauan sangat tergantung pada pemerintah pusat. Kota ini 

hanya memiliki PAD  8 miliar per tahun. Padahal keperluan dana untuk membiayai 

operasional pemerintahan lebih dari 200 miliar rupiah per tahun. Pantas jika pihak Kota 

Tidore Kepulauan sangat khawatir jika Sofifi dimekarkan, karena Sofifi menurut Kepala 

Bappeda Kota Tidore Kepulauan Fataruddin Soleman adalah penyumbang sekitar 

setengah dari PAD KotaTidore Kepulauan. (KOMPAS, 30 September 2010).  

Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka hal yang pernah terjadi tahun 1999-

2000 di mana Kesultanan Ternate hendak dihancurkan dan dibakar massa dari Tidore 

bukan hal yang tidak mungkin terjadi, sebab saat ini Sultan Ternate tampaknya “diam 

seribu bahasa” alias mendukung rencana Pemekaran Sofifi menjadi Kota Sofifi, yang 

berarti mengambil posisi diametral, vis a vis dengan Kesultanan Tidore dalam 

permasalahan ini.  

Suatu hal yang oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sering dianggap menjadi 

alasan kuat dan mendasar bagi pemekaran Sofifi menjadi Kota Sofifi adalah adanya 

rekomendasi penelitian yang di lakukan oleh pihak Universitas Indonesia yang dikatakan 

dibiayai oleh pihak Provinsi Maluku Utara. Universitas Indonesia merekomendasikan 

bahwa Sofifi layak untuk dimekarkan menjadi Kota Sofifi yang berdiri sendiri dan 

terpisah dari Kota Tidore Kepulauan. Sebaliknya, argumentasi Kesultanan Tidore 

mempertahankan Sofifi menjadi bagian dari Kota Tidore Kepulauan adalah berdasarkan 

pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang 

biayanya disinyalir dari pihak Kesultanan Tidore, yang terang-terangan menolak 

pemekaran Sofifi menjadi Kota,  bukan dari Pemerintahan Provinsi Maluku Utara.  

Bagi tim Universitas Gadjah Mada, persoalan pengembangan Sofifi sebagai 

kawasan ibukota jauh lebih mendesak untuk diatasi ketimbang persoalan Sofifi sebagai 

Daerah Otonomi  Baru (DOB). Demikian isi laporan akhir kajian akademis kelayanan 

pembentukankotaSofifi Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh Jurusan Politik dan 

Pemerintahan (JPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada 

Yogjakarta. Dalam laporan tersebut disebutkan penyelesaian masalah pengembangan 
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Sofifi sebagai ibukotaprovinsi Maluku Utara adalah persyaratan mutlak sebelum 

menjadikan Sofifi sebagai DOB. Sofifi adalah area yang oleh undang-undang ditetapkan 

sebagai kawasan Ibukota Provinsi Maluku Utara. Adalah sangat penting agar kawasan ini 

segera mampu mengembangkan daya dukung sarana dan prasarana yang kuat bagi 

penyelenggaraan pemerintah provinsi. 

Persoalan makin keruh ketika ada indikasi bahwa pembebasan lahan di Sofifi 

sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Lahan 

mengarah kepada Kejahatan Korupsi. Karena ada dua Oknum Pejabat yang terindikasi 

memperkaya diri dengan cara membeli lahan masyarakat di Sofifi terlebih dulu dengan 

harga murah, kemudian dijual kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dengan 

harga yang tinggi. Yang lebih parah lagi kedua Oknum Pejabat tersebut juga termasuk 

dalam Panitia pembebasan lahan, yang punya peranan penting dalam proses tersebut, 

namun malah memanfaatkan kondisi yang demikian untuk mencari keuntungan dengan 

cara-cara yang tidak rasional. (KBR.68H). 

Selain persoalan pembebasan tanah, fakta lain yang mewarnai pemekaran Sofifi 

adalah perbedaan kepentingan masyarakat Sofifi sendiri dengan pemerintah Kota Tidore 

Kepulauan. Masyarakat terlihat justru mendukung proses pemekaran Sofifi menjadi kota, 

sesuatu yang berlawanan dengan keepentingan Kota Tidore Kepulauan dan pihak 

Kesultanan Tidore. Mereka menganggap bahwa keinginan tersebut berjalan tersendat-

sendat karena selama ini pemerintah kota terlalu lamban dalam memproses pemekaran 

Sofifi. Bahkan kekecewaan ini sering dilampiaskan dengan cara memblokir jalan menuju 

Sofifi atau menyegel kantor gubernur Provinsi Maluku Utara. Ini sekaligus menunjukkan 

bahwa agenda elit dan massa seringkali tidak paralel.   

Dari persoalan di atas, tercermin bahwa seringkali persoalan pemekaran adalah 

pembahasan mengenai dimana letak Kantor Pemerintahan yang baru, bukan soal layak 

atau tidaknya sebuah daerah untuk mekar ataukah tetap menjadi bagian dari pada daerah 

induknya. Ada masalah yang sangat serius di Maluku Utara soal bagaimana 

mensejahterakan masyarakat, bagaimana menegakkan hukum agraria di masyarakat yang 

sayangnya tidak menjadi prioritas para kandidat, kecuali mengurus masalah kantor 

dimana letaknya. (Wawancara dengan Husen Alting, di LML, Maluku Utara, 2/12/2011) 

Beberapa persoalan penting (urgent and crucial) pemekaran daerah karena 

desentralisasi akan meliputi beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius masyarakat 

sipil (civil society), elit lokal, pemerintah pusat (state) sebagai penyelenggara 

pemerintahan. Beberapa persoalan tersebut adalah seperti soal (1) pendanaan daerah 

berdasarkan APBD dan APBN yang membengkak padahal daerah tidak memiliki 

sumber-sumber keuangan yang memadai; (2) homogenisasi sosial dalam arti etnis, agama 

dan suku dalam sebuah pemukiman yang akan berpotensi dalam konflik sosial 

(communal conflict/communal violence) yang berbasis pada homogenitas etnis, agama 

dan suku; (3) pertarungan the local political elite maupun local politicians, bureaucracy 

and local leadership, dan persoalan (4) political rent-seeking yang bermakna bisnis 

politik dengan sumbu utama Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di daerah. (Ratnawati, 2009)  

Perhatikan sumber-sumber perekonomian Maluku Utara, yang sebagian besar 

perekonomian daerah bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor 

pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya. Daya gerak ekonomi swasta 

menunjukkan orientasi ekspor, antara lain: Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera). 
Falabisahaya (Pulau Mangoli). Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera) sekarang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Halmahera
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Mangoli&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Halmahera
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tidak beroperasi sejak kerusuhan tahun 2000 sehingga 4.500 tenaga kerja perkebunan 

pisang menganggur kembali, sementara lapangan pekerjaan sebagai penggantinya belum 

tersedia di Maluku Utara.  

Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT. Usaha Mina (BUMN) di 

Panamboang (Pulau Bacan). Tambang Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao 

dan Malifut (Pulau Halmahera). Tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe 

dan Pulau Pakal. Dimana seluruh sumber perekonomian Maluku Utara tidak pernah imun 

dari konflik antarwarga masyarakat dengan pihak perusahaan, seperti di Perkebunan 

Pisang, tambang Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang milik investor Australia. 

Memperhatikan beberapa persoalan daerah pemekaran diatas, dalam bagian ini 

hendak diberikan deskripsi dan analisis atas persoalan tersebut dengan kekhususan daerah 

Maluku Utara sehingga dapat memberikan gambaran betapa rentannya persoalan 

pemekaran yang terjadi di Indonesia. Sangat banyaknya jumlah daerah yang dimekarkan 

tetapi yang memiliki kapasitas tidaklah sebanding dengan kerangka public services yang 

diharapkan. Banyaknya daerah yang dimekarkan seringkali hanya berhubungan dengan 

apa yang dinamakan “politik daerah atas pusat”. Beberapa persoalan serius yang hendak 

dibahas dibawah ini merupakan hal yang menandakan terjadinya masalah di daerah 

pemekaran, namun seringkali tidak diperhatikan oleh para pembuat kebijakan pemekaran 

sehingga pemekaran terkesan kebutuhan elitis. 

 

3. Masalah yang Dipersoalkan 

Sebagaimana disinggung diatas bahwa daerah pemekaran seringkali menjadi 

“lahan bisnis” banyak pihak. Antar pihak bertarung untuk memperebutkan dan 

menjadikan masalah yang ada ditingkat lokal sebagai sandera politik (political bickering) 

sehingga memiliki daya tawar yang kuat. Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya 

alam (seperti tambang emas dan nikel selain minyak/gas alam) yang masih belum 

tereksplorasi dengan maksimal. PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang merupakan 

perusahaan eksplorasi tambang di Kawasan Gosowong (Telok Kau Malifut) adalah 

perusahaan tambang yang bekerja sama dengan pihak asing (Australia) yang diduga 

merupakansumber keuangan daerah dan bahkan ATM para elit lokal sehingga menjadi 

menarik dipihak kepala daerah Maluku Utara. Perusahaan NHM telah beroperasi sejak 

tahun 1990-an sejak sebelum Maluku Utara berpisah dengan Maluku Ambon. NHM 

merupakan perusahaan asing yang mengusai saham untuk melakukan eksplorasi tambang 

mineral di Kawasan Halmahera Utara dan dan Halmahera Barat Maluku Utara. 

Selain gas alam, masalah lain yang berkembang di Maluku Utara adalah soal 

pemanfaatan dan produksi pertanian yang tidak maksimal. Sebagai daerah penghasil 

pisang, ubi dan kelapa Maluku Utara tidak memiliki sarana produksi yang memadai 

dalam hal hasil pertanian yang jumlahnya melimpah. Bahkan pabrik dan perkebunan 

pisang yang terdapat di Galela telah berhenti beroperasi sejak terjadi konflik kekerasan 

tahun1999-2000 yang lalu padahal perkebunan dan perusahaan pisang Kavendis mampu 

menyerap 4.500 tenaga. Sekarang setelah tutup maka sekurang-kurangnya 4.500 tenaga 

kerja menganggur kembali sementara lapangan pekerjaan lain tidak ada. Jika 

diperhatikan dari sumber-sumber pertanian sebenar Maluku Utara merupakan daerah 

yang memiliki lahan pertanian cukup banyak namun pemanfaatannya sangat minimal. 

Bahkan perkebunan Pisang Kavendis miliki PT Sinar Mas sekarang telah berhenti 

memproduksi pisang kenamaan asal Maluku Utara, Galela khususnya, sejak konflik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bacan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Halmahera
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Gebe&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Pakal&action=edit&redlink=1
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tahun 1999-2001 sepuluh tahun yang lalu. Saat ini ada inisiatif untuk dioperasikan 

kembali namun belum terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah 

Daerah. 

Terjadinya ledakan tenaga kerja yang mengganggur akan menjadi persoalan 

serius di Maluku Utara sebab bukan saja tenaga kerja yang berasal dari Maluku Utara 

tetapi berdatangannya tenaga kerja dari Jawa, Bugis dan Buton merupakan tantangan lain 

yang dihadapi masyarakat Maluku Utara dalam persaingan tenaga kerja. Tenaga informal 

sekarang ini banyak ditempati para pendatang dari Jawa, Bugis, Buton maupun Batak. 

Sementara tenaga kerja dari Maluku Utara hanya banyak di dunia adminsitrasi kantoran 

dan sebagian di sungai menjadi tukang speed. Dalam perkembanganya bukan hal yang 

tidak mungkin lahan pekerjaan speed juga menjadi lahan pekerjaan para pendatang dari 

Jawa, Bugis, Buton bahkan Batak tidak lagi dari Maluku Utara sebagaimana sekarang 

terjadi. Hal tersebut memungkinkan munculnya masalah dalam persaingan pencarian 

pekerjaan yang menjadi basis ekonomi masyarakat dan akan berbahaya jika tidak 

dikelola dengan benar. Oleh sebab itu, lapangan pekerjaan yang sempit di Maluku Utara 

sebenarnya menjadi hal yang sangat penting direspons oleh banyak pihak di Maluku 

Utara dan Indonesia umumnya. 

Persoalan lahan atau pertanahanan (agrarian) yang sebagian merupakan tanah adat 

atau ulayat tetapi telah dihuni dan diolah oleh penduduk tetapi tidak memiliki Surat Hak 

Miliki (Sertifikat) dari Agraria sekarang ketika hendak disertifikasi terjadi mafia 

pertanahan yang sangat mahal di lingkungan dinas atau kantor agrarian Provinsi dan 

Kabupaten. Percaloan pembuatan akta tanah merupakan hal yang sekarang benar-benar 

terjadi sangat marak. Masyarakat Ternate dan Maluku Utara secara keseluruhan dalam 

kondisi dijajah oleh para calo akte tanah sebab sebagian besar warga masyarakat memang 

belum memiliki akta atau sertifikat tetapi telah bertahun-tahun sejak bapak moyang 

mereka mendiami dan mengolah lahan yang ada selama ini hanya karena warisan turun 

temurun. Persoalan tanah yang sangat banyak di Maluku Utara akan menjadi masalah 

serius ketika pihak pemerintah dalam hal ini pertanahan bermain disana sementara 

penduduk tidak memiliki biaya untuk membayar sertifikat yang harusnya menjadi milik 

warga Negara. (Wawancara dengan Rektor I Unkhair dan Dekan Fisipol UMMU, 3 

Desember 2011) 

Persoalan pertanahan mencuat sejak tahun 2000 karena isu land reform, sebab 

banyak tanah di Maluku Utara merupakan tanah yang dianggap tidak jelas dan dianggap 

menjadi miliki Perhutani atau milik negaranamun dengan pelbagai cara dapat berubah 

menjadi miliki perseorangan. Bisa dengan sebaliknya, tanah yang selama ini sudah diolah 

oleh warga masyarakat sejak turun temurun, hutan belantara yang tidak ada 

penduduknya, sehingga diduga milik tanah adat, kemudian ditanami dan didiami 

penduduk kemudian diklaim milik Negara. Tanah tersebut dapat tetap menjadi miliki adat 

atau perseorangan ketika “ada traksaksi politik agraria” dengan pejabat pertanahan 

setempat, baik Kabupaten atau pun Provinsi untuk mendapatkan pengakuan atas 

tanahnya. Sekarang inilah isu soal tanah adat dan taah perseorangan menjadi trend dalam 

kasus Pemekaran di Maluku Utara karena demikian banyaknya tanah yang dianggap 

tidak bertuan, tetapi sejak lama dihuni dan menjadi milik perseorangan karena 

berdasarkan hukum adat yang telah turun temurun. Jika masalah ini tidak selesai dengan 

baik akan menjadi potensi konflik sosial yang sangat berbahaya sebab soal tanah 

merupakan persoalan yang selalu sensitive di Maluku Utara bisa bunuh membunuh. 
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Diketahui di Maluku Utara ini soal konflik sebenarnya hal biasa saja dan cepat selesai. 

(Wawancara dengan Murid, di UMMU Ternate, 3/12/2011) 

Etnisitas merupakan masalah lain yang selalu muncul dalam persoalan daerah 

Pemekaran. Bahkan soal etnisitas sering menjadi pendorong munculnya pemekaran 

wilayah baru karena berdasarkanpada sentiment etnisitas. Sentimen etnisitas di Maluku 

Utara dipakai untuk kepentingan pemilihan kepala daerah dan pemekaran Wilayah bukan 

hal aneh , sebab di Maluku Utara etnisitasnya cukup banyak dan ikatan etnisitas cukup 

kuat sehingga dimanfaatkan oelh politisi lokal untuk kepentingan politiknya. Apa yang 

dilakukan oleh elit lokal menghidupkan kembali unsure etnis dalam Kabupaten adalah 

upaya membangun semangat etnisitas padahal sebelumnya tidak ada. Bahkan gagasan 

menghidupkan klan-klan di Maluku Utara merupakan bentuk konkret betapa etnisitas 

menjadi hal penting. (Wawancara dengan Staf pengajar Fisipol UMMU, Murid, dosen 

Fisipol ,  dan Direktur Pascasarjana UMMU 3 Desember 2011) 

Dari masalah yang muncul tersebut kemudian berujung pada rebutan penduduk 

untuk kepentingan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada Maluku Utara) dari tingkat 

Kabupaten, Kota dan Provinsi) seperti terjadi pada Pilkada 2004-2009 dan diduga akan 

dipergunakan sebagai senjata ampuh dalam Pilkada 2013 mendatang yang kandidatnya 

sudah berjumlah 17 Orang dan diperkirakan akan muncul lagi sosok lain. Seperti 

dikatakan Wakil Rektor I Unkhair, bahwa Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara 

selalu ramai dari berbagai etnisitas sebab dimensi etnis seringkali dijadikan alat untuk 

mobilisasi massa dalam politik lokal (Pilkada). Etnisitas akan menjadi bagian penting 

dalam proses Pemilu Kepala daerah di Maluku Utara sebab berbagai etnis yang ada 

seringkali merasa menjadi bagian dari kandidiat yang muncul sekalipun setelah itu 

sebenarnya tidak juga mendapatkan perhatian serius kecuali saat Pemilukada. Disinilah 

pentingnya memperhatikan etnisitas dalam Pilkada Maluku Utara. (Wawancara 3 

Desember 2011). 

Dengan sedikit ringkas dapat dikatakan bahwa persoalan pelik di daerah 

Pemekaran seperti Maluku Utara adalah persoalan ekonomi, etnisitas dan politik elit lokal 

yang dapat dikatakan “egois” antar mereka sehingga begitu kuat hasrat politiknya dengan 

kondisi daerah yang serba minimal. Para elit lokal sering berpikir dimana kota yang akan 

dijadikan Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi bukan apa yang akan diperbuat dengan 

pemekaran daerah. Hal ini menggambarkan demikian tingginya keinginan politisi atau 

elit lokal dalam politik pemekaran daerah. Seperti disampaikan Dekan Fisipol UMMU 

bahwa para elit politik lokal sibuk memikirkan dan berdebat soal lokasi kota Kabupaten 

atau Kota bahkan Kota Provinsi sebagai pusatnya ketimbang memikirkan apa yang akan 

dilakukan setelah pemekaran. (Wawancara 3 Desember 2011) 

Sumber daya alam, etnisitas, lahan dan pertanian menjadi arena perebutan antar- 

elit lokal karena di situlah sebenarnya sumber keuangan daerah sekaligus ATM para elit 

lokal. Dengan pelbagai motivasi dan agenda yang dimiliki elit lokal, maka pemekaran 

dianggap sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah konflik di daerah. Padahal 

sebenarnya konflik di daerah pemekaran terjadi karena peran-peran elit lokal yang 

menghendaki adanya keberlangsungan dinasti kekuasaan dan aliran dana dari pusat 

maupun dari lokal dalam bentuk yang sangat multi wajah. Dari berformula APBN, DAU 

maupun ATM pribadi elit lokal. 

 

4. Para aktor yang Bermain di Dalam Konflik 
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Para aktor yang sering dianggap “bermain dalam konflik pemekaran” antara lain 

mereka yang merasa memiliki power cukup kuat dan mereka yang tidak kuat powernya 

tetapi merasa memiliki peluang atau dukungan dalam proses politik di daerah. Mereka 

adalah kelompok etnis tertentu seperti kaum perempuan, dan kelompok adat tertentu 

sebagai kelompok yang lemah secara kekuasaan tetapi merasa memiliki peluang. 

Sedangkan mereka yang tinggi tingkat kekuasaannya dalam Pilkada yakni Kepala Daerah 

(Provinsi), Bupati, Walikota, Bupati dan Camat). (lihat Penelitian PSKP UGM, 2010, 

Potensi Konflik dan Perdamaian dalam Masyarakat Maluku Utara, 2010) 

Selain mereka para investor merupakan kelompok lain yang bermain dalam 

pemekaran daerah sebab mereka hendak melakukan eksploitasi sumber daya alam yang 

dimiliki daearh. Investor biasanya kongkalikong dengan pejabat lokal untuk mengajukan 

proposal eksplorasinya. Dari sana investor berkolaborasi dengan pejabat lokal menindas 

rakyatnya dan menghisap kekayaan daerah dengan memberikan “upeti” pada daerah dan 

orang-orang daerah yang dianggap mampu mengamankan asetnya di daerah.  Persoalan 

upeti menjadi hal yang dikatakan telah lazim dalam kaitannya antara pemerintah pusat, 

daerah dengan para investor untuk meloloskan apa yang menjadi kehendaknya yakni 

melakukan eksplorasi penambangan di suatu daerah. Upeti adalah hal yang tidak bisa 

dielakkan dalam persoalan penambangan sumber daya alam.  

Peran para aktor dalam konflik sebenarnya menjadi fokus banyak peneliti di 

daerah Pemekaran Indonesia. Kita perhatikan apa yang terjadi di Sumatera Utara 

(Tapanuli Selatan) yang mengakibatkan kematian Ketua DPRD asal Tapanuli Selatan, 

adalah bentuk yang paling nyata. Demikian pula di Sulawesi Barat, Poso dan Kabupaten 

Gowa di Sulawesi Selatan, adalah dimensi elit lokal yang bermain dalam kasus 

Pemekaran wilayah. Periksa kajian yang dilakukan Henk Schultze Nordholt dan Gerry 

van Klinken, tentang Politik Lokal Indonesia setelah Soeharto berhenti menjadi presiden 

karena turun pada Mei 1998. Hal serupa dapat ditemukan dalam kasus Pemekaran di 

Maluku Utara. Mereka adalah para elit lokal seperti Camat, Bupati, Walikota, mantan 

politisi, gubernur dan bahkan mantan-mantan Kepala Desa dan Kepala Desa yang masih 

aktif. (Nordholt dan Gerry van Klinken, Renegotiating Local Politics Post Suharto, 2004) 

PT NHM dianggap salah satu aktor yang hanya ingin mendapatkan untung dalam 

pemekaran enam desa di Maluku Utara sehingga sekedar memberikan dana CSR pada 

Halmahera Utara lebih dari 560 juta perthun sementara memberikan kompensasi 31 juta 

pertahun kepada kabupaten Halmahera Barat. Kompensiasi CSR seperti itu karena PT 

NHM menganggap bahwa wilayah tambang Gosowong merupakan wilayah di Kabupaten 

Halmahera Utara sedangkan di Kawasan Halmahera Barat hanya sedikit saja sekalipun 

semula adalah wilayah Halmahera Barat tetapi sejak pemekaran menjadi wilayah 

Halmahera Utara. Persoalan tambang NHM di kawsan Gosong yang merupakan dua 

bagian dari Kabupaten di Maluku Utara membawa banyak dampak politik dan 

lingkungan. Dalam hal politik kawasan tambang NHM Gosowong menjadi alat tawar 

menawar politisi lokal ketika hendak Pemilukada berlangsung, dan sekaligus menjadi 

daya tawar dalam Pemekaran antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten 

Halmahera Barat, dengan pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemekaran yang 

berlangsung sejak tahun 1999 di Maluku Utara memiliki karakteristik yang dapat 

dikatakan unik sebab sekalipun telah “diselesaikan” tetap konflik. 

 

5. Dampak konflik pada masyarakat 
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Terjadinya pertarungan para elit lokal di Maluku Utara yang melibatkan gubernur, 

Bupati, camat, para pejabat Kabupaten, Kota maupun Provinsi termasuk politisi di DPRD 

menjadikan konflik Maluku Utara masyarakatnya menjadi segregatif dalam sekat etnik 

dan marga. Antar marga dan etnik saling mendukung dalam lingkungan etniknya tetapi 

tidak bersahabat dalam etnik lainnya. Diantara mereka dimobilisasi untuk mendukung 

gagasan pemekaran tetapi dilain pihak sekaligus untuk menolak adanya pemekaran. 

Mobilisasi yang dilakukan oleh elit lokal menjadi bagian tak terpisahka dari terbentuknya 

segregasi masyarakat di Maluku Utara. 

Pada enam Desa yang menjadi basis konflik di Maluku Utara, khususnya di 

Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat, muncul dua versi pemerintahan dalam 

Desa. Dalam enam desa terdapat dua belas kepala desa dan mekanisme pemerintahan. 

Dalam hal pemilihan kepala daerah dan Pemilu Legislatif terjadi dua kubu Panitia Pemilu 

yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten. Warga yang setuju 

pada Kabupaten Halmahera Utara mengikuti KPU Kabupaten Halmahera Utara dan 

warga yang setuju dengan Kabupaten Halmahera Barat mengikuti KPU Kabupaten 

Halmahera Barat. Hal ini sampai dengan Pemilukada tahun 2010 yang lalu. Bahkan 

masing-masing pihak nampaknya saling bersaing untuk mendapatkan simpati dan 

dukungan warga dengan saling mendirikan sarana pendidikan dan kesehatan walaupun 

dalam kerangka minimalis. Hal ini bisa kita lihat dari tabel berikut: 
Tabel 1. 

Jenis dan Jumlah Fasilitas Umum yang Disediakan  

Pemerintah Kabupaten Halut dan Halbar  
Jenis Fasum  Halbar  Halut  

Puskesmas  1  -  

Puskesmas 

Pembantu  

1  1  

Posyandu  12  6  

Jumlah  14  8  

 Sumber: Aziz,et.al. 2010 

 

Disebabkan terjadi segregasi yang demikian kuat di lingkungan elit, maka 

masyarakat pun akhirnya terbawa pada konflik yang dijadikan bagian dari kehidupan 

mereka. Masyarakat sering melakukan tindakan kekerasan atas aparat keamanan, pejabat 

Kabupaten, Pejabat Kecamatan yang datang dari wilayah yang berseberangan. Di 

Akelamo Kao dan Bobaniego misalnya berulang kali terjadi kekerasan atas mereka yang 

datang dari Kabupaten Halmahera Utara. Karena seringnya terjadi tindakan kekerasan 

oleh masyarakat pendukung penggabungan dengan Kabupaten Halmahera Barat, maka 

pihak Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 

2010 yang lalu tidak mendata jumlah penduduk di Desa yang konflik, sehingga mereka 

secara populasi tidak terdata oleh BPS Halmahera Utara, padahal bagi mereka 

membutuhkan pendataan penduduk karena akan berkaitan dengan banyak hal dalam tata 

pemerintahan.  

Kesulitan pendataan penduduk di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera 

Barat di enam desa menyebabkan mereka tidak memiliki status kependudukan yang jelas. 

Tergantung kepentingan politik daerah masing-masing sehingga melayani mereka 
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sementara secara permanen dua kabupaten berada dalam lingkaran konflik politik elit 

yang bermain. 

Pelayanan pemerintahan yang  terdapat di enam daerah pemekaran sampai 

sekarang demikian minimal. Infrastruktur tidak memadai baik kantor pemerintahan 

kecamatan, kelurahan, puskesmas, sekolah dan jalan yang menghubungkan antar desa di 

enam desa di kawasan Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Jeleknya pelayanan 

pemerintahan merupakan dampak paling serius dari konflik berkepanjangan di Maluku 

Utara.  

Hasil penelitian Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Yogyakarta 

memberikan rekomendasi banyak hak tentang konflik di daerah Pemekaran Maluku 

Utara. Beberapa rekomendasi tersebut berkaitan dengan penghentian “permaian politisi 

lokal” dan politisi pusat yang berasal dari Maluku Utara untuk membisniskan enam desa 

yang ada di dua kawasan kabupaten (Halmahera Utara dan Halmahera Barat). Hal itu 

dimaksudkan agar konflik horisonal berhenti, sebab telah 10 tahun hingga kini sekalipun 

telah dikeluarkan SK Mendagri tetap tidak selesai sehingga mengorbankan masyarakat 

dalam hal kesejahteraan dan pelayanan publik yang tidak maksimal bahkan cenderung 

terabaikan. 

 

6. Penyelesaian yang dilakukan 

Upaya penyelesaian konflik yang berlarut di Maluku Utara sebenarnya sudah 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya SK Mendagri Nomor 15 tahun 

2010 pada bulan Januari, namun sampai sekarang nampaknua konflik tetap belum 

menunjukkan tanda-tanda akan selesai. SK Mendagri muncul karena pihak Kabupaten 

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintah Provinsi telah berulang 

kali mengadakan pertemuan untuk penyelesaian namun tidak pula menemukan titik temu 

penyelesaian. Ketiga komponen pemerintahan akhirnya menyepakati untuk diselesaikan 

oleh pihak pemerintah pusat dalam hal ini Depdagri, namun yang terjadi di lapangan 

sampai sekarang tidak pula selesai. Hal ini memberikan penanda bahwa konflik enam 

desa di Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat) merupakan 

lahan bisnis politik kaum elit di Maluku Utara.   

Pertemuan untuk penyelesaian diadakan antara lain oleh Gubernur Maluku Utara, 

Kepala Bappeda, Sekda Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi, Bupati Halmahera Utara, 

Bupati Halmahera Barat, Ketua DPRD Kabupaten Halbar, Ketua DPRD Halut, Sekda 

Halbar dan Sekda Halut, dengan pihak Depdagri, aparat keamanan TNI dan Polisi untuk 

menentukan bagaimana peneyelesaian akhir enam desa di dua kawasan kabupaten yang 

bermasalah dan berlarut-larut hingga akhirnya disepakati untuk diserahkan pada 

Depdagri dalam hal ini Mendagri dan Mendagdi Gamawan Fauzi telah mengeluarkan SK 

untuk status enam desa di Kabupaten Halbar dan Halut menjadi bagian dari kabupaten 

Halmahera Utara. Dari sana harusnya konflik enam desa telah selesai tetapi senyatanya 

masih terus berlangsung sampai sekarang di Maluku Utara. 

Penyelesaian lainnya sebenarnya telah beberapa kali dilakukan dengan cara 

dialogis dan negosiasi antar kelompok yang bertengkar dari Kabupaten Halmahera Utara 

dan Kabupaten Halmahera Barat. Upaya dialog dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi 

untuk mendatangkan dua kubu yang berkompetisi dalam memperoleh wilayah yang 

dipersengketakan, tetapi yang selalu terjadi adalah ketidakhadiran salah satu pihak dari 

Kabupaten yang terlibat kompetisi wilayah yang dipersoalkan.  
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Upaya akhirnya tinggal upaya dan suatu ketika disepakati oleh Dua Kabupaten 

dan anggota dewan untuk menyerahkan pada pemerintah Provinsi. Tetapi pihak provinsi 

akhirnya menyerahkan kepada Pemerintah Pusat sehingga keluarlah SK Mendagri yang 

tertanggal 14 Januari 2010 yang memutuskan bahwa enam yang dipersengketakan sampai 

berdarah-darah oleh Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat diputuskan 

menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Utara. Namun konflik pun tidak selesai 

malahan semakin menjadi-jadi dengan pelbagai modusnya. 

 

7. Konstruksi Politik Pemekaran 

Konstruksi Elit 

Dalam pemahaman elit politik tampaknya pemekaran adalah solusi atas terjadinya 

banyak problem ditingkat lokal. Hal ini dikarenakan dengan pemekaran sekalipun minus 

pelayanan, minus infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, karena persyaratan yang 

sangat ketat untuk memekarkan daerah namun dengan mudah dijadikan sandera Politik 

dan kotak Pandora resolusi konflik yang muncul di daerah. Dalam bahasa lain konstruksi 

pemekaran di kalangan elit lokal adalah persoalan dinasti kekuasaan lokal oleh elit-elit di 

tingkat lokal.  

Konstruksi elit tentang pemekaran sebenarnya tidak berbeda dengan mekanisme 

penyelesaian konflik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala daerah terutama dari pihak 

yang kalah dalam persaingan pemilu kepala daerah. Padahal dalam kenyataannya 

seringkali pemekaran adalah kepanjangan tangan dari konflik elit lokal yang tidak terima 

atas hasil yang diperoleh saat Pemilu kepala daerah namun beralibi bahwa pemekaran 

adalah yang paling rasional karena daerahnya sangat luas. Etnisitas yang beragama dan 

agama yang beragama membuat sulit dalam pengaturan wilayah karena itu diajukan 

proposal pemekaran kepada DPR Pusat dan Pemerintah Pusat. Dari sana kemudian 

dilakukan lobi-lobi politik untuk meloloskan proposal pemekaran tersebut. Hal yang 

harus kita ketahui proposal pemekaran bukanlah berbiaya murah tetapi sangat mahal 

sekaligus juga sering mempergunakan perguruan tinggi sebagai basis legitimasi 

politiknya atas proposal pemekaran daerah yang belakangan marak di Indonesia sudah 

mencapi lebih dari 540 Kabupaten/kota.  

Elit politik lokal seperti DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota adalah 

pihak yang mengkonstruksikan bahwa pemekaran merupakan salah satu alternatif untuk 

mensejahterakan dan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Apa yang terjadi dengan 

tidak selesainya enam desa di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat adalah 

bukti yang bisa dikatakan sahih tentang politik elit terkait pemekaran daerah karena 

setelah diberikan kepada Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ternyata tidak 

juga mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi, bahkan ada dua kubu dalam 

pelayanan enam desa karena masing-masing Kabupaten sama-sama menyediakan 

pelayanan kepada masyarakat. Konflik enam desa di Maluku Utara sampai sekarang 

sudah berjalan 10 tahun. (Lihat analisis Lapangan Pusat Studi Keamanan dan 

Perdamaian UGM tentang Konflik Enam Desa Maluku Utara, 2010). 

 

7. Konstruksi Mayoritas  

Penduduk mayoritas yang ada dalam sebuah daerah, apalagi jika mereka adalah 

“awam” politik tidak akan pernah mempersoalkan apa pentingnya pemekaran daerah atau 

tidak. Buat penduduk awam yang dibutuhkan adalah bagaimana mereka mendapatkan 
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kemudahan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, dapat menyekolahkan anaknya 

sampai minimal sekolah menengah atas syukur-syukur sampai perguruan tinggi, dapat 

memberi makan pada seluruh anggota keluarga dan tidak mendapatkan banyak masalah 

dalam hidup. Perhatikan pendapat penduduk di Maluku Utara ini: “Kami tidak terlalu 

pusing dengan pemekaran atau tidak mekar, yang penting buat kami adalah bagaimana 

bisa makan dan tidak terjadi kerusuhan karena membuat kami susah”. (Bung Oscar, 4-

Desember 2011) 

Tetapi akan berbeda dengan penduduk yang dikatakan melek politik terutama elit 

politiknya akan menilai bahwa pemekaran tidak lain merupakan kepentingan elit lokal 

dan pusat yang hendak melakukan barter politik. Oleh sebab itu, proposal pemekaran 

selalu muncul dari daerah dan pusat seringkali menyetujuinya sekalipun di lapangan 

banyak persoalan serius yang tidak tertangani. Hal ini bisa terjadi karena adanya 

“kongkalikong” dan barter politik antara elit lokal dengan elit pusat yang sama-sama 

menguntungkan.  Perhatikan pendapat salah seorang birokrat yang ada di Maluku Utara 

dengan nada keras: Pemekaran sebenarnya kepentingan segelintir orang lokal dan pusat 

yang sama-sama diuntungkan sehingga tidak melihat dampak dalam pemekaran daerah. 

Lemahnya pelayanan dalam pemerintahan daerah, kurangnya infrastruktur, dan 

kurangnya Sumber Daya Manusia sering tidak diperhatikan dalam pemekaran yang 

dilakukan oleh elit-elit lokal maupun pusat. Pemekaran benar-benar hanya masalah 

politik, bukan masalah kesejahteraan apalagi pelayanan yang baik (good governance). 

(waancara dengan Pegawai Bappeda Maluku Utara, 2/Desember 2011)  

Memperhatikan pendapat di atas sebagian besar masyarakat di daerah pemekaran 

bisa dikatakan tidak peduli dengan adanya atau tidak adanya pemekaran. Tetapi yang 

masyarakat butuhkan adalah kesejahteraan, pelayanan dan kemudahan-kemudahan lain 

dalam masyarakat dan urusan yang menyangkut wilayah publik. Sementara elit politik 

menganggap pemakaran sebagai solusi alternatif atas terjadi konflik di daerah, padahal 

konflik hanyalah terjadi di lingkaran elit lokal dan elit pusat yang berasal dari lokal 

tertentu. Hanya karena kalah dalam persaingan memperebutkan jabatan di suatu provinsi 

atau kabupaten/kota maka mereka kemudian mengajukan proposal pemekaran daerah 

pada pusat. Hal ini menunjukkan bahwa logika kekuasaan sebenarnya jauh lebih 

menonjol dibanding logika pendekatan pelayanan dan perbaikan pelayanan yang selama 

ini nyaris selalu menjadi topeng dari tiap proposal pemekaran.   

Politik mayoritas juga sering menjadi salah satu proposal suatu daerah 

memekarkan diri sebab dalm jumlah penduduk berdasarkan agama, etnis maupun klan 

sering dijadikan bagian tak terpisahkan dalam perkembangan politik chauvinism yang 

berlebihan sehingga mekar dianggap solusi terbaik atas heterogenitas penduduk yang 

terdaapat di suatu daerah. Usulan elit lokal dengan kondisi populasi yang mayoritas 

seringkali dimobilisasi sehingga mayoritas seakan-akan mendukung atas kebijakan dan 

proposal pemekaran. Berdasarkan agama, etnis dan suku tertentu daerah kemudian mekar 

dan berpisah dari kabupaten induk atau dari Provinsi Induknya. Sumatera Utara kasus 

Tapanuli Selatan yang hendak berpisah dari Tapanuli Utara adalah bentuk nyata dari 

etnisitas dan agama yang dijadikan bagian terpenting dalam proposal pemekaran daerah. 

Halmahera Utara dan Halmahera Barat menjadikan agama dan etnisitas dalam politik 

pemekaran daerah. 

 

8. Konstruksi Minoritas 
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Kaum minoritas dalam konflik pemekaran cenderung diam mengikuti arus yang 

berkembang. Jika disuatu daerah cenderung kepada salah satunya maka mereka akan 

mengikutinya, yang penting buat kaum minoritas adalah aman secara sosial, dan 

ekonomi. Sebab trauma politik kekerasan tahun 1999 – 2001 telah memberikan catatan 

merah tentang keterlibatannya dalam konflik yang tidak dikehendaki oleh masyarakat 

minoritas. Mereka cenderung menjadi korban politik, sehingga dalam kasus pemekaran 

kaum minoritas berposisi memperhatikan kondisi politik yang berkembang di 

wilayahnya. Tidak banyak berbuat yang melawan arus politik mayoritas yang 

berkembang di masyarakat. Kaum minoritas agama dan etnis memang bersifat “diam dan 

menunggu” keputusan yang hendak diambil oleh pemerintah daerah dalam hal 

pemekaran. 

 

9. Konstruksi Masyarakat (massa-awam) 

Soal pemekaran di daerah sebenarnya tidak menjadi konsentrasi dari masyarakat 

awam sebab mereka lebih memilih bagaimana agar dapat menjalankan roda kehidupan 

secara normal dan tanpa banyak terlibat dalam konflik politik yang akan mengganggu 

roda ekonomi masyarakat. Seorang sopir taksi menyatakan “bahwa soa pemekaran tidak 

terlalu banyak diketahui masyarakat awam, namun masyarakat awam menjadi 

mengetahui karena elit-elit lokal memberikan pemahaman pada mereka dan masyarakat 

sering dimobilisasi untuk demonstrasi ke kantor DPRD atau kantor Gubernur dan Kantor 

Bupati, tidak tahu apa tujuannya yang penting mendapatkan uang saku dari para 

penggerak demonstrasi yang dilakukan. Lainnya tidak banyakpeduli.” 

Pemekaran dengan demikian dapat dikatakan sebagai konstruksi elit politik lokal 

bukan konstruksi masyarakat awam atau rakyat. Rakyat biasa adalah warga yang 

dijadikan pedoman dan acuan untuk alat tawar menawar pada sesame elit politik yang 

berbeda pandangan tentang pemekaran dan berbeda pilihan politik.  Rakyat dijadikan 

sarana mobilisasi politik elit lokal tentang pemekaran. Hal seperti itu demikian tampak 

ketika demonstrasi yang dilakukan di Kantor Gubernur, kantor Bupati da kantor DPR 

pusat masyarakat datang menggunakan bus atau ke Jakarta menggunakan pesawat tetapi 

tidak mengetahui apa tujuannya. 

 

d. Kesimpulan  

Soal SDM, para raja kecil yang ada di daerah, siapakah mereka dan darimana 

datangnya –asal usulnya penting menjadi kajian dalam pemekaran di Maluku Utara. Dari 

kajian di Maluku Utara maka yang dikatakan para raja lokal adalah para politisi daerah 

yang berkarir di lokal maupun pusat, mantan-mantan birokrat dan pejabat daerah yang 

seringkali “kalah bertarung” dalam proses politik lokal seperti dalam Pemilukada dan 

Pileg tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghembuskan 

persoalan konflik di daerah dengan menyatakan terjadi money politics atau pun buruknya 

pelayanan publik sehingga butuh pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintahan 

yang bersih dan efektif kemudian diformalkan dalam bentuk pemekaran daerah. Inilah 

kartu truf politik para politisi lokal dan birokrat daerah yang kalah dalam pertarungan 

karena ambisi-ambisi politik pribadi. 

Soal finansial, berkaitan dengan pembagian sumber-sumber finansial sebagai 

basis keuangan pusat dan daerah. Seringkali persoalan pemekaran tidak memperhatikan 

kondisi finansial yang mungkin dibutuhkan oleh sebuah kabupaten/kota atau provinsi 
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yang baru saja dimekarkan. Sebab yang menjadi pemikiran sebagian elit lokal adalah 

bagaimana sebuah daerah mekar dahulu, memikirkan di manakah calon lokasi ibukota 

dan siapa yang akan menjadi pejabat di suatu daerah, dan bukan bagaimana membangun 

infrastruktur daerah dan darimana dana pembangunan didapatkan selain dari APBN 

(pusat) dan PAD dan DAU, nyaris tidak terpikirkan dengan matang. 

Soal SDA yang akan menumpuk adanya Dana Alokasi Umum, bahan tambang 

yang menjadi salah satu titik sumber sengketa. Sumber-sumber tambang dan DAU 

merupakan bagian yang paling krusial dipertentangkan (dikonflikkan) dalam sebuah 

daerah pemekaran. Apa yang terjadi di Maluku Utara merupakan contoh yang cukup 

jamak untuk sebuah daerah pemekaran, sumber daya alam, dan sumber daya manusia 

merupakan problem tersendiri yang sangat serius dari daerah pemekaran sebab akan 

menjadi rebutan antar wilayah dan membuahkan konflik berkepanjangan karena soal 

akses atas sumber-sumber ekonomi dan kesejahteraan yang seringkali dijanjikan oleh 

pemerintah atas penduduk. SDM menjadi problem karena kurangnya SDM yang 

professional dalam sebuah wilayah yang baru dimekarkan untuk menempati jabatan-

jabatan tertentu yang telah ditentukan karena itu seirngkali seperti “bagi-bagi kapling 

jabatan” antar pejabat dan politisi lokal yang menghendaki pemekaran dilakukan. 

Penataan birokrasi pejabat daerah di daerah baru dan alokasi SDM yang di daerah 

yang dimekarkan. Persoalan Sumber Daya Manusia yang seringkali tidak tersedia dengan 

baik di daerah pemekaran harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, sehingga ketika terjadi konflik di daerah penyelesaiannya bukanlah kemudian 

mengajukan “proposal pemekaran” atau menerima “proposal pemekaran” yang diajukan 

oleh politisi-politisi lokal. Hal ini akan memberikan peluang terjadinya kinerja birokrasi 

yang tidak professional dan menghambat adanya pelayanan publik yang sehat. Gagasan 

mengenai pemerintahan yang baik akan sangat tergantung pada aparat birokrasi yang 

handal dan professional. 

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka perlu difikirkan suatu gagasan “shadow 

state” yang mampu mengontrol berjalannya pemekaran yang penuh dengan konflik 

kepentingan antar elit lokal yang berbasiskan etnis. Selalu mengacu pada historis Maluku 

Utara dengan Kesultanan Ternate dan Kesultanan lain di wilayah Maluku Utara. “shadow 

state” yang dimaksud adalah adanya insiatif-inisatif lokal dan pusat yang kreatif 

mengelola sumber daya ekonomi sebuah daerah yang memiliki tensi konflik cukup 

tinggi. “Shadow state” merupakan salah satu media agar legitimasi pemerintah pusat 

diakui oleh daerah konflik. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemekaran sebenarnya bukanlah “jurus 

sakti” untuk sebuah proses penyelesaian konflik yang berlangsung dalam suatu daerah 

dengan kekayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Konflik bahkan dapat timbul 

karena pemekaran yang dilakukan apalagi jika proses penyelenggaraan pemerintahan 

tidak akuntabel dan legitimate dimata masyarakat. Oleh sebab itu hal yang penting 

dikerjakan adalah bagaimana proses pelayanan dan legitimasi kekuasaan menjadi 

pertimbangan dalam proses politik lokal termasuk pemekaran seperti di Maluku Utara. 

Sebuah daerah dengan tingkat kompetisi politik lokal yang tinggi dan persaingan antar 

warga demikian kentara membutuhkan media lain agar masyarakat dapat terlayani 

dengan baik. Good Governance, sebagaimana disarankan oleh ahli politik lokal dapat 

menjadi pertimbangan. 
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BAB 5 

POLITIK UANG DALAM PEMILU-PEMILUKADA 2014 :  

MODUS DAN RESOLUSINYA1 

Kajian dalam tulisan dibawah ini hendak memaparkan terjadinya politik uang dalam 

Pemilu yang berlangsung di Indonesia. Politik uang semakin canggih dalam beroperasi. 

Modus yang dilakukan beragam, dari memberikan hadiah, memberikan dorprize, 

memberikan uang saku saat pemilihan berlangsung, memberikan janji menjadi pegawai 

sampai dengan memberikan janji memberikan proyek. Para pelaku politik uang tidak saja 

kalangan politisi tingkat pusat, tetapi terjadi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. 

Politik uang yang demikian marak itu, bagaikan kentut, sehingga disebut dengan kentut 

politik, sering sangat berbau busuk, bahkan terdengar ditelinga tetapi tidak pernah 

tertangkap siapa pelakunya. Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) tidak bisa memberikan sangsi memberhentikan para pelaku politik uang, bahkan 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga tidak bisa menegurnya. Itulah gerak politik uang 

yang terus terjadi di dalam setiap Pemilu tetapi selalu gagal diberhentikan. Tulisan ini 

kemudian menawarkan alternative solusi yakni dengan melakukan diskualifikasi atas para 

pelaku politik uang untuk turut serta dalam Pemilu saat diketahui mempraktekkan 

sekaligus Pemilu berikutnya dilarang turut berkompetisi.  

 

1. Pendahuluan 

Tulisan dalam makalah ini akan difokuskan pada masalah-masalah yang terkait 

dengan politik uang dalam pemilu dan bagaimana menguranginya. Sekalipun tulisan ini 

difokuskan pada masalah tersebut, namun tidak berpretensi untuk dapat menjelaskan 

secara detail tentang masalah yang sudah terang benderang, tetapi sering dianggap gelap 

menyangkut politik uang. Hal itu karena dalam perspektif hukum positif selalu tidak ada 

bukti otentik di lapangan mengenai praktek politik uang. Para hakim dan jaksa mengalami 

kesulitan mendapatkan bukti kuitansi dalam pemberian uang menjelang 

pemilu/pemilkada, kecuali dilakukan politisi oleh para politisi yang disebut kurang 

                                                           
1 Tulisan ini merupakan revisi dari makalah yang disampaikan dalam seminar dan Workshop: “Pengaruh Politik 
Uang terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilu”, yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol 
UMY dan KPU Kabupaten Bantul, 2 Mei 2012 di UMY Yogyakarta. Terdapat beberapa tambahan penjelasan dan 
analisis berdasarkan respons peserta seminar. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada para 
peserta yang dengan antusias mengikuti sesi seminar, sehingga makalah yang disajikan mendapatkan umpan balik 
yang sangat kaya untuk memperkaya tulisan ini. Tanggung jawab materi dan analisis dari tulisan ini terletak pada 
penulis yang dikemukakan kembali untuk jurnal MIPI. 
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berpengalaman alias “BEGO”, sehingga bersedia memberikan uang menjelang pemilihan 

dengan kuitansi! Tulisan ini didasarkan pada pendekatan sosiologi politik untuk melihat 

masalah politik uang dan pemilu yang dibahas. Tulisan ini berharap akan menjadi salah 

satu sumbangan pada public untuk menghadapi Pemilu 2014 yang akan berlangsung kira-

kira satu setengah tahun mendatang. 

Dalam tulisan ini, juga hendak disampaikan bagaimana proses penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan respons partai politik 

sebagai peserta Pemilu. Baik respons saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan 

Pemilukada yang disinyalir terjadi banyak pelanggaran dan masalah. Namun, sebagaimana 

dikatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dimana setiap pelanggaran dan masalah 

Pemilu nyaris tidak ada yang terselesaikan karena waktu yang diberikan hanya dua minggu 

sampai satu bulan setelah pengaduan kepada Bawaslu oleh para pelapor. Terdapat 

problem konstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu, sebab kekuatan Bawaslu dan KPU 

sebenarnya sebatas kekuatan legal formalistic. Sementara itu, substansialnya tidak 

diberikan kepada KPU maupun Bawaslu sebab partai politik, terutama Dewan memiliki 

otoritas yang sangat kuat dan itu membahayakan. (Wawancara dengan mantan Ketua 

Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo/2 Mei 2012) 2. 

Kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa para calon anggota 

legislative yang akan duduk menjadi dewan tingkat Kabupaten/Kota hingga pusat yang 

menjadi pemenang adalah calon yang memperolehan suara terbanyak, bukan nomor urut. 

Disini jelas nanti akan terjadi pertarungan yang sengit sesama calon (kandidat) anggota 

dewan pada Pemilu 2014. Oleh sebab itu, agak sulit dibayangkan jika nanti tidak terjadi 

praktik-praktik politik uang yang dilakukan oleh para politisi yang mencalonkan diri 

menjadi anggota dewan pada Pemilu 2014. Pertanyaannya, apakah Negara ini akan kita 

                                                           
2 Wawancara dilakukan setelah workshop dan seminar dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Sebagai Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo mempertanyakan mekanisme penyelesaian kasus Pemilu yang 
hanya diberi waktu paling lama satu bulan, padahal dalam Pemilu 2009 yang lalu terdapat lebih dari 157 
pelanggaran yang dilakukan. Darimana kasus sejumlah itu bisa diselesaikan. Bambang kemudian menyarankan 
mestinya kasus-kasus Pemilu 2009 bisa diselesaikan sampai waktu sebelum Pemilu 2014, sehingga jika diputuskan 
bersalah maka pada Pemilu 2014 mendatang tidak bisa ikut Pemilu. Baik itu partai politik atau pun perorangan dari 
partai yang melanggar. Mestinya penyelesaian kasus Pemilu bisa berjalan mundur ini demi kebaikan 
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia untuk masa masa mendatang. 
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serahkan pada para politisi busuk yang gemar makan uang rakyat dan makan anggaran 

belanja Negara, karena adanya dorongan bahkan kewajiban untuk mengembalikan modal? 

Tentu tidak demikian. Tetapi, jika sampai ada yang berpkir bahwa uang Negara itu untuk 

dirampok oleh anggota dewan, maka pikiran semacam itu jelaslah merupakan pikiran yang 

telah tertimbun dengan tumpukan kerakusan dan ruh jahat para setan, dan demit yang 

pekerjaannya memang mendorong manusia menjadi temannya untuk menemi dalam 

kejahatan dan kemungkaran social. Sebab, korupsi politik dan korupsi keuangan adalah 

bentuk paling nyata dari kemungkaran social yang harus dilawan dengan etika dan hukum. 

Namun sedikit disayangkan, dengan sistem pemilu proporsional terbuka setengah 

hati yang diloloskan Undang-Undang (UU) Pemilu, telah membuka kembali peluang 

kandidat dengan dukungan massa seadanya, tetapi mempunyai finansial yang tebal untuk 

kembali menjadi anggota parlemen. Kandidat dengan modal uang tetapi moral bobrok, 

bersama dengan elite partai yang korup, akan berkepentingan untuk mengkampanyekan 

kepada pemilih agar hanya mencoblos partai dan bukannya orang. Sebab, dengan begitu, 

penentuan anggota parlemen cenderung relatif dimonopoli oleh elite parpol yang korup. 

Bukan hanya itu saja, kekhawatiran yang terdapat pada UU Pemilu yang telah disahkan 

oleh DPR, juga disana UU Pemilu mengizinkan badan usaha swasta untuk memberikan 

sumbangan dana kampanye kepada para peserta pemilu. Legalisasi ini jelas sangat 

berbahaya. Kebutuhan dana kampanye yang sangat tinggi akan membuka peluang 

mobilisasi korupsi dana pemilu secara massive. Kendatipun aturan dana kampanye 

mencantumkan klausul sumbangan yang tidak mengikat, namun ketentuan itu masih 

kurang tegas. Bukan rahasia lagi bahwa di balik sumbangan Pemilu selalu terselip 

kepentingan bisnis. Akibatnya, kandidat anggota parlemen, yang bernafsu kuat pergi ke 

Senayan namun bermodal moral bobrok, dengan peluang menerima langsung dana 

kampanye dari badan usaha swasta ini akan mudah tergiur untuk menjadi hamba-sahaya 

pengusaha di parlemen. Jalur sumbangan langsung antara kandidat perserorangan dan 

pengusaha ini seharusnya tidak diizinkan, karena akan membuka peluang penyelewengan 

loyalitas wakil rakyat menjadi wakil pengusaha korup. Epilog Di Jepang, dengan reformasi 

legislasi Undang-Undang Pengontrolan Dana Politik 1994, individu politisi tidak lagi 

diizinkan langsung menerima sumbangan, termasuk dari perusahaan. Hal ini dirasa 
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penting karena mengawasi aliran dana ke masing-masing individu politisi jauh lebih sulit 

dilakukan.  

Di Indonesia, dengan pemilihan serentak anggota DPR pusat dan daerah serta 

pemilihan DPD yang kandidatnya dapat mencapai ribuan orang, izin penerimaan dana 

kampanye kepada masing-masing kandidat peserta Pemilu akan berpotensi melahirkan 

jual-beli kursi parlemen di antara peserta Pemilu dengan pengusaha yang sama-sama 

korup. Akibat pengaturan dana kampanye yang relatif korup tersebut, tujuan mulia Pemilu 

untuk membentuk legislatif dan eksekutif yang bebas korupsi menjadi terancam. 

Kepentingan politik-ekonomi yang korup akan semakin menjauhkan anggota parlemen dan 

presiden terpilih nantinya dari konstituen yang sesungguhnya, yakni rakyat. Berdasarkan 

argumentasi ini, nyatalah bahwa Pemilu 2014 berpotensi menjadi ledakan bom waktu 

korupsi. Alih-alih menjadi pesta nasional rakyat, Pemilu 2014 berpotensi kuat berubah 

menjadi ledakan massive pesta nasional koruptor. Oleh karena itu, bila ini betul-betul 

terjadi, sungguh amat tragis nasib bangsa tercinta ini, jika harus tunduk pada kawanan 

politisi busuk yang korup.3  

Bahkan, persoalan Pemilu 2014, terutama terkait dengan penetapan suara 

terbanyak sebagai pemenang dalam Pemilu Legislatif disinyalir akan menciptakan banyak 

pelanggaran dan manipulasi, khususnya praktik politik uang. Praktik kotor politik 

semacam itu paling banyak diarahkan pada para politisi yang “hanya memiliki uang” tetapi 

tidak popular atau tidak jelas apa pekerjaan sebelumnya. Para politisi yang mencalonkan 

                                                           
3 Penjelasan serupa dapat diperiksa dalam tulisan Andriyanto Korupsi Pemilu 2004, 

sebagaimana tertuang dalam tulisan di harian Suara Karya online, 3 Oktober 2004. Dalam tulisan ini 
Andriyanto memberikan gambaran yang sangat terang bahwa kemungkinan Pemilu 2004 dan 2009 yang 
telah berlalu banyak menyisakan masalah korupsi, apalagi peluang menuju ke sana disinyalir sangat luas 
karena pengesahan Undang-Undang Pemilu oleh Dewan yang memang tampaknya menghendaki adanya 
praktek politik kotor di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu. Apa yang terjadi dengan 
banyaknya anggota Dewan sebagaimana dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan 
bahwa Partai korup diantaranya (Partai Golkar 14, PPP 2, Partai Demokrat 10, PAN 8, PDIP 8,  dan PKB 4, 
Gerindra 3, PKS 2) yang terjerat korupsi membuktikan jika praktek korupsi memang berjalan dengan 
lancer di Indonesia. Sekalipun sekarang para koruptor oleh beberapa pihak bisa “menikmati 
kemewahan” dalam penjara. Sebuah ironi yang sangat luar biasa seorang koruptor bisa menikmati 
kemewahan dari penjara. Inilah ironi Negara hukum yang hukumnya berkuasa dan memiliki ketajaman 
untuk orang kecil, bukan para elit politik nasional. 
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diri pada Pemilu 2014 mendatang diduga akan menelan biaya yang sangat mahal, sebab 

akan terjadi pertarungan yang sangat kompetitif dengan sesma calon legislative. 4 

Dengan kondisi seperti itu, persoalan Pemilu 2014, partai politik dan elit politik 

menjadi sangat penting dibicarakan secara jelas sehingga masyarakat banyak sebagai 

konstituen dan calon pemilih anggota dewan tingkat pusat sampai kabupaten/kota akan 

bisa mewaspadai praktik-praktik politik uang dan jenis-jenis lain praktik politisi busuk. 

Kita harus perluas juga definisi politisi busuk tersebut. Politisi busuk bukan hanya yang 

melakukan praktik politik uang saat Pemilu, melanggar HAM, melakukan pelecehan 

seksual, membuat kekerasan pada masyarakat dalam bentuk diskriminasi, melanggar 

hokum positif, dan menggelapkan uang Negara. Tetapi, politisi busuk juga harus dilebarkan 

pada mereka yang tidak mengindahkan dan mengamalkan amanat undang-undang untuk 

mensejahterakan rakyat, tetapi mensejahterakan diri dan keluarganya. Disini penting 

dilihat rekam jejak sang calon (kandidat anggota dewan) sebelum dipilih. Rekam jejak 

dapat memberikan kerangka minimal atas kandidat yang akan turut bertarung dalam 

perhelatan akbar politik Indonesia 2014 mendatang. 

Oleh sebab itu, bagian akhir dari tulisan ini hendak mengemukakan beberapa 

alternative metode agar masyarakat pemilih menjadi pemilih yang cerdas, dan kritis 

menghadapi para politisi busuk. Pendidikan politik yang kritis dan massif harus dilakukan 

oleh perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, ormas keagamaan, kepada 

masyarakat petani, pemilih pemula, dan masyarakat rentan lainnya. Semuanya harus 

bersama-sama melakukan pendidikan kritis dan cerdas menjemput Pemilu 2014 

mendatang. Jika pendidikan politik dilakukan sejak sekarang ada kemungkinkan perbaikan 

system rekruitmen dan system partai dapat dilakukan, sebab masih cukup waktu, tidak 

terlampau dekat dengan pelaksanaan Pemilu. 

                                                           
4 Lihat Kompas, 9 januari 2013. Laporan lapangan Kompas menyatakan berdasarkan wawancara dengan anggota 
dewan Partai Golkar, Bambang Susetyo. Pemilu 2014 akan sangat mahal harganya. Biaya Pemilu 2014 bisa 
mencapai 2 milyar rupiah bahkan lebih. Biaya sosialisasi, biaya pengerahan massa, biaya akomodasi, biaya 
pembuatan atribut, spanduk, dan pembayaran saksi akan mencapai ratusan juta rupiah sendiri. Hal yang sama 
dikatakan oleh anggota Dewan asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain. Biaya politik 2014 
akan sangat mahal terutama pada “politisi yang malas”, tetapi banyak uang. Uang seakan-akan menjadi pendulang 
suara paling utama. Dengan menyebar uang pada konstituen diharapkan mendapatkan suara sehingga bisa 
mencapai puluhan milyar rupiah, apalagi pemenangnya adalah suara terbanyak.  
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2. Politik Uang = Kentut Politik 

Masalah politik uang sudah sering terdengar dalam masyarakat biasa (rakyat), 

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak memenangkan pemilihan. Sering juga 

terdengar berbagai upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk memenangkan pertarungan. 

Semuanya dianggap sebagai fenomena yang biasa terjadi dan berkembang dalam 

masyarakat. Mengapa hal tersebut terjadi, bagaimana modus operandinya dan bagaimana 

mereduksinya, dalam tulis ini hendak dilihat dalam perspektif sosiologis. Harapannya 

sederhana agar masyarakat mewaspadai betapa berbahayanya praktek politik uang yang 

sudah sering terdengar namun sulit dibuktikan secara hukum. 

Politik uang, karena bagaikan “bau kentut”, maka tidak jelas siapa pelakunya, tetapi 

baunya menyengat hidung. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan 

Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah 

sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau 

didiskualifikasi. Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternative 

yang paling magis dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. 

Terdapat banyak kisah tentang politik uang tetapi selesai dengan sendirinya. Itulah 

hebatnya politik uang, uang beredar ke tengah-tengah pemilih tetapi seakan-akan tidak 

diketahui siapa pemberinya, tiba-tiba ada uang ditangannya! 

Politik Uang dan Pemilu/Pemilukada di Indonesia ibarat dua sisi mata uang yang 

tidak bisa dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Dia menyatu baik dalam Pemilu Legislatif 

maupun Pemilu Kepala daerah. Politik uang oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang 

biasa, bahkan sebagian ulama di Lirboyo Kediri, menyatakan politik uang merupakan hal 

yang halal. Politik uang adalah wajar adanya sebagai “usaha” dari mereka yang hendak 

menjabat kepala daerah atau anggota dewan memberikan “hadiah pada para calon 

pemilih”. Namun sebenarnya harus dipahami bahwa, hadiah dianggap tidak sama dengan 

politik uang, sebab hadiah diberikan kepada mereka karena senang dan tanpa beban. 

Namun boleh dikatakan juga, hadiah sebenarnya diberikan setelah selesai acara karena 

menjadi pemenang atau pretasi, bukan sebelum pertandingan. Misalnya seorang anak 

mendapatkan hadiah dari orang tuanya karena menjadi juara dalam kelas atau sekolahnya, 
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atau karena naik kelas. Panitia memberikan hadiah pada pemenang Lomba karena 

mengalahkan kandidat juara lainnya. Jadi hadiah sebenarnya lazim setelah perhelatan 

dilangsungkan bukan sebelumnya. 

Pemilu/Pemilukada yang diharapkan menjadi mekanisme pergantian kekuasaan di 

Indonesia, termasuk di daerah, dengan cara-cara demokratis, jujur, adil, transparan, dan 

tanpa intimidasi ternyata masih jauh dari panggang, sekalipun lembaga-lembaga survey 

menyatakan Pemilu Indonesia pasca 1998 merupakan Pemilu yang paling berhasil. 

Frederich Ebert Stiftung (FES), Jerman,  tahun 2004 dan 2009, misalnya menilai 

berhasilnya Pemilu Legislatif dan Pemilukada di Indonesia karena hanya sedikit perilaku 

kekerasan massal. Penilaian tersebut memang benar, jika diletakkan pada Pemilukada yang 

berhasil menjadikan kandidat menjadi Kepala Daerah atau menduduki kursi legislative, 

tetapi tanpa politik uang dan jujur masih bisa diperdebatkan secara serius, karena 

beberapa fakta lapangan berkata sebaliknya. 

Beberapa bukti lapangan misalnya, terdapat beberapa kepala daerah dan anggota 

dewan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terpidana politik uang bahkan kasus 

korupsi merupakan peristiwa perpolitikan kita yang berkubang dalam korupsi, bukan 

hanya politik uang. Bebarapa kasus korupsi yang menimpa orang-orang daerah, sebagai 

Kepala Daerah atau anggota Dewan, harusnya mendapatkan sangsi yang keras untuk tidak 

lagi aktif dan berkarya di pemerintahan atau legislative. Misalnya, Cagub DKI, Alex Noerdin, 

Gubernur Sumatra Selatan yang tersangka Korupsi, sekalipun akhirnya kalah, sebab 

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di menangkan oleh pasangan JOKOWI-AHOK. Seharusnya 

Alex Noerdin, dilarang mencalonkan diri dalam Pemilukada DKI oleh KPUD. Bupati 

Karanganyar, Rina Iriani tersangka korupsi harusnya diberi sangsi pemerintahan atau 

administrasi, tetapi tidak dilakukan juga. Istri Walikota Salatiga, yang juga anggota DPRD 

Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih, yang tersangka dugaan korupsi Proyek JLS Rp. 47 M,  

(Tribun, 17/4/2012), mestinya mendapatkan sangsi, tetapi masih juga menjadi anggota 

dewan.   

Perhatikan pula kasus suap dua terdakwa di Kota Semarang,  yang melibatkan dua 

anggota dewan,  Agung Purno Sarjono (FPAN), dan Sumartono (Fraksi Demokrat) dengan 
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mempergunakan RAPBD 2012 Kota Semarang,  dengan kerugian Negara mencapai 304 juta 

dan 40 juta. Mereka telah diperiksa tetapi tetap menjadi anggota dewan Kota Semarang.  

(Tribun, 18/4/2012).  Kasus korupsi juga menimpa Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko, 

dengan membobol dana APBD Kab Kendal tahun 200-2004, kerugian Negara 3 M, dari PDIP 

yang telah ditahan di Rutan Cipinang, tetapi malah berteriak Merdeka!  

Kasus-kasus Korupsi yang sangat marak diperbincangkan misalnya, yang 

melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Angelina 

Sondakh dan Nazaruddin semuanya dari partai Demokrat merupakan contoh betapa 

perpolitikan kita kental dengan persoalan korupsi. Anas di duga terlibat dalam kasus 

Wisma Atlet bersama Andi Malarangeng, Angelina Sondakh, dan Mindo Rosalina Manulang 

serta Nazaruddin (semuanya dari Partai Demokrat) karena persoalan Pembangunan 

Wisma Atlet Hambalang. Angelina Sondakh sendiri juga tersangkut kasus Proyek 

Mendiknas tentang Laboratorium. Angelina Sondakh sudah diputuskan oleh Majlis Hakim 

penjara 4,6 tahun dan denda Rp. 354 juta. Tetapi Angelina Sondakh malah menjadi bintang 

media massa dan cetak. Bahkan hal yang memprihatinkan adalah ketika Angelina Sondakh 

telah diputuskan oleh Kejaksaan dan Majlis Hakim TIPIKOR harus menjalani hukuman 4,6 

tahun dan membayar 254 juta, yang dilakukan Angelina Sondakh bukannya menyesali apa 

yang diputuskan, tetapi malah melakukan “pembelaan” bahwa keputusan Majlis Hakim 

tidak benar dan Angelina Sondakh menyatakan tidak bersalah, hanya difitnah! (Kompas, 

10/1/2013) 

Beberapa kasus korupsi yang terjadi diatas menandakan ada banyak kasus yang 

melibatkan pimpinan daerah dan politisi daerah, yang diduga karena pada saat maju 

menjadi Kepala Daerah atau pun anggota dewan mengeluarkan dana besar sebagai “jalan 

menuju kemenangan”, maka saat berkuasa atau menjabat hendak mengembalikan dana 

yang telah dikeluarkan sebelumnya. Disini berlaku dalil Nothing Free lunch today atau 

bahkan Nothing Free to Politics! Jer Basuki Mawa Bea kata orang Jawa! Mengerikan Bukan? 

Itulah dalil magis dalam Pemilu Indonesia. Bahkan bukan hanya uang yang beredar, 

di beberapa daerah, malahan praktek perdukunan beredar menjelang Pemilu/Pemilu 

Legislatif dan Pemilukada, sehingga diduga ada beberapa orang yang mendapatkan terror 
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perdukunan menjelang Pemilihan. Misalnya ketika akan terjadi Pemilihan Kota Tangerang 

Selatan, antara actor Andre Taulani dengan iparnya Ratu Atut Khosiah, maka Andre Taulani 

mendapatkan hadiah “besek kotoran binantang dan kain mori” dianggap sebagai hadiah 

perdukunan. Di Kalimantan Barat pun demikian. Seorang kandidat tiba-tiba anggota 

keluarganya terkapar panas dan muntah-muntah pada jam 12 malam padahal sebelumnya 

tidak ada tanda-tanda sakit. Ini adalah hadiah praktek perdukunan (teluh) yang dilakukan 

menjelang Pemilukada. Dan tentu saja masih banyak cerita demikian. Tidak ada yang gratis 

dalam meraih kesuksesan, termasuk meraih kursi kepala daerah atau menjadi anggota 

dewan. Berkorban adalah dalil yang masuk dalam semua usaha meraih sukses, hanya 

sayangnya usahanya ditafsirkan sendiri bukan orang lain yang menafsirkan sebagai 

“perjuangan”.  

Jika pada mulanya sudah dimulai dengan praktik korup, manipulasi, praktek politik 

uang untuk mengeruk suara, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka kelanjutannya 

sudah pasti dapat diduga praktek korupsi pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan 

dari praktek politik Indonesia. Praktek korupsi benar-benar mengancam dalam kita 

bernegara dan berbangsa, sebab sendi-sendi kenegaraan kita akhirnya akan hancur oleh 

praktek kotor dalam politik Indonesia. Korupsi dengan demikian jelas membahayakan dan 

harus dicegah agar tidak mewabah sebagaimana dikatakan oleh Lord Action ketika bicara 

soal kekusaan yang absolut. 

Korupsi sebagaimana dimaklumi merupakan pidana bersifat extraordinary yang 

dengan luar biasa mampu menyusup ke ranah-ranah kekuasaan jenis apapun. Giriraj 

Shah  dalam “The Tidal Wave of Corruption,” bahkan menyebut korupsi sebagai sebuah 

fenomena global. Gelar fenomena itu bukan hanya dikarenakan hampir seluruh negara-

negara dunia digerogoti oleh korupsi, tetapi juga rasa takut terhadap korupsi yang 

memiliki sifat yang berbeda dengan bentuk pidana umum yang bersifat fatal terhadap 

ekonomi tetapi juga moral. Korupsi dapat menyentuh hampir seluruh wilayah kehidupan, 

dari pabrik kelas “teri” hingga perusahaan-perusahaan multi nasional, dari ranah setingkat 

Rukun Tetangga (RT) hingga Istana Negara. Korupsi tidak hanya berjangkit pada ranah 

yang memiliki nilai kekayaan tetapi juga tempat-tempat kekuasaan. 
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Hebatnya korupsi bahkan sudah bisa berkembang-biak, sebelum kekuasaan itu 

ditempati oleh manusia-manusia pemegang kekuasaan. Kekuasaan memang cenderung 

koruptif dan sudah pasti koruptif jika bersifat absolut, sebagaimana difatwakan Lord Acton, 

namun menurut penulis kekuasaan pastilah juga koruptif apabila sistem pengisian jabatan 

kekuasaan itu berlangsung secara koruptif pula. The powers should be corrupt when the 

powers came from the corrupt system. Sifat pidana korupsi yang khusus (delicta propia) 

yang dapat menimbulkan keadaan bahaya (gevaarsettings delicten) memberikan alasan 

kuat bagi para penegak hukum untuk membangun strategi khusus untuk memberantasnya. 

Menurut Jan Remmelink, terdapat sifat sebuah perbuatan dan orang yang melakukannya 

dapat dijadikan sebuah tindak pidana (straftbaarfeit), salah satunya adalah perbuatan yang 

menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya. (Remelink, 2009). Korupsi pada tingkatan ini 

tidak perlu diperdebatkan lagi, korupsi secara abolut dapat menimbulkan keadaan bahaya. 

Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba membaca sifat berbahaya tindakan penyimpangan 

berupa korupsi dalam pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2014 

mendatang. Menjadi penting karena tahun 2013 sampai 2014 dinyatakan sebagai “Tahun 

Politik Indonesia”, dimana pada kurun dua tahun akan terjadi berbagai peristiwa politik 

Pemilihan Kepala Daerah (Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya tahun 2013), 

sementara tahun 2014 jelas akan diselenggarakan Pemilu Nasional memilih anggota 

legislative dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Pusat, pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Korupsi sudah merusak dari awal dengan menjangkiti sistem pengisian jabatan 

kekuasaan. Pola pengisian kekuasan di Indonesia yang dilakukan melalui proses pemilihan 

umum (Pemilu) yang dicitrakan penuh dengan penyimpangan itu menyebabkan hasilnya 

adalah pejabat-pejabat yang juga koruptor. Bayangkan jika rumah yang kotor dibersihkan 

oleh penghuninya yang bergaya hidup tidak bersih. Alih-alih akan mampu menciptakan 

kebersihan itu sendiri, ternyata malah menjadi sumber terciptanya kekotoran. Berencana 

menjadi pemberantas korupsi, malah menjadi pelaku korupsi. Bercita-cita mewujudkan 

negara yang anti korupsi malah menjadikan negara ini sebagai salah satu negara paling 

korup di dunia. Ada banyak harapan bahwa kebersihan dalam penyelenggaraan Pemilu 

2014 di mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebab dalam Pemilu tahun 2004 dan 
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2009 ternyata KPU mengalami “nasib buruk”, beberapa masuk penjara karena korupsi, 

bahkan ada anggota KPU yang kemudian mengundurkan diri untuk bergabung dengan 

partai penguasa (Partai Demokrat) yang diduga kuat melakukan manipulasi data jumlah 

suara di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Oleh karena itu menciptakan sistem Pemilu yang mampu menghasilkan calon-calon 

wakil rakyat dan pemimpin negara yang bersih menjadi prioritas tersendiri untuk 

memberantas korupsi. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya jelas menghasilkan 

para wakil rakyat dan pemimpin yang koruptif pula. Contoh buruk dari subjek pelaksana 

dan proses penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2004 dan 2009 yang menghasilkan para 

wakil rakyat yang ternyata terjerat pelbagai kasus korupsi jelas harus menjadi pengalaman 

yang tidak boleh berulang. Banyaknya anggota dewan yang terjerat kasus korupsi harus 

menjadi perhatian banyak pihak agar pada Pemilu 2014 mendatang tidak terulang kembali, 

sehingga kesejahteraan rakyat yang diharapkan diperjuangkan wakil rakyat tidak 

diperhatikan. Bahkan para anggota dewan, sekalipun mempergunakan kata rakyat di 

dalamnya sibuk dengan urusan politiknya sendiri. 

Untuk menuju pada penyelenggaraan Pemilu 2014 yang jauh lebih berkualitas dari 

praktek politik kotor, maka tidak ada kata lain kecuali warga masyarkat (pemilih) 

dilibatkan dalam proses Pemilu 2014 sejak awal. Partisipasi politik warga Negara adalah 

bentuk yang paling nyata dalam proses Pemilu 2014. Tanpa melibatkan rakyat banyak 

dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, apa yang kita harapkan agar Pemilu 2014 lebih 

berkualitas akan jauh dari panggang, bahkan mungkin akan lebih buruk lagi dari Pemilu 

2004 dan 2009. Jika ini terjadi maka itulah petaka awal dari proses politik telah 

ditanamkan dan kemudian hari kita bersama akan mengetamnya. Celakalah bangsa ini 

karena Pemilu yang mahal biayanya dan dikuasai oleh politisi busuk yang kita pilih karena 

ketidaktahuan rekam jejaknya. Oleh sebab itu, usulan adanya rekam jejak kandidat 

legislative harus benar-benar diperhatikan oleh warga Negara yang tidak ingin 

mendapatkan negaranya terpuruk dan terjerumus jurang karena korupsi. 

3. Partisipasi Politik Warga Negara 
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Jika mengikuti tradisi dalam sosiologi politik, partisipasi politik warga Negara akan 

terbagi-bagi dalam banyak bentuk. Terdapat partisipasi warga Negara yang hanya datang 

dan mencoblos atau mencontreng tanda gambar di tempat pemungutan suara (TPS) saat 

hari pemilihan yan telah ditentukan. Tidak ada aktivitas lainnya kecuali datang untuk 

mencoblos atau mencontreng gambar, setelah itu sudah, tidak ada urusan lagi. Bentuk 

partisipasi semacam ini sering dikatakan sebagai bentuk partisipasi warga yang bersifat 

pragmatis, datang mencoblos/mencontreng selesai sudah. Hak telah digunakan untuk 

memilih karena berpartisipasi dalam politik.5 

 Ahli politik, Larry Diamond, sebagaimana dikatakan oleh Miriam Budiardjo dan 

Afan Gaffar bahwa dalam partisipasi politik, ada pula partisipasi politik warga Negara yang 

oportunis, bentuk partisipasi warga Negara yang dipergunakan ketika mendapatkan 

keuntungan bagi dirinya seperti keuntungan material atau peluang adanya keuntungan 

sehingga memberikan dukungan atau hak suaranya. Ketika pemilu dan Pemilukada 

dianggap akan mendatangkan keuntungan dan telah menguntungkan buat dirinya maka 

dia akan bersemangat tetapi jika tidak menguntungkan maka tidak memilih. Misalnya telah 

“diberi hadiah” sebelum pencoblosan maka akan memilih yang memberi atau dijanjikan 

akan mendapatkan sesuatu maka dia akan mempergunakan hak pilihnya. Atau demi 

menyelamatkan “kongsi” maka dia akan mempergunakannya tanpa pikir panjang.6 

Selain itu ada pula partisipasi kritis dalam politik. Warga Negara memberikan 

partisipasinya dalam Pemilu/Pemilukada/Pemilu Legislatif maka tidak akan serta merta 

                                                           
5 Michael Rush, Sosiologi Politik, Rajawali, 2007. Uraian mengenai proses politik dalam kajian sosiologi politik akan 
banyak membahas soal-soal sejak awal kampanye, sosialisasi program, kandidat dewan/legislative, rekrutimen 
politik warga sampai dengan kampanye politik (pemilu). Hanya saying yang sering terjadi dalam praktek politik 
Indonesia adalah kampanye politik saat Pemilu, sementara empat tahun sebelumnya para politisi dan partai “diam 
menganggur” tidak melakukan pendidikan politik. Bahkan pendidikan politik diserahkan pada ormas dan 
perguruan tinggi. Hal seperti ini sebenarnya sebuah “kenaifan politik Indonesia” yang berjalan bertahun-tahun danj 
tidak diperhatikan oleh politisi dan partai politik. 
6 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, edisi revisi tahun 2002. Ahli politik Indonesia ini menjelaskan 
ada banyak ragam partisipasi politik warga Negara. Varian varian tersebut seringkali dipengaruhi oleh tingkat 
pengetahuan tentang politik yang dimiliki, etnisitas, dan juga adanya ikatan emosional yang dimiliki warga Negara 
tentang partisipasi dalam politik. Soal kongsi politik yang pecah di Indonesia seringkali terjadi diantara para 
kandidat kepala daerah (apakah sebagai bupati/walikota dan gubernur), jika pasangannya hendak mencalonkan 
diri maka kongsi politik sering pecah ditengah jalan. Hal semacam ini oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa di 
Indonesia, kiecenderungan pecah kongsi kepala daerah di Indonesia mencapai 65 % karena pasangannya 
mencalonkan diri ditengah jalan. Kasus Gubernur Jakarta antara Fauzi Bowo dan Prijatna yang pecah kongsi di 
tengah jalan karena Foke (panggilan Fauzi Bowo) mencalonkan diri kembali pada Pilgub 2012. 
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memberikan suaranya. Warga Negara yang kritis akan memberikan suaranya dengan 

memberikan memberikan criteria atas kandidat (track record/rekam jejak) kandidat 

dipelajari dahulu siapa mereka, mengawal pemilu dan pasca pemilu, tidak asal 

memberikan suaranya dan asalkan mendapatkan untung material lalu memberikan 

suaranya. Warga Negara yang kritis adalah warga Negara yang memiliki pengetahuan 

tentang pentingnya Pemilu, pentingnya kepala daerah, pentingnya dewan dan dalam 

makna yang luas warga Negara yang mengerti pentingnya proses politik. Jika selama ini 

ada banyak warga Negara yang tampak acuh tak acuh dengan proses politik, terutama saat 

penyelenggaraan Pemilu berlangsung, di duga kuat karena oleh warga Negara Pemilu yang 

berlangsung tidak akan memberikan dampak perubahan nasib yang signifikan atas mereka. 

Oleh sebab itu, lebih baik tetap bekerja sebagaimana rutinitas ketimbang menghabiskan 

waktunya, sekalipun hanya lima sampai lima belas menit untuk mennentkkan pilihannya di 

bilik suara. Kondisi semacam ini harus menjadi perhatian para politisi dan mereka yang 

peduli dengan kehadiran partai politik sebab dalam sebuah Negara system demokrasi, 

partai politik merupakan sarana politik yang paling absah untuk sebuah perubahan 

kekuasaan.7 

Semakin kritis warga Negara karena pengetahuan yang dimiliki akan berdampak 

pada kualitas Pemilu/Pemilu Legislatif/Pemilukada yang diselenggarakan tidak sekedar 

menghabiskan dana besar tetapi  minus kualitas. Jika kita memperhatikan proses politik 

melalui Pemilu sekarang ini di Indonesia, sebenarnya terlalu mahal dari sisi biaya tetapi 

minus kualitas sebab pemilihnya sebagian besar adalah pemilih pragmatis bahkan 

oportunis bukan pemilih kritis. Jika kita setuju dengan yang namanya kelas menengah 

terdidik di Indonesia maka tidak lebih dari separoh jumlah pemilih yang ada di Indonesia 

yang jumlahnya mencapai 107 juta pemilih dengan biaya pemilu yang mencapai trilyunan 

rupiah untuk Pemilu Nasional. Kondisi kritis warga Negara akan menyebabkan jika 

terdapat suara yang sering dikatakan sebagai Golput (Golongan Putih), hal itu bukan 

                                                           
7 Miriam Budiardjo, Ilmu Politik, Gramedia, edisi Revisi 2007. Penjelasan panjang tentang partai politik dan 
kebutuhan politik warga Negara dijelaskan dengan sangat rinci dan meyakinkan oleh Prof. Miriam Budiardjo, 
sehingga kita dapat memahami bahwa “insan politik” dan masyarakat politik harus diberi pemahaman tentang 
betapa pentingnya moralitas politik dan keberdayaan politik warga Negara. Politik jangan sampai dipahami sebagai 
“dunia hitam” yang penuh dengan kecurangan dan aktivitas kotor lainnya. Partai politik dan aktivitas politik 
seharusnya dipahami sebagai aktivitas yang mulia dalam kaitannya dengan mensejahterakan rakyat banyak.  
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karena emoh memilih, enggan dating ke Tempat Pemungutan Suara, salah mencoblos, 

mencoblos ganda, dan seterusnya. Tetapi memang karena pemahamannya atas partai dan 

calon yang akan dipilih tidak ada yang memenuhi syarat minimal sehingga layak untuk 

dipilih. Disinilah rekam jejak calon anggota legislative harus benar-benar dimengerti oleh 

masyarakat pemilih. Benar bahwa kualitas Pemilu bukan karena banyaknya pemilih atau 

sedikitnya pemilih yang menggunakan haknya, tetapi minimalnya kecurangan, kejanggalan 

dan manipulasi itulah yang akan mengantarkan pada kualitas Pemilu 2014. 

Disitulah pendidikan politik harus dilakukan agar pemilih kita menjadi pemilih 

yang kritis bukan pemilih pragmatis maupun oportunistik. Hanya datang memilih dan ingin 

atau telah mendapatkan untung material maka memilih. Peran perguruang tinggi, dan 

masyarakat sipil sangat penting disana.  Pendidikan tinggi tidak boleh tinggal diam 

menghadapi kualitas pemilu yang rendah tetapi memakan biaya besar. Perguruan tinggi 

yang mengabaikan kondisi pemilu seperti itu hemat saya akan kewalat pada bangsa sendiri 

terutama yang memiliki fakultas politik dan hukum. Tidak berarti perguruan tinggi yang 

tidak memiliki fakultas politik dan hukum “tidur”, harus pula bergerak mendidik massa. 

Perguruan Tinggi, Ormas Keagamaan, Ormas non Keagamaan, LSM, bahkan masyarakat 

biasa harus bersama-sama untuk menciptakan Pemilu 2014 yang jauh berkualitas 

ketimbang Pemilu 2004 dan 2009 yang lalu.  

4. Praktek Politik Uang 

Praktik politik uang (politik uang) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) masih 

mendominasi sepanjang 2011. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dari sekitar 1.718 laporan dugaan pelanggaran yang diterima dari pelaksanaan pilkada di 

sejumlah daerah selama 2011, sebanyak 367 laporan (21,4 persen) diantaranya masuk 

kategori politik uang.  Praktik politik uang masih dominan terjadi dalam penyelenggaraan 

pilkada di daerah, kata Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu, 

Wirdyaningsih kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/1). Wirdyaningsih mengatakan 

praktik politik uang dalam pilkada merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 

117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, hampir separo kepala daerah di 

Indonesia terindikasi melakukan praktik korupsi. Sebagian dari mereka kini sedang 

diproses oleh KPK. Yang menyedihkan, ada sebagian dari mereka mengendalikan 

pemerintahannya dari dalam penjara. Bahkan, anehnya, beberapa waktu lalu kita ”dihibur” 

oleh berita tentang pelantikan aparat daerah yang dilakukan di aula penjara, sebab sang 

bupati yang baru terpilih harus meringkuk di balik jeruji. Bahkan dengan menyebutkan 

bahwa Partai Demokrat, Partai Golkar, bersama partai Pemerintah lainnya, seperti PPP, 

Gerindra, PAN, PKS merupakan partai yang memiliki politisi bermasalah dengan korupsi, 

tetap mendapatkan ruang politik dalam pemerintahan. Merupakan hal yang 

mengkhawatirkan sebab selama itu pula pemberantasan praktek korupsi, termasuk 

praktek politik uang sesungguhnya akan sangat sulit dikerjakan dengan sesungguhnya 

sebab akan menimpa kawan sendiri dalam politik. Perkawanan dalam politik seringkali 

menyebabkan terjadinya pembelaan atas mereka sebab jika tidak akan “bernyanyi dan 

membahayakan partai” kecuali yang tidak memiliki jejaring kuat di partai. 8 

Hiruk-pikuk dan kehangatan suasana selalu muncul saban kali Pemilu dan 

PemiluKada diselenggarakan. Masing-masing kandidat pasang beragam aksi untuk menarik 

perhatian pemilih. Masyarakat sibuk berbincang dan berdebat tentang para kandidat yang 

harus mereka pilih. Masyarakat akan diharu-biru oleh berbagai slogan dan janji dalam 

kampanye. Dan, kalau mengacu pada berbagai Pilkada yang telah lewat, masyarakat akan 

kembali harus menerima kenyataan bahwa mereka sesungguhnya sangat miskin sehingga 

bersedia menjual suara dengan recehan 20, 50, atau paling banter 100 ribu rupiah. 

Belakangan ada yang sampai 150 ribu rupiah. Laporan ICW tentang beberapa politisi dan 

kepala daerah yang korup, seperti Bupati dan Walikota (Buol, Semarang, Salatiga, Sleman) 

dan lain lain memberikan petunjuk bahwa Negara ini masih dihantui oleh politisi kotor 

yang tetap menjadi kepala daerah. (Kompas, 4/1/2013) 

                                                           
8 Laporan tentang partai-partai yang anggotanya korupsi dapat diperiksa dalam laporan ICW  2012, dalam tajuk 
Korupsi Partai Politik (28/12/2012). ICW menyebutkan bahwa partai Golkar, disusul partai democrat dan PDIP 
merupakan partai yang anggotanya paling banyak korupsi baik mereka sebagai kepala daerah, anggota dewan 
pusat maupun daerah. 
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Praktik politik uang seperti itu, sesungguhnya, bisa berdampak sangat luas. Di satu 

sisi, kandidat yang membeli suara rakyat tidak akan merasa perlu terlampau berpihak 

kepada pemilihnya. Sangat mungkin mereka akan berkata:  “Apa yang kamu tuntut? Kamu 

tidak punya hak apa-apa, sebab suara kamu sudah aku beli.”  Walhasil, rakyat tidak lagi 

menjadi perhitungan sangat penting dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan jika 

nantinya sang kandidat memenangi Pemilu mauu PemiluKada. Di pihak lain, rakyat yang 

telah terbeli suaranya pun tidak cukup memiliki alasan untuk bersikap kritis terhadap 

kepala daerah yang dipilihnya berdasarkan jumlah uang yang mereka terima. Negara ini 

tidak boleh diserahkan kepada para koruptor, politisi busuk dan meninggalkan tugasnya 

sebagai pendorong tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Negeri ini jangan sampai diserahkan 

kepada “para pembela uang”, yang hidupnya menghamba pada kekuasaan dan kekayaan 

material.9  

Selain untuk membeli suara secara langsung kepada pemilih, seperti ditemukan 

oleh ICW, kandidat juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk, antara lain:10 

1. Membeli dukungan dari partai politik. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk 

ini sangat beragam, tergantung basah-keringnya daerah, juga besar kecilnya 

partai; 

2. Biaya sosialisasi dan dana kampanye seperti pengadaan bendera, kaos, 

selebaran, biaya tatap muka, dan lain-lain; 

3. Honorarium untuk tim sukses; 

4. Sumbangan sosial kepada banjar, kelompok kesenian, pura, dan kelompok-

kelompok masyarakat lainnya. Ini hampir tak beda dengan bentuk politik 

uang yang disalurkan langsung kepada pemilih secara perorangan yang 

disertai janji (tak jarang disertai sumpah) untuk memilih kandidat yang 

memberi sumbangan. 

                                                           
99 Emha Ainun Najib, Bangsa para Pelupa, Kompas, 28 Desember 2012. Dalam tulisan tersebut, budayawan Emha 
Ainun Najib bertutur bahwa para koruptor tidak perlu takut akan dipenjara, apalagi akan disita hartanya. Demikian 
pula keluarganya, sebagaimana dahulu Pak Harto dipersoalkan. Sebab sejatinya para orang yang menuntut para 
koruptor itu berkeingan seperti Pak Harto yang telah tenang di alam kubur, tidak ada yang akan menuntut. Para 
penuntut sudah melupakannya, karena sebenarnya sebagian orang itu ingin hidup seperti Pak Harto, banyak harta, 
punya jabatan, di puja-puja dan dielu-elukan, bagaikan pahlawan. Inilah cirikhas bangsa pelula. 
10 ICW, Korupsi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2010-2011, ICW 2012 
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Efek yang paling membahayakan dari kebiasaan politik uang dalam Pemilu dan 

PemiluKada adalah keinginan untuk segera mengembalikan ”modal” yang telah 

dikeluarkan selama proses Pemilu Kada. Gaji yang diterima tiap bulan pastilah tidak cukup 

untuk mengambalikan modal yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah itu. Jalan satu-

satunya hanyalah korupsi. Tak sedikit bakal calon yang miskin berusaha mencari dana ke 

perseorangan atau kelompok tertentu untuk membiayai ambisinya meraih kedudukan 

sebagai kepala daerah. Jika nanti terpilih, tentu ia harus siap membayar kembali dana yang 

telah dipakainya itu dengan proyek-proyek yang acap kali sangat tidak menguntungkan 

masyarakat. Probelam caleg yang miskin semacam itu jelas akan memberikan pertanyaan 

serius pada kita: bukankah modal dengkul akan sulit mendapatkan dukungan? Sebab kita 

ketahui masyarakat pemilih juga tidak serta merta bersedia memilih pepesan kosong? 

Masyarakat menjadi sangat hitungan karena diajari oleh para caleg. Disini antara si caleg 

dan masyarakat sama-sama membutuhkan sehingga saling kongkalikong.11  

 “Tidak ada makan siang gratis.” Jika kalah? Lakukan protes. Ajukan gugatan. Kalau 

perlu siapkan pasukan bayaran untuk membuat kekacauan. Jadi, sesungguhnya, sangatlah 

penting menyadari bahwa pelaksanaan Pemilu Kada yang bersih akan sangat menentukan 

pemerintahan daerah yang bersih pula.  

Politik uang terjadi antara lain karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku 

yang dalam hal ini adalah partai, politisi, ataupun perantara lain, dan korban, dalam hal ini 

rakyat secara umum. Bagi politisi politik uang merupakan media instan yang dengannya 

suara konstituen dapat dibeli dan diperoleh dengan mudah. Sebaliknya bagi rakyat, politik 

uang ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dirasakan dibandingkan misalnya 

realisasi program-program partai atau politisi yang biasanya tidak menyentuh mereka 

secara langsung. Dengan kata lain bagi rakyat, politik uang adalah satu-satunya mekanisme 

politik untuk mendapatkan kemanfaatan atas hak suara yang mereka berikan. 

                                                           
11 Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pada Laporan Tahunan Korupsi di Indonesia 2011 sebagai tahun 
penuh dengan noda hitam korupsi kepala daerah dan politisi pemerintah. Hal itu memberikan pertanda bahwa 
Pemilu yang diselenggarakan Pasca tumbangnya Rezim Orde Baru tidaklah sebaik dan sebersih yang diduga dan 
diharapkan banyak pihak agar penyelenggaraan Pemilu benar-benar jujur, adil, partisipatif dan terbuka ternyata 
masih isapan jempol belaka. Bukti lapangan berkata lain, sekalipun Negara-negara lain menyatakan Indonesia 
merupakan Negara besar yang berhasil melakukan reformasi politik dengan tanpa kekerasan politik. 
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Sementara itu, bagi rakyat kebanyakan, keterlibatan mereka sebagai penerima 

politik uang merupakan bukti bahwa pendidikan politik yang mereka dapatkan masih amat 

jauh dari mencukupi, sehingga aspek keterwakilan yang terbuka dan transparan sebagai 

substansi demokrasi dipahami secara salah. Rakyat belum sepenuhnya sadar bahwa janji 

politik yang dibalut politik uang pada dasarnya merupakan eksploitasi hak-hak politik 

rakyat. Apalagi, dalam proses ini, sama sekali tidak terdapat akta politik yang menjamin 

rakyat mendapatkan implementasi janji setelah hak politiknya diambil. Dengan kata lain, 

rakyat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses politik ketika memberikan suaranya 

semata-mata berdasarkan politik uang. Semakin banyak rakyat yang memberikan suaranya 

berdasarkan politik uang menunjukkan semakin rendahnya kesadaran politik bangsa. 

Gambaran ini menunjukkan bahwa demokrasi memang belum sepenuhnya 

dipraktekkan secara matang dan dewasa di Indonesia. Jalan pintas dengan politik uang 

yang dilakukan partai maupun politisi adalah bukti belum siapnya para pelaku politik 

untuk melakukan proses penguatan partai melalui pengkaderan dan penggalangan basis 

massa yang solid. Hal ini juga merupakan indikasi gagalnya komunikasi politik dijalin oleh 

partai dan politisi dengan konstituennya, sehingga terjadi ketidakpahaman rakyat akan 

wakilnya sendiri. Akibatnya kemudian, jalan pintas yang diambil dengan mengiming-imingi 

rakyat yang dalam kondisi susah dengan uang panas yang manfaatnya 

sebenarnya  berdurasi sangat pendek namun membawa dampak amat panjang, yaitu lima 

tahun. 

Dengan demikian, politik uang terjadi dan mengakar  demikian kuat, serta menjadi 

bagian dari proses politik di tanah air. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal 

ini? Pilihan jangka pendek yang dapat dilakukan memang adalah dengan penguatan peran 

pengawasan yang selama ini dilakukan Panwaslu untuk kemudian diikuti dengan 

penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Masyarakat juga harus terus 

menerus mendapatkan penjelasan mengenai hak-hak politiknya selama pemilu dan 

disadarkan bahwa pemilu baru merupakan salah satu tahapan demokrasi dimana 

partisipasi lain yang lebih riil juga masih akan diperlukan di masa mendatang. Pada posisi 
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ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut mampu memainkan peran yang lebih besar 

dalam proses sosialisasi dan penguatan pemahaman masyarakat. 

5. Modus Politik Uang 

Ongkos politik adalah sesuatu yang niscaya harus dikeluarkan sebagai bagian dari 

proses politik. Tapi, yang berkembang saat ini sejalan dengan pragmatisme, lebih 

mengarah pada politik uang karena orang berharap pada konsesi yang luar biasa untuk itu. 

Menurut saya, itu bukan lagi political cost, tetapi sudah political corruption. Kecenderungan 

political corruption harus dibedakan dengan political cost karena orang memberikan 

konsesi yang berkepanjangan pada masa jabatan seseorang sehingga melihat persoalan 

ongkos politik menjadi bagian yang niscaya dari apa yang kita kenal dengan korupsi politik 

dalam bentuknya politik uang dalam Pemilu/Pemilukada. 

Kita perhatikan pada setiap Pemilu di Indonesia, pada level mana pun, Pilpres, 

Pilkada, umumnya dana yang harus dikeluarkan sangat besar, sesuatu yang di mata 

sebagian orang dianggap tidak masuk akal. Tidak mungkin dibiayai oleh kandidat sendiri 

jika harus mencapai milyaran rupiah (Pemilu Kota Jogjakarta tahun 2011 yang lalu ada 

kandidat yang kita dengar menghabiskan dana Pemilu sangat miris mendegarnya karena 

mencapai 30 milyar, sementara gaji yang akan diterima hanya cukup untuk biaya sosial 

yang sangat tinggi. Miisalnya DPRD gajinya 14 juta /perbulan atau gaji Bupati 12,juta 

/bulan ditambah tunjangan ini dan itu mencapai 25 juta. Dia harus punya kemampuan 

memobilisasi dana dari banyak sumber sebelum maju dan itu artinya konsesi pada 

pemberi dana. Darimana datangnya dana yang banyak kalau bukan korupsi setelah 

sebelumnya melakukan politik uang? 12 

                                                           
12 Data ini berhasil penulis himpun dari wawancara mendalam dengan para team sukses yang mengikuti seluruh 
proses politik di Yogyakarta. Bahwa para calon kepala daerah di Yogyakarta telah mengeluarkan dan diminta 
banyak dana untuk maju menjadi calon kepala daerah. Bervariasi dana yang diminta. Dari partai meminta, dari 
lembaga survey meminta, dan dari masyarakat juga meminta sebagai “uang sangu politik”. Bahkan yang paling 
menyedihkan adalah masih belum mengajukan diri menjadi calon saja sudah dimintai “uang panjer” yang 
jumlahnya sangat bervariatif, dari 250 juta sampai 1 milyar. Salah seorang kandidat Kepala Daerah, Inu Kencana 
Syafii, dimintai dana politik oleh PKS ketika hendak maju pada Pilkada Riu sampai 2 milyar, sementara ketika 
hendka maju menjadi Bupati di Pariaman dimintai 1 milyar. Sungguh fantastic untuk kondisi politik Indonesia. 
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Oleh sebab itu, pragmatisme politik menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses 

politik di Indonesia. Hal ini sebenarnya mengindikasikan lemahnya dua hal. Pertama, 

lemahnya ideologisasi partai atau kekuatan yang mendukung kandidat. Kedua, soal 

political touching atau sapaan politik ke bawah. Dalam berbagai riset yang telah dilakukan 

oleh banyak lembaga dan saya pernah melakukan bersama teman-teman, ada indikasi 

salah satu ekspektasi publik terhadap pemimpinnya adalah pemimpin yang punya 

kepedulian terhadap publiknya. Ternyata kandidat yang maju sebenarnya kandidat instan 

yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat kecuali 

dilakukan pencitraan sebelum Pemilu/Pemilukada berlangsung. Politik pencitraan benar-

benar mendominasi Pemilu/Pemilukada di seluruh Indonesia. 

Pemberian hadiah, mengadakan turnamen jelang Pemilu/Pemilukada, janji-janji 

politik menjelang Pemilu adalah bentuk-bentuk yang diisayaratkan menjadi politik uang, 

namun antara masyarakat sebagai pemilih atau sasaran politik uang dan kandidat atau 

team sukses sama-sama bersimbiose. Bahkan Panwas sebuah Kota Jawa Timur 

menyatakan bahwa besarnya aktivitas politik uang menjelang Pemilu/Pemilukada karena 

masyarakat yang menghendaki, dan pihak kandididat baik langsung atau melalui team 

sukses juga mengharapkan dukungan pemilih sehingga saling bersinergi. Harus dibedakan 

secara tegas mana yang dinamakan biaya politik dan korupsi politik. Biaya politik 

merupakan hal lazim misalnya untuk pembuatan spanduk, penyelenggaraan kampanye 

saat musim kampanye, membuat team sukses. Sementara korupsi politik adalah 

memergunakan kesempatan jelang pemilu untuk memberikan janji-janji politik dan 

“hadiah politik” pada calon pemilih. 

Bentuk-bentuk pelanggaran politik uang itu, kata Wirdyaningsih seorang dari warga 

di Nunukan, Kalimantan Timur, diantaranya berupa bujukan agar pemilih mencoblos 

pasangan calon tertentu dengan imbalan uang sejumlah Rp 20 ribu hingga Rp 5 juta. Para 

pelaku pelanggaran diantaranya tim sukses pasangan calon, warga biasa, dan pemuka 

masyarakat, seperti kepala desa, ketua RT/RW, dan pejabat desa. Praktik politik uang ini 

biasanya terjadi di tahapan kampanye, masa tenang, dan pemungutan dan penghitungan 

suara. Saat ini bisa dikatakan demikian canggihnya modus operasional pemberian “uang 

politik” pada penyelenggaraan Pemilu. Jika dahulu kita dengar hanya “uang kaget” atau 



122 
 

“uang fajar” karena diberikan pagi-pagi sekali saat hari H pencoblosan, sekarang dengan 

modus yang lainnya seperti hadiah dan dorpize. Semuanya dilakukan demi mengguk suara 

dalam Pemilu yang diikutinya, dan anehnya masyarakat juga merasa turut menikmatinya. 

Artinya memang dua belah pihak telah sama-sama melakukan aktivitas politik uang yang 

jangan-jangan memang dinantikan. 

Selain itu terdapat juga kasus politik uang yang mana dilakukan dengan 

memberikan barang, seperti hadiah atau doorprize, pakaian, dan bahan makanan pokok 

seperti minyak goreng, gula pasir, dan mie instan, kata Wirdyaningsih. Terpisah, Ketua 

Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan perlu penguatan aturan dalam UU, 

terutama UU Pemerintahan Daerah guna mencegah terjadinya praktik-praktik politik 

dalam pilkada. Terutama, memperjelas defenisi politik uang yang dapat membedakannya 

dengan defenisi ongkos politik. Perlu kejelasan dalam UU atas defenisi politik uang itu 

sendiri yang dapat membedakannya dengan ongkos politik, ujarnya sebagaimana 

dikatakan di Bawaslu. (Kompas, 1/1/2012). 

 

6. Penutup 

Memperhatikan beberapa peristiwa dan gejala politik uang yang terus terjadi di 

masa-masa Pemilu dan Pemilukada, tidak ada kata lain kecuali bersama-sama menjaga 

agar Pemilu dan Pemilukada yang telah diputuskan DPR dan Pemerintah atas saran 

Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemenang Pemilu adalah suara terbanyak yang diduga akan 

sarat dengan bergentayangannya politik uang dan uang silmuan, harus diperhatikan 

dengan sekisama. 

Oleh karena itu, dengan penjelasan yang telah saya sampaikan di awal makalah ini, 

maka ada beberapa rekomendasi guna memperbaiki Pemilu maupun Pemilukada dalam 

rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia dan di daerah. 

Pertama, menutup ruang bagi orang-orang yang akan membajak state resources 

dengan mendorong cuti panjang bagi incumbent yang hendak kembali mencalonkan 

menjadi kepala daerah. Jangan sampai politisi dan aktiis politik menjadi “pembajak 

demokrasi”  yang tengah kita bangun bersama. Gagasan adanya pembatasan untuk para 

incumbent mendorong dan mencalonkan dirinya serta keluarganya untuk maju dalam 



123 
 

Pemilu dan Pemilukada yang dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu 2012, 

untuk menghindari terjadinya politik dinasti sebenarnya sesuatu yang sangat baik, namun 

akhirnya tidak jelas kemana rimbangnya sebab agaknya sebagian besar dari politisi kita 

memang menghendaki terjadinya politik dinasti dari Daerah hingga Pusat. 

Kedua, perlu adanya moratorium program hibah dan bantuan sosial di daerah-

daerah yang akan menyelenggarakan Pemilu da Pemilukada. Hal ini jelas untuk 

mengurangi terjadinya manipulasi program sebagai bagian dari metode politik uang yang 

kian marak di Indonesia. Program Bantuan Sosial (Bansos) telah lama diduga keras akan 

menjadi ajang kampanye terselubung dan korupsi yang sangat sistemik, oleh karena itu 

sebagian menghendaki agar Bansos itu dihentikan, namun sebagian pejabat Negara yang 

berada dalam Departemen Kementrian Sosial bahkan melawan agar Bansos tetap ada 

dengan alas an sangat bermanfaat untuk masyarakat.13  

Ketiga, harus ada sanksi bagi pasangan calon yang menerima sumbangan dana 

kampanye di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bahkan 

penerimaan dana-dana kampanye harus segera laporkan oleh team sukses kandidat dan 

diawasi dan diumumkan oleh KPU dan KPUD. Jika tidak dilakukan maka ada sangsi 

diskualifikasi atas pasangan kandidat kepala daerah.  Undang-Undang Pemilu yang telah 

disayahkan DPR sejatinya mengatur tentang hal ini, tetapi lagi-lagi praktek dilapangan 

seringkali meleset dari harapan public. Masyarakat dan politisi “saling main mata” untuk 

urusan sumbangan dana kampanya, sehingga yang dilaporkan hanya batas minimal 

padahal penerimaannya jauh dari jumlah yang ditentukan undnag-undang. Jika sudah 

demikian maka peluang korup pada saat jadi akan sangat besar sebab untuk 

mengembalikan utangan dan “utang budi”. 

Keempat, mendorong penegakan hukum korupsi untuk mencegah praktek-praktek 

korupsi politik dalam pemilu dan pemilukada. Diantaranya penyalahgunaan kekuasaan 

dana fasilitas negara serta adanya penggunaan dana-dana haram dalam Pemilu dan 

                                                           
13 Penjelasan tentang Bansos yang disinyalir akan menjadi lahan korupsi dan politik uang dilaporkan harian Kompas 
tanggal 7 januari 2013. Dimana disana dikatakan bahwa Bansos sejatinya akan menguntungkan sebagian pejabat 
daerah dan pejabat di Kemensos karena dengan dalih membantu masyarakat dapat melakukan kampanye 
terselubung dan menilep uang Bansos dengan dalih potongan standar untuk pajak Negara. 
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pemilukada. Dana haram yang dimaksud adalah pemakaian dana ABPD atau dana dari 

departemen kandidat incumbent. Terdapat banyak kisah pejabat daerah “sambil menyelam 

minum air”. Sambil kanyanye, sambil mengeluarkan anggaran Negara, lalu menyelipkan 

program pencalonan alias kampanye yang sebenarnya dibiayai oleh APBD, tetapi karena 

dia pejabat maka lolos begitu saja dianggap sebagai bagian dari program pemerintah 

daerah. 

Kelima, dalam membangun Pemilu dan pemilukada yang berintegritas maka penting 

untuk menjaga independensi penyelanggara dan pengawas, menindak tegas pelaku 

pelanggaran baik adminstratif dan pidana pemilukada serta menutup ruang terjadinya 

praktek penggunaan sumber daya publik sebagai instrumen pemenangan. Perlu difikirkan 

secara lebih serius, bagaimana mendesain KPU dan KPUD dan Panwaslu agar tetap 

independen dalam menjalankan fungsinya. 

Keenam, meningkatkan edukasi politik kepada pemilih agar mereka tidak selalu 

menjadi objek dalam Pemilu dan Pemilukada sekaligus membangun posisi tawar terhadap 

para kandidat. Pendidikan pemilih yang kritis karena itu harus segera dilakukan oleh KPU 

dan KPUD serta perguruan tinggi, selain dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

selama ini telah melakukan pendidikan pemilih untuk kritis dalam partisipasi politik. 

Ketujuh, mendukung langkah Kementerian dalam negeri untuk mengatur tentang 

“mahar politik” dan aspek governance lainnya dalam proses pencalonan kandidat kepala 

daerah. Pemberian uang politik harus benar-benar diatur dan disepakati besarannya, dan 

kepada siapa pun yang melanggar harus dilakukan diskualifikasi. 

Kedelapan, mendorong adanya pembatasan pengeluaran/pembelanjaan dana 

kampanye dalam RUU Pemilu dan Pemilukada. Hal ini akan memungkinkan mereduksi 

praktek-praktek korupsi dan politik uang yang terjadi dalam Pemilu maupun Pemilukada. 

Hal ini untuk menjaga agar pada saat terpilih nanti tidak bekerja untuk mengembalikan 

modal yang telah dikeluarkan saat kampanye dan menang. Kemungkinan melakukan 

korupsi menjadi terbuka ketika menang dan mendapatkan peluang yang luas saat menjadi 

penguasa. 

Kesembilan, Mendorong adanya larangan calon tersangka sebagai calon kandidat 

dalam Pemilu maupun pemilukada. Tidak seperti sekarang ini, beberapa pasangan calon 

kepala daerah masih bermasalah dan telah ditetapkan menjadi tersangka dan terpidana 
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masih diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kandidat kepala daerah. Ada beberapa 

Kepala daerah yang menjadi tersangka tetapi tetap saja menjadi kandidat kepala daerah di 

tempat lain, sekalipun akhirnya tidak terpilih. Namun sebenarya bisa dikatakan etika 

seorang pejabat tidak ada lagi sebab sebagai pejabat yang tersangka bukannya 

mengundurkan diri, tetapi malah nekat pindah ruang gerak politiknya agar tetap menjadi 

penguasa. 

Dengan beberapa penjelasan diatas dalam jangka panjang, proses pendewasaan politik 

baik bagi politisi maupun rakyat harus menjadi agenda agar demokrasi yang berlangsung 

bukan sekedar seremoni belaka. Politisi dan partai harus membangun kesadaran internal 

akan peran dan posisinya sebagai penyalur dan pejuang aspirasi rakyat melalui mekanisme 

demokrasi sehingga amanat rakyat yang menuntut perbaikan kualitas hidup dan keadilan 

dapat diwujudkan. Perwujudannya tidak semata-mata melalui perolehan suara dalam 

proses pemilihan tetapi lebih dari itu, juga dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi yang 

dilakukan selama memegang posisi di parlemen. Posisi ini pun harus dijelaskan secara 

jujur kepada konstitunya, agar dipahami bahwa partai dan politisi bukan Sinter Klas yang 

datang dengan bantuan langsung kepada rakyat sehingga rakyat pun terbiasa untuk tidak 

menuntut hak-hak materiil kepada partai dan politisi. 

Sementara itu pendidikan politik yang lebih luas, juga harus menjadi agenda politik 

dengan pemerintah sebagai lokomotifnya. Pemerintah harus membangun kesadaran 

masyarakat bahwa proses politik tidak serta merta berakhir melalui pemilihan, tetapi 

masih dilakukan melalui banyak tahapan yang kesemuanya membutuhkan partisipasi aktif. 

Pemerintah harus menyadarkan rakyat bahwa rakyat memiliki hak politik yang akan 

menentukan jalannya masa depan bangsa melalui pilihan yang cerdas bukan berdasarkan 

semata-mata pada janji tetapi juga track record serta kapasitas. 

Akhirnya kita tetap berharap proses politik melalui Pemilu khususnya Pemilu 2014 

akan benar-benar menuju demokrasi yang berkualitas, dan tanpa ancaman terorisme 

maupun politik uang akan terjadi pada pemilu-pemilu mendatang di Indonesia, sebab 

pemilu masih dipercaya menjadi salah satu alternative pergantian kekuasaan yang 

memungkinkan menghilangkan praktik-praktik korup dalam politik. Kita berharap 
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demokrasi kita demokrasi yang beradab dan beretika. Kita akan menhadang politisi busuk 

dan korup. Semoga demikian adanya. 
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BAB 6 

PEMILU 2014, POLITIK  BIAYA MAHAL DAN PARTISIPASI 

A. Pengantar 
Bab ini merupakan catatan pendek dalam tahun politik  2014 yang lalu, menuju 

Pemilu 2014, yang diduga akan banyak kegaduhan politik. Tulisan ini tidak akan 

banyak membahas kriteria caleg dan persiapan Penyelenggaraan oleh KPU/KPUD. 

Focus tulisan ini sekitar Pemilu 2014 yang diduga akan menelan banyak biaya oleh 

caleg untuk menjadi kontestan Pemilul serta kaum muda sebagai bagian dari 

masyarakat sipil dalam kontribusinya atau keterlibatannya pada tahun politik 2013 

menuju Pemilu 2014 mendatang. Serta akan dilihat secara ringkas masalah yang 

terkait dengan terjadinya budaya politik negative di Indonesia yang dilakukan oleh 

sebagian elit politik kita, seperti enggan memaafkan, gampang ngember (curhat) 

masalah yang dihadapi, sampai soal politik uang dalam Pemilu bukan uang politik 

sebagai ongkos politik. 

 

Tentu saja tidak detail dengan banyaknya persoalan Pemilu, hanya sepintas, karena 

itu mari kita diskusikan bersama, untuk mengurus negeri ini dan mengisi negeri ini 

yang oleh Buya Syafii nyatakan “hampir karam” dan membuat frustasi, sehingga 

dibutuhkan “pikiran-pikiran gila” dan “abnormal”, sebab pikiran biasa dan normal 

tidak akan berdampak apapun di negeri yang bertabur pencitraan politik elit politik. 

Namun demikian kita tetap harus optimis, bahwa perubahan akan tetap ada 

sekalipun nyala lilin itu demikian kecil ditengah kegelapan yang sangat pekat dan 

hampir menyeluruh di semua lini. Kita benar-benar tengah berada dalam kondisi 

darurat, hampir disemua bidang kehidupan umat manusia. Wilayah agama, wilayah 

ekonomi, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan tentu saja wilayah politik yang 

terus karut marut karena banyak persoalan di antara para elit politik, antar lembaga 

penyelenggara politik dan antara legislative dan eksekutif yang sering tidak akur. 

 

Sudut pandang tulisan ringkas ini adalah sosiologi politik yang menyiratkan disana 

terjadinya perilaku politik, konsolidasi, pencitraan dan actor politik yang bertarung 

di dalam sebuah arena politik nasional maupun local (daerah). Perilaku politik anak 

negeri sudah dapat kita saksikan sejak sekarang. Baik kader partai berlabelkan 

agama (Islam), maupun partai tidak ada embel-embel keagamaanya. Perilakunya 

nyaris sama saja, sama buruknya, bukan sama baiknya. Semuanya mata duitan dan 

kurang memegang fatsoen politik atau pun etika berbangsa dan bernegara. Politik 

yang beretika kurang mendapatkan perhatian bahkan cenderung ditinggalkan oleh 

sebagian besar elit politik kita yang telah menjadi actor dalam demokrasi Indonesia. 

Kita tentu saja sedih dan kecewa atas perilaku politisi yang tidak bertabiat baik 
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(berakhlak mulia), tetapi kekecewaan kita tidak boleh membuat kita putus asa 

sehingga tidak berbuat sesuatu untuk perubahan negeri ini. Hal ini bahkan akan 

semakin memperkeruh kondisi yang tengah terjadi. Oleh sebab itulah kemampuan 

kita untuk bekerja sesuai dengan kondisi yang kita miliki merupakan salah satu 

alternative membantu menyelesaikan masalah besar bangsa ini. Menghujat, 

mencela dan memaki dengan pelbagai macam ungkatan dan kata-kata nista tidak 

akan banyak bermanfaat hanya akan memperparah keadaan negeri. 

 

Kita memang dibuat tersayat sembilu perasaan dan nuraninya. Disaat anak negeri 

sengsara, sebagian politisi kita hidup dalam kemegahan dan kelimpaham material 

yang tak terjangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Fasilitas yang diterima 

meminta serba mewah, sempurna dan terbaik dikelasnya. Sementara rakyat 

terseret dalam kemiskinan material dan ketakutan karena kesulitan mengakses 

sumber-sumber kekayaan untuk sekedar bertahan hidup. Inilah yang saya katakan 

politisi kita tidak memiliki etika dan fatsoen politik atas anak-anak negeri yang 

jumlahnya lebih banyak. Jumlah angka kemiskinan kita mengalami kenaikan dari 28 

juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 34 juta jiwa pada tahun 2011. Bahkan pada 

tahun 2013 naik lagi menjadi 37 juta jiwa dan tahun 2013 menjadi 38 juta jiwa. 

Sementara tahun 2014 menjadi 42 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin kita menjadi 

fantastic jika akan mengikuti perolehan angka minimal penghasilan perhari sesuai 

standar Bank Dunia yakni setiap harinya harus mendapatkan 2 U$ untuk penduduk 

di wilayah pedesaan dan 4 U$ untuk penduduk di perkotaan seperti dikemukakan 

UNDP dan Bank Dunia tahun 2010. 

 

Dalam kaitan seperti itulah, kajian dalam bab ini hendak menguraikan beberapa 
persoalan penting tentang partisipasi politik, perilaku poloitik serta problem-
problem serius demokrasi langsung yang diselenggarakan di Indonesia. Terkait 
dengan partisipasi politik kita melihat secara ringkas pemahaman tentang 
partisipasi politik tersebut. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting 
demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang 
paling tahu tentang apa yang paling baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri 
(Surbakti, 2013:179). Partisipasi politik meliputi tanggapan internal seperti 
persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti 
pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. 
 

Sebagai bentuk partisipasi politik, sebenarnya merupakan keterlibatan individu 
dalam suatu interaksi sosial dalam suatu kegiatan di masyarakat yang tumbuh dari 
kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan serta penuh dengan rasa 
tanggung jawab. Sedangkan politik menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 
(2013:4) politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian 
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kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, 
khususnya dalam negara. Dapat juga dipahami sebagai proses interaksi antara pihak 
penguasa dan pihak yang dikuasai. 
 
Sementara itu, menurut  Hardwick  dalam  Budiyanto  (2007:20)  partisipasi  politik  
memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, 
warganegara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap 
pejabat-pejabat  publik  agar  mampu  mewujudkan kepentingan-kepentingan 
tersebut. Partisipasi politik dapat terwujud dari pelbagai (berbagai) bentuk. Studi-
studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak 
berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan menggunakan jenis perilaku 
sebagai seperti dikemukakan oleh Huntington berikut ini:   

 
“Sebagai bentuk dari partisipasi, tidak bisa lepas dari aktivitas kegiatan pemilihan 
umum maupun legislatif dan Kepala darah. Hal itu merupakan serangkaian kegiatan 
yang dilaksanakan ini tidak hanya mencakup penggunaan hak suara tetapi juga 
meliputih proses persiapan dari pelaksana dan juga kegiatan kampanye untuk 
mencari dukungan guna mempengaruhi hasil pemilihan”.  ((Huntington, 1995:16)) 

 
 

Hal ini sejalan dengan pendapat Goel dalam Gatara bahwa: 
 

“.... Party and campaign workers: bekerja untuk partai politik atau kandidat, 
meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-
pertemuan, menyumbangkan uang kepada partai politik atau kandidat, bergabung 
dan mendukung partai politik, dipilih menjadi kandidat partai politik....” (Gatara, 
2009:316) 

 
Beberapa penjelasan ringkas tentang partisipasi disini hendak memberikan cara 

pandang bahwa antara politik (praktis), partisipasi dan perilaku politik masyarakat 

merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ketiganya 

saling memengaruhi dan menjadi bagian penting dalam perpolitikan nasional 

maupun politiki local (Pemilukada) yang tengah berlangsung secara massif di 

Indonesia. Bahkan dalam perjalanan politik daerah (politik local) pemilukada di 

Indonesia bisa dikatakan sebagai bentuk partsipasi politik paling hiruk pikuk dari 

berbagai persoalan demokrasi langsung. 

 

B. Politik Biaya Mahal 

Didiuga keras, seorang yang hendak mencalonkan dirinya menjadi anggota 

legislative tahun 2014, jika tingkat pusat tidak akan kurang biayanya untuk 

dikeluarkan mencapai 4 milyar rupiah, demikian kata Bambang Soseatyo politisi 

kawakan Partai Golkar yang sedang menjadi anggota legsilatif. Biaya sebesar itu 

bahkan bisa membengkak jika seorang caleg tidak memiliki basis massa yang jelas, 
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pendatang baru (wajah baru), sekedar numpang nama karena keluarganya, karena 

sodaranya, atau pun karena tidak memiliki mesin politik yang solid di partai dan 

basis massa rakyat. Biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai 8 milyar sampai 10 

milyar rupiah untuk sekedar menjadi caleg tingkat pusat. Bahkan menurut beberapa 

anggota legislative yang terpilih menjadi anggota DPR RI mereka mengeluarkan 

lebih dari 10 milyar untuk biaya politik seperti memasang baliho, membeli alat-alat 

kampanye seperti kaos, bahkan biaya politik lainnya seperti untuk komunikasi, 

konsumsi pertemuan politik, team sukses dan berbagai jenis kegiatan politik 

lainnya. 

 

Namun yang menjadi persoalan serius lainnya adalah bahwa biaya tinggi yang 

dikeluarkan pun tidak menjamin seorang caleg pasti terpilih saat Pemilu 2014. 

Bahkan, yang paling berbahaya adalah jika terpilih maka hampir bisa dipastikan 

akan beprikir bagaimana mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan saat 

menjadi caleg. Caleg terpilih bisa dipastikan tidak akan serius mengurus pekerjaan 

yang dikatakan meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat undang-undang atau 

mengawasi anggaran daerah dan pusat sebagai tugas legislatif, tetapi lebih memilih 

mengurus kesejahteraan dirinya sendiri dan mengurus bagaimana hutang-hutang 

politik dapat terbayarkan! 

 

Adanya politik biaya tinggi, diperkirakan akan memunculkan tradisi politik dagang 

sapi, tradisi politik berani membayar asalkan ada barang (sesuatu) yang 

didapatkan). Istilah politik NPWP (Nomor Piro Wani Piro/nomor Berapa Berani 

Berapa) terdengar dimana-mana. Mengeluarkan modal besar tetapi mendapatkan 

imbalan yang sepadan! Inilah proposal politik tahun 2014 yang berbiaya tinggi, 

akan semakin menciptakan politisi-politisi yang menggantungkan hidupnya pada 

pekerjaan yang mampu mendongkrak kesejahteraan diri dan pengembalian modal 

politiknya. Pengabdian politik pada rakyat agak jauh dari panggang, kalau tidak 

dikatakan “mimpi disiang hari”. 

 

Politik berbiaya tinggi akan pula menciptakan tradisi politik untuk mereka yang 

berpunya. Berpolitik harus menjadi orang kaya dahulu baru terjun dalam dunia 

politik. Tidak hanya sekedar popular dan pandai, sebab dalam parlemen pandai atau 

pendidikan tidak ada rumusannya. Hal yang paling penting dalam parlemen adalah 

“berani dan bisa bicara” bahkan banyak bicara, sekalipun salah-salah dalam 

bebricara, syukur berbicara yang benar dan bermutu. Tetapi sekalipun berbicaranya 

salah dan tidak bermutu: BANYAK BICARA adalah kata kunci dalam parlemen. Beda 

dengan dunia pendidikan tinggi harus bicara yang benar dan bermutu, jika tidak 

bisa bicara yang benar dan bermutu lebih diam! 
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Politik biaya tinggi juga memungkinkan terjadinya penumpukan kekayaan setelah 

menjadi politisi. Hal ini karena seperti kita ketahui modal yang dikeluarkan bukan 

sedikit, oleh sebab itu jika mengandalkan gaji dewan maka seorang anggota 

legislative akan kecewa karena modal menuju senayan atau dewan tidak kembali 

selama satu periode. Oleh karena itu, banyak cara anggota dewan akan mengeruk 

uang, bahkan dengan cara korupsi sekalipun, toh dalilnya korupsi akan akan 

ketangkap jika sedang apes, sebab hamor semua anggota dewan korupsi tetapi tidak 

sedang apes, jadi aman aman saja! Sungguh berbahaya, jika dalil semacam ini terus 

berkembang di masyarakat maka setiap politisi akan berusaha mengkorup uang 

rakyat, sebab mereka sebagian mempercayai bahkan hanya karena apes saja dia 

akan terjerat hukum. 

 

C. Kaum Muda sebagai Bagian Masyarakat Sipil 

Diskusi masalah masyarakat sipil, telah ramai diperbincangkan sejak tahun 1990-an 

di Indonesia, terutama akhir 1990-an terutama masyartakat sipil itu dihubungkan 

dengan kelas menengah terpelajar, pengusaha dan professional. Terdapat banyak 

pemahaman tentang siapa sebenarnya masyarakat sipil. Ada yang menyebutnya 

dengan masyarakat warga, masyarakat madani, dan masyarakat beradab. Beberapa 

ilmuwan social Indonesia termasuk para agamawan dan filosof membahasa masalah 

masyarakat sipil, masyarakat madani atau pun masyarakat warga seperti Franz 

Magnis Susesno, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Th. Sumartana, Daniel 

Dhakidae, Mochtar Pabotingi, Mohammad AS Hikam, Moeslim Abdurrahman dan 

Iwan Gardono Sudjatmiko untuk menyebut beberapa nama saja. Tentu masih 

banyak yang ikut terlibat dalam diskursus mengenai masyarakat sipil atau sebutan 

lainnya masyarakat madani. 

 

Dari semua istilah tersebut memberikan makna tersurat dan tersirat bahwa 

masyarakat yang sedang kita bicarakan adalah : mereka yang diharapkan mampu 

menjadi penyeimbang rezim politik dan masyarakat politik; masyarakat yang kita 

bicarakan adalah masyarakat yang tidak menjadi bagian dari partai politik; 

masyarakat yang bukan tanpa agenda perubahan social politik dalam sebuah 

Negara. Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang mandiri, masyarakat yang 

independen dengan partai politik kekuasaan tertentu, menggerakkan untuk 

perubahan social dan perubahan politik, ekonomi dan kebudayaan. Mereka ini 

memiliki agenda perubahan karena tidak menghendaki adanya status quo dalam 

sebuah rezim politik yang tengah berlangsung. Oleh sebab itu, dalam beberapa 

literature keberdaan masyarakat sipil seakan-akan diperhadapkan dengan 

keberadaan negara –pemerintahan yang berjalan dalam ruang status quo dan tidak 

berada dalam independensi partai politik serta ekonomi pasar. Masyarakat sipil 

diharapkan menjadi tulang punggung peruabhan rezim politik otoriter, monolitik 
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serta patronase politik. Masyarakat sipil diharapkan menjadi ujung tombak 

perubahan kebudayaan politik, dari politik tidak beradab menjadi politik 

bermartabat, berbudaya, politik beretika, serta memiliki fatsoen politik yang 

mengidahkan nilai-nilai politik berkeadaban.  

 

Ringkasnya, masyarakat yang kita bicarakan adalah masyarakat yang memiliki 

harapan perubahan karena melihat kenyataan pelbagai macam ketimpangan, 

penyimpangan dan ketidakberadaban alias kekerasan (fisik maupun terror mental). 

Masyarakat yang kita bicarakan adalah masyarakat yang hendak membantu 

merubah kondisi mengerikan seperti kita lihat dalam kurun waktu sepuluh tahun 

sampai tiga belas tahun terakhir yang penuh dengan kekerasan komunal, dan 

premanisme politik. Masyarakat yang kita bicarakan merupakan masyarakat yang 

memiliki kepedulian pada bangsanya sekalipun dengan caranya sendiri melakukan 

kritik keras atas praktek-praktek social politik ekonomi dan budaya yang terjadi di 

depan hidung kita bersama. Oleh sebab itu, negara sebagai institusi dengan 

perangkat politiknya tidak perlu khawatir terhadap masyarakat yang kita bicarakan 

karena mereka itu merupakan bagian penting dalam proses pembangunan politik 

dan keadaban demokrasi di Indonesia. Mereka bukanlah sekelompok manusia yang 

haus kekuasaan, tetapi hendak andil dalam proses transparansi, akuntabilitas dan 

partisipasi public politik sehingga negeri ini tidak menjadi negeri dengan tradisi 

politik bromocorah dan premanisme politik. Premanisme politik harus dihindarkan. 

 

Politik yang menjadi panggung pengadilan dan kriminalisasi personal merupakan 

politik yang cenderung destruktif ketimbang adaptip dan akomodatif atas 

pertarungan social dan peta social yang terjadi dalam masyarakat majemuk. Politik 

yang menjadi panggung pencitraan diri dengan kebaikan, senyuman, tangisan dan 

manipulasi kedzaliman politik oleh lawan-lawan politik hakikatnya politik berwajah 

ganda alias politik kemunafikan. Politik seperti itu adalah cerminan dari kondisi 

dimana masyarakat yang sedang kita bicarakan adalah masyarakat politik yang 

tidak memiliki fatsoen politik, bukan masyarakat sipil yang beradab, dan memiliki 

kesantunan politik. Masyarakat politik seperti itu adalah politik penuh dengan 

dendam politik antar elit politik. Kesantunan politik terlewatkan. Bahkan, 

masyarakat non politik diberi tontonan drama politik elit yang saling mencari 

perhatian public, mengiba, dan memelas karena banyak perkara yang mereka 

hadapi, tetapi diharapkan public memahaminya. Politik kita dikemas dalam kultur 

politik yang kurang beradab dan kurang demokratis secara substansial, hanya 

mengandalkan demokrasi procedural atau demokrasi formalitas; yakni ritual 

demokrasi lima tahunan sebagai sebuah PESTA. 
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Perhatikanlah jumlah pemilih kita tahun 2014 hampir mencapai 187 juta jiwa 

dengan catatan 10, 4 juta juta suara “bermasalah”. Diantara jumlah tersebut sekitar 

34,4 juta adalah pemilih pemula yang baru menggunakan hak pilihnya satu kali 

dalam Pemilu (Pilpres dan Pileg). Lantas dikemanakan suara pemilih Pemula dan 

suara yang bermasalah? Apakah mereka akan disumbangkan untuk menjadi 

GOLPUT ataukah untuk menjadi pemilih yang KRITIS dan partisipatif? Disinilah 

perlunya memikirkan jumlah suara yang juga tidak sedikit dalam Pemilu 2014 

mendatang. Semoga DEPDAGRI dan KPU segera bisa menyelesaikan masalah 

“Pemilih Bermasalah”, jangan sampai men jadi PEMILIH HANTU, karena sudah 

meninggal atau terdaftar dua kali; yang akhirnya menjadi persoalan pada tahapan 

pemilihan dan perhitungan suara Pemilih dan menjadi bahan TRANSAKSI antar 

Caleg dengan KPPS atau pun dengan KPU itu sendiri ditingkat Provinsi dan 

Kabupaten. Jangan sampai terulang masalah penggelembungan suara di dapil-dapil 

tertentu sebagaimana terjadi dalam Pemilikada di Indonesia dan berakhir dalam 

gugatan di MK yang ternyata di MK terjadi manaipulasi suara dan pemenangan 

gugatan karena terjadi prajtek SUAP MENYUAP seperti kita telah saksikan bersama 

sehingga Ketua MK, Akil Mochtar harus dilengserkan secara paksa dan tidak hormat. 

 

Sudah seharusnya dipikirkan agar pemilih muda dan pemilih pemula merupakan 

bagian penting dari proses politik demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, jangan 

biarkan mereka berkeliaran tidak terurus dan bersikap apatis dalam proses politik, 

sebab suara mereka juga yang akan menentukan perjalan bangsa ini lima tahun ke 

depan. Tugas berat ada pundak banyak pihak, dari pemerintah dalam hal ini KPU, 

Depdagri, Perguruan Tinggi, partai politik dan masyarakat sipil untuk meyakinkan 

mereka kaum muda agar turut berpartisipasi dalam Pemilu 2014 mendatang 

dengan mempergunakan sebaik mungkin hak pilihnya. Pendidikan politik sebagai 

bagian dari penyadaran politik harus segera dan terus dilakukan agar Pemilu 2014 

yang berbiaya mahal tidak terkesan mubazir dan menghasilkan anggota legislative 

(parlamen yang hanya doyan tidur, doyan mbolos/mangkir rapat, dan sekaligus 

doyan perempuan). 

 

Beberapa catatan diatas pada Pemilu 2014 sebenarnya bukanlah persoalan baru 

sebab hampir setiap Pemilu diselenggarakan masalah daftar pemilih tetap (DPT) 

senantiasa bermasalah. Persoalan teknis lainnya seperti kotak suara, surat suara 

menjadi masalah yang senantiasa berseliweran di depan hidung KPU. Belum lagi 

masalah politik uang yang selalu menghiasai pesta demokrasi. Bahkan dalam setiap 

Pemilu yang diselenggarakan politik uang semakin meningkat jumlahnya. Politik 

uang menjadi warna yang selalu muncul dalam Pemilu diselenggarakan baik zaman 

Orde Baru sampai dengan orde reformasi. Tradisi politik yang ternyata telah 

berlangsung sejak terjadinya pemilihan kepala desa di kampung-kampung. 
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Politik uang yang terjadi pada Pemilu 2014 seperti akan kita lihat pada bab 

berikutnya tidak pernah lepas dari adanya kong kalikong antara politisi busuk, 

politisi tidak bermartabat, dengan team sukses, tengkulak, para blater (preman 

politik), para bandit politik, dan pengusaha-pengusaha kerah putih atau kerah hitan 

yang menumpuk uang dengan “dagangan politik”.  

 

D. Kegaduhan Politik 

Kondisi lemahnya masyarakat sipil, dan kuatnya masyarakat politik yang seperti itu, 

akhirnya menumbuhkembangkan tradisi politik yang gaduh, sehingga kita tiap saat 

pada tahun politik 2013 ini menjelma menjadi tahun KEGADUHAN POLITIK, yang 

menjadi tontonan menjengkelkan dan membosankan kalau tidak akan dikatakan 

tontonan MEMUAKAN di negeri para bandit. 

 

Beberapa kegaduhan politik yang sempat saya catat pada Pemilu 2014 ditandai 

antara lain sebagai berikut: 

 

Pertama, pertarungan terselubung dan terbuka antr elit politik dalam pencitraan 

diri sebagai PEMBELA RAKYAT KECIL, PEMBELA UMAT, PEMBELA KAUM 

TERPINGGIR dan seterusnya. Pencitraan sebagai PAHLAWAN DAN KAUM PALING 

SUCI DALAM BERPOLITIK. Sekararang setiap hari kita disuguhi iklan politik ketua 

partai dan elit politik di media massa, sebagai pembawa Islam rahmatan lil alamin, 

sebagai pembela kaum buruh, tani, nelayan, pendik, dan semuanya.  

 

Kita juga setiap hari dapat menyaksikan pencitraan diri tentang politik yang paling 

berjasa dalam departemennya dan masyarakat harus mengertinya, bahwa sang 

politisi adalah pembela kaum marginal, pembela petani, pembela hutan rakyat, 

sampai dengan pembela UKM-KM, serta pelopor dalam memperjuangkan keadilan 

dan keterbukaan. Semuanya pentas di arena politik pencitraan yang dibungkus 

dalam iklan-iklan politik berbiaya mahal. 

 

Partai politik dan politisi semuanya mencitrakan dirinya dekat dengan rakyat kecil, 

mereka merasa menjadi pembela sejati kaum terpinggirkan, politisi merasa paling 

berjasa dalam menentukan nasibnya, tetapi sayang semuanya hanya berjalan 

selama masa kampanye sampai dengan pemilihan berlangsung. Setelah kampanye 

dan pemilihan berlangsung, situasi pembelaan atas rakyat kecil menghilang senyap 

dari peredaran public. Para politisi hanya akan datang kembali pada saat musim 

kampanye tiba untuk menyatakan bahwa mereka inilah pembela rakyat kecil. 

Politisi akan berkeliaran di tengah masyarakat dengan pelbagai cara untuk 

mendapatkan simpati dan merebut hati masyarakat agar memilihnya, namun lagi-



135 
 

lagi setelah itu politisi menghilang untuk waktu yang lama, sehingga masa 

kampanye dan Pemilihan tiba. Saat inilah para politisi beraksi untuk menjual dirinya 

ditengah masyarakat dengan berbagai janji politik yang sering tidak dipenuhi paska 

Pemilihan terjadi. Janji tinggal janji. Janji adalah kepalsuan yang nyata dari para 

politisi busuk. Tentu ada sedikit politisi yang bekerja dan bersama rakyat. Politisi 

macam inilah yang seharusnya mendapatkan perhatian rakyat ketika pemilihan 

berlangsung bukan memilih karena mendapatkan keuntungan sesaat. 

 

Kedua, pertarungan elit politik local dalam Pemilukada yang PECAH KONGSI, 

sebagian sebelum berakhirnya masa jabatan, sehingga maju sendiri-sendiri dalam 

Pemilukada lanjutanya. Mencapai 48 % pejabat daerah dan politik daerah pecah 

kongsi dalam perjalanan politiknya. Ada banyak penyebab mereka pecah kongsi, 

namun tidak selalu disampaikan pada public, hanya beberapa alasan saja seperti 

alasan klise : ada ketidakpahaman antara a dan b atau ada ketidakcocokan ditengah 

jalan antara politisi a dengan politisi b maka lebih baik pisah. 

 

Pertarungan elit local maupun pusat menjadi hal yang tampak sangat wajar dalam 

tradisi politik Indonesia. Tidak ada banyak elit local maupun pusat yang bersedia 

menjadi “kawan politik sejati” untuk melanjutkan aktivitas politik yang telah 

dibangun sebelumnya secara harmonis. Jika di tengah jalan berbeda pandangan dan 

haluan politik maka jalan yang ditempuh adalah “putus kongsi” alias perceraian 

politik kemudian menjadi pilihannya. Antara politisi memilih jalannya masing-

masing dengan mengusung visi misi dan identitas politik yang diusungnya. Tradisi 

politik semacam ini tidak hanya membuahkan pertarungan serba instan juga 

membuahkan politisi-politisi yang bisa dikatakan “rabun ayam” sebab hanya 

melihat kepentingan jangka pendek bukan kepentingan nasional yang lebih 

berjangka panjang dan menjadi kebutuhan banyak orang. 

 

Hal yang paling kentara kemudian antara politisi yang mengalami pecah kongsi 

kemudian saling menekung dan menikam dalam berpolitik. Terdapat banyak politisi 

masuk penjara hanya karena lawan politiknya menyeret atau mengadukan 

persoalan yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari program politik bersama. 

Program politik seperti kunjungan kerja, bantuan dana social, bantuan pemberian 

fasilitas kantor, perjalanan dinas serta memberikan surat sakti atau “lisensi” maka 

setelah pecah kongsi hal tersebut dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan 

politiknya. Hal semacam ini tentu saja memengaruhi kinerja politisi dalam menata 

wilayah ketika memimpin daerah. 

 

Politisi akhirnya disibukkan agar terlepas dari jeratan-jeratan magis lawan politik 

pasca pecah kongsi. Memang terdapat politisi yang sejak awal tidak memperhatikan 
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peraturan-peraturan daerah maupun peraturan pemerintah secara maksimal 

sehingga terjerat masalah hukum. Namun hal ini tidak banyak karena sebagian 

besar politisi sebenarnya terjerat persoalan hukum criminal maupun hukum 

pindana korupsi juga karena persoalan-persoalan teknis di lapangan. Tetapi benar 

adanya bahwa sebagian kecil politisi kita memang memanfaatkan jabatanya untuk 

memperkaya dirinya, keluarganya serta sanak saudaranya sehingga melakukan 

berbagai macam tindak pidana korupsi dengan pelbagai modus operandinya. 

Politisi semacam ini tentu merupapakan tabiat buruk politisi Indonesia. 

 

Ketiga, egoism politisi pada partai dan kelompok pendukungnya (patron client) 

versus lawan-lawan politik dalam internal partai politik maupun eksternal partai. 

Politisi tidak menampakkan dan mencerminkan sebagai politisi yang santun dan 

berdedikasi mensejahterakan rakyat sebagai amanat konstitusi. Politisi cenderung 

membela kawannya ketimbang masyarakat, sekalipun senantiasa menebarkan janji 

manis saat kampanye pemilu. Politisi lebih memilih kepentingan individu dan partai 

ketimbang memilih masyarakat pemilih ataupun orang yang berada di luar 

partainya.  Mereka mencintai partai dan pimpinan partai ketimbang masyarakat 

yang telah memilihnya pada saat Pemilu berlangsung. 

 

Kondisi semacam itu semakin kuat ketika politisi diperhadapkan dengan pilihan 

untuk membela kepentingan masyarakat dengan membela kepentingan partai dan 

bos partai. Mereka akan memilih partai politik ketimbang masyarakat yang telah 

memilihnya. Politisi akan menjadikan masyarakat yang telah memilih menjadi 

korban pembuatan kebijakan nasional ketimbang membela kepentingan 

masyarakat banyak. Kasus dalam masalah ini misalnya persoalan kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM) yang dinaikan pada masa presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono partai politik dan orang-orang partai mendukung kebijakan SBY 

ketimbang mendukung rakyat yang akan terkena dampak kenaikan BBM. 

 

Kasus lainnya adalah adanya keinginan dewan (DPR) untuk merombak ruangan 

dewan beserta peralatan yang ada di dalamnya hingga mencapai 12 milyar 

peruangan. Masyarakat menolak adannya gagasan Dewan dibawah pimpinan ketua 

DPR, Marzuki Ali, tetapi dewan tetap ngotot bahwa ruangan dewan harus dirombak 

karena dianggap tidak lagi layak fasilitasnya. DPR tetap mempertahankan 

keinginannya sementara masyarakat diluar dewan mengkritik bahwa kebijakan 

mengganti fasilitas ruangan dewan merupakan kegiatan pemborosan dan 

menghabiskan uang negara yang tengah miskin karena dollar menggila dan barang 

barang dipasaran naik tajam harganya karena pailit pasar modal dunia. 
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Gagasan lain yang dibela oleh dewan (DPR) tetapi bertentangan dengan kehendak 

rakyat adalah rencana pembangunan gedung baru DPR. Rakyat banyak menolak 

gagasan ini tetapi DPR ngotot harus membangun gedung baru DPR dengan alasan 

gedung DPR telah rusak dan tidak lagi representative. DPR menganggarkan 

pembangunan gedung baru DPR lebih dari 490 milyar sementara rakyat banyak 

dalam kesusahan mendapatkan lapangan kerja karena banyaknya putus hubungan 

kerja (PHK) karena beberapa perusahaan dan departemen melakukan efisiensi 

anggaran keuangan.  DPR tetap bergeming untuk membangun gedung baru dengan 

segala fasilitas lux yang terdapat di dalamnya sementara masyarakat pemilih dalam 

kesengsaraan yang sempurna. Inilah ironi yang mencolok dari DPR dan politisi kita. 

 

Keempat, tarung wacana dalam arena public sebagai politisi paling santun, paling 

suci, paling dermawan, dan pembentuk sejarah di Indonesia, setiap kampanye 

pemilu dan menjelang pelaksaan Pemilu. Politisi kita bisa dikatakan sebagai sosok 

politisi yang suci, paling berperan dalam memberdayakan masyarakat, bahkan 

merasa paling alim-santun dalam beragama sehingga masyarakat nyaris selalu salah 

dihadapan politisi. Politisi kita sibuk dengan urusan penampilan yang merasa paling 

suci dihadapan public, bersih dari korupsi, dan memberikan pernyataan tentang 

perlunya membasmi korupsi dari Indonesia.  

 

Tetapi semua itu hanyalah isapan jempol belaka. Beberapa politisi yang 

berpenampilan bisa dikatakan berlagak suci ternyata dibelakang layar memang 

berbuat sebagaimana yang dikatakan yakni korup, tercela, mendiskriminasi 

masyarakat, melakukan pelecehan seksual, menindas perempuan dan menghina 

para akademisi serta ilmuwan yang kritis kepada dewan atau politisi. Para politisi 

yang merasa suci satu demi satu tertangkap basah (tertangkap tangan) oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sedang atau tengah melakukan praktek 

penyuapan atau menerima uang suap. Mereka tertangkap karena melakukan 

praktek kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. 

 

Kita tentu ingat dengan kasus pelecehan intelektual oleh Ramadhan Pohan terhadap 

George Junus Adi Tjondro karena menulis buku Cikeas semakin Menggurita. 

Bagaimana Ramadhan Pohan menyatakan bahwa karya tulis George Adi Tjondro 

adalah karya sampah. Ternyata belakangan diketahui oleh media bahwa Ramadhan 

Pohan memiliki masalah dengan para pengusaha di Medan karena kasus keuangan. 

Kita juga tentu ingat dengan kasus suap dan menerima suap Lutfi Hasan Ishaq 

politisi PKS (Presiden PKS) yang kemudian ditangkap KPK. Selain juga karena kasus 

suapa menyuap Lutfi Hasan Ishaq juga bermasalah dengan urusan perempuan 

bayaran (PSK) yang masih berusia muda dan mahasiswa. Kita juga tentu ingat 

dengan kasus Sutan Batugana politisi Partai Demokrat yang dikenal dengan kalimat 
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“masukin itu barang” ternyata menjadi bagian dari kasus suap-menyuap BP Migas. 

Kita juga tentu ingat dengan kasus Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi 

Malarangeng, politisi Partai Demokrat dengan kasus korupsi anggaran Hambalang 

yang juga menyeret Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 

 

Beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa politisi kita sebenarnya lebih banyak 

mewacanakan tentang kebaikan, kebajikan, kesalehan, namun sejatinya dirinya 

melakukan apa yang sebaliknya. Jika kita mengikuti Bahasa agama Islam, misalnya, 

para politisi kita sebenarnya berwajah banyak alias munafik. Di hadapan kamera 

berkata lain dari apa yang dilakukan dibelakang kamera. Inilah pencitraan politik 

yang para politisi bangun agar mendapatkan simpati tetapi akhirnya rakyat paham. 

 

E. Kegagalan Masyarakat politik 

Oleh karena masyarakat politik dengan POLITIK GADUH, yang terjadi adalah 

kegagalan masyarakat politik dalam hal : 

 

Pertama, pelembagaan partai politik, sebab yang terjadi adalah personifikasi partai 

politik, yang berakibat pada tumbuhnya oligarki partai politik, partai keluarga dan 

keluarga dekat. Hampir bisa dikatakan semua partai besar yang ada di Indonesia 

peserta Pemilu 2014 adalah partai keluarga, dengan berbagai kadar yang terjadi di 

dalamnya. Dimulai dari dewan Pembina, dewan penasehat, majlis pertimbangan dan 

seterusnya, semuanya mencantumkan orang orang terdekatnya bahkan keluarga-

nya. 

 

Persoalan oligarki partai politik bahkan menjalar menjadikan partai sebagai partai 

generasi kaum tua karena dipimpin oleh mereka yang telah berumur diatas enam 

puluh tahun. Kalua pun pimpinan partai masih dibawah enam puluh tahun tetapi 

penentu kebijakan partai adalah mereka yang telah berumur diatas enam puluh 

tahun. Oleh karena itu, partai politik Indonesia cenderung menjadi partai orang tua 

sehingga disebut dengan istilah geronto-democracy yang demokrasi kaum tua. 

 

Kaum tua tampak sekali masih ingin tetap berkuasa menjadi bos partai politik. Hal 

ini tampaknya disebabkan karena mereka merupakan para pendiri partai politik 

bahkan pemilik saham terbesar dalam partai. Partai semacam ini dipastikan tidak 

akan menjadi partai yang benar-benar demokratis serta modern, tetapi hanya 

sekedar partai yang akan meramaikan perjalanan politik Indonesia dengan suara 

yang akan mengalami pasang surut seketika bahkan tidak akan mengalami kenaikan 

suara partai yang dominan kecuali hanya sesekali waktu saja. 
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Kondisi partai semacam itu telah tampak pada Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Hanura, 

Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS). Semua partai ini lebih banyak dipengaruhi oleh sosok pendirinya atau dewan 

penasehat partai politik ketimbang dewan tahfidz partai (Ketua Pelaksana Harian). 

 

Kondisi oligarki semacam itu telah menjadikan partai politik di Indonesia menjadi 

partai yang hanya rutin mengikuti Pemilu dan melewati batas minimal suara yang 

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun sulit menjadi partai 

dominan sebagaimana dahulu ketika Golkar berkuasa dibawah Orde Baru. Namun 

demikian, Golkar setelah menjadi partai politik bisa dikatakan sebagai partai yang 

paling berpengaruh dan berpotensi menjadi partai modern. 

 

Kedua, pendidikan politik tidak jalan dari partai politik, sehingga dibebankan pada 

ormas keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat perguruan tinggi. Partai politik 

lebih banyak disibukkan dengan urusan pendidikan pemilu lima tahunan, bukan 

sistematis setiap tahunan, hanya ramai saat menjelang digelarnya Pemilu saja. 

Partai politik boleh dikatakan gagal menjalankan perannya sebagai pembentuk 

kader politik sebab yang dikerjakan partai politik cenderung bersifat jangka pendek 

hanya lima tahunan atau bahkan kerjaan adhoc yang hanya berjalan sesekali saja 

yakni saat Pemilukada atau Pimilu Legislatif berlangsung setelah itu partai politik 

bagaikan tidur disiang hari. 

 

Partai politik yang gagal melakukan pendidikan politik pada warga negara akhirnya 

tidak memiliki kader partai yang benar-benar “siap tanding” serta bisa menjadi 

andalan ketika harus dicalonkan untuk menjadi kandidat kepala daerah atau pun 

kandidat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Partai politik cenderung 

menunggu warga negara yang telah “jadi untuk kemudian dilamar” untuk menjadi 

kandidat kepaka daerah atau menjadi kandidat legislative. Hal semacam ini tentu 

merupakan kerugian besar partai politik sebab akan membuka peluang yang sangat 

lebar tentang masuknya politisi-politisi kutu loncat dan bajing loncat yang tidak 

memiliki komitmen politik pada partai secara militant. 

 

Bukti-bukti kurangnya kader partai yang militant dan mumpuni telah diperlihatkan 

dengan sempurna oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, 

Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Hanura yang mencalonkan 

jejeran para artis pada Pemilu Legislatif tahun 2014 disamping Pemilu Legislatif 

2009. Partai-partai ini dikenal dengan Partai Artis Nasional dan Partai Gudang Artis. 
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Hal ini tentu menjadi bukti bahwa partai politik gagal melakukan pendidikan politik 

sehingga banyak warga negara yang tertarik untuk terlibat dalam partai. Bahkan, 

partai sendiri kadang tampak ketakutan jika di dalam partai memiliki orang-orang 

yang kritis dan berani mempersoalkan kebijakan pimpinan. Pemimpin partai akan 

senang jika anggota partai tidak banyak mempersoalkan tentang keberadaan partai, 

kebijakan partai, kebijakan rekruitmen, kebijakan penentuan dapil serta kebijakan 

mementukan pimpinan partai politik. Kasus-kasus pemecatan kader partai yang 

kritis tampak jelas sekali terjadi di tubuh Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, 

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan, Partain Nasdem, Partai Gerindra serta Partai Keadilan Sejahtera. Partai-

partai yang ada ternyata lebih memilih kader partai yang bisa diatur dengan mudah 

sekalipun mereka adalah kader-kader partai yang sebenarnya memiliki kemampuan 

untuk menjadi kader partai yang cerdas, kritis, dan berani mempersoalkan 

kebijakan partai politik. Hanya saja mereka lebih memilih “diam” daripada lengser. 

 

Ketiga, berkembangnya politik dinasti dari tingkat pusat sampai kabupaten. Partai 

politik menerjunkan keluarganya dan pejabat kepala daerah pun tidak berbeda, dan 

menolak adanya undang-undang dan peraturan yang menghalangi berkembangnya 

politik dinasti oleh insan politisi. Politisi kita menjadi contoh paling sempurna untuk 

terjadinya praktek politik dinasti di Indonesia. Politisi kita membangun kuktur 

politik menjadi kultur politik keluarga, sebagai politik dinasti bagaikan politik 

zaman kerajaan masa colonial. Politisi kita sibuk mengangkat sanak saudaranya 

sendiri dalam perpolitikan nasional maupun politik local. 

 

Kita melihat bagaimana Partai Demokrat dipimpin oleh Dewan Penasehat Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY), semenara anak kandungnya menjadi Sekretaris Jendral. 

Kita dapat melihat pula SBY menjadi Presiden sementara anaknya menjadi anggota 

DPR RI dari Partai Demokrat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Hamzah Haz, 

sebagai penasehat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara anaknya 

menjadi anggota dewan dari PPP sekarang ini tertangkap menjadi pesakitan di 

penjara karena kasus narkoba. Kita juga dapat menyaksikan Partai Amanat Nasional 

(PAN), dimana Amien Rais menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai anaknya 

menjadi wakil sekjend PAN. Pada Amien Rais menjadi Ketua Dewan Penasehat PAN 

pula anaknya menjadi anggota DPR dari PAN.  

 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Hanura dimana Ketua Umumnya Wiranto 

maka anak menantunya dijadikan kandidat DPR dari Hanura. Kita juga melihat 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ketika secara berturut-turut sejak 

tahun 1997 hingga sekarang tidak pernah diganti dari kursi Ketua Umum PDIP 

dengan alasan amanat Kongres Denpasar Bali. Sementara itu Puan Maharani 
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dijadikan pimpinan PDIP dan Ketua Fraksi PDIP di DPR sekarang menjadi Mentri 

wakil dari PDIP jelas karena Megawati adalah pimpinan Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan. 

 

Kita bisa melihat di daerah-daerah seperti di Makassar keluarga Yasin Limpo 

membangu dinasti politik demikian megahnya dari istrinya, adiknya, iparnya yang 

semuanya menjadi pimpinan di partai dimana Yasin Limpo menjabat sebagai 

Gubernur dan partai politik di wilayahnya. Kita juga bisa melihat di Provinsi Banten, 

yang dilakukan Ratu Atut Chosyiyah sebagai Gubernur Banten maka dinasti politik 

dibangun dengan sempurna. Ratu Atut sebagai Gubernur, Hikmat Tomet sebagai 

anggota Dewan, adiknya sebagai bupati, menantunya sebagai walikota Tangerang, 

Tangerang Selatan serta anggota Dewan Tingkat Provinsi dan kabupaten. Hal yang 

sama dilakukan di Kabupaten Bantul oleh Idham Samawi dan Sri Surya Widati. 

Pasangan suami istri di Bantul melakukan “tukar posisi” sebagai Bupati Bantul, 

selain anaknya menjadi pimpinan DPRD Provinsi Yogyakarta. 

 

Keempat, kampanye politik adalah kampanye pemilu untuk pencitraan diri dan 

partai sebagai partai paling bersih, jujur, merakyat, dan pembela masyarakat. Bukan 

soal program dan aktivitas partai yang dikerjakan secara serius pada masa kerja 

lima tahun belakangan dan mendatang. Model partai politik seperti ini merupakan 

model partai politik konservatif dalam membangun ikatan dengan massa 

pendukung atau massa pemilih. Massa pemilih dibangun emosinya berdasarkan 

ikatan-ikatan emosional bukan ikatan rasional yang cenderung modern, tetapi pada 

mekanisme tradisional yang mengandung unsur irrasional dan menguras emosi 

pemilih sehingga menjadi pemilih karena merasa mendapatkan kesamaan emosi. 

 

Kampanye politik semacam itu dengan membangun citra diri sebagai partai yang 

bersih, partai yang jujur, merakyat serta pembela wong cilik adalah model 

kampanye dengan karakteristik pemilih tradisional, pemilih kelas rakyat bawah, 

kelas masyarakat yang membutuhkan patron politik, karena ketergantungannya 

pada atasan atau elit, selain juga karena ikatan social keagamaan. Namun sejatinya 

kampanye politik model membangun ikatan emosional tidak akan berjalan dengan 

baik ketika masyarakat menjadi masyarakat rasional, masyarakat terdidik serta 

melek politik. Masyarakat yang melek politik berarti pula masyarakat yang sadar 

akan kemajuan politik di negerinya karena itu akan memilih partai politik dengan 

program-program yang terukur, jelas secara kalkulatif, bukan karena 

kepemimpinannya atau karena kedekatan emosional. 

 

Masa depan partai yang dibangun secara emosional bisa dipastikan dalam 

perkembangannya akan mengalami kebangkrutan sebab masyarakat lambat laun 
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akan memahami bagaimana berpolitik itu adalah hal yang rasional, bukan sekedar 

irasional dan emosional. Masa depan partai konservatif yang emosional hanya akan 

bertahan pada model kepemimpinan kharismatik, ketokohan, karena itu akan bisa 

dipastikan jika tokoh kharismatik meninggal maka partai tersebut juga akan 

mengalami pasang surut dalam perolehan suara bahkan yang paling tragis adalah 

adanya perpecahan dalam tubuh partai karena berbagai kepentingan politisi dalam 

tubuh partai yang selama ini terpendam kemudian muncul kepermukaan pasca 

tokoh kharismatik meninggalkan partai. 

 

Oleh sebab itu, keberadaan kampanye politik yang hanya mengandalkan politik 

pencitraan sebenarnya merugikan pada pertumbuhan partai politik menjadi partai 

modern. Namun demikian dalam kenyataanya, partai politik di Indonesia memilih 

model kampanye politik pencitraan atas partai ketimbang membangun partai 

politik sebagai partai modern, partai rasional serta partai berbasiskan program 

kerja. Partai yang berdasarkan program kerja sebenarnya merupakan partai 

professional selain partai yang mendukung pertumbuhan pelembagaan partai. 

 

Kelima, tumbuhnya semangat politik terdzalimi, politisi merasa terdzalimi, 

teraniaya, dan menjadi “terdakwa politik”, sehingga minta belas kasihan dan 

dipahami oleh public. Semuanya untuk mencari simpati public agar diperhatikan. 

Tradisi membangun politik belas kasihan berjalan nyaris sempurna di negeri ini. 

Politisi kita senantiasa membangun image bahwa dirinya mendapatkan perlakuan 

yang teraniaya, didzalimi pihak lain (lawan politik) sehingga dalam kampanye-

kampanye politik baik kampanye tatap muka ataupun kampanye media selalu 

dhadirkan kisah-kisah yang mengharukan public.  

 

Semangat menjadikan dirinya sebagai yang teraniaya sudah berlangsung sangat 

lama di Indonesia. Sejak Seoharto berkuasa selalu hadir elit-elit politik yang merasa 

dirinya teraniaya oleh pihak lain sebagai lawan politiknya. Pak Harto sebagai actor 

politik orde baru selalu menampakkan dirinya sebagai sosok yang terdzalimi oleh 

kelompok lawan politiknya sehingga berusaha menyingkirkan dengan sempurna 

lawan-lawan politiknya. Sorakarno adalah korban politik yang diambil Soeharto. 

Lawan-lawan politik Soeharto yang tergabung dalam Petisi Lima Puluh seperti Ali 

Sadikin, M. Yusuf, Bintang Pamungkas dan sebagainya adalah bukti bahwa politik 

teraniaya telah tumbuh subur di Indonesia. 

 

Perilaku politisi teraniaya semakin kuat ketika Megawati Soekarno Putri memimpin 

PDI, kemudian menjadi PDI Perjuangan. Betapa Megawati membangun dirinya 

sebagai politisi yang teraniaya oleh kebijakan Soeharto dan antek-anteknya. Setelah 

itu SBY juga membangun citra dirinya sebagai politisi yang teraniaya oleh Megawati 
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ketika menjadi Presiden dan juga zaman Abdurrahman Wahid sehingga SBY pada 

Pemilu 1999 benar-benar berkampanye dengan Partai Demokrat sebagai tokoh 

politik yang teraniaya. SBY sukses mendulang suara dengan politik teraniaya pada 

Pemilu 2004 dan yang kedua kalinya yakni Pemilu 2009 untuk kembali menduduki 

kursi presiden, setelah tahun 1999 Partai Demokrat berhasil mendudukkan orang-

orangnya di DPR RI. 

 

Keberhasilan SBY dikemas ulang oleh Megawati dengan PDI Perjuangan yang 

dipimpinnya untuk mengantarkan dirinya menjadi presiden tetapi gagal pada 

Pemilu 2004. PDIP pada 2004 dan 2009 dengan membangun tradisi politik 

teraniaya akhirnya memilih berada di luar eksekutif, berada diluar pemerintahan 

SBY, namun akhirnya berhasil mendulang suara di daerah-daerah menjadi 

Gubernur dan Bupati. Pada Pemilu 2014 PDI Perjuangan kemudian mencalonkan 

Joko Widodo sebagai Calon Presiden yang diusung PDIP dan memenangkan 

pertarungan dengan calon presiden dari partai koalisi Merah Putih. 

 

F. Peran Kaum Muda-Mahasiswa  

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka masyarakat sipil harus berperan 

dalam hal seperti dibawah ini: 

 

Pertama, menghadang berkembangnya politik dinasti untuk keadilan politik warga 

Negara di Indonesia. Tradisi politik dinasti sudah seharusnya diakhiri tidak boleh 

terulang kembali apa yang terjadi zaman Soeharto. Memang belum ada undang-

undanganya, tetapi soal etika politik perlu diperhatikan. Orang bilang soal 

kepantasan, bukan soal hukumnya. Politik dinasti akhirnya diundangkan oleh 

dewan namun hanya sebatas Kepala daerah yang sedang memimpin tidak boleh 

mencalonkan istrinya atau keluarga menjadi kandidat kepala daerah di kabupaten 

dimana dia memimpin. 

 

Telah ada kemajuan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal 

membatasi politik dinasti di kepala daerah, namun hal ini tidak terjadi untuk para 

anggita dewan sendiri. Para anggota dewan tidak melarang anak istri cucu ponakan 

untuk mencalonkan dirinya secara bersamaan menjadi anggota legislative untuk 

mencegah adanya politik dinasti. Hal ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa dewan 

pun tetap menjaga tradisi politik dinasti agar bisa terus terjadi sekalipun di 

kepemimpinan kepala daerah telah ada pembatasan. 

 

Oleh sebab itu, sebenarnya hal yang perlu dilakukan adalah adanya pembatasan 

untuk menjadi anggota legislative tidak boleh lebih dari dua periode untuk orang 

yang sama dari tingkatan kabupaten sampai pusat. Hal ini jika dilakukan maka akan 
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memungkinkan adanya pergantian politik kekuasaan dari warga negara. Selain itu 

juga perlu diatur mengenai tidak boleh atau adanya larangan meminta mahar politik 

pada kandidat yang akan mencalonkan diri dari partai tertentu sehingga tidak 

hanya memberikan kesempatan pada politisi yang memiliki modal besar. Para 

pemodal besar juga diberi larangan serta sangsi yang keras jika melanggar aturan 

yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau pun oleh Dewan itu 

sendiri dengan melakukan diskualifikasi sehingga politisi tersebut dilarang 

mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilu. 

 

Kita perlu memiliki aturan yang jelas tentang adanya larangan menjadikan politik 

Indonesia sebagai gerakan politik dinasti oleh siapa pun termasuk oleh para pendiri 

partai politik. Para pendiri partai politik tidak diberi hak untuk memiliki 

kesempatan membangun dinasti dalam pertain yang didirikan, karena partai politik 

sebenarnya didirikan bukan untuk kepentingan keluarga dan sanak familinya tetapi 

untuk kepentingan public yakni mengabdi kepada masyarakat dan negara. 

 

Kedua, menghadang politisi busuk dalam Pemilukada dan Pileg/Pilpres 2014 dan 

Pemilu-Pemilu mendatang. Kita harus mampu melakukan sosialisasi pada public 

bahwa politik kita adalah politik yang beradab dan mencerdaskan. Oleh karena itu 

bikinlah kriteria yang detail siapa mereka dan bagaimana seharusnya diperlakukan. 

Misalnya, mereka itu MALINGAN, diskriminatif, MEMBANGUN DINASTI POLITIK 

ataukah tidak. Jika mereka memenuhi kriteria sebagai politik yang tidak baik alias 

politisi busuk dengan kriteria yang kita bikin secara objektif maka masyarakat 

diberi tahu agar tidak memilih mereka. 

 

Masyarakat jangan sampai jatuh pada pilihan emosional sehingga memilih kandidat 

hanya karena kedekatan emosi baik itu etnis, agama, keturunan, kekayaan dan 

paling berbahaya karena merasa bahwa mereka itu menjadi bagian dari hidupnya 

karena didzalimi oleh lawan-lawan politiknya. Politisi busuk yang kita buat 

kemudian ditetapkan dalam peraturan perpolitikan atau peraturan kampanye 

politik sehingga kemungkinan hadirnya politisi yang tidak memiliki visi jauh ke 

depan untuk membangun kemajuan bangsa semakin kecil.  

 

Dari sana kita berharap lahirnya para politisi yang memiliki wawasan kebangsaan 

dan kemanusiaan serta keadilan untuk membangun martabat bangsa ini. Kita tidak 

lagi berharap pada hadirnya politisi-politisi yang lebih banyak mengeluhkan atas 

kekurangan fasilitas, mengeluh kekurangan gaji, serta mengeluh karena banyak 

aturan yang menjerat dan sejenisnya. Kita harus berani kelura dari tradisi politik 

busuk serta politik dinasti seperti sudah kita bicarakan di depan. Dengan demikian 

dalam tahapan tahapan politik selanjutnya yang perlu dilakukan adalah adanya 



145 
 

rekruitmen politik secara terbuka yang dilakukan oleh partai politik untuk 

mendapatkan kader politik yang berkualitas untuk membangun bangsa. 

  

Kualitas politisi akan bisa kita lihat dari rencana kegiatan atau program yang 

ditawarkan dalam partai atau dalam debat public ketika kampanye. Kualitas politisi 

akan tampak disana ketika memaparkan rencana program kerja dalam kampanye. 

Memang rencana kerja dapat dibuatkan oleh team sukses namun jika tidak dikuasai 

oleh politisi maka akan tampak disana bahwa politisi tersebut adalah karbitan atau 

tidak memenuhi syarat ketika terjadi debat public atau terjadi dialog public. 

Seorang politisi yang berkualitas akan memperlihatkan kualitasnya sementara 

politisi karbitan akan tampak di san ajika tidak memahami apa yang disampaikan.  

 

Inilah salah satu kriteria atau mekanisme membangun kualitas politisi Indonesia 

sehingga kita benar-benar dapat memilih politisi yang berkualitas ketimbang 

memilih politisi-politisi yang hanya menjual citra dihadapan public tanpa memiliki 

kualitas individu yang memadai untuk bertarung dalam Pemilu. 

 

Ketiga, mencegat pada PENGANGGURAN POLITIK pada Pemilu 2014 dan pemilu-

pemilu mendatang. Siapa mereka mereka yang kita ketahui track recordnya selalu 

membuat gaduh dalam politik, membuat pencitraan diri dan kelompoknya paling 

berjasa, paling bersih, yang berperilaku BAJING LONCAT, dari satu partai ke partai 

lain dan seterusnya harus mendapatkan perhatian public. Public harus mengetahui 

perilaku politisi yang menjadi pengangguran politik sebab mereka ini sebenarnya 

menjadi politisi hanya ingin mendapatkan pekerjaan, bukan untuk mensejahterakan 

masyarakat atau memajukan bangsa. 

 

Oleh sebab itu, para penganggur politik sedapat mungkin diketahui public dengan 

pelbagai mcam cara yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga 

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, sekolah-sekolah menengah atas serta 

media massa sehingga masyarakat benar-benar menentukan pilihan karena kualitas 

kandidat bukan hanya memilih kucing dalam karung. Masyarakat memilih tetapi 

tidak memiliki pengetahuan tentang siapa sebenarnya yang hendak menempati 

posisi di dewan perwakilan rakyat daerah maupun pusat. Demikian pula 

masyarakat harus mengetahui siapa sebenarnya orang yang hendak dipilih menjadi 

kepala daerah untuk memimpin masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun 

mendatang. Masyarakat jangan sampai tidak memiliki pengetahuan tentang itu. 

 

Pengangguran politik jika dibiarkan bergentayangan di nusantara ini yang 

diperbuat lebih banyak membangun intrik, membangun tradisi politik yang tidak 

mulia, tidak memperhatikan fatsoen politik, serta tidak memperdulikan kaidah-
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kiadah etika dalam berpolitik untuk menjadi politisi yang santun. Para penganggur 

politik hanya akan bekerja secara serampangan yang penting dapat memperoleh 

kepentingan dan keuntungan sementara, apakah keuntungan material maupun 

keuntungan kekuasaan. Para pengangguran politik juga tidak akan segan-segan 

melakukan tindakan premanisme dalam berpolitik karena buat para penganggur 

politik, berpolitik merupakan wahana memperoleh keuntungan kekuasaan dan 

keuntungan material sekalipun melanggar kaidah-kaidah etika. 

 

Jika para pengangguran politik kita biarkan berpkirah dalam public politik, hal yang 

akan kita dapatkan tidak lain kecuali keterpurukan politik Indonesia. Keterpurukan 

dalam hal etika public selain juga keterpurukan karena perilaku culas, curang, tidak 

terpuji, korup, dzalim dan sebagainya. Para pengangguran politik akan bertindak 

semena-mena kepada rakyat yang telah dijadikan alat untuk memperoleh 

kekuasaan dengan cara-cara yang kotor pula. Oleh karenanya setelah memperoleh 

kekuasaan yang menjadi agenda dari para pengangguran politik tidak ada kata lain 

kecuali hendak mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kampanye 

pemilu saat memperebutkan kekuasaannya itu. 

 

Keempat, menjegat berkembangnya tradisi POLITISI TERDZALIMI, politisi model 

begini jangan dihairaukan dalam setiap Pemilu, pada Pemilu 2014 dan Pemilu-

Pemilu selanjutnya karena hanya akan memelaskan dirinya dan orang lain agar 

meahami.  Politisi yang selalu menghiba pada public hamoir bisa dipastikan tidak 

akan mampu memberikan pelayanan, memperjuangkan hak-hak rakyat yang 

diamanatkan kepada politisi tersbeut. Politisi semacam ini akan lebih banyak 

mempersoalkan dirinya yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan, 

kurang sejahtera serta kurang memdapatkan dukungan dari rakyat. 

 

Oleh sebab itu, para politisi yang memiliki mental terdzalimi harus kita tempatkan 

sebagai salah satu sosok politisi yang diwaspadai pada seriap Pemilu. Public harus 

diberi pengetahuan agar tidak memilih politisi semacam itu karena akhirnya hanya 

akan memberikan beban kepada rakyat pemilih. Politisi semacam ini tidak akan 

berupaya secara sungguh-sungguh menjadi penyampai aspirasi rakyat tetapi hanya 

akan menggantungkan dukungan rakyat pada setiap pemilu dan kebijakan yang 

diambilnya sekalipun merugikan rakyat kebanyakan. 

 

Politisi terdzalimi akan muncul pada setiap putara Pemilu di Indonesia dikarenakan 

sebagian dari mereka memakai pendekatan patron client serta primordialisme 

politik yang tidak mencerdaskan masyarakat tetapi membuat masyarakat terharu, 

terhiba serta memberikan perhatian berlebih padanya. Dari perilaku penghibaan 

semacam itu lantas dibangun posisi bahwa politisi adalah patron dari rakyat. 
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Kelima, memberikan perhatian pada media agar tidak menjadi komprador partai 

dan politisi yang hendak bertarung pada Pemilu 2014. Media dalam teori demokrasi 

sering dikatakan sebagai pilar demokrasi yang keempat selain masyarakat sipil, 

partai politik, politisi itu sendiri. Indonesi sebagai negara yang menganut system 

demokrasi, media menjadi hal yang penting dalam merawat serta membangun 

demokrasi yang lebih substansial-bukan saja demokrasi procedural atau demokrasi 

artisifial penyelenggaraan pemilu setiap lima atau empat tahunan sebagai sarana 

pergantian kekuasaan secara regular. 

 

Media massa yang ada di Indonesia harus menjadi bagian dari proses demokrasi 

yang berjalan di Indonesia. Media massa jangan sampai menjadi bagian dari 

komprador, penyokong gegeran dalam arena demokrasi karena media tidak 

memberikan fungsinya dalam pendidikan politik dan pendidikan yang 

mencerdaskan. Media jangan sampai hanya diperalat oleh para politisi untuk 

menjadi “kaki tangan” dan corong kekuasaan yang dzalim. Media kita jangan sampai 

menjadi bagian dari penyokong terjadinya kebangkrutan politik dan kebekuan 

demokrasi karena memihak pada salah satu partai politik saja atau memihak pada 

para pemilik modal yang sering menjadi penyangga politisi. 

 

Oleh sebab itu, kita harus memberikan perhatian pada media agar memberikan 

peran dan fungsinya sebagai pendidik rakyat banyak. Media harus diajak dalam 

proses politik yang demokratis sehingga masyarakat mendapatkan beberapa 

pemahaman yang datanng dari media. Media harus diajak mampu menciptakan 

dissenting opinion (pendapat yang berbeda atau yang lain) ketimbang pendapat 

yang hanya mendukung kebijakan rezim kekuasaan sekalipun hal itu menindas 

rakyatnya. Media diajak agar mampu memberikan alternative-alternatif pada 

masyarakat memiliki dan memilih banyak pilihan dalam berpolitik. Jika media 

mampu mengambil peran yang demikian maka sebenarnya tugas penyelenggaraan 

praktek politik yang lebih bermartabat dan beradab akan segera terlaksana. 

 

Jika selama ini banyak media yang tampak hanya menjadi pendukung dan pemberi 

legitimasi (pengabsahan) pada politisi tertentu dari partai tertentu, hal ini sudah 

saatnya diperhatikan oleh kekuatan sipil (warga masyarakat yang tidak menjadi 

bagian langsung partai politik) untuk bereaksi secara mendasar bahwa media 

tersebut hanyalah sebagai komprador partai politik atau politisi karena bertujuan 

mendapatkan untung sebanyak banyaknya. Media tidak mengambil peran sebagai 

kritik social, sebagai pemberi keseimbangan antara politisi dengan masyarakat. 

Media yang demikian bahkan seperti dikatakan para ahli media tidak lain hanyalah 

pemberi pesan palsu atau sebagai pembujuk professional seperti keberadaan para 

penjaja kenikmatan seksual, kenikmatan material maupun kenikmatan spiritual. 
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Keenam, mendidik public dengan pendidikan politik agar menjadi pemilih cerdas, 

kritis, dan tidak sekedar mau BAYARAN UANG RECEHAN ATAU PUN POLITIK  UANG 

LAINNYA.  Ini sekaligus mengurangi praktek politik yang dan korupsi politik caleg 

kader partai. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dalam praktek Pemilu pasca 

orde baru tumbang yang bernama politik uang benar-benar menjadi raja. Politisi 

tidak segan-segan membayar suara demi memperoleh kemenangan dalam Pemilu. 

Politisi tidak segan-segan mengeluarkan biaya politik dengan membayar 

masyarakat demi memperoleh suara.  

 

Berbagai macam praktek politik yang bisa diidentifikasi misalnya dengan cara 

memberikan uang perjalanan menuju tempat-tempat pertemuan atau kampanye 

pemilu. Politisi memberikan uang bantuan pembangunan fasilitas desa atau dusun 

pada saat kampanye atau saat penetapan kandidat anggota dewan telah dilaksanan 

oleh Komisi Pemilihan Umum. Politisi rajin memberikan sumbangan pengajian pada 

jamaah pada saat telah ditetapkan menjadi calon legsialtif, bahkan yang paling 

kentara adalah politisi menjanjikan akan memberikan “hadiah atau ucapan terima 

kasih” apapbila nanti terpilih menjadi anggota dewan pada Pemilu Legislatif.  

 

Hal-hal seperti diatas merupakan bentuk dari praktek politik uang yang vulgar. 

Tetapi ada banyak praktek politik uang yang tidak vulgar misalnya mengatakan 

suatua saat nanti akan memberikan bantuan pada masyarakat jika terpilih pada 

pemilu legislative. Masyarakat akan diberikan kemudahan dalam mendapatkan 

posisi dalam kepegawaian atau posisi jawabatan tertentu jika terpilih dalam Pemilu 

legsialtif. Selain itu ada pula yang kemudian memohon doa pada saat Pemilu hendak 

dilakukan pada masyarakat sehingga nanti jika doanya dikabulkan Tuhan si politisi 

akan kembali lagi ke daerah tersebut kemudian memberikan kenangan-kenangan 

pada acara ulang tahun desa atau kecamatan atau dusun bahkan ulang tahun 

organisasi keagamaan tertentu.  

 

Terdapat hal yang menarik sekaligus membuat kita harus berdiskusi panjangan 

lebar yakni ketika sebagian dari para elit agama menyatakan bahwa pemberian-

pemberian yang diberikan oleh politisi pada saat menjelang Pemilihan merupakan 

“sedekah” atau “infak politik” yang wajar. Bahkan hal itu dianggap sebagai salah 

satu usaha agar mendapatkan dukungan sebab tidak mungkin seseorang hendak 

memperoleh sesuatu tetapi tidak berkorban harta benda kepada masyarakat. Dasar 

dari argumentasi diatas adalah dalam Bahasa jawa disebut dengan istilah “jer basuki 

mawa bea” (siapa yang ingin mendapatkan sesuatu tentu harus mengeluarkan 

biaya) tidak bisa santa-santai. Dalam Bahasa agama hal itu bahkan lebih mengerikan 

karena disebut sebagai “infak”, “sedekah politik” serta jihad fi sabililah demi 

mendapatkan kursi atau mendapatkan posisi dalam Pemilu. 



149 
 

G. Penutup 

Beberapa catatan diatas semoga bermanfaat untuk membangun masyarakat sipil 

yang kuat dan benar-benar beradab dan sejahtera bukan sengsara, kere hina dina 

lemah miskin. Jangan sampai analisis para ahli tentang akan meningkatnya jumlah 

Golput benar-benar terjadi, sebab masyarakat sudah apatis dengan Pemilu, 

termasuk Pemilu 2014. Perhatikan kecenderungan angka Golput di Pemilu kita dari 

tahun ke tahun yang bisa dikatakan selalu meningkat: 

 

No  Tahun Pemilu Jumlah Golput (%) Pemilih 
1 1955 8,6 % 43,104,464 
2 1971 3,3 % 58,558,776 
3 1977 3,5 % 69,871,092 
4 1982 3,5 % 82,132,195 
5 1987 4,9 % 93,737,633 
6 1992 6,4 % 107,565,413 
7 1997 7,3 % 125,640,987 
8 1999 (reformasi) 6,4 %  
9 2004 15,9 % 148,000,368 
10 2009 29, 6 % 171,265,442 
11 2014 40% / kurang ? 187,4 
 

Jika tidak ada perubahan perilaku para caleg dan politisi saya menduga akan 

semakin meningkat jumlah GOLPUT dalam Pemilu 2020 mendatang karena banyak 

alasan, seperti apatis, dan menganggap pemilu tidak ada manfaatnya secara 

signifikan pada perubahan hidupnya. Pemilu 2014 diduga angka Golputnya 

mencapai 40 % sungguh merupakan ancaman serius dari penyelenggara Pemilu dan 

partai politik yang mempercayakan masyarakat pemilih untuk terlibat dalam 

Pemilu 2014 yang cukup krusilal karena banyak masalah teknis dan substansial. 
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BAB 7 

PENYELEWENGAN KEKUASAAN DALAM PEMILU  

PASCA REFORMASI INDONESIA 

A. Pendahuluan 

Pemilu Indonesia sarat dengan persoalan seperti korupsi, politik dan pelanggaran saat kampanye. 
Semua persoalan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk nyata dari penyimpangan kekuasaan 
dalam maknanya yang luas. Semakin dibiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pqda setiap 
pemilu akan semakin banyak, sehingga mempengaruhi kualitas pemilu yang diselenggarakan. 
Kajian ini menunjukkan bahwa setiap pemilu dilaksanakan pelanggaran berupa politik uang 
merupakan bentuk pelanggaran paling banyak dilakukan oleh setiap konstestan pemilu di 
Indonesia dalam berbagai jenisnya dari pemberian hadiah, janji-janji jika terpilih, sampai 
pemberian sejumlah uang saat pemilihan tiba yang dikenal dengan serangan fajar. Kajian dalam 
tulisan ini merupakan kajian sosiologi politik atas pelangaran-pelanggaran kekuasaan melalui 
politik uang yang berlangsung pada pemilu Indonesia. Kajian berdasarkan kajian literature dan 
ekspose media massa pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009. 

Praktik penyimpangan kekuasaan sudah jamak terjadi. Kekuasaan absolut akan mengarahkan 
penguasa pada penyimpangan-penyimpangan kekuasaan; power  absolutely tends to corrupt, 
demikian dikatakan Lord Action. Tetapi, tidak berarti bahwa penyimpangan kekuasaan dapat 
dibenarkan, bahkan penyimpangan tersebut harus dihindarkan atau dicegah agar tidak terjadi 
wabah penyimpangan yang semakin besar dan berbahaya. Dalam tulisan ini, praktik penyimpangan 
kekuasaan (abuse power) akan dibatasi pembahasannya dalam hal praktik politik uang yang 
seringkali terjadi pada saat Pemilu berlangsung; baik Pemilu Legislatif maupun pemilu presiden 
yang diselenggarakan di Indonesia serta praktik korupsi yang dilakukan setelah mendapatkan 
kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan dan legislatif. Namun demikian, dalam tulisan ini juga 
dimungkinkan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan berbagai praktik korupsi yang 
dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dalam perusahaan atau kantor pemerintah sehingga 
memberikan bukti-bukti bahwa kekuasaan akan sangat rentan dengan persoalan korupsi sehingga 
menjadi bagian dari penyelewengan kekuasaan.  

Praktek korupsi yang dilakukan oleh politisi dan para pejabat public di Indonesia demikian 
kerasnya sehingga memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Perhatikan data berikut : 
korupsi yang dilakukan oleh politisi sampai dengan tahun 2013. Indonesia Corruption Watch (ICW) 
menyebutkan bahwa Partai korup diantaranya (Partai Golkar 14, PPP 2, Partai Demokrat 10, PAN 8, 
PDIP 8,  dan PKB 4, Gerindra 3, PKS 2) yang terjerat korupsi membuktikan jika praktek korupsi 
memang berjalan dengan lancer di Indonesia. Sementara korupsi pejabat public sampai tahun 
2009;seperti dikemukakan oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2009 menyatakan bahwa 86 % 
pejabat tingkat Provinsi mulai dari level Gubernur dan Wakil Gubernur; serta Bupati/Walikota atau 
Bupati/Wakil Bupati di seluruh Indonesia yang tersangka kasus korupsi mencapai 56 %, belum lagi 
jika ditambah dengan pejabat provinsi dan kabupaten/Kota eselon satu sampai dua maka pejabat 
yang korupsi mencapai 86 % total tersangka kasus korupsi. (Kompas, 12 Februari 2013) 

Salah satu persoalan yang menarik dan perlu disorot dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 adalah 
masalah korupsi. Hal itu berakibat pada diprediksikan, Pemilu 2014 berpotensi menjadi ledakan 
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bom waktu korupsi. Alih-alih menjadi pesta demokrasi rakyat, Pemilu 2014 berpotensi kuat 
berubah menjadi ajang pesta nasional para koruptor. Setidaknya ada tiga argumen yang bisa 
diketengahkan untuk mendukung prediksi tersebut. Pertama, merujuk pada hasil survei 
internasional, seperti Transparency International (TI) dan Political and Economic Risk Consultancy 
(PERS), Indonesia adalah kampiun korupsi dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan hebatnya 
lagi, ternyata pelaku tindak korupsi di Indonesia, utamanya koruptor kelas kakap, nyaris tidak ada 
yang dijatuhi hukuman. Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, selama tahun 
2002, misalnya, ada 13 pelaku korupsi yang terbilang kakap divonis bebas. Selain itu, juga ada 13 
terdakwa yang sudah divonis, tetapi masih berkeliaran bebas. Kedua, para politisi korup yang saat 
ini ada di lembaga perwakilan tingkat nasional hingga daerah akan berusaha keras untuk terpilih 
kembali. Tunjangan, fasilitas, dan kekayaan yang cepat melekat pada posisi wakil rakyat sehingga 
bagaikan zat adiktif yang memacu semangat korup mereka untuk kembali memanipulasi 
kemenangan di Pemilu 2004. Ketiga, Pemilu adalah ritual politik yang menghabiskan biaya tidak 
hanya bagi negara, tapi juga bagi pribadi yang menjadi kontestannya. Pada masalah biaya inilah 
bom waktu korupsi menemukan momentum ledakannya.  
 
Di sinilah kepentingan segelintir penguasa dan pengusaha korup berkolusi untuk merajai panggung 
politik-ekonomi Indonesia, dan terus meninggalkan kebanyakan rakyat dalam kubangan 
kemiskinan. Mengenai konspirasi penguasa-pengusaha korup tersebut, Peter Eigen -- Ketua 
Transparency International, ketika mengumumkan Corruption Perception Index 2002 sudah 
mengingatkan dengan tegas bahwa : 
 
“Corrup political elites in the developing world, working hamd-in-hand with greddy business people 
and unscrupulous investors, are putting private gain before the welfare citizens and tha economic 
development of their countries”.  
 
Pernyataan diatas memberikan petunjuk bahwa praktek korupsi bisa terjadi dimana saja, termasuk 
Negara yang dikatakan sejahtera. Para pengusaha jahat, kerah putih maupun politisi jahat, akan 
berkolaborasi untuk melakukan korupsi bahkan kadangkala tidak berkolaborasi, tetapi korupsi 
tetap dilakukannya secara mandiri (pribadi-pribadi) karena kekuasaan yang dimilikinya. Negara 
maju saja dapat melakukan korupsi para pejabatnya dan para pengusahanya. Oleh sebab itu, di 
negara yang disebut-sebut korup seperti Indonesia pasti akan terjadi korupsi yang dimulai dari 
praktek-praktek politik uang. Di negara lain yang lebih bersih saja pelaksanaan Pemilu selalu 
berselingkuhan mesra dengan korupsi. Korupsi selalu berjalan seiring sejalan dengan Pemilu yang 
diselenggarakan di sebuah Negara. Verena Blechinger dalam Report on Recent Bribery Scandal, 
1996-2000, membeberkan bagaimana panggung politik Korea Selatan dipenuhi skandal korupsi 
Pemilu. Salah satu yang terkenal adalah Slush Fund Scandal.  
 
Pada kasus ini, rakyat Korsel dikejutkan pada kenyataan korupnya Presiden Roh Tae-Woo yang 
mengumpulkan sumbangan politik hingga 650 juta dolar AS dari 30 konglomerat. Namun bedanya, 
di negara tersebut, praktik korupsi Pemilu itu terbongkar dan diberikan sanksi hukum melalui 
proses peradilan yang dapat dikatakan adil. Presiden Roh Tae-Woo yang menjadi terdakwa dan 
tersangka kasus skandal korupsi pun akhinrya mengundurkan diri dan bahkan kemudian 
dipenjarakan oleh kekuasaan yang dia bangun sendiri. Demikian tegasnya peraturan hokum yang 
berlangsung di negeri tersebut, sehingga praktek-praktek korupsi selalu berujung pada 
pemenjaraan para pelakunya siapa pun mereka.  
 
Sementara di Indonesia, praktik sejenis di Korea sudah kerapkali terjadi dan nyrais tidak sampai ke 
depan meja hijau. Jika pun disidangkan, praktik judicial corruption yang selalu diajukan oleh para 
pembela para tersangka dan terdakwa pelaku korupsi maju untuk melakukan advokasi, tiba-tiba 
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dengan mudah menyulap political corruption itu menjadi lenyap tak berbekas. Para pelaku korupsi 
sebagian dibebaskan tanpa syarat, seperti kasus di Jawa Barat, dan Banten. Jika tetap diajukan ke 
meja hijau dan diputuskan, antara tuntutan jaksa kepada pelaku yang berdurasi panjang sebut saja 
kasus korupsi Angelina Sondaakh, politisi Partai Demokrat  yang terkena kasus kaorupsi dana 
pendidikan dan olah raga dari tuntutan 15 tahun penjara, dan denda sebesar 1,2 milyar rupiah, oleh 
hakim diputuskan 2, 6 tahun penjara ditambah 40 juta rupiah denda yang harus dikembalikan 
kepada negara. (Kompas, 12 Februari 2013). Sungguh fantastic!  
 
Memperhatikan berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, kita harus benar-benar perhatian pada 
adanya Dana Politik  yang tak pelak lagi seringkali dipergunakan untuk melakukan praktek suap 
menyuap, money politics dan pemberian-pemberian semacam jual beli suara harus diwaspadai oleh 
masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ledakan korupsi, aturan main Pemilu harus 
dibuat betul-betul preventif sekaligus represif. Dana keluar-masuk pemilu harus diatur secara jelas 
disertai dengan sanksi hukum yang tegas. Namun sayangnya, aturan dana Pemilu Indonesia sangat 
longgar. Di tingkat konstitusi, tidak ada aturan yang menyinggung masalah dana politik. Padahal, 
konstitusi negara yang dianggap bersih seperti Jerman saja mewajibkan partai politik untuk 
mentransparankan pemasukan dan penggunaan dana politiknya. Negara merasa memberikan 
peraturan yang tegas pada para kontestan Pemilu agar melaporkan seluruh dana yang masuk dan 
keluar selama Pemilu berlangsung di Jerman. Hal ini dimaksudkan agar praktek-praktek korupsi 
dan money politics selama Pemilu dapat diidentifikasi dengan tegas, dan pada akhirnya jika 
terdapat kandidat yang terbukti korupsi atau memberikan suap menyuap dengan mudah para 
penegak hokum menjebloskan dalam penjara.  
 
Dana Pemilu menjadi satu hal yang perlu dicermati berkaitan dengan korupsi Pemilu adalah 
sumbangan dana kampanye. Hal ini disebabkan karena UU Pemilu mengizinkan pemberian dana 
kampanye oleh para peserta pemilihan anggota DPR tingkat nasional dan daerah kepada partainya 
masing-masing. Ketentuan ini secara bersama-sama harus diperhatikan oleh para penegak hokum 
dan para pemberantas korupsi di Indonesia, sebab disana sebenarnya masih dengan mudah 
didapatkan betapa dominannya kekuasaan partai politik untuk menentukan calon, sehingga di 
antara anggota parlemen menyebabkan terbukanya peluang jual-beli kursi parlamen oleh sang 
kandidat dengan pengurus parpolnya. Akibatnya, sebagaimana sudah kerap terjadi, anggota 
parlemen tidaklah terpilih karena kapasitasnya, tetapi lebih karena kemampuan finansial untuk 
membayar upeti kepada partainya pada akhirnya terpilih. Apakah para penegak hokum dapat 
berbuat banyak menindak sang calon anggota legislative yang membeli suara? Seringkali penegak 
hokum tidak bisa berbuat apa pun, bahkan yang paling menyedihkan adalah penegak hokum 
korupsi dan para penyelenggara Pemilu pun berpura-pura tidak mengetahui dengan adanya 
praktek jual beli suara seperti itu.  
 
Hal seperti itu karena jelas sekali tidak ada saksi dalam praktek jual beli suara kecuali si pelaku dan 
orang yang menerimanya, baik itu Ketua Partai atau orang yang tidak jadi atau jumlah suaranya 
kurang kemudian diberikan kepada mereka calon yang membutuhkan tambahan suara. KPU 
sebagai penyelenggara Pemilu adalah institusi yang paling dekat dengan masalah seperti itu sebab 
KPU yang akan berhubungan dengan soal kandidat yang namanya akan dimunculkan sebagai Calon 
anggota legislative baik tingkat kabupaten/kota atau pun DPR Pusat. KPU dan kandidatlah yang 
sebenarnya menjadi kunci dalam proses korupsi dan suap-menyuap. Dalam konteks itulah 
sesungguhnya arti penting sistem pemilu proporsional yang bersifat terbuka. Dengan daftar 
terbuka murni, relasi jual-beli korup tersebut dapat diputus. Penentuan anggota parlemen betul-
betul ada di tangan rakyat pemilih.  
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Seorang kandidat anggota parlemen tidak mungkin hanya mengandalkan sumbangan kepada 
partainya tanpa dia sendiri memiliki basis konstituen yang kuat. Di sisi lain, partai sendiri didorong 
untuk mencari kader yang betul-betul berkualitas untuk menarik suara rakyat pemilih. Namun 
sayangnya, sistem pemilu proporsional terbuka setengah hati yang diloloskan Undang-Undang 
(UU) Pemilu membuka kembali peluang kandidat dengan dukungan massa seadanya, tetapi 
mempunyai finansial yang tebal untuk kembali menjadi anggota parlemen.  
Kandidat dengan modal uang, moral bobrok atau tidak bermoral dalam politik,  bersama dengan 
elite partai yang korup, gila uang dan tidak memiliki etika politik akan berkepentingan untuk 
mengkampanyekan kepada pemilih agar hanya mencoblos partai dan bukannya orang. Sebab, 
dengan begitu, penentuan anggota parlemen dapat dimonopoli oleh elite parpol yang dikehendaki 
sekalipun sebenarnya yang korup. Namun rakyat pemiluh seringkali tidak mengetahui bahwa di 
dalam praktek semacam itu terjadi kong kalikong antara politisi busuk dengan elit partai yang 
busuk pula. Hal yang sebenarnya juga mengerikan adalah bukan soal undang-undang Pemilu yang 
membolehkan adanya sumbangan dana Pemilu itu saja. UU Pemilu juga mengizinkan badan usaha 
swasta untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada para peserta pemilu. Legalisasi ini 
jelas sangat berbahaya. Namun sepertinya juga tidak mendapatkan banyak perhatian public, 
apalagi rakyat awam.  
 
Sumbangan dana Pemilu sangat mengkhawatirkan terjadinya praktek penyimpangan kekuasaan 
pada nantinya. Hal ini disebabkan dana yang dibutuhkan sangat besar dalam proses Pemungutan 
Suara. Kebutuhan dana kampanye yang sangat tinggi akan membuka peluang mobilisasi korupsi 
dana pemilu secara massive. Kendatipun aturan dana kampanye mencantumkan klausul 
sumbangan yang tidak mengikat, namun ketentuan itu masih sangat multitafsir-tidak jelas dan 
tegas. Demikian multi tafsir sehingga para politisi busuk dan elit partai yang busuk akan dengan 
mudah mengotak-atik agar mereka berkolaborasi untuk mendapatkan dana pemilu dari berbagai 
pihak, termasuk pengusaha hitam, para pejabat hitam dan elit politik yang jahat untuk nantinya 
meloloskan dan memberikan dana politik. 
 
Kita mengetahui bahwa bukan rahasia lagi bahwa di balik sumbangan Pemilu selalu terselip 
kepentingan bisnis. Akibatnya, kandidat anggota parlemen, yang bernafsu sangat kuat untuk pergi 
ke Senayan namun bermodal moral bobrok, dengan peluang menerima langsung dana kampanye 
dari badan usaha swasta ini akan mudah tergiur sehingga nanti akan menjadi hamba-sahaya 
pengusaha di parlemen. Ketika telah duduk menjadi anggota dewan, akan berpikir bagaimana 
mengembalikan dana kampanye yang demikian besar, yang telah dikeluarkan segera dapat 
dikembalikan. Hanya mengandalkan gaji dari menjadi anggota dewan dapat dipastikan tidak akan 
segera kembali modal. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali melakukan usaha-usha kotor 
dengan berbagai cara agar segera dapat mengembalikan dana besar saat Pemilu berlangssung.  
 
Korupsi dengan berbagai modusnya menjadi andalannya. Jalur sumbangan langsung antara 
kandidat perserorangan dan pengusaha ini seharusnya tidak diizinkan, karena dengan mudah 
dapat membuka peluang penyelewengan loyalitas wakil rakyat menjadi wakil pengusaha korup. 
Disini praktek kolaborasi antara anggota dewan atau politisi busuk dengan pengusaha busuk akan 
menjadi ajang paling berbahaya dalam praktek jual beli suara dan korupsi para anggota dewan di 
Indonesia.  
 
Jika kita belajar dari Negara lain, seperti di Jepang misalnya. Di negeri Sakura ini, dengan adanya 
reformasi legislasi Undang-Undang Pengontrolan Dana Politik 1994, individu politisi tidak lagi 
diizinkan langsung menerima sumbangan, termasuk dari perusahaan. Hal ini dirasa penting karena 
mengawasi aliran dana ke masing-masing individu politisi jauh lebih sulit dilakukan. (Blechinger, 
2000). Sementara itu, di Indonesia, dengan pemilihan serentak anggota DPR pusat dan daerah serta 
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pemilihan DPD yang kandidatnya dapat mencapai puluhan ribu, izin penerimaan dana kampanye 
kepada masing-masing kandidat peserta Pemilu akan berpotensi melahirkan jual-beli kursi 
parlemen di antara peserta Pemilu dengan pengusaha yang sama-sama korup. Akibat pengaturan 
dana kampanye yang relatif korup tersebut, tujuan mulia Pemilu untuk membentuk legislatif dan 
eksekutif yang bebas korupsi menjadi terancam.  
 
Kepentingan politik-ekonomi yang korup akan semakin menjauhkan anggota parlemen dan 
presiden terpilih nantinya dari konstituen. Rakyat sebenarnya hanya menjadi pelengkap penderita 
saja dalam setiap Pemilu, karena yang sejatinya bermain dalam proses Pemilu adalah politisi, elit 
partai, pengusaha, serta broker-broker politik. Sementara rakyat dipergunakan saat pemungutan 
suara berlangsung, itu pun rakyat seringjkali diberi “imbalan puluhan hingga ratusan ribu rupiah” 
yang kita kenal dengan sebutan politik uang atau istilah lain serangan fajar. Berkali-kali Pemilu 
diselenggarakan, perubahan kebijakan politik pun selalu terjadi.  
 
Dampak yang menerima secara langsung adalah rakyat pemilih, sementara politisi dan elit partai 
atau pun pengusaha yang berkolaborasi dalam praktek politik busuk tidak mendapatkan dampak 
langsung sebab mereka tetap akan stabil dengan modal yang telah dimiliki. Rakyat kembali dalam 
kesengsaraan yang dibuat oleh para politisi busuk yang berkolaborasi dengan pejabat busuk serta 
pengusaha hitam yang telah menyumbangkan dananya pada saat pemilu berlangsung. Sungguh 
sebuah peristiwa politik yang sangat mahal harganya dan korbanya selalu rakyat awam. 
 
Berdasarkan argumentasi di atas, hasil Pemilu 2014 menjadi sangat nyata berpotensi menjadi 
ledakan bom waktu korupsi. Dalam banyak kasus, di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sulawesi 
misalnya, terjadi berbagai macam persoalan serius, bukan hanya surat suara tertukar, tetapi 
sebagian surat suara sudah tercoblos sebelum Pemilu dilakukan. Alih-alih menjadi pesta nasional 
rakyat, Pemilu 2014 berpotensi kuat berubah menjadi ledakan massive pesta nasional koruptor. 
Oleh sebab itu, bila ini betul-betul terjadi, sungguh amat tragis nasib bangsa tercinta ini yang 
akhirnya harus tunduk dihadapan para politisi busuk, pejabat busuk serta pengusaha hitam yang 
hanya bersdia bertransaksi dengan para pejabat dan politisi yang bersedia menggelontorkan 
uangnya pada mereka sebagai uang balsa jasa sebab telah membiayai Pemilu. (Ardiyanto,  Suara 
Karya online, 3 Oktober 2012). Bahkan kita dapat menyaksikan pernyataan Ketua KPUD Kabupaten 
Gunungkidul yang berkomentar bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu 2014 yang berlangsung 9 
April: “Pemilu 2014 lebih buruk dari Pemilu 2009 karena banyaknya praktik politik uang dan 
transaksinya semakin massif, tanpa tedeng-aling aling merupakan kenyataan terburuk dalam 
penyelenggaraan Pemilu pasca orede baru tumbang”. (Kedaulatan Rakyat, 12/April 2013) 

Berdasarkan pengalaman Pemilu Tahun 2004 yang berujung dipidanakannya beberapa komisioner 
KPU, para penyelenggara Pemilu tahun 2009 yang terlibat penyimpangan pelbagai kerugian 
anggaran keuangan negara juga kembali terjadi. Bahkan, pada penyelenggara Pemilu tahun 2014 
mendatang pun Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu telah memecat 70 anggota KPU dan 
Panwaslu sampai dengan 8 Juni 2013. (Kompas, 11/06/2013). Dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU No.31/1999), jenis korupsi yang dilakukan 
penyelenggara Pemilu di tempatkan dalam pasal Penyalahgunaan Kewenangan/Kekuasaan. Pasal 3 
UU No.31/1999 menyatakan bahwa; 

”Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
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RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak RP.1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah).” 

Kasus Pemilu 2009 memperlihatkan bahwa data kependudukan yang menjadi patokan penyusunan 
daftar pemilih sementara ternyata dapat menciptakan daftar pemilih tetap tidak valid. Ujungnya 
adalah porak-porandanya pelaksanaan Pemilu. Jika demikian tentu saja para kandidat yang terpilih 
tidak dapat dimaknai secara murni sebagai wakil rakyat sesungguhnya. Rakyat seperti telah 
dijelaskan hanya menjadi penyumbang pada proses Pemilu karena harus memberikan suaranya 
saat Pemujngutan Suara, sementara pasca  terpilihnya para kandidat anggota dewan, rakyat hanya 
berada di luar arena politik praktis para politisi di legislative. Terlalu banyak peristiwa yang tidak 
dapat diketahui rakyat yang dulu memilih saat Pemilu.  

Demikian pula terlalu banyak perbuatan para anggota dewan yang tidak dapat dikontrol rakyat 
sebagai pemilih, karena memang peraturan Pemilu kita tidak memberdayakan rakyat Peilih, hanya 
menempatkan rakyat sebagai pemilik hak suara bukan hak mencabut suaranya saat si anggota 
dewan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kehendak rakyatnya. Bahkan yang paling 
mengerikan adalah adanaya Anggota KPU pelaksana Pemilu Tahun 2004 dipidanakan berkaitan 
dengan pengadaan barang-barang Pemilu. Proses pengadaan barang-barang Pemilu, seperti 
pengadaan kertas suara, tinta tanda, dan kotak suara, menjadi penyebab terjerumusnya beberapa 
anggota Pemilu yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang anti korupsi menjadi pesakitan dan 
harus masuk penjara karena Pemilu yang diselenggrakan. 

B. POLITIK UANG dalam PEMILU  

Indonesian Corruption Watch (ICW) (2012) mencatat, hampir separo kepala daerah di Indonesia 
terindikasi melakukan praktik korupsi. Sebagian dari mereka kini sedang diproses oleh KPK. Yang 
menyedihkan, ada sebagian dari mereka mengendalikan pemerintahannya dari dalam penjara. 
Bahkan, anehnya, beberapa waktu lalu kita ”dihibur” oleh berita tentang pelantikan aparat daerah 
yang dilakukan di aula penjara, sebab sang bupati yang baru terpilih harus meringkuk di balik 
jeruji. Bahkan kita juga dikejutkan dengan adanya Bupati yang oleh kejaksaan ditetapkan menjadi 
tersangka dan terbukti korupsi kemudian dimasukkan penjara, anehnya istri Bupati kemudian 
mencalonkan dirinya menjadi Bupati kemudian terpilih menjadi Bupati menggantikan suaminya 
yang masuk penjara, dan komentar istri yang bupatinya masuk penjara adalah hendak melanjutkan 
pekerjaan suaminya yang belum rampung tetapi terkena fitnah sehingga harus masuk penjara.  

Betapa para pelaku korupsi tidak ada perasaan malu untuk mengakui kesalahannya tetap malah 
menyalahkan orang lain telah melakukan fitnah. Hal yang sama juga seorang Anggota Dewan DPR 
yang tersangka dan terbukti karena kasus korupsi proyek Hambalang dan Kemendiknas pun 
menayatakan telah difitnah dan dikorban sehingga akan buka-bukaan dalam kasus korupsi. 
Anggota dewan tersebut juga tetap menerima gaji bahwa tidak diberhentikan dari anggota dewan. 
Serta pimpinan sebuah partai politik yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek Hambalang pun 
demikian. Bahkan bagai pahlawan dieleu-elukan oleh beberapa sanak saudara, kerabat dan sahabat 
bahwa hal itu adalah fitnah dan akan membuka lembaran-lembaran baru dalam kasusnya. Sungguh 
luar biasa taka da perasaan bersalah atau pun bersedih karena menjadi tersangka dalam perbuatan 
yang tidak dibenarkan secara hokum. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan semacam itu ternyata 
terus berlanjut dan para tersangka tetap dengan santainya menyatakan telah difitnah dan dijadikan 
korban oleh lawan-lawan politiknya. Bahkan kasus yang paling menghebohkan di tahun 2013 
adalah kasus Simulator SIM yang menyeret pejabat Kepolisian dengan kerugian Negara mencapai 
200 milyar rupiah, memiliki simpanan perempuan muda yang juga dianggap figure public karena 
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pernah menjadi seorang putri di sebuah kabupaten/kota juga tetap bisa tersenyum dan menuduh 
yang memperkarakan adalah illegal, tidak berhukum karena itu akan dituntut balik. Peristiwa 
menghebohkan dari politisi lainnya adalah seorang petinggi partai berlebelkan Islam sebagai 
presidennya terseret kasus korupsi impor daging sapi juga dibela mati-matian oleh partainya 
sehingga partai tidak rela jika seorang bergelar haji dan ustadz itu tersangka kasus korupsi. Bahkan 
yang paling mengerikan pun seperti telah diketahui public adanya orang dekat sang presiden yang 
ternyata memelihara puluhan perempuan untuk kepentingan orang dekat dan partai juga tetap 
dibela bahwa partainya tidak kenal dengan si tersangka, dan berbagai pembelaan yang lainnya yang 
menunjukkan bahwa partai politik berlebel Islam tersebut tetap suci dari dosa dan noda, bahkan 
menyatakan itulah ujian yang sedang dihadapi partai islam karena konspirasi pihak lain yang 
hendak menjatuhkan partainya. Sungguh keanehan-keanehan tengah terjadi dalam jagat politik 
Indonesia pasca maupun menjelang Pemilu 2014 yang dikatakan sebagai tahun politik. (Periksa 
harian Kompas Mei-Juni, Koran Tempo Mei-Juni, Jawa Pos Mei Juni, semuanya memuat kasus yang 
terjadi di negeri kaum beragama dengan semangatnya.) 

Hiruk-pikuk dan kehangatan suasana selalu muncul saban kali Pemilu Kada diselenggarakan. 
Masing-masing kandidat pasang beragam aksi untuk menarik perhatian pemilih. Masyarakat sibuk 
berbincang dan berdebat tentang para kandidat yang harus mereka pilih. Masyarakat akan diharu-
biru oleh berbagai slogan dan janji dalam kampanye. Dan, kalau mengacu pada berbagai Pilkada 
yang telah lewat, masyarakat akan kembali harus menerima kenyataan bahwa mereka 
sesungguhnya sangat miskin sehingga bersedia menjual suara dengan recehan 20 ribu rupiah, 50 
ribu rupiah, atau paling banter 100 ribu rupiah. 

Praktik money politics seperti itu, sesungguhnya, bisa berdampak sangat luas. Di satu sisi, kandidat 
yang ”membeli” suara rakyat tidak akan merasa perlu terlampau berpihak kepada pemilihnya. 
Sangat mungkin mereka akan berkata, ”Apa yang kamu tuntut? Kamu tidak punya hak apa-apa, 
sebab suara kamu sudah aku beli.” Walhasil, rakyat tidak lagi menjadi perhitungan sangat penting 
dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan jika nantinya sang kandidat memenangi Pemilu Kada. 
Di pihak lain, rakyat yang telah terbeli suaranya pun tidak cukup memiliki alasan untuk bersikap 
kritis terhadap kepala daerah yang dipilihnya berdasarkan jumlah uang yang mereka terima. 

Selain untuk membeli suara secara langsung kepada pemilih, kandidat juga harus mengeluarkan 
dana yang tidak sedikit untuk, antara lain: 

7. Membeli dukungan dari partai politik. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk ini 
sangat beragam, tergantung basah-keringnya daerah, juga besar kecilnya partai; 

8. Biaya sosialisasi dan dana kampanye seperti pengadaan bendera, kaos, selebaran, 
biaya tatap muka, dan lain-lain; 

9. Honorarium untuk tim sukses; 
10. Sumbangan sosial kepada banjar, kelompok kesenian, pura, dan kelompok-

kelompok masyarakat lainnya. Ini hampir tak beda dengan bentuk money politics 
yang disalurkan langsung kepada pemilih secara perorangan yang disertai janji (tak 
jarang disertai sumpah) untuk memilih kandidat yang memberi sumbangan. 

Efek yang paling membahayakan dari kebiasaan money politics dalam Pemilu Kada adalah 
keinginan untuk segera mengembalikan ”modal” yang telah dikeluarkan selama proses Pemilu 
Kada. Gaji yang diterima tiap bulan pastilah tidak cukup untuk mengambalikan modal yang bisa 
mencapai puluhan miliar rupiah itu. Jalan satu-satunya hanyalah korupsi. Tak sedikit bakal calon 
yang ”miskin” berusaha mencari dana ke perseorangan atau kelompok tertentu untuk membiayai 
ambisinya meraih kedudukan sebagai kepala daerah. Jika nanti terpilih, tentu ia harus siap 
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membayar kembali dana yang telah dipakainya itu dengan proyek-proyek yang acap kali sangat 
tidak menguntungkan masyarakat. ”Tidak ada makan siang gratis.” Jika kalah? Lakukan protes. 
Ajukan gugatan. Kalau perlu siapkan pasukan bayaran untuk membuat kekacauan. 

Praktik politik uang semacam itu, terjadi pula pada pemilihan anggota legislative, dari tingkat 
daerah kabupaten/kota sampai pusat. Praktik politik uang selalu terjadi bahkan dalam setiap 
Pemilu pasca rezim Orde Baru direformasi tahun 1998. Sebagai contoh, di Yogyakarta sebagai kota 
pelajar, dikatakan oleh para pengamat terjadi pula praktek politik uang saat Pemilihan Walikota 
tahun 2010 yang lalu. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada pemilihan umum legislatif 
dan pemilihan umum Presiden 2009 yang banyak diwarnai dengan politik uang/jual beli suara. 
Seperti dikatakan Wawan Mas’udi, : “Salah satu fenomena yang dapat dijadikan indikator terjadinya 
politik uang dalam pemilu Kada kali ini adalah terjadinya proses jual beli fotocopi KTP, yang akan 
dijadikan sebagai bukti adanya dukungan warga, yang merupakan syarat untuk menjadi calon 
bupati/wakil bupati. Bukan merupakan rahasia lagi bahwa  dalam setiap kampanye, para kandidat 
selalu membagi amplop bagi para peserta rapat, atau paling tidak menjanjikan sesuatu kepada 
audiens apabila kelak terpilih sebagai kepala daerah”. (Wawan Mas’udi, makalah seminar, 
Fenomena Politik Uang dalam Pemilukada Kota Yogyakarta, 6 Mei 2010) 

Dalam makalah yang disampaikan di seminar bulanan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan 
Universitas Gadjah mada, peneliti dan dosen UGM tersebut menyatakan, bahwa jauh sebelum 
tahapan dalam proses pemilihan kepala daerah dimulai, pada umumnya para kandidat telah 
mencuri start kampanye dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat menarik 
perhatian/simpati massa, misalnya memasang spanduk/poster yang secara implisit menyiratkan 
adanya kampanye terselubung, dan banyak pula kandidat yang melakukan kunjungan ke berbagai 
lokasi dan bertemu dengan massa serta menjanjikan sesuatu agar memperoleh simpati dari massa. 
(ibid, 2010) 

Peluang terjadinya politik uang dalam pemilu kepala daerah semakin besar ketika banyak pihak 
luar yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung pada pemilu kepala daerah tersebut, 
ikut melibatkan diri. Para botoh, yaitu orang yang memanfaatkan proses pemilihan sebagai ajang 
pertaruhan, akan ikut bermain dalam proses pemilihan. Mereka akan mengerahkan sumber daya 
(terutama dana) yang dimiliki agar calon yang didukung dapat memenangkan pertarungan karena 
hal itu berarti bahwa ia juga akan memenangkan pertaruhan.  

C. Sumber-sumber Penyebab 

Maraknya politik uang dalam setiap pemilihan pimpinan di negeri ini, mulai dari pemilihan kepala 
desa hingga pemilihan presiden, terjadinya karena banyak faktor. Salah satu factor yang menjadi 
penyebab maraknya politik uang adalah belum adanya kesadaran dari sebagian besar rakyat 
Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. 
Sebagian besar rakyat Indonesia masih melihat peristiwa pemilu sebagai sarana untuk memperoleh 
kepentingan sesaat, dan salah satunya adalah uang. Mereka akan memberikan suara kepada 
kandidat yang berani memberikan uang kepada mereka, dan mereka tidak peduli apakah setelah 
memenangkan pemilihan sang kandidat masih mengingat jasa mereka. 

Rendahnya kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum bagi penegakan 
kedaulatan rakyat juga nampak dari sikap acuh yang ditunjukkan sebagian warga terhadap proses 
pemilihan umum. Karena tidak ada kandidat yang mendekati dan memberikan uang pada mereka, 
maka mereka enggan untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum alias golput. 
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Fenomena Golput memang cenderung meningkat dari Pemilu ke Pemilu pasca Orde Baru tumbang. 
(Golput Pemilu 1999 mencapai 17 %, Pemilu 2004 mencapi 34 % dan Pemilu 2009 mencapai 37 %, 
Komisi Pemilihan Umum tahun 1999, 2004 dan 2009. Sedangkan Pemilu 2014 angka Golput 
dierkirakan mencapai 25 %, sebab angka partisipasi warga dianggap mencapai 70 %, hanya saja 
persoalan teknis dan kexurangan tetap menjadi bagian dari Pemilu pasca Orde Baru berlangsung, 
bahkan semakin bergairah. (KPU, 20 Mei 2014) 

Rendahnya kesadaran politik rakyat menunjukkan bahwa selama ini negara dan partai politik telah 
gagal memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Selama berdirinya NKRI, belum nampak 
adanya partisipasi politik yang murni muncul dari hati nurani rakyat. Keterlibatan rakyat dalam 
setiap peristiwa pemilihan umum merupakan hasil mobilisasi, baik oleh rezim penguasa maupun 
elit politik Tingginya tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu pada masa Orde Baru sepenuhnya 
merupakan hasil mobilisasi rezim penguasa melalui alat-alat kekuasaan yang dimiliki, sedangkan 
tingginya tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu di era reformasi sepenuhnya merupakan hasil 
mobilisasi  elit partai politik melalui mekanisme politik uang. 

Melihat kenyataan tersebut, banyak pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya di negeri ini belum 
ada demokrasi, yang ada adalah demokrasi semu. Salah satu ciri dari demokrasi adalah adanya 
jaminan bagi terselenggaranya system kenegaraan yang dapat melindungi seluruh hak rakyat, demi 
terwujudnya kesejahteraan rakyat. Di Negeri ini pemilihan umum sudah terselenggara beberapa 
kali namun kegiatan tersebut belum dapat mewujudkan system kenegaraan yang dapat melindungi 
seluruh hak rakyat, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak 
pihak yang menjadikan pemilihan umum sebagai sarana untuk meraih kepentingan pribadi. 
Sebagian besar elit politik yang mencalonkan diri dalam pemilu apabila bersikap jujur akan 
mengatakan bahwa motifasi utama yang mendorong mereka untuk maju dalam pemilu  bukan 
untuk melayani rakyat, namun untuk memenuhi ambisi pribadi akan kekuasaan dan harta benda. 

Seorang ahli hukum pidana korupsi, Pfeiffer menyatakan ada beberapa pola transaksi yang 
ditawarkan pembeli suara kepada pemilih ketika Pemilu. Pemilih biasanya dalam kasus jual beli 
suara diminta untuk memilih kandidat tertentu, atau menentang kandidat tertentu, atau bisa juga 
dengan diminta abstain untuk memilih dalam Pemilu. Objek yang menjadi ”uang” dalam transaksi 
tersebut tidak selalu berbentuk cash tetapi bisa juga berbentuk makanan, barang-baran kebutuhan 
rumah tangga, obat-obatan, infrastruktur, material bangunan, dan pelbagai bentuk benda dan 
pelayanan lain. Namun dalam prakteknya baik subjek dan objek yang dijadikan transaksi dapat saja 
berbeda dan baru sama sekali, tergantung kepada kerjasama yang dibangun oleh ”si pembeli” dan 
”si penjual”.  

Proses tawar menawar dalam Pemilu sesungguhnya untuk kawasan negara-negara Asia sudah 
sangat umum. Dalam catatan Frederic Charles Schaffer, di Filipina diperkirakan 3 juta orang 
ditawarkan untuk dibayar dalam Pemilu sekelas Pemilu Barangay (salah satu level komunitas 
terendah) di tahun 2002. Di Thailand 30 persen kepala rumah tangga menyatakan ditawarkan uang 
selama Pemilu 1996. Lebih mengejutkan di Taichung, salah satu kota terbesar di Taiwan, 27 persen 
pemilih mengakui menerima uang selama masa kampanye Pemilu 1999. 

Jika dikomparasikan dengan Indonesia, indikasi jual beli suara sebagaimana dimaksud Pfeiffer dan 
Schaffer sangat jelas dari gambaran Pemilu Indonesia. Para calon pemilih dan pemilih di Indonesia 
tidak hanya ditawari janji-janji visi dan misi kandidat tetapi juga bahan makanan, bahan bangunan, 
bantuan untuk tempat ibadah, dan lain-lain sebagainya. Sebagian kalangan politisi Indonesia 
menganggap hal tersebut lumrah dalam kampanye. Namun menurut penulis untuk membatasi agar 



159 
 

jangan terjadi upaya jual beli suara yang lebih nyata, ada baiknya penyerahan bantuan kepada 
pemilih menjadi bagian yang dilarang dalam UU Pemilu berikutnya, jika perlu tidak hanya 
diberikan sanksi pidana Pemilu bahkan juga bisa dijerat tindak pidana korupsi, bukankah 
penyuapan bagian dari korupsi. 

Berbagai motiv meraih kekuasaan dan harta merupakan faktor lain yang mendorong terjadinya 
politik uang dalam pemilihan umum. Para kandidat sanggup untuk mengeluarkan modal uang 
dalam jumlah besar untuk membeli suara rakyat dengan harapan setelah memenangkan pemilihan 
akan mendapatkan peluang dan kesempatan untuk memperoleh kembali modal tersebut beserta 
dengan bunga/labanya. Perhitungan untung rugi inilah yang mendorong banyak pejabat negara 
melakukan tindak tercela yaitu kolusi, korupsi dan nepotisme. Banyak pejabat negara yang 
melakukan kolusi atau persekongkolan dengan pihak ketiga demi memperoleh komisi, ada pula 
pejabat yang melakukan korupsi dana milik negara/rakyat demi memperkaya diri, dan banyak pula 
pejabat yang melakukan nepotisme demi keuntungan pribadi atau kelompok. 

Hebatnya korupsi bahkan sudah bisa “berkembang-biak” sebelum kekuasaan itu ditempati oleh 
manusia-manusia pemegang kekuasaan. Kekuasaan memang cenderung koruptif dan sudah pasti 
koruptif jika bersifat absolut, sebagaimana difatwakan Lord Acton, namun menurut penulis 
kekuasaan pastilah juga koruptif apabila sistem pengisian jabatan kekuasaan itu berlangsung 
secara koruptif pula. The powers should be corrupt when the powers came from the corrupt system. 
Sifat pidana korupsi yang khusus (delicta propia) yang dapat menimbulkan keadaan bahaya 
(gevaarsettings delicten) memberikan alasan kuat bagi para penegak hukum untuk membangun 
strategi khusus untuk memberantasnya. Menurut Jan Remmelink terdapat sifat sebuah perbuatan 
dan orang yang melakukannya dapat dijadikan sebuah tindak pidana (straftbaarfeit), salah satunya 
adalah perbuatan yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya. Korupsi pada tingkatan ini 
tidak perlu diperdebatkan lagi, korupsi secara abolut dapat menimbulkan keadaan bahaya.  

Sementara beberapa modus operandi praktik korupsi yang dilakukan pada level pemerintahan 
daerah, baik dilakukan oleh Legislatif maupun eksekutif berjalan demikian sistematis, dari ujung 
hingga hilir seperti dilaporkan oleh penelitian Indonesian Corruption Wacth Memerangi Korupsi di 
Indonesia yang Terdesentralisasi : Studi Kasus Pemerintah Daerah, 2009 . Beberapa modus korupsi 
yang sering dilakukan pada level DPRD  antara lain: 

Korupsi DPRD 
Peluang korupsi lembaga DPRD salah satunya terjadi pada saat penyusunan anggaran APBD. Dalam 
penyusunan anggaran akan dibentuk panitia anggaran (panggar) yang unsurnya terdiri dari 
anggota DPRD dan pemerintah daerah. Modus operandi yang ditemukan dalam studi kasus antara 
lain sebagai berikut: 
 
• Panggar memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi 
pimpinan dan anggota DPRD. Contoh kasus DPRD propinsi NTB. Berdasarkan ketentuan, untuk 
propinsi dengan PAD Rp 10 – 100 miliar biaya penunjang kegiatan dewan minimal Rp 625 juta atau 
maksimal 1% dari PAD. Dengan PAD NTB tahun 2002 sebesar Rp 98 miliar, maka biaya penunjang 
kegiatan dewan maksimal sebesar Rp 984 juta. Pada kenyataannya, APBD mengalokasikan biaya 
penunjang kegiatan dewan sebesar Rp 11,7 miliar atau hampir 12 kali lebih besar dari seharusnya. 
Penyimpangan dilakukan dalam bentuk ‘uang paket’ atau ‘pos tunjangan kesejahteraan untuk 
pemeliharaan dan pengobatan kesehatan’. 
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Contoh kasus lainnya adalah DPRD propinsi Sumatera Barat. DPRD tidak hanya memakai PP 
110/2000 melainkan menambah mata anggaran dewan dengan memakai Peraturan Tata Tertib 
DPRD sehingga dalam APBD terdapat total 27 mata anggaran bagi kepentingan dewan. Korupsi 
terjadi dengan cara: i) satu mata anggaran dipecah menjadi beberapa mata anggaran seperti 
‘tunjangan kesehatan’ dipecah menjadi ‘tunjangan pemeliharaan kesehatan’, ‘premi asuransi 
kesehatan’ dan ‘biaya check up’, ii) melakukan duplikasi anggaran seperti menetapkan ‘biaya 
pemeliharaan kesehatan’ namun juga menetapkan adanya ‘anggaran untuk premi asuransi 
kesehatan’, iii) membuat jenis penghasilan lain seperti: dana ‘tunjangan kehormatan’ (Rp 600 juta), 
‘tunjangan beras’ (Rp 62,8 juta), ‘biaya tunjangan pembinaan daerah asal pemilihan’ (Rp 137,5 
juta), ‘paket studi banding’ (Rp 797,5 juta) dan lain-lain. 
 
Praktek mark up dan penambahan mata anggaran ini di Toli-Toli dikenal dengan ‘rapat setengah 
kamar’ di mana terbuka peluang negosiasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merevisi 
anggaran yang tidak terbuka bagi publik untuk melakukan kontrol dan pengawasan ketika 
keputusan rapat setengah kamar tersebut menjadi keputusan formal. 
 
 
• Menyalurkan dana APBD bagi anggota DPRD melalui yayasan fiktif. 
Contoh kasus Yayasan Bestari (YB). Yayasan ini dibentuk memang dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan anggota dewan pada tahun 1998. Belakangan diketahui bahwa YB 
tidak memiliki perangkat yayasan seperti stempel, sekretariat, program kerja serta tidak pernah 
melakukan rapat pengurus yayasan. Sumber dana satu-satunya bagi YB adalah dana APBD dari ‘pos 
bantuan organisasi’. Pada kasus di kab. Pontianak, sebelumnya terjadi 2 kali pertemuan informal 
antara anggota DPRD (yang juga menjabat sebagai pengurus YB) dan bupati serta bawahannya. 
Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menegosiasikan besarnya dana APBD dari ‘pos bantuan 
organisasi’ bagi YB. Hasilnya, ketika APBD disahkan, YB mendapat bantuan pertama sebesar Rp 1,1 
miliar yang langsung diperintahkan oleh pimpinan dewan untuk dibagi-bagikan kepada 45 orang 
anggota dewan masing-masing: ketua mendapat Rp 30 juta, wakil ketua mendapat Rp 27,5 juta dan 
anggota mendapat Rp 25 juta. 
 
• Melakukan perjalanan dinas fiktif. 
Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Sumbar yang kemudian 
mengundurkan diri, di lembaganya sering terjadi praktek adanya Surat Pertanggungjawaban 
Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, “Ada anggaran 14 juta setahun bagi tiap anggota dewan untuk 
perjalanan dinas ke Jakarta. Namun kenyataannya, tidak ada yang pergi, hanya kuitansi”. 
 
Korupsi Eksekutif 
“Kita bagai mengendarai bis yang dicegat polisi; polisi gak bakal tahu kalau sopirnya gak punya SIM 
kecuali kalau ada penumpang yang kasih tahu...” 
Kasus dalam praktek ini adalah sebagai terdakwa korupsi Pemkab Blitar. Penting untuk dicermati 
bahwa modus operandi korupsi DPRD sebagaimana diuraikan di atas selalu melibatkan pihak 
eksekutif seperti panitia anggaran dan kepala daerahyang menyetujui RAPBD yang memuat 
beragam mata anggaran bagi tunjangan danpembiayaan anggota dewan. Oleh karena itu, pada 
hampir setiap laporan dugaan korupsi selalu mencantumkan pihak pemerintah daerah sebagai 
salah satu tersangka. 
 
Modus operandi korupsi pihak eksekutif yang diperoleh dalam studi kasus antara lain: 
• Penggunaan sisa dana untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) untuk kepentingan pribadi atau 
untuk kepentingan lain namun tanpa bisa dipertanggungjawabkan. 
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Contoh dalam kasus korupsi Pemkab Mentawai terjadi beberapa praktek penyimpangan UUDP 
seperti: i) mengeluarkan memo dan kuitansi fiktif untuk keperluan membeli furniture rumah dinas 
Bupati dan stafnya sebesar Rp 412 juta ii) memakai dana UUDP untuk kepentingan mensukseskan 
Laporan Pertanggungjawaban Bupati iii) Bupati meminta bendahara untuk mengeluarkan dana 
sebesar Rp 270 juta untuk kepentingan operasional, perjalanan dinas dan menjamu tamu tanpa 
disertai surat dan kuitansi resmi.  
 
• Penyimpangan terhadap mekanisme pengeluaran dan pemakaian dana kas daerah 
Contoh kasus Blitar dimana Bupati sering mengajukan permintaan dana untuk kegiatannya secara 
pribadi kepada bendahara kas daerah (total dana yang diminta sebesar Rp 68 miliar). Karena 
permintaan tersebut diluar pos APBD, maka staf keuangan mensiasati dengan mengeluarkan nota 
pengeluaran kode D dimana dana yang dikeluarkan bukan dari pos ‘pasal pengeluaran’ melainkan 
dari ‘ayat penerimaan’ berupa penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharunya diganti 
dengan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
• Pemindahbukuan dana kas daerah ke rekening pribadi kepala daerah 
Modus ini terjadi dalam kasus dugaan kasus korusi Bupati Kapuas Hulu. Seorang Kepala Daerah 
melakukan praktek korupsi dengan cara memindahkan dana kas daerah pada rekening bank yang 
dimiliki sebagai pribadi, tetapi yang dipindahkan adalah uang sisa pekerjaan atau proyek yang 
diselenggarakan oleh Pemkab. Selain itu jika ada dana kas yang telah bertahun-tahun tekumpul 
maka oleh kepala daerah kemudian dipindahkan rekening bank dari milik pemda menjadi rekening 
pribadi. 
 
• Manipulasi terhadap jumlah sisa APBD. 
Dalam kasus ini terjadi di kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat dan kabupaten Blitar Jawa 
Timur. Seorang kepala daerah melakukan praktik korupsi dengan cara memanipulasi jumlah dana 
sisa atau uang sisa APBD. Laporan yang dikerjakan pada saat penggunaan dan pertanggung 
jawaban disampai pada pemerintah daerah dan legislative bahwa jumlah dana semuanya telah 
terpakai oleh kegiatan pemerintah daerah, untuk pembiayaan berbagai aktivitas proyek. Padahal 
sebenarnya yang terjadi masih terdapat sisa uang proyek atau kegiatan pemerintah daerah yang 
tersimpan, kemudian sisa dana terssebut tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah atau pun 
legislative, tetapi dimasukkan dalam uang pribadi bupati sebagai dana kekayaan sendiri. 
 
Masih dengan contoh kasus Blitar, Bupati bekerja sama dengan bagian keuangan untuk 
memanipulasi sisa APBD 2002 sebesar Rp 24 miliar dengan cara Bupati meminta bagian keuangan 
untuk ‘mengatur’ agar sisa APBD ‘hanya sebesar Rp 4 miliar saja’ untuk kemudian dibuatkan pos 
pengeluaran fiktif yang dititipkan pada pengeluaran dinas-dinas. 
 
• Manipulasi dalam proses pengadaan. 
Contoh kasus korupsi Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Lombok Tengah di mana Sekretaris panitia 
ikut terlibat dalam melakukan negosiasi dan transaksi harga tanah tanpa melibatkan panitia secara 
keseluruhan. Sekretaris juga melakukan berbagai upaya manipulasi seperti meminta warga yang 
dibeli tanahnya untuk menandatangani blanko kuitansi yang masih kosong sebelum terjadinya 
penyerahan uang pembayaran. 

Dari berbagai kasus contoh praktek modus korupsi di daerah, sebenarnya kekuasaan atau pun 
jabatan yang telah mereka peroleh benar-benar sangat dekata dengan praktik korupsi. Korupsi 
pada tingkat local demikian nyata adanya. Praktik korupsi dilakukan oleh eksekutif maupun 
legislative dengan berbagai modus yang sangat terang benderang sampai yang masih bersifat 
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“malu-malu” atau dikatan lembut (soft corruption), seperti menambahkan jumlah biaya dinas atau 
mennambahkan biaya pengeluaran pembelian barang. 

D. Alternatif Penyelesaian 

Bagimana kita bisa berharap terwujudnya sebuah negara yang mampu menyelenggarakan 
kesejahteraan rakyat, dari sebuah system yang dibangun dari banyak kebohongan ? Salah satu 
langkah yang dapat ditempuh agar politik uang  yang mengotori proses demokrasi di Indonesia 
dapat dihilangkan atau paling tidak dieliminir adalah dengan meningkatkan kesadaran politik 
rakyat.  Sebuah kesadaran bahwa ada hal yang jauh lebih penting dalam suatu pesta demokrasi, 
bukan hanya sekedar menerima amplop yang berisi uang puluhan ribu sebagai ganti suara yang 
diberikan, namun proses penegakan kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki 
peluang untuk memberikan mandat atau mencabut mandat yang telah diberikan kepada seorang 
pemimpin. Mereka memiliki kesempatan untuk mengganti pimpinan/rezim penguasa yang tidak 
memiliki keberpihakan kepada kepentingan rakyat dengan pimpinan yang memiliki kepedulian dan 
menjamin terselenggaranya kepentingan rakyat. Apabila rakyat telah memiliki kesadaran tersebut 
maka berapapun jumlah uang yang ditawarkan oleh seorang kandidat dalam sebuah pemilihan 
umum, maka mereka tidak akan mendukung atau memberikan suara mereka kepada kandidat 
tersebut apabila sang kandidat tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat. Siapakah yang memikul 
kewajiban untuk membangun kesadaran demokrasi rakyat ? Jawabannya adalah semua pihak yang 
memiliki kepedulian pada masalah tersebut, baik akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, partai 
politik atau organisasi sosial kemasyarakatan.  

Oleh sebab itu, sesungguhnya, sangatlah penting menyadari bahwa pelaksanaan Pemilu dan 
Pemilu- Kada yang bersih akan sangat menentukan pemerintahan daerah yang bersih pula. 
Masyarakat tidak bisa dibiarka tidak mengetahui berbagai macam praktek penyimpangan 
kekuasaan dalam bentuk korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah atau pun oleh para anggota 
legsilatikf, sebab masyarakat yang akan menanggung beban biaya pemerintah daerah jika uang 
yang menjadi milik pemda akhirnya dikorupsi oleh para penyelenggara pemerintahan. Disini 
pemahaman yang memadai tentang bahayanya korupsi dan dampak dari korupsi harus diberikan 
kepada masyarakat luas. Tidak bisa lagi kita bertopang dagu hanya melihat bergeraknya praktek 
korupsi di level daerah dan level penyelenggara pemilu di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi 
Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwsalu) yang belakangan terindikasi tidak 
independen pada salah satu partai politik. 

Beberapa strategi yang mungkin bisa dikerjakan agar dapat Memupus Habis Praktik Money Politics 
di Pemilu di Indonesia, dapatlah dikerjakan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Politik uang (money politics) selama ini telah menjadi bagian dari proses pemilihan umum 
(Pemilu) di Indonesia. Mulai dari pemilihan kepala daerah secara langsung, pemilihan 
legislatif yang akan datang, hingga pemilihan presiden, hampir dapat dipastikan, money 
politics akan terus mendapat ruang. Bentuknya pun amat beragam, mulai dari pembagian 
sembako, biaya transportasi selama kampanye, hingga pembagian uang secara langsung. 
Ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan calon anggota legislatif 
berdasarkan jumlah pemilih, hampir dapat dipastikan jumlah money politics akan 
meningkat pada pemilu 2009. ICW bahkan memprediksikan angkanya akan mencapai tiga 
kali lipat dibandingkan Pemilu 2004 lalu. Mengapa money politics demikian banyak terjadi? 

2. Money politics terjadi antara lain karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku yang 
dalam hal ini adalah partai, politisi, ataupun perantara lain, dan korban, dalam hal ini rakyat 



163 
 

secara umum. Bagi politisi money politics merupakan media instan yang dengannya suara 
konstituen dapat dibeli dan diperoleh dengan mudah. Sebaliknya bagi rakyat, money 
politics ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dirasakan dibandingkan misalnya 
realisasi program-program partai atau politisi yang biasanya tidak menyentuh mereka 
secara langsung. Dengan kata lain bagi rakyat, money politics adalah satu-satunya 
mekanisme politik untuk mendapatkan kemanfaatan atas hak suara yang mereka berikan. 

3. Gambaran ini menunjukkan bahwa demokrasi memang belum sepenuhnya dipraktekkan 
secara matang dan dewasa di Indonesia. Jalan pintas dengan money politics yang dilakukan 
partai maupun politisi adalah bukti belum siapnya para pelaku politik untuk melakukan 
proses penguatan partai melalui pengkaderan dan penggalangan basis massa yang solid. 
Hal ini juga merupakan indikasi gagalnya komunikasi politik dijalin oleh partai dan politisi 
dengan konstituennya, sehingga terjadi ketidakpahaman rakyat akan wakilnya sendiri. 
Akibatnya kemudian, jalan pintas yang diambil dengan mengiming-imingi rakyat yang 
dalam kondisi susah dengan uang panas yang manfaatnya sebenarnya  berdurasi sangat 
pendek namun membawa dampak amat panjang, yaitu lima tahun. 

4. Sementara itu, bagi rakyat kebanyakan, keterlibatan mereka sebagai penerima money 
politics merupakan bukti bahwa pendidikan politik yang mereka dapatkan masih amat jauh 
dari mencukupi, sehingga aspek keterwakilan yang terbuka dan transparan sebagai 
substansi demokrasi dipahami secara salah. Rakyat belum sepenuhnya sadar bahwa janji 
politik yang dibalut money politics pada dasarnya merupakan eksploitasi hak-hak politik 
rakyat. Apalagi, dalam proses ini, sama sekali tidak terdapat akta politik yang menjamin 
rakyat mendapatkan implementasi janji setelah hak politiknya diambil. Dengan kata lain, 
rakyat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses politik ketika memberikan suaranya 
semata-mata berdasarkan money politics. Semakin banyak rakyat yang memberikan 
suaranya berdasarkan money politics menunjukkan semakin rendahnya kesadaran politik 
bangsa. 

5. Hal lain yang juga perlu diingat adalah proses hukum yang amat sulit dilakukan dalam 
menangani money politics. Polisi maupun pengawas pemilu amat sukar mendeteksi adanya 
money politics karena baik pelaku maupun korban memang sama-sama diuntungkan 
dengan proses ini. Apalagi mengingat pelaku merupakan bagian dari sistem politik, proses 
hukum yang dilakukan pun hampir dapat dipastikan akan berjalan sekedar sebagai 
formalitas hukum dan bukan sepenuhnya untuk penegakkan hukum. 

Dengan demikian, money politics terjadi dan mengakar  demikian kuat serta menjadi bagian 
dari proses politik di tanah air. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini? 
Pilihan jangka pendek yang dapat dilakukan memang adalah dengan penguatan peran 
pengawasan yang selama ini dilakukan Panwaslu untuk kemudian diikuti dengan 
penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Masyarakat juga harus terus 
menerus mendapatkan penjelasan mengenai hak-hak politiknya selama pemilu dan 
disadarkan bahwa pemilu baru merupakan salah satu tahapan demokrasi dimana 
partisipasi lain yang lebih riil juga masih akan diperlukan di masa mendatang. Pada posisi 
ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut mampu memainkan peran yang lebih besar 
dalam proses sosialisasi dan penguatan pemahaman masyarakat. 

Sedangkan dalam jangka panjang, proses pendewasaan politik baik bagi politisi maupun 
rakyat harus menjadi agenda agar demokrasi yang berlangsung bukan sekedar seremoni 
belaka. Politisi dan partai harus membangun kesadaran internal akan peran dan posisinya 
sebagai penyalur dan pejuang aspirasi rakyat melalui mekanisme demokrasi sehingga 
amanat rakyat yang menuntut perbaikan kualitas hidup dan keadilan dapat diwujudkan. 
Perwujudannya tidak semata-mata melalui perolehan suara dalam proses pemilihan tetapi 
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lebih dari itu, juga dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi yang dilakukan selama 
memegang posisi di parlemen. Posisi ini pun harus dijelaskan secara jujur kepada 
konstitunya, agar dipahami bahwa partai dan politisi bukan Sinter Klas yang datang dengan 
bantuan langsung kepada rakyat sehingga rakyat pun terbiasa untuk tidak menuntut hak-
hak materiil kepada partai dan politisi. 

Sementara itu pendidikan politik yang lebih luas, juga harus menjadi agenda politik dengan 
pemerintah sebagai lokomotifnya. Pemerintah harus membangun kesadaran masyarakat 
bahwa proses politik tidak serta merta berakhir melalui pemilihan, tetapi masih dilakukan 
melalui banyak tahapan yang kesemuanya membutuhkan partisipasi aktif. Pemerintah 
harus menyadarkan rakyat bahwa rakyat memiliki hak politik yang akan menentukan 
jalannya masa depan bangsa melalui pilihan yang cerdas bukan berdasarkan semata-mata 
pada janji tetapi juga track record serta kapasitas 

Apakah menghubungkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemberantasan korupsi 
merupakan pilihan tepat? Bukankah telah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Kejaksaan, dan Polisi? Dari sudut pemberantasan korupsi secara umum memang KPK dan 
institusi penegak hukum lainnya itu menjadi senjata utama, namun sebagai sebuah upaya, 
maka diperlukan peran-serta seluruh pihak. Apalagi MK yang memiliki kewenangan 
menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU). Setidaknya walaupun MK tidak 
memeriksa kemungkinan terjadinya korupsi, namun MK setidaknya dalam persidangan bisa 
menduga terjadi penyimpangan Pemilu yang menyebabkan kerugian keuangan negara. 
Berdasarkan hal itu MK semestinya memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan yang 
ditemukannya dalam persidangan kepada KPK, atau Kejaksaan, dan atau Kepolisian. 
 
Karena pemberantasan korupsi memiliki sifat extraordinary, maka MK dapat melaporkan 
secara ”diam-diam” kepada KPK atau institusi penegak lainnya yang disebutkan di atas. Hal 
itu merupakan strategi pemberantasan korupsi, bukan penyimpangan kewenangan MK. 
Bukankah MK juga mengusung semangat keadilan substansial. Semangat keadilan 
substansial itu jelas bukan semangat text books dari produk perundang-undangan, 
melainkan melihat keadilan lebih luas. Cara melihat keadilan secara luas itu meminta MK 
untuk bergerak progresif, bahkan terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi, 
khususnya korupsi Pemilu. 
 

E. Penutup 
Oleh karena itu menciptakan sistem Pemilu yang mampu menghasilkan calon-calon wakil 
rakyat dan pemimpin negara yang bersih menjadi prioritas tersendiri untuk memberantas 
korupsi. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya jelas menghasilkan para wakil 
rakyat dan pemimpin yang koruptif pula. Contoh buruk dari subjek pelaksana dan proses 
penyelenggaraan Pemilu di Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 yang menghasilkan para 
wakil rakyat yang ternyata terjerat pelbagai kasus korupsi jelas harus menjadi pengalaman 
yang tidak boleh berulang.  
 
Kita segera sadar bahwa praktik politik uang akan mengarah pada terjadinya praktek 
korupsi, dimana hal itu merupakan bentuk dari penyimpangan kekuasaan. Orang yang 
berkuasa dengan diawali dari melakukan praktik politik uang, maka akan cenderung 
melakukan penyimpangan kekuasaan. Perhatikan pernyataan salah satu penulis asing 
Robin Hodess, tentang bentuk praktek penyimpangan kekuasaan tersebut. Korupsi Pemilu 
merupakan cabang dari korupsi politik. Dikatakan sebagai korupsi politik dikarenakan 
korupsi yang dilakukan untuk tujuan politik tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan 
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secara tidak semestinya. Robin Hodess menyatakan lebih jelas mengenai penyebab 
terjadinya korupsi politik, menurut Hodess korupsi jenis ini terjadi disebabkan 
penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Political corruption is 
the abuse of entrusted power by political leaders for private gain, with the objective of 
increasing power or wealth.  
 
Disebabkan demikian berbahayanya praktek penyimpangan kekuasaan yang akan 
berdampak luas termasuk praktik korupsi, maka perlu segera diberi benteng pertahanan 
untuk membatasi kekuasaan. Pemilu yang semula dimaksudkan menjadi pembatasan 
adanya masa jabatan atau masa kekuasaan ternyata cenderung menjadi sarana menjadi 
dinasti politik. Oleh sebab itu, memupus politik dinasti sebenarnya sebagai upaya 
mengurangi penyelewengan kekuasaan yang mungkin terjadi dalam sebuah Negara dimana 
para penyelenggara pemerintahannya merupakan orang-orang terdekat bahkan keluarga, 
maka akan sangat sulit melakukan control dan kritik terhadap penyelenggarakan 
kekuasaan. Hal yang mungkin terjadi adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para 
penyelenggara kekuasaan sebagai penyimpangan kekuasaan.  
 
Adrianus Meliala dalam bukunya, Menyingkap Kejahatan Kerah Putih, menyatakan bahwa 
perlu dikuatirkan terhadap peran orang sebagai sumber penyelewengan dimana selalu ada 
kemungkinan terjadinya pseudo-corruption (korupsi semu). Pseudo corruption tersebut 
dapat berupa pemborosan pendapatan dan anggaran belanja negara akibat ketidakefisienan 
kerja, tidak adanya koordinasi antar instansi, lemahnya planning, terlalu panjangnya 
birokrasi dan pelbagai kemungkinan lainnya. (Meliala, 2007). Kondisi semacam itu akan 
memperpanjang daftar pelanggaran penyelenggara kekuasaan karena praktik-praktik yang 
dilakukan mendapatkan pembenaran dari para aparatusnya. Tentu menjadi sangat 
berbahaya jika terus berlangsung dalam sebuah Negara yang menjalankan Pemilu secara 
rutin, lima tahunan untuk regulasi kekuasaan.  
 
Hal semacam itu jika dibiarkan terus menerus akan terjadi apa yang kita sebut sebagai 
korupsi politik dan kebijakan. Sperti juga pernah disampaikan oleh Rodess tentang korupsi 
kebijakan dan politik. Itu sebabnya terjadinya korupsi politik oleh Robin Hodess disebabkan 
oleh jejaring luas dari ”mafia” koruptor yang berada di pelbagai ranah kebijakan dan 
berbentuk pelbagai jenis pidana. Political corruption involves a wide range of crimes and 
illicit acts committed by political leaders before, during and after leaving office. 
 
Akhirnya kita harus segera sadar dan bangkit bahwa Pemilu yang bersih akan mengarah 
para pemerintahan yang bersih, sementara pemilu yang kotor akan mengarah pada 
penyimpangan kekuasaan, yang dimulai sejak Pemilu dengan praktek korupsi dan politik 
uang. Indonesia dan masyarakatnya membangun tradisi demokrasi yang unik. Dimana 
terjalin hubungan instant antara peserta Pemilu dan pemilih. Pemilih menganggap wajar 
jika terdapat pemberian dari peserta Pemilu terhadap mereka. Itu kenapa dalam Pemilu 
pembagian makanan pokok masyarakat bukan lagi menjadi pemandangan asing. Bahkan 
timbul slogan, tak ada kampanye partai politik yang akan bisa diterima masyarakat dengan 
hanya berkampanye hanya mengemukakan visi dan misi. Perlu ”upeti” untuk menembus 
kepercayaan rakyat. Upeti tersebut oleh Schaffer tetap digolongkan sebagai korupsi, 
sifatnya saja yang semu, namun intinya tetap saja suap. 
 
Hal itu memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pemilu dianggap hal yang dapat dimengerti, 
dianggap lumrah, jika peserta melakukan sesuatu yang berbau korupsi. Tak heran di jaman 
pemerintahan Orde Baru, barang-barang milik pemerintahan oleh partai tertentu 
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digunakan dalam berkampanye. Penggunaan fasilitas negara tersebut memperlihatkan 
terdapatnya penyimpangan yang merupakan bagian dari korupsi yang sangat jelas 
karakteristik pidananya. Menurut J.C Smith dan Brian Hogan terdapat 2 karateristik sebuah 
perbuatan dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana, yaitu; (1) public wrong; dan (2) 
a moral wrong. Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye jelas menyentuh dua 
karakteristik tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dalam 
hal ini terkategori sebagai korupsi. Setelah reformasi memang hal itu mulai dikampanyekan 
sebagai bagian tidak terpisah dari korupsi, tapi mekanisme pengawasan dan tindakan 
terhadap kondisi tersebut tidak jelas dan terang.  
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BAB 8 

PENUTUP : ETIKA BERPOLITIK 

Perhelatan akbar demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernama 
Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2014 dari kajian yang telah dilakukan 
menyisakan berbagai macam catatan penting yang perlu mendapatkan respons dari kita 
sebagai akademisi, pengamat mahasiswa, masyarakat awam maupun dunia pers (media). 
Ada banyak masalah dengan Pemilu kita. banyak masalah dengan politik kita. banya 
masalah pula dengan tradisi berpolitik kita. Gemuruh genderang perang menuju dalam 
pesta rakyat mulai membahana sejak sebelum Pemilu berlangsung. Bahkan beberapa 
peristiwa kekerasan pun terjadi yang sangat mencemaskan warga masyarakat. Berbagai 
langkah politik sudah dimulai oleh partai politik dalam rangka mempersiapkan segala hal 
terkait pertarungan di Pemilu 2014 sampai pasca pemilihan. Tahun 2013-2014 masyarakat 
umum menyebutnya sebagai “tahun politik” yang memiliki temperatur suhu sangat panas. 

Beberapa partai politik yang telah resmi menjadi peserta Pemilu 2014 pun sempat 
terguncang dengan beberapa turbulensi (hempasan) yang cukup kuat, mulai dari persoalan 
korupsi yang menjerat beberapa kader partai, kasus suap dan bahkan perpecahan yang 
terjadi dalam internal partai. Beberapa partai bahkan nyaris tidak bisa ikut pemilu karena 
konflik berkepanjangan. Namun Pemilu 2014 tetap berjalan dengan lancar dengan pelbagai 
catatan yang mengikutinya.  

Namun terlepas dari hal itu semua, partai politik harus siap dalam mengikuti Pemilu 2014 
dengan segala konsekuensinya. Partai politik suka tidak suka harus menyiapkan berbagai 
strategi dalam rangka merebut hati masyarakat, agar masyarakat memilih partai dan caleg 
yang diusungnya pada Pemilu 2014. 

Nyaris semua partai politik di lingkungan internalnya tengah menggodok proses 
penyusunan formasi bakal calon legislative (bacaleg) yang akan diusung dalam Pemilu 
2014 mendatang. Sejumlah kabar baik di media massa eletronik, cetak dan bahkan ICT 
jejaring sosial pun ikut meramaikan opini terkait proses pencalegan yang dilakukan oleh 
sebagian besar partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU. 

Berjibun informasi yang sampai ke ruang dengar kita yang mensinyalir berbagai unsur 
stratifikasi sosial berlomba-lomba untuk menjadi bacaleg pada partai politik tertentu. 
Sebut saja politisi yang sesungguhnya, tokoh masyarakat, pengusaha dan bahkan yang 
paling hangat adalah proses pencalonan kalangan artis yang telah mendaftar diri pada 
partai politik tertentu untuk berpartisipasi pada Pemilu 2014 mendatang. 

Setumpuk alasan pun dikedepankan. Sejak dari animo menciptakan perubahan, perbaikan 
bangsa, hingga hasrat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Demikian segala dalih 
yang didendangkan para bacaleg ketika ditanya tetang motivasi masuk deretan daftar 
bacaleg pada partai politik yang diminati. 
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Di sisi lain, yang seolah terkesan normatif, secara nyata sebenarnya masyarakat sudah 
mulai cerdas menyikapi Pemilu 2014. Sebuah problematika krusial antara masyarakat dan 
elite politik, mencuatnya krisis kepercayaan. Jika  tidak dituntaskan lebih dini dalam 
rentang perjalanan menuju Pemilu 2014 ini, dinilai akan mampu merusak rangkaian 
proses demokrasi yang teraktualisasi dalam Pemilu 2014. 

Krisis kepercayaan bagai cendawan tumbuh dalam sebagian besar masyarakat Indonesia 
sebagai efek dari berbagai persoalan elite politik yang cenderung dekat dengan perilaku 
penyimpangan dan pembusukkan politik seperti korupsi, mark-up anggaran, suap, sampai 
kepada grativikasi. 

Etika menjadi sebuah keharusan dalam  wacana perbaikan dalam tubuh partai 
politik.  Partai politik sebagai wadah pendidikan politik masyarakat menyadarkan akan arti 
pentingnya peran masyarakat dalam sebuah demokrasi. Sejalan dengan itu perlu 
pendidikan etika terhadap bacaleg yang diusungnya, sehingga caleg yang dihasilkan 
memiliki kapabilitas, berdedikasi, integritas dan komitmen dalam mengemban amanah 
rakyat. 

Menurut Mohammad Natsir (2011), ada beberapa nilai etika bagi elit politik yang harus 
ditata ulang oleh partai politik. 

1. Etika Ketaqwaan. 

Persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya harus menjadi persoalan utama yang 
harus terintegrasi dalam diri para caleg. Tak hanya teraktualisasi dari simbolistik partai 
berbau keagamaan saja. Apapun ideologi partai politiknya, kualitas keimanan dan 
ketaqwaan kader, pengurus dan simpatisannya haruslah dididik dan terintegrasi dalam diri 
caleg tersebut. Bukan sekedar simbol belaka demi mengambil hati masyarakat, tetapi lebih 
kepada tanggung jawab moralnya kepada Tuhan Pemilik Kekuasaan Sejati. Etika 
ketaqwaan atau dalam Bahasa yang lain etika keimanan kepada Tuhan yang maha esa 
harus menjadi landasan dari para politisi di Indonesia sebab hal ini sesuai dengan 
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sila pertama. 

2. Etika Kemanusiaan. 

Etika kemanusiaan ini merupakan etika yang bisa diambil dari Pancasila yang kedua. 
Kemanusiaan merupakan dimensi yang sangat universal sehingga semua umat manusia 
harus bisa menghargai dan menghormati kemanusiaan orang lain yang samasama hidup. 
Jika kemanusiaan menjadi lansadan etika kaum politisi, maka transfer ke dalam sikap caleg 
harus disadari bahwa menjadi wakil rakyat adalah titipan oleh beberapa kalangan manusia 
atau disebut dengan konstituen yang telah memilihnya. Dengan demikian, jabatan sebagai 
wakil rakyat harus  dipertanggungjawabkan secara moral-etika dengan sesungguhnya 
terutama etika kemanusiaan yang merupakan salah satu dimensi paling substansial daalm 
politik Indonesia. Politisi Indonesia harus benar-benar memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan politisi dari negara lain. Hal ini karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara 
yang kita sepakati bersama ketika memerdekakan Indonesia. 
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3. Etika Kebersamaan dan Kebangsaan. 

Kebersamaan dalam kebangsaan dalam Bahasa Pancasila adalah Persatuan yang harus 
menyatu dalam tubuh politisi. Politisi kita harus mencintai Republik yang menjadi tanah 
airnya apapun suku bangsanya, etnis atau kelas sosialnya harus saling menciptakan 
kebersamaan sebagai sesama warga Indonesia. Kebersamaan dan Kebangsaan harus 
diejawantahkan kedalam sikap caleg yang menggambarkan bahwa jabatan yang dimiliki 
adalah sebagai rasa tanggung jawab ingin mengubah dan memperbaiki bangsa dan negara 
ini menjadi lebih baik. Dalih ingin merubah dan menciptakan perbaikan terhadap bangsa 
dan negara harus terintegrasi dengan nilai etika ini. Bahwa seorang wakil rakyat dipilih 
demi perbaikan sistem pemerintahan Indonesia yang mewakili banyak suara masyarakat. 
Selayaknyalah  caleg mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 
golongan atau partai itu sendiri apalagi kepentingan pribadi. Kebersamaan harus terwujud 
dalam perilaku yang saling membantu kepada sesama warga negara selain juga menjaga 
integritas kebangsaan sebagai negaran Republik Indonesia.  

4. Etika Kerakyatan. 

Etika kerakyatan merupakan dimensi yang sangat penting sehingga siapapun yang menjadi 
wakil rakyat harus memperhatikan rakyat atau masyarakat Indonesia yang jumlahnya 
mencapai 200 jutaan. Membela rakyat sudah semestinya melekat dalam diri seorang wakil 
rakyat yang ditandai dengan sikap keterbukaan (tranparancy), konsistensi, dan kepastian. 
Dengan demikian, seorang wakil rakyat haruslah menyadari dan merakyat mengakumulasi 
aspirasi rakyat. Rakyat bukan sebatas dijadikan politik kepentingan yang  hanya 
diperhatikan ketika akan menduduki kursi wakil rakyat, setelah itu rakyat dilupakan. 
Selayaknya  seorang wakil rakyat mendengarkan suara rakyat bukan sekedar formalitas 
belaka setelah terpilih kemudian meninggalkan rakyat dalam perilaku politiknya. 

5. Etika Musyawarah untuk Mufakat 
Etika musyawarah untuk mufakat merupakan dimensi penting dalam politik 
Indonesia. Tradisi untuk bermusyawarah harus menjadi bagian dalam proses politik 
Indonesia. Tradisi untuk melakukan voting sudah semestinya perlahan-lahan 
dikurangi sehingga tidak banyak persoalan pelik dalam politik senantiasai 
diselesaikan dengan pemungutan suara yang kadang sangat menyakitkan. Berbeda 
dengan musyawarah untuk mufakat merupakan tradisi yang dahulu terjadi ketika 
para founding fathers mendirikan Republik Indonesia dengan kesepatakan bersama 
semua unsur etnis dan agama yang ada di Indonesia. Tradisi musyawarah mufakat 
yang telah mulai hilang harus dihidupkan kembali dalam politik Indonesia. 
Persoalan-persoalan politik Indonesia tidak harus disesuaikan dengan tradisi politik 
Amerika, Australia, Ingris, Prancis dan lainnya yang selama ini menjadi “konco 
politik” Indonesia. Musyawarah mnufajat oleh para ahli hukum Indonesia dinilai 
sebagai tradisi politik yang paling relevan dengan Indonesia. Bukan hal yang 
bertentangan dengan demokrasi ketika Indonesia menerapkan musyawarah untuk 
mufakat seperti tradisi demokrasi liberal di negara lain yang senantiasa 
mengutamakan pemungutan suara dalam proses politik. Inilah tradisi yang sesuai 
dengan sila keempat dari Pancasila.  
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6. Etika Keadilan. 

Berperilaku adil adalah hal yang sangat penting. Ketikadilan merupakan sumber konflik 
social yang terjadi di Indonesia. Sejatinya seorang wakil rakyat harus bertindak adil dan 
bertindak bukan hanya untuk dapil (daerah pemilihan)-nya saja, namun untuk seluruh 
daerah dimana ia menjadi wakil rakyat. Jika ia seorang anggota DPR RI, maka ia lebih 
mengedepankan persoalan bangsa secara merata, melepaskan dari kepentingan 
kedaerahan, dapil atau golongannya. Jika ia seorang anggota DPRD provinsi, maka ia 
bertindak untuk perbaikan dan perubahan di wilayah provinsinya, bukan hanya dapilnya 
saja. Begitu juga untuk DPRD kabupaten dan kota. Prinsip keadilan bahwa suara rakyat 
adalah suara kebenaran yang harus didengarkan dalam rangka menciptakan perbaikan dan 
perubahan bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan keadilan 
merupakan tindakan yang harus menjadi kewajiban politisi Indonesia tidak hanya 
memupuk kekayaan pribadi dan keluarga sehingga praktek kolusi korupsi dan nepotisme 
berkembang pesat di Indonesia.  

Beberapa nilai-nilai etika diatas agaknya memang sangat diperlukan untuk elite politik kita 
yang harus ditata ulang. Momentum proses pencalegan ini harusnya menjadi momentum 
bagi partai politik melakukan pendidikan politik yang menekankan pada perbaikan etika 
elite politiknya. Tujuannya juga agar menciptakan caleg yang berkualitas secara etika, 
moral dan integritasnya. Kita tentu berharap bahwa politik Indonesia itu berlandaskan 
pada nilai-nilai etika, apakah etika keagamaan, etika social ataukah etika hukum sehingga 
dapat menuju politik yang bermartabat. 
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